GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 403 /KEP/HK/2021
TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ADMINISTRASI PEMERINTAHAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Menimbang

Mengingat

PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

. a.

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

bahwa dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang
efektif dan efisien serta untuk meningkatkan kinerja
Aparatur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur khususnya pada Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa
Tenggara Timur, diperlukan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan sebagai pedoman
dalam pelaksanaan tugas;

bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Gubernur tentang Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan pada Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah-daerah Tingkat [ Bali, Nusa
Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
1649);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang
Cipta Kerja (Lembatan negara Republik Indonesia
Tashun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Repubklik Indonesia Nomor 6573);




Menetapkan
PERTAMA

KEDUA

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Berita Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2017 Nomor 27) sebagaimana
diubah dengan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi
Nusa Tenggara Timur (Berirta Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur Tahun 2020 nomor 44);

MEMUTUSKAN :

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagaimana dalam Lampiran merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

: Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa
Tenggara Timur sebagaimana diktum PERTAMA meliputi:

a. SOP Penanganan Surat Masuk;
SOP Penanganan Surat Keluar;
SOP Penomoran Surat;
SOP Penerbitan Nota Dinas;
SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Aparatur
Sipil Negara;
SOP Pengusulan Pensiun Aparatur Sipil
Negara;
SOP Pengajuan Gaji Berkala;
SOP Pengusulan Kartu Istri(Karis) /Kartu
Suami (Karsu);
SOP Pengajuan Cuti Aparatur Sipil Negara;
SOP Penataan Arsip;
SOP Pengelolaan Aset;
SOP Absensi Sidik Jari;
SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai;
SOP Penyusunan Laporan Kehadiran
Pegawai;
SOP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
SOP Penilaian Maturitas penyelenggaraan
Sistem Pengendalian Intern Pemerintah
(SPIP) Terintegrasi;
q. SOP Laporan Keuangan SKPD;
= SOP Pengajuan SPP-SPM Gaji/TPP;

SOP Pengajuan SPP-SPM UP/GU /TUP;
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SOP Pengajuan Pembayaran Kontraktual;
SOP Pertanggungjawaban(SPJ);

SOP Penyusunan Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah (LKIP);

SOP Penyusunan Rencana Kegiatan dan
Anggaran Kementerian Negara/Lembaga(
RKA-KL);

SOP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (LPPD);

SOP Penyusunan Laporan Keterangan
Pertanggungjawaban(LKPJ);

SOP Penyusunan Laporan Tahunan;

SOP Penyusunan Rencana Kerja dan
Anggaran (RKA);

SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA);
SOP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja
Anggaran (Perubahan RKA);

SOP Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama
Dengan Lembaga Sertifikasi;

SOP Verifikasi Data Bantuan Pasca Panen
dan Pengolahan Hasil Pertanian;

SOP Penyediaan Prasarana dan Sarana
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian;

SOP Sosialisasi Kegiatan Pasca Panen dan
Pengolahan Hasil Pertanian;

SOP Menyusun Materi
Sosialisasi/Bimbingan Teknis Kegiatan
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian;

SOP Pembuatan Surat Menyurat Kegiatan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
SOP Melakukan Pencacahan dan
Pengumpulan Data Kelompok Tani/UKM
Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Pertanian;

SOP Bimbingan Teknis Penyusunan
Dokumen Sertifikasi Organik;

SOP Asuransi Usaha Tani Padi;

SOP Pembuatan TOR dan RAB Kegiatan;
SOP Pengumpulan dan Pelaporan Infomasi
Harga Pasar Komoditas Pertanian;

SOP Pelaksanaan Penerapan Standarisasi
Good Agricultural Practices (GAP) Komoditi
Pertanian;

SOP Surat Keputusan Penetapan Kegiatan
Pascapanen dan Pengolahan Hasil
Pertanian;

SOP Pembuat Dokumen Pelaporan Kegiatan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
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SOP  Kegiatan  Pengambilan  Sampel
Pengujian Mutu Produk Hasil Pertanian;
SOP Optimasi Lahan Kering;

SOP Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier
(RJIT);

SOP Irigasi Permpompaan Besar/Menengah;
SOP Survey, Investigasi dan Desain (SID)
Irigasi Perpompaan Besar/Menengah, Irigasi
Perpipaan, Optimasi Lahan  Kering,
Pembangunan Embung Pertanian,
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)
dan Cetak Sawah;

SOP Irigasi Perpipaan;

SOP Pembangunan Embung Pertanian;

SOP Penyusunan Laporan Verifikasi dan
Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi;

SOP Penyusunan Realokasi Pupuk
Bersubsidi,

SOP Pemanfataan Alat dan Mesin Pertanian;
SOP  Mekanisme  Penyaluran Pupuk
Bersubsidi;

SOP Penginputan Data eRDKK Pupuk
Bersubsidi,

SOP Pengecekan Alat dan Mesin Pertanian
Pra dan Pasca Pemakaian;

SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Alat dan
Mesin Pertanian;

SOP Pengawasan Pestisida;

SOP Penilaian Kelompok Tani Berprestasi,
Balai Penyuluh Pertanian dan Penyuluh
Teladan (PNS, P3K, Swadaya);

SOP Penilaian Angka Kredit Penyuluh
Pertanian;

SOP Pelatihan Penyuluh;

SOP Penyusunan Programa Pertanian
Provinsi;

SOP Pelatihan Petani;

SOP Analisis Pola Distribusi Harga dan
Akses Pangan;

SOP Pemantauan Informasi Harga Pangan,;
SOP Pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan
(KMP);

SOP Analisis Kerawanan Pangan
(Transien /Kronis);

SOP Penyaluran Cadangan Pangan
Masyarakat;

SOP Penyusunan Neraca Bahan
Makanan(NBM);

SOP Kegiatan Pasar Mitra Tani(PMT);

SOP Analisis Pola Pangan Harapan (PPH);
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SOP Analisis Peta Kerentanan dan
Kerawanan Pangan (FSVA);

SOP Penanganan Surat Keluar;

SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Pelaksanaan Pertanian Keluarga (PK);
SOP Penyusunan Neraca Akses Pangan;
SOP Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan
(FDP);

SOP Sistem Monitoring Stok Pangan
Strategis;

SOP Penerbitan Sertifikat Prima 2, Prima 3
Dan Nomor Registrasi PSAT Dan Atau /
Rumah Kemas;

SOP Pertemuan Komisi Teknis;

SOP Pengawasan Keamanan Pangan Segar
Asal Tumbuhan (PSAT);

SOP Audit Lapang Pelaku Usaha;

SOP Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi,
Sehat dan Aman(B2SA) dan Kuliner;

SOP Survey dan Pengumpulan Data Analisis
Konsumsi Pangan Penduduk;

SOP Perencanaan Kegiatan;

SOP Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis;

SOP Bantuan Sarana Produksi Dan Sarana
Budidaya;

SOP Bantuan Cadangan Stok Sayuran Dan
Buah;

SOP Identifikasi dan Verifikasi Calon

Petani / Calon Lahan;

SOP Pelaporan;

SOP Penetapan Calon Petani Calon Lokasi
(CPCL) Gerakan TJPS Tingkat Kabupaten;
SOP Sosialisasi Gerakan Tanam Jagung
Panen Sapi;

SOP Pelatihan Petani Gerakan Tanam
Jagung Panen Sapi/TJPS;

SOP Penetapan SK CPCL Gerakan TJPS
Tingkat Provinsi;

SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih
Jagung;

SOP Pelaksanaan Gerakan TJPS;

SOP Penetapan Calon Petani Calon Lokasi
(CPCL) Perbanyakan Benih Padi Dan Jagung
Tingkat Kabupaten;

SOP Penetapan SK CPCL Perbanyakan
Benih Padi Dan Jagung Tingkat Provinsi;
SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih
Padi, Jagung, Plastik Kemasan Dan Karung
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SOP Pelaksanaan Perbanyakan Benih Padi
Dan Jagung Sampai Pelabelan Benih;

SOP Pertanggungjawaban Kuintansi Belanja
Pupuk Kegiatan Perbanyakan Benih Padi
Dan Jagung;

SOP Penetapan SK CPCL Kegiatan
Pengembangan Aneka Kacang Dan Umbi
dan Kegiatan Penangkaran / Perbanyakan
Benih;

SOP Kegiatan Pengembangan Anecka Kacang
dan Umbi;

SOP Laporan Luas Areal Produksi dan
Produkvitas;

SOP Kegiatan Penangkaran / Perbanyakan
Benih;

SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih
Kacang- Kacangan dan Umbi;

SOP Rekomendasi [jin Usaha Perkebunan;
SOP Pengembangan Tanaman Kapas;

SOP Pengembangan Tanaman Tembakau;
SOP Pengembangan Tanaman Tebu;

SOP Pengembangan Tanaman Tahunan
Perkebunan;

SOP Pengembangan Kawasan Tanaman
Semusim dan Rempah (Komoditi Vanili);
SOP Pengembangan Kawasan Tanaman
Rempah dan Penyegar (Komoditi Pala);

SOP Evaluasi / Analisis Pelaporan;

SOP Penanganan Surat Keluar;

SOP Pengajuan Surat Usulan Cuti Pegawai
Negeri Sipil;

SOP Pengelolaan Laboratorium,;

SOP Pembentukan Klinik PHT/PPAH;

SOP Surveylans Organisme Pcngganggu
Tumbuhan (OPT);

SOP Kenaikan Pangkat ASN;

SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Gerakan Pengendalian Organisme
Penggangu Tumbuhan (OPT);

SOP Bantuan Sarana Pestisida;

SOP Perbanyakan Agens Pengendali Hayati;
SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Pengamanan Lingkungan Kantor;

SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat;

SOP Penyusunan Laporan Bulanan;

SOP Penyusunan RKA UPT;

SOP Penyusunan Laporan PAD;

SOP Pengajuan Keuangan;

SOP Penyusunan Laporan Kehadiran
Pegawai;
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SOP Penanganan Surat Keluar;
SOP Pengelola Asrama Dan Aula;
SOP Pelayanan Penggunaan Jasa
Laboratorium;

SOP  Pelayanan  Benih
Perkebunan;

SOP Pengelolaan Kebun Dinas;
SOP Pelayanan Pemesanan Biopestisida;
SOP Penyusunan Laporan Inventaris
Barang;

SOP Pengajuan Usulan Pensiun ASN;
SOP Pengajuan Usulan Cuti ASN;

SOP Penataan Arsip;

SOP Pengelolaan Aset;

SOP Pengelolaan Keuangan Bendahara
Pengeluaran Pembantu;

SOP Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala;
SOP Penyusunan Laporan Bulanan;

SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN;
SOP Penyusunan Laporan Tahunan;
SOP Penerbitan Nota Dinas;

SOP Penanganan Pendapatan Asli
Daerah (PAD);

SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Penanganan Surat Keluar;

SOP Produksi Benih Sumber Jagung Per
Hektar;

SOP Produksi Benih Sumber Kacang
Hijau Per Hektar;

SOP Produksi Benih Sumber Kacang
Kedelai Per Hektar;

SOP Produksi Benih Sumber Padi Per
Hektar;

SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan
Dan Hortikultura Kepada Masyarakat;
SOP Perbanyakan Benih Bawang Merah
Bersertifikat;

SOP Perbanyakan Benih Jeruk
Bersertifikat;

SOP  Perbanyakan Benih  Mangga
Bersetifikat;

SOP Sertifikasi Benih Tanaman Pangan;
SOP Sertifikasi Tanaman Buah-buahan;
SOP Penyusunan Laporan Monitoring
Peredaran Benih;

SOP Penyusunan Laporan Inventarisasi
Penyebaran Varietas;

SOP Checking Mutu;

SOP Pelabelan Ulang;

SOP Adaptasi Persiapan Pelepasan
Varietas;

SOP Pemurnian Varietas;

Tanaman
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SOP Determinasi Pohon Induk;

SOP Penerbitan Rekomendasi dan IUP
Benih Tanaman Perkebunan;

SOP Penilaian dan Penetapan Kebun
Sumber Benih Tanaman Perkebunan;
SOP Sertifikasi Benih Tanaman
Perkebunan;

SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman
Perkebunan;

SOP Penerbitan Rekomendasi Sertifikat/
Kompetensi;

SOP Sertifikasi Sayuran Semusim;

SOP Permintaan dan Pertanggung jawaban
Keuangan APBN;

SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat dan
Pensiun;

SOP Permintaan Dan Pertanggungjawaban
Keuangan APBD I;

SOP Pengadaan Barang Milik Negara (Aset);
SOP Pengadaan ATK;

SOP Penanganan Surat Masuk;

SOP Penanganan Surat Keluar; dan

SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman
Pangan Dan Hortikultura.

: Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud dalam

Diktum KEDUA adalah sebagaimana tercantum dalam
Lampiran Keputusan ini.

: Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa

Tenggara Timur melakukan monitoring dan evaluasi terhadap
pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dan dilakukan secara
berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu)

tahun.

ditetapkan.

: Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 26 MevEMZER 2021 1




2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il perode 2018-2022.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa 40_..Em:m Timur.

[Nomor sOP 01 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan .
Disahkan oleh pxaom_m Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provins\Nusa Tenggara ._;_:._5—.
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR E Lecky Frederich Koli, STP
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
SEKRETARIAT NIP 196402101986031029
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP Penanganan Surat Masuk
Dasar Hukum : |Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-] 1. Pendidikan minimal SMA
2025 2. Menguasai tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer/laptop

2. Printer

3. ATK

Peringatan :

|Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penanganan Surat Masuk terlambat, maka akan berdampak pada terlambatnya
tindaklanjut surat masuk.

1. Pada agenda surat keluar
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Sekretaris Kasubag Keterangan
Fungsional Umum Biase KUM Kelengkapan Waktu Output
1 2 4 5 7 8 9 10
1 [Menerima surat masuk, mengagendakan surat Buku Agenda Surat 5 menit |Surat masuk dan
dalam buku agenda surat masuk, memasang S masuk dan lembar lembar Disposisi
lembar disposisi dan meneruskan kepada Mulai disposisi
Sekretaris Dinas. |
1
2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan *I Surat masuk dan 10 menit [Surat masuk dan
memberiken petunjuk kepada pejabat yang lembar Disposisi Disposisi
dituju untuk ditindaklanjut dan dikembalikan ke
pengadmiristrasi umum.
3 |Mencatat disposisi Sekretaris Dinas dan Surat masuk dan 5 menit [Surat masuk dan
meneruskan ke Kasubag KUM. Disposisi Dispaosisi
4 |Menelaah dan mendisposisi surat kepada staf A 4 Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk dan
3 untuk ditindaklanjuti / dilaksanakan. Disposisi Tujuan Disposisi
5 |Menindaklanjuti disposisi terkait surat masuk i Surat masuk dan 5 menit |Pelaksanaan
dan mengarsipkan. Selesai Tujuan Disposisi Disposisi dan
Arsip Surat




Nomor SOP 02 Tahun 2021

Emwrm_ Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
SEKRETARIAT NIP 1964021019386031029
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP Penanganan Surat Keluar
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 1. Pendidikan minimal SMA
2010-2025 2. Menguasai tata naskah dinas
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timr Tahap |l perode 2018-2022.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
_:osnxm_ﬁa : Peralatan/perlengkapan :
|SOP Penanganan Surat Masuk 1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK
{Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penanganan Surat Keluar tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak pada 1. Pada agenda surat keluar
terlambatnya tindaklanjut surat keluar 2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Sakrolarie Keterangan
Kasubag Fungsional Umum Bilgs Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. |Memerintahkan untuk menyiapkan bahan Disposisi Surat 5 menit Disposisi Surat
kelengkapan surat keluar dan menyerahkan Mulai masuk/petunjuk masuk/petunjuk
kepada Fungsional Umum. atasan atasan
2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat Disposisi Surat 30 menit |Bahan kelengkapan
keluar dan menyusun konsep surat keluar ; masuk/petunjuk surat keluar dan
dan menyerahkan kepada kasubag. atasan konsep surat keluar
3. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Bahan 20 Menit |Konsep surat keluar
setuju, memaraf dan disampaikan kepada Tidak kelengkapan
Sekretaris Dinas. Apabila tidak setuju / surat keluar dan
dikembalikan kepada pengadministrasi konsep surat
umum untuk diperbaiki. Ya keluar
4, |Menelaah dan Mengoreksi konsep surat L Konsep surat 20 menit  |Surat keluar
keluar. Apabila setuju, memaraf dan > keluar
disampaikan kepada Kepala Dinas, Apabila
tidak setuju dikembalikan kepada Kasubag| .k < Ya
untuk diperbaiki.
5. |Menandatangani Surat Keluar dan L Surat keluar 10 menit | Surat keluar
diteruskan kepada Fungsional Umum untuk
ditindaklanjuti.
6. |Mengagendakan  mendistribusi/mengirim Surat keluar 10 menit  |Surat Keluar dan
dan mengarsip. Selesai *- Arsip

_——



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 03 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

ﬁx@vm_m Dinas Pertanian dan Ketéhanan Pangan
Proviret

Tenggara .:3:«-.

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Penomoran Surat

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

%

2.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timr Tahap |l perode 2018-2022;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Frovinsi
Nusa Tenggara Timur;

1. Pendidikan minimal SMA
2. Menguasai tata naskah dinas

|Keterkaitan :

|Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penomoran Surat tidak dilakukan dengan baik maka tidak ada ketidaktertiban
penomoran surat dalam agenda nomor surat.

1. Pada Daftar Pengendalian Nomor Surat Keluar
2. Disimpan dalam Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Keterangan
Bidang/Kepala |Fungsional Umum| Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Sub Bagian
1 2 3 4 6 8 9 10 11
1. [Menandatangani  Surat Keluar dan Bahan kelengkapan 20 menit Bahan kelengkapan
meneruskan kepada Fungsional Umum. ) surat keluar dan surat keluar dan
Miai surat keluar surat keluar
2. [Menerima dan Mendistribusikan surat Bahan kelengkapan 30 menit Bahan kelengkapan
keluar yang telah ditandatangani ke Kepala ! surat keluar dan surat keluar dan
Bidang / Kepala Sub Bagian. surat keluar surat keluar
3. [Menerima surat keluar vyang telah Bahan kelengkapan 20 Menit |Surat Keluar
ditandatangani dan meneruskan kepada surat keluar dan
staf untuk mengambil nomor surat surat keluar
4. |[Memberikan  penomoran  surat dan Surat Keluar 20 menit Surat Keluar dan
mengagendakan surat keluar B Arsip
esal

—_——



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 04 Tahun 2021
[ Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
|Disahkan oleh N_Ae_uam Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
insi-hlusa Tenggara .:_._._E-.
Oll, o1 F
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Penerbitan Nota Dinas

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birolkrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

1. Memiliki SDM tentang Penataan Arsip
3. Pendidikan minimal DIl

Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. Printer

4. Buku Agenda Surat Masuk
5. Buku )mmsn_m Surat Keluar

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penerbitan Nota Dinas terlambat diproses akan berdampak pada penyampaian informasi
sesuai isi nota dinas.

1. Pada agenda surat keluar
2. Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
No. aliap Kagatan Sekretaris Kasubag Fungsional Kepala Koloncianen | Wil Output ReGAT
Dinas KUM Umum Dinas Uy P

1 2 3 4 5 6 7 8 g 10

1 [Menugaskan Kasubag untuk menyiapkan Konsep Surat Masuk, 10 menit |Disposisi, petunjuk,
Nota Dinas. Disposisi, penugasan

Mulal Petunjuk

2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk menyusun Disposisi, 10 menit {Konsep Nota Dinas
konsep Nota Dinas dan menyiapkan kelengkapan L petunjuk,
bahan nota dinas. penugasan

3. |Menyusun dan menyiapkan konsep Nota Dinas Konsep Nota 1jam |Konsep Nota Dinas &
beserta kelengkapan bahan nota dinas dan 4 Dinas bahan kelengkapan
meyerahkan ke Kasubag. nota dinas

4. [Menelaah, mengoreksi jika setuju memaraf dan v Konsep Nota 10 menit |Konsep Nota Dinas
meneruskan ke sekdis, jika tidak setuju \ / Tidak Dinas & bahan Yang telah diparah
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk ) kelengkapan oleh Kepala Sub
diperbaiki. Tidak /\ nota dinas Bagian

5. |Menelaah, mengoreksi jika setuju memaraf dan va Konsep Nota 10 menit |Nota Dinas
meneruskan ke kadis, jika tidak setuju // Dinas
dikembalikan ke Kasubag KUM untuk diperbaiki. \\

6. | Menandatangani Nota Dinas dan Menyerahkan Ya Nota Dinas 5 menit [Nota Dinas
kepada Kasubag untuk ditindaklanjuti.

7. |[Mengirimkan dan mengarsipkan nota dinas. Nota Dinas 5 menit [Nota Dinas dan Arsip

-




PEMERINTAH PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 05 Tahun 2021

| Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Nxmﬁm_m Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

s Nysa Tenggara .::.EA\

Pembina Utama Muda
NIP 196402101985031029

Judul SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat Aparatur Sipil Negara

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomaor 99 Tahun 2000 tentang

Kenaikan Pangkat PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Proseciur Administrasi
Pemerintahan.

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubermnur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Fenyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahzn di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

oo

1. Menguasai Windows dan Microsoft Office

2. Minimal satu tahun bekerja di bagian kepegawaian
3. Memahami tata naskah dinas

4. Pendidikan minimal DIlI

Keterkaitan : |Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3, Printer
{Peringatan : |Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP kenaikan pangkat tidak dilekukan dengan baik maka akan menghambat kenaikan pangkat ASN

1, Buku jaga kenaikan pangkat
2, Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy




dan Arsip

Pelaksana Mutu Baku
§ AP Ko Kasubag KUM _u_..mw.m..__”__._m_ Sekretaris | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output ryhgiccn

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan Fungsional Umum untuk Daftar pegawai yang 3 hari Disposisi Kasubag
mengumpulkan dan menyiapkan bahan usulan E akan diajukan kenaikan
kenaikan pangkat ASN. pangkat

2. [Mengumpulkan dan menyiapkan bahan usulan | I—— Disposisi Kasubag 30 menit |Bahan dan Konsep
kenaikan pangkat ASN serta membuat konsep “_‘ surat usulan
surat usulan kenaikan pangkat, kemudian kenaikan pangkat
menyerahkan ke Kasubag.

3. IMemeriksa konsep surat usulan kenaikan Bahan dan Konsep surat|30 menit |Konsep Surat
pangkat, jika setuju memberi paraf dan X usulan kenaikan usulan dan bahan
Menyerahkan ke Sekretaris. Jika tidak setuju / : pangkat kenaikan pangkat
mengembalikan kepada Fungsional Umum \\ Tidak yang telah diparaf
untuk diperbaiki. oleh Kasubag

4. |IMemberi paraf dan meneruskan kepada Kepala Konsep Surat usulan 30 menit |Surat usulan
Dinas. va dan bahan kenaikan kenaikan pangkat

pangkat yang telah yang telah diparaf
diparaf oleh Kasubag oleh Sekretaris

5. |IMemberi tanda tangan dan meneruskan kepada Surat usulan kenaikan |30 menit |Surat usulan
Fungsional Umum. pangkat yang telah kenaikan pangkat

diparaf oleh Sekretaris

6. [Mengirimkan berkas dan surat usulan kenaikan X Surat usulan kenaikan |30 menit |Surat usulan
pangkat ke BKD Provinsi NTT. _ Selesai _ pangkat kenaikan pangkat




Nomor SOP 06 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan N
Disahkan oleh wxmum_m Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara .:3_._6,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
SEKRETARIAT NIP 196402101986031029
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM
Judul SOP Pengusulan Pensiun Aparatur Sipil Negara
auwn_. Hukum : :.._n_al_._ﬁuw Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025.

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

1. Menguasai Windows dan Microsoft Office
2. Minimal satu tahun bekerja di bagian kepegawaian

3. Memahami tata naskah dinas
4, Pendidikan minimal DIl

Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK

-mo:_..un,n_._ !

Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengusulan pensiun ASN tidak dilaksanakan maka akan menghambat penerbitan SK pensiun
ASN

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
e EHIED 1 rungelonst TP 8t Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output Keterangen
Umum Bagian
1 2 3 4 5 6 : 7 8 9 10
1. [Memverifikasi status pegawai yang telah berkas-berkas 2 hari |Berkas
memasuki masa pensiun, membuat Aulal persyaratan persyaratan
konsep surat usulan pensiun ASN dan _ _ pensiun pegawai pensiunan ASN
menyampaikan kepada Kepala Sub H dan Konsep surat
Bagian Kepagawaian dan Umum. Fidak usulan pensiun
_ ASN
2. |[Memeriksa konsep surat usulan pensiun v Berkas persyaratan | 20 menit |Berkas dan
ASN, jika setuju memberi paraf dan \ / pensiunan ASN Konsep surat
menyerahkan kepada Sekretaris. Jika dan Konsep surat usulan pensiun
tidak setuju mengembalikan kepada Staf < usulan pensiun ASN yang telah
Kepegawaian untuk diperbaiki. Ya ASN diparaf oleh
Kasubag
3. |Memberi paraf konsep surat usulan Berkas dan Konsep| 20 menit |Berkas dan
pensiun ASN dan meneruskan kepada h 4 surat usulan konsep surat
Kepala Dinas. pensiun ASN yang usulan pensiun
telah diparaf oleh ASN yang telah
Kasubag diparaf oleh
Sekretaris
4. |Menandatangani surat usulan pensiun v Berkas dan konsep | 20 menit |Surat usulan
ASN dan meneruskan kepada Fungsional surat usulan pensiun ASN
Umum. pensiun ASN yang
telah diparaf oleh
Sekretaris
5. [Mengirimkan berkas dan surat usulan . 4 Surat usulan 2jam |Surat usulan
pensiun ASN ke BKD Provinsi NTT. _ Selesai _ pensiun ASN pensiun ASN dan
Arsip




Nomor SOP 07 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

 Tanggal Revisi

I Tanggal Pengesahan

|Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Prouinsi Tenggara ._._:._E-,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
SEKRETARIAT NIP 196402101986031029
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM )
Judul SOP Pengajuan Gaji Berkala
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-Undang Pokok Kepegawaian Nomor 8 Tahun 1974,

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedelapan Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1. Menguasai Windows dan Microsoft Office

2. Minimal satu tahun bekerja di bagian kepegawaian
3. Memahami tata naskah dinas

4. Pendidikan minimal DIll

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Nota Dinas 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengajuan Gaiji Berkala tidak dilaksanakan maka akan menghambat kenaikan gaji ASN
yang bersangkutan

;Dﬁ_auma delam bentuk soft copy dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
: : Kasubag
No. Tahap Kegiatan e i Kepegawaian .| Sokretars ey Kelengkapan | Waktu | Oupu | eteneA0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |[Mengumpulkan bahan, menelaah sera SK kenaikan gaji 1 hari Konsep SK
menyiapkan draft SK kenaikan gaji berkala Mulai berkala terakhir dan SK kenaikan gaji
sesuai aturan yang berlaku dan kenaikan pangkat berkala
menyampaikan ke Kasubag. terakhir
2. |Memeriksa konsep SK kenaikan gaji y KonsepSK kenaikan 30 menit |Konsep SK
berkala, jika setuju memberi paraf dan \\/ gaji berkala kenaikan gaji
meneruskan ke Sekretaris. Jika tidak 5 berkala yang
setuju mengembalikan kepada Staf L. e W Ya telah diparaf
Kepegawaian untuk diperbaiki. oleh Kasubag
3. |Memberi paraf konsep SK kenaikan gaji Konsep SK kenaikan |30 menit |SK kenaikan
berkala dan meneruskan kepada Kepala v gaji berkala yang telah gaji berkala
Dinas. diparaf olen Kasubag yang telah
diparaf
Sekretaris
Dinas
4. |Menandatangani SK kenaikan gaji berkala R SK kenaikan gaji 30 menit |SK kenaikan
dan diteruskan kepada Fungsional Umum berkala yang telah gaji berkala
diparaf Sekretaris
[ Dinas
5. |Mengagendakan dan memberi stempel SK kenaikan gaji 15 menit |SK kenaikan
pada SK untuk kemudian disampaikan E berkala gaji berkala dan
kepada pegawai yang bersangkutan. Arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 08 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

| Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

|Disahkan oleh wxm_um_m Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Frovinsi Nusa Tenggara ._.E._E-

Pembina Utama Muda
NIP 19640210198€6031029

Judul SOP

Pengusulan Kartu Istri (Karis) / Kartu Suami (Karsu)

{Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

¢ 3

Menguasai Windows dan Microsoft Office

Minimal satu tahun bekerja di bagian kepegawaian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajament Pegawai Negeri Sipil. &
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 3. Memahami tata naskah dinas
2025, 4. Pendidikan minimal DIl
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,
Keterkaitan : |Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP Pengusulan Karis/Karsu tidak dilaksanakan dengan baik maka Karis/Karsu tidak dapat Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy
dikeluarkan.

e



Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan 3 Kepala Sub Fungsional Keterangan
Sekretaris Bagian Genias Kepala Dinas Kelengkapan Waktu OQutput

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |[Memerintah Kasubag KUM untuk 5 menit |Disposisi Sekretaris Dinas
mengusulkan karis/Karsu bagi ASN
yang belum memiliki Karis / Karsu a

2. |Menugaskan Staf Kepegawaian untuk ..IlJ Disposisi Sekretaris Dinas 5 menit |Disposisi Kepala Sub
mengumpulkan bahan dan membuat Bagian
konsep surat usulan Karis / karsu.

3. |Mengumpulkan bahan dan mempuat Disposisi Kepala Sub Bagian | 2 minggu |Bahan usulan (Form
konsep surat usulan Karis/Karsu serta laporan perkawinan
menyampaikan ke Kasubag. pertama, form daftar

keluarga ASN, fc sah akta
perkawinan, fc sah SK
CPNS, fc sah SK ASN, fc
sah SK pangkat terakhir,
pas foto suamifistri uk 2x3)
dan konsep surat usulan
Karis/Karsu.

4. |Memeriksa konsep surat usulan Tidak Bahan usulan (Form laporan 10 menil |Konsep surat usulan yang
Karis/Karsu. Jika Setuju memberi perkawinan pertama, form {elah diparaf oleh Kepala
paraf dan menyampaikan ke £ daftar keluarga ASN, fc sah Sub Bagian
Sekretaris, jika tidak setuju A W akta perkawinan, fc sah SK
mengembalikan ke Staf Kepegawaian o CPNS, fc sah SK ASN, fc sah
untik diperbaiki. SK pangkat terakhir, pas foto

va suamifistri uk 2x3) dan konsep
surat usulan Karis/Karsu.

5. |[Memberi paraf surat usulan Konsep surat usulan yang telah| 5 menit |Konsep surat usulan
Karis/Karus dan meneruskan ke 4 diparaf oleh Kepala Sub Karis/Karsu yang telah
Kepala Dinas Bagian diparaf Sekretaris Dinas

6. |Menandatangani surat usulan | Konsep surat usulan 5 menit |Surat usulan Karis/Karsu
Karis/Karsu Karis/Karsu yang telah diparaf

Sekretaris Dinas
]

8. |Memerintah Staf Kepegawaian untuk e Surat usulan Karis/Karsu 5 menit |Surat usulan Karis/Karsu
mengambil nomor surat dan
mengirimkan surat dan bahan usulan _r
Karis/Karsu ke BKD Provinsi NTT. IE——

9. |Mengambil nomor surat dan Surat usulan Karis/Karsu 2 jam |Surat usulan Karis/Karsu
mengantarkan surat usulan beserta Selesal dan Arsip
bahan usulan ke BKD Provinsi NTT.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 09 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara ._._3_:..

|

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Pengajuan Cuti Aparatur Sipil Negara

{Dasar Hukum :

|Kualifikasi Pelaksana :

1

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

1. Menguasai Windows dan Microsoft Office

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS. 2. Minimal satu tahun bekerja di bagian kepegawaian
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 3. Memahami tata naskah dinas
2025. 4. Pendidikan minimal DIl
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahari.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemierintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-2022.
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa ._.osmnmqm Timur.
|Keterkaitan : |Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK

Peringatan :

_tm-.nmnn»u_._ dan pendataan :

Apabila SOP Pengajuan Cuti ASN tidak dilaksanakan sesuai SOP yang ada maka BKD Provinsi NTT
tidak dapat menerbitkan surat cuti bagi ASN yang bersangkutan.

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy




ditandatangani oleh Kepala
Sub Bagian

Pelaksana Mutu Baku
'No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Bagian Keterangan
Fungsional Umum Kepegawaian dan Kelengkapan Waktu OQutput
Umum
1 2 3 4 7 8 9 10
1. [Memverifikasi permohonan cuti Aparatur Formulir permohonan cuti |1 jam Formulir permohonan cuti
Sipil Negara dengan sisa cuti, membuat Aparatur Sipil Negara Aparatur Sipil Negara dan
konsep surat usulan cuti dan surat Pengantar
menyampaikan kepada Kepala Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum.
2. |[Memeriksa konsep surat usulan cuti 1 Formulir permohonan cuti |30 menit surat usulan cuti Aparatur
Aparatur Sipil Negara, jika setuju \ Aparatur Sipil Negara dan Sipil Negara dan Surat
menandatangani surat Pengantar Cuti. Ticdak surat Pengantar Pengantar yang telah
Jika tidak setuju mengembalikan kepada ditandatangani cleh
Staf Kepegawaian untuk diperbaiki. Ya Kepala Sub Bagian
| 5. [Mengagendakan dan mengirimkan surat . surat usulan cuti Aparatur {45 menit Surat usulan cuti Aparatur
usulan cuti PNS ke BKD Provinsi NTT. Sipil Negara dan Surat Sipil Negara, Surat
Selesai Penganiar yang telah Pengantar dan Arsip




Nomor SOP 10 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh w Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Hhlysa Tenggara 4_3_.__,-
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP 196402101986031029
SEKRETARIAT
GIAN KEPEGAW. DAN UMUM
SUE Dhen i Judul SOP Penataan Arsip
.wnamq Hukum : Kualifikasi Felaksana :

1.

Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2019 Tentang Kearsipan.

1. Memiliki SDM tentang Penataan Arsip

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2. Menguasai Komputer
2025. 3. Memahami tata naskah dinas
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 4, Pendidikan minimal DIl
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan ci Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-2022.
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. SOP Penyusunan Laporan Disiplin PNS 3. Printer
Perit Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penataan Arsip tidak dilakukan dengan baik maka memungkinkan salah satu dokumen
terselip, hilang, ataupun rusak dan tindak lanjut dokumen tidak jelas

1. Jenis Surat

2. Laporan Kegiatan
3. Dokumsn yang digunakan




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan kretari Keterangan
ofiiod e Ao Kanvbsg Fungsional Umum Kelengkapan Waktu Cutput et
Dinas KUM
1 2 3 4 5 [] 10 11 12
1. |Menugaskan kasubag KUM untuk Fisik Surat, Buku 15 Menit  |Fisik Surat, Buku
penataan kearsipan Mulai Dokumen lainnya, Dokumen lainnya,
Agenda Surat Masuk Agenda Surat
Masuk
2. |Mendistribusikan dokumen, surat, Fisik Surat, Buku Fisik Surat, Buku
berkas kepada petugas kearsipan Dokumen lainnya, 30 Menit  |Dokumen lainnya,
Agenda Surat Masuk Agenda Surat
Masuk
3. |Memberi tanggal surat, pada lembar L2 Lembar Pengantar 5 Menit  |Fisik Surat, Buku
pengantar atau tanda terima atau tanda terimai Dokumen lainnya,
Agenda Surat
T Masuk
4. |Mensortir surat ke dalam kelompok surat @ Surat masuk 10 menit  |Fisik Surat, Buku
dinas atau surat pribadi, surat penting atau Dokumen lainnya,
biasa Agenda Surat
Masuk
5. |Mendisposisi surat masuk serta meneruskan h 4 Lembar disposisi dan 20 menit  |Petunjuk Pimpinan
kepada Kasubag fisik surat serta
dokumen lainnya
6 [Menyampaikan atau melaksanakan \ 4 Lembar disposisi dan 1 hari Petunjuk Pimpinan
berdasarkan |si disposisi fisik surat serta
dokumen lainnya
7 |Menyimpan atau mengarsipkan surat yang Petunjuk Pimpinan 15 menit  |Arsip Surat Masuk
telah selesai di proses menurut jenis atau dan Dokumen
kode surat lainnya
i
8 |Memasukan arsip pada lemari arsip dan \|||¥|/ Arsip Surat Masuk 20 menit  |Arsip Surat Masuk
dimasukan ke dalam map folder — dan Dokumen lainnya dan Dokumen
S3al

lainnya




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

Nomor SOP 11 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahen

|Disahkan oleh

~xmum,m Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provi Tenggara Timurk

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
SEKRETARIAT NIP 196402101986031029
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Judul SOP Pengelotann Aset
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 - 2025.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan
Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Permendagri
Nomeor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Permendagri Nomor 7
Tahun 2006

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan
Barang Milik Daerah

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-
2022

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Menguasai Komputer
3. Pendidikan minimal DI

1. Memiliki SDM tentang Penataan Arsip

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganzan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengelolaan Aset tidak dikelola dengan baik maka perencanaan kebutuhan,
penganggaran; pengadaan; pemanfaatan; penilaian; pemindahtanganan; penghapusan dan
pengendalian aset tidak mencerminkan keadaan atau nilai yang sebenarnya,

1. Jenis Surat
2. Laporan Kegiatan
3. Dokumen yang digunakan




Pelaksana Mutu Baku
i i i Keterangan
o FA0En Foge) Selvaars Kinag Bendahara Barang Kelengkapan Waktu Output ¢
Dinas KUM

1 2 3 4 5 9 10 11 12
1. |Menerima serah terima barang hasil proses Berita Acara Serah 30 Menit  |Fisik Surat, Buku

Pengadaan/ Pembelian/Hibah/Bantuan dan Mulai Terima Barang/ SPK/ Dokumen lainnya,

diteruskan kepada Sub Bagian Kepegawaian Kwitansi Agenda Surat

inventarisasi barang Masuk dan Fisik

Barang

2. |Memberi arahan kepada Pengurus Barang \ 4 Fisik Surat, Buku Berita Acara Serah

untuk dilakukan Pencatatan/ Pendataan/ Dokumen lainnya, 30 Menit  |Terima

Penyimpanan/Pendistribusian Agenda Surat Masuk

dan Fisik Barang

3. |Melakukan pencatatan/pendataan barang \ Berita Acara Serah 1 Minggu |Fisik Barang, Kartu

barang inventaris dalam KIB Terima Inventaris Barang
4. |Mendistribusikan barang inventaris kepada ¥ Fisik Barang, Kartu 1 minggu |Fisik Barang

pengguna barang Inventaris Barang
5. |Pemanfaatan barang inventaris sesuai Fisik Barang 1 minggu [Laporan Inventaris

ketentuan yang berlaku Barang

Selesai
N

—_——



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

INomor sOP 12 Tahun 2021

| Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

 Tanggal Pengesahan

|Disahkan olet| w Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

usa Tenggara Timur

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Absensi Sidik Jari

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

1. Pendidikan Minimal SMA

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. 2. Memahami Operasional Mesin Finger Print
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 3. Menguasai Pengoperasian Ms. Office
2025,
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timr Tahap |l perode 2018-2022.
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai 1. Mesin Finger Print
2. Komputer/laptop
3. Printer
4. ATK

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Absensi Sidik Jari tidak dilaksanakan dengan tertib maka ASN akan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan yang berlaku

Disimpan sebagai data elekironik berbasis internet pada aplikasi SIM Absensi Online

———




Pelaksana Mutu Baku
NO. Tahap Kegiatan i
e m:ﬂw:m....ﬂ& Seluruh ASN | Kasubag KUM Kelengkapan Waktu OQutput Keterangan
1. |Menyiapkan mesin finger print dan daftar hadir . Mesin finger print, daftar 10 Menit |[Mesin finger print dan
manual untuk proses absensi ASN _ Madal _ hadir manual daftar hadir manual
2. [Melakukan absensi sidik jari pada mesin finger S Mesin finger print dan daftar|30 menit - 1|Hasil absensi sidik jari
print dan memaraf daftar hadir manual H hadir manual jam 30 dan daftar hadir manual
menit yang telah diparaf
3. |Menerima dan memverifikasi keterangan Hasil absensi sidik jari dan |20 menit Hasil absensi sidik jari
ketidakhadiran pegawai dalam bentuk soffcopy daftar hadir manual yang dan daftar hadir manual
dan hardcopy surat tugas,surat sakit, surat izin y telah diparaf yang telah diparaf,
dan surat keterangan lainnya dari ASN/pejabat Keterangan
atasan langsung yang dikurnpulkan di Sub bagian ketidakhadiran pegawai
Kepegawaian, yang telah diverifikasi
4. |Melakukan verifikasi keterangan ketidakhadiran ¥ Hasil absensi sidik jari dan |10 menit Hasil absensi sidik jari
pegawai dan menugaskan Fungsional Umum daftar hadir manual yang dan daftar hadir manual
untuk menindaklanjuti. telah diparaf, Keterangan yang telah diparaf,
ketidakhadiran pegawai Keterangan
yang telah diverifikasi ketidakhadiran pegawai
yang telah diverifikasi
5. |Mengupload softcopy (Jpg) keterangan Hasil absensi sidik jari dan 3 Jam |Terlaksana absensi

ketidakhadiran pegawai pada aplikasi SIM
Presensi online,

i

daftar hadir manual yang
telah diparaf, Keterangan
ketidakhadiran pegawai
yang telah diverifikasi

sidik jari onfine




PEMERINTAH PROVINSI| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 13 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
 Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan
|Disahkan oleh

Kepala Dinas Peftanian dan Ketahanan Pangan
insiNysa Tenggara Timur &

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031028

Judul SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reforrnasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 -
2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

|Keterkaitan : . |Peralatan/periengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK

{Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai Tidak Dipatuhi Maka Akan Berdampak pada
Keakuratan Pengukuran Kinerja Inspektorat

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keplala Sub Fungsional ; Keterangan
Bagian Kb Sekretaris Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Memeriksa kehadiran pegawai setiap hari dan menugaskan Lembaran 15 menit |Disposisi Kasubag
fungsional umum untuk merekap daftar hadir pegawai dan membuat E Disposisi
laporan.
2. [Merekap daftar hadir pegawai dan membuat laporan di setiap akhir 3 . Disposisi Kasubag 1 hari  |Bahan dan Konsep
bulan dan manyerahkan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian Ya laporan
dan Umum dalam bentuk draf. +
3. |Memeriksa konsep laporan rekapan daftar hadir. Jika setuju konsep . Bahan dan draf 1jam |Draf laporan,
tersebut disampaikan kepada Sekretaris. Jika tidak, dikembalikan Tidak laporan, disposisi disposisi
kepada staf bagian umum untuk diperbaiki. =
a
4. |Memeriksa konsep laporan daftar hadir. Jika setuju, memaraf, Konsep laporan, 1jam |Konsep laporan,
menyampaikan kepada Kepala Dinas, jika tidak setuju Ya disposisi disposisi
mengembalikan kepada Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum| Tidak <
untuk diperbaiki.
5. |Menandatangani laporan daftar hadir dan menyerahkan kepada & Konsep laporan, 1jam [Laporan, disposisi
Sekretaris. disposisi
6. |Menerima laporan rekapan dafiar hadir yang telah disetujui dan H Laporan, dispesisi | 10 menit |Laporan, disposisi
ditandatangani Kepala Dinas dan menyerahkan kepada Kepala Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum. h
7. |Menerima laporan rekapan dafiar hadir dan diserahkan kepada Staf Laporan, disposisi | 10 menit |Laporan, disposisi
bagian umum untuk ditindaklanjuti.
T
8. |Menerima, menggandakan dan mengarsipkan laporan rekapan daftar | Laporan, disposisi 1 hari Laporan, Bukti

hadir yang telah ditandatangani dan diserahkan ke Sub Bagian
Keuangan dan dikirim ke Gubernur Nusa Tenggara Timur melalui
Badan Kepegawaian Daerah.

Terima, Arsip




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM

Nomor SOP 14 Tahun 2021

| Tanggal Pernbuatan 27 September 2021

[ Tanggal Revisi

| Tanggal Pengesahan &

Disahkan oleh Kepala U_:mm Pertanian dan Ketahanan Pangan

nsiNusa Tenggara ._.BE-

LECKY Frederich Koll, ST F
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai

T«aa Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

m. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -
2025.

4, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.

8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

1. Pendidikan Minimal SMA
2. Menguasai Pengoperasian Ms. Office
3. Memahami tata naskah dinas

Nusa ._.w_..BmB Timur.
|Keterkaitan : |Peralatan/perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK

{Peringatan :

_1!..333: dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai tidak dilaksanakan sesuai prosedur maka akan
{menghasilkan laporan yang tidak lengkap dan tidak valid

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
e Kpaues m»mﬂ“:m Kasubag _ucmw.._m_.__ﬂ_m_ .M”“H. Kelengkapan Waktu Qutput Keterangan
2 3 4 3 6 7 8 9 10
Menugaskan Kasubag untuk mempersiapkan konsep Agenda Kerja 10 Menit | Disposisi
Laporan Kehadiran Pegawai E
Memerintahkan fungsional umum untuk mengumpulkan F—— Disposisi 10 Menit |Disposisi
data Kehadiran Pegawai, menyusun konsep laporan
kehadiran pegawai.
Mengumpulkan data Kehadiran Pegawai dan menyusun Disposisi 1 Hari Bahan laporan,
konsep laporan kehadiran pegawai kemudian konsep laporan,
menyampaikan ke Kasubag Kepegawaian dan Umum disposisi
K di iki
Memeriksa konsep Laporan Kehadiran Pegawai. Jika Bahan laporan, 1 jam |Bahan laporan,
setuju memberi paraf dan meneruskan kepada Sekdis. \. Tidak konsep laporan, konsep laporan,
Jika tidak setuju mengembalikan kepada Kasubag untuk . disposisi disposisi
diperbaiki. Ya
Memeriksa konsep Laporan Kehadiran Pegawai. Jika ﬁ/ Bahan laporan, 1 jam |Draf final laporan
setuju memberi paraf dan meneruskan kepada Kepala konsep laporan, kehadiran pegawai
Dinas. Jika tidak setuju mengembalikan kepada Tidak disposisi
Kasubag untuk diperbaiki.
Menandatangani Laporan Kehadiran Pegawai dan Ya Draf final laporan | 1 jam |Laporan kehadiran
meneruskan ke Sekretaris Dinas. kehadiran pegawai
pegawai
Menyerahkan Laporan Kehadiran Pegawai kepada 3 Laporan 10 menit |Laporan kehadiran
Kasubag untuk didokumentasikan. kehadiran pegawai
pegawali
Memerintahkan staf subag KUM untuk menindaklanjuti : Laporan 10 menit |Laporan kehadiran
Laporan Kehadiran Pegawai. kehadiran pegawai
pegawai
Menggandakan, menyampaikan Laporan Kehadiran Laporan 30 menit |Laporan kehadiran
Pegawai kepada Gubemnur c.q. Kepala BKD. P kehadiran pegawai,Arsip
pegawal




Nomor SOP 15 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
rovinsi Nu®s, Tenggara .::Eq‘
e
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Lecky Fredericn Rot S¥ ————,
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
SEKRETARIAT NIP 196402101986031029
SL0 DO LTS AT DIV Swin Judul SOP Penyusunan Sasaran Kerja Pegawai

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 -2025.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,

el
3.
4

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi

1. Minimal SMA
2. Menguasai Komputer

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemeriritah Provinsi Nusa Tenggara
Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penyusunan Laporan Disiplin Pegawai. 1. Komputer/laptop
2. Printer
3. ATK
Peringatan : _-uo_._nnuwnm_.. dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan SKP pegawai tidak dipatuhi maka akan berdampak pada keakuratan pengukuran
kinerja Inspektorat dan keterlambatan penilaian kinerja ASN untuk periode berikutnya.

I—UESvm: dalam bentuk soft copy dan hard copy

——




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pegawai yang| _ . .| Atasan Pejabat
Kasubag Dinilai Pejabat Penilai yang Menilai Kelengkapan Waktu Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menyiapkan formulir Sasaran Kinerja Pegawai dilampiri Formulir SKP dan 1Jam |Formulir SKP dan Arsip
dengan arsip Sasaran Kinerja Pegawali tahun sebelumnya Mulai Arsip SKP Tahun SKP Tahun
dan disampaikan kepada Pegawai yang akan dinilai pada Sebelumnya Sebelumnya
masing-masing bidang/bagian.
TSR |
2. |Menerima formulir, mengisi dan menandatangani sasaran W Formulir SKP dan 15 Menit |Formulir SKP dan Arsip
kerja PNS dan menyerahkan kepada Pejabat Penilai. Arsip SKP Tahun SKP Tahun
Sebelumnya Sebelumnya
3. |Menelaah konsep Sasaran Kinerja Pegawai. Jika setuju, + Formulir SKP dan 1Hari |Konsep SKP
melakukan penilaian, menandatangani Sasaran Kinerja Tidak \./ Ya Arsip SKP Tahun
Pegawai, dan menyerahkan kepada Atasan Pejabat yang Sebelumnya
menilai. Jika tidak, dikembalikan kepada Pegawai yang <
dinilai untuk cliperbaiki
4. |Menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai dan Konsep SKP 15 Menit |Konsep SKP
menyerahkan kepada Pegawai yang dinilai.
5. |Menyerahkan Sasaran Kinerja Pegawai kepada Sub Bagian Konsep SKP 15 Menit |Konsep SKP
Kepegawaian untuk diinput ke dalam program Sasaran
Kinerja Pegawai.
6. |Menerima Sasaran Kinerja Pegawai, menginput ke dalam Konsep SKP 1Hari  |Hasil input SKP
program Sasaran Kinerja Pegawal dan diserahkan kepada
Pejabat yang dinilai.
7. |Menerima dan menggandakan hasil input Sasaran Kinarja Hasil input SKP 15 Menit |Hasil input SKP
Pegawai dan diserahkan kepada Pejabat penilai untuk
ditandatangani.
8. |Menerima dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai Hasil input SKP 15 Menit |SKP yang telah
dan diserahkan kepada Atasan Pejabat yang Menilai untuk ditandatangani
ditandatangani. ’
9. |Menerima dan menandatangani Sasaran Kinerja Pegawai SKP yang telah 15 Menit |SKP yang telah
dan diserahkan kepada Pejabat yang dinilai. ditandatangani ditandatangani
10. [Menerima dan menggandakan Sasaran Kinerja Pegawai \ SKP yang telah 15 Menit [SKP yang telah
yang telah ditandatangani dan diserahkan kepada Sub ditandatangani ditandatangani
Bagian Kepegawaian dan Umum.
it o
11. |Menerima Sasaran Kinerja Pegawai dan mendistribusikan - SKP yang telah 15 Menit |SKP yang telah
kepada pihak yang terkait. E ditandatangani ditandatangani




Nomor SOP 16 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh ﬂxmum_m Dinas Pertanian dan Ketahanarn Pangan
Hyusa Tenggara Timur i
[
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR !
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
SEKRETARIAT NIP 196402101986031029
SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN DAN UMUM Suckil SOP Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian
Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi
[Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang - undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuarigan Negara; 1. Telah mengikuti Diklat/Bimtek/Workshop Penilaian Maturitas SPIP / Penyelenggaraan
2. Undang - undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; SPIP Terintegrasi,
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah; 2. Tim Satgas SPIP melalui Surat Keputusan
4 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi 3. Tim Satgas Asesor melalui Surat Keputusan
Birokrasi 2010-2025; 4, Mampu mengoperasikan komputer
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 tahun 2011, tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten Kota;
6. Peraturan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor S Tahun 2011, tentang
Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistern Pengendalian Intern Pemerintah Terintegrasi pada
Kementrian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Gukernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perabahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,
8. Peraturan Gukternur Nusa Tenggara Timur Nomor 60 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur,;
9. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 326 Tahun tentang Satuan Tugas
Penyelenggaraan Sistem Pengendalian intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Maturitas SPIP pada Pemerintah 1. ATK 7. Alat Ukur
Provinsi Nusa Tenggara Timur 2. Komputer / Laptop 8. Sarana Komunikasi
3. Printer 9. Sarana Mchilitas
4. Mesin Foto Copy 10. Kamera
5. Proyektor 11. Buku Kerja / Agenda
6. Lembar Disposisi 12. Internet

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

1.

Apabila SOP Fenilaian Maturitas P2nyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
Terintegrasi ini tidak dilaksanakan maka akan menyebabkan keterlambatan perolehan hasil
penilaian maturitas SPIP Perangkat Daerah.

Apabila prosedur SOP Penilaian Maturitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern
Pemerintah (SPIP) Terintegrasi ini tidak dilakukan sesuai standar, maka dapat menyebabkan
perbedaan hasil penilaian Maturitas yang signifikan setelah dilakukan Quality Assurance oleh
Inspektorat Daerah Provinsi NTT.

2
3
4

:

Kuisioner Persepsi Maturitas SPIP

Dokumen pembuktian (kuesioner lanjutan, wawancara, reviu dokumen, observasi)
Draft dan Laporan Penilaian Maturitas SPIP

Surat Permintaan Quality Assurance




Pelaksana Mutu Baku
gy v 2 raint Tim Asesor | Tim Satgas | Kepala Dinas | Inspektorat BPKP Kelengkapan | Waktu Output N
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Kepala Dinas menerbitkan/menetapkan Surat Lembar Usulan Tim 1 Hari |SK Satgas SFIP masing-
Keputusan tentang Pembentukan Tim Satgas Mulai Satgas, Lembar masing OPD
SPIP di Perangkat Daerah Disposisi, ATK,
Komputer, Printer.
2. |Pimpinan PD menerbitkan/menetapkan Surat SK Satgas SPIP 1 Hari |SK Asesor SPIP masing-
Keputusan tentang Pembentukan Tim Asesor di masing-masing OFD masing OPD
Perangkat Daerah
3. |Tim Satgas mengumpulkan dokumen Infrastruktur SK Asesor SPIP 1Hari |[Dokumen Infrastruktur
SPIP yang ada di masing-masing i masing-masing OPD SPIP
Bagian/Bidang/Sub Bagian
4. |Tim Asesor menerima dokumen Infrastruktur 4 Dokumen 1 Hari [Dokumen Infrastruktur
SPIP, melakukan verifikasi dan menginput ke Infrastruktur SPIP SPIP
dalam aplikasi e-SiPintar
5. |Pimpinan PD menyampaikan Surpat Permohonan Dokumen 1 Hari |Dokumen Infrastruktur
kepada Inspektorat untuk dilakukan Quality Infrastruktur SPIP SPIP
Assurance v
6. |Inspektorat melakukan Quality Assurance dan Dokumen 1 Hari |Laporan Hasil Quality
membuat Laporan hasil Quality Assurance untuk Infrastruktur SPIP Assurance
disampaikan kepada BPKP Perwakilan NTT
7. |BPKP Perwakilan Provinsi NTT melakukan 5 Laporan Hasil Quality | 1 Hari |Laporan Hasil Quality

evaluasi atas Laporan Hasil Quality Assurance
dari Inspektorat

Assurancs

Assurance




Nomor SOP 17 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Laporan Keuangan SKPD
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

1. Pendidikan minimal Strata 1.
2. Menguasai perhitungan keuangan.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi| 3. Memiliki kemampuan menganalisis
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road|
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
Periode 2018 - 2022.
4. Peraturan Gubermur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan|
Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor :
911/18/DPA/BKUD2/2021 Tanggal 4 Januari 2021.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP pengajuan pembayaran kontraktual 1. Alat Tulis Kantor.
2. SOP pengajuan SPP-SPM UP/GU/TUP 2. Komputer.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4 SPJ Fungsional
5 Data Aset SKPD
6 Laporan Penerimaan
7 Printer.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Laporan Keuangan SKPD terlambat diajukan maka akan berdampak
pada Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi NTT.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Mutu Baku

Taha i Ketera
ahey Keglaten Kasubag Keuangan | Sekretaris Dinas | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output g
2 3 B 5 6 7 ] 9
Kasubag melakukan koordinasi dengan KPA DPA-SKPD, data penerimaan dan 1-5hari |Rekapan data-data terkait
dan PPTK data realisasi keberhasilan dan belanja, data aset, data piutang, penyusunan Laporan
kendala dalam pelaksanaan program/kegiatan. data persediaan. Keuangan SKPD
Rekonsiliasi data realisasi belanja dan Rekapan data-data terkait 1-3hari |Data LRA, LO, LPE, Neraca
penerimaan pada Badan Keuangan Daerah. penyusunan Laporan Keuangan dan Catatan Atas Laporan
SKPD Keuangan (CALK) SKPD.
Penyusunan dan pencetakan Laporan Data LRA, LO, LPE, Neraca dan 1-2hari [Laporan Keuangan SKPD
Keuangan SKPD untuk disahkan Kepala Dinas Catatan Atas Laporan Keuangan
selaku Pengguna Anggaran. (CALK) SKPD.
Menelaah, mengoreksi dan memaraf Laporan Laporan Keuangan SKPD 15 menit |Laporan Keuangan SKPD
Keuangan.
Menandatangani Laporan Keuangan. Laporan Keuangan SKPD 10 menit  |Laporan Keuangan SKPD
Penggandaan dan Penijilidan Laporan Laporan Keuangan SKPD 3-4 hari |Laporan Keuangan SKPD
Keuangan SKPD
Penyampaian Laporan Keuangan SKPD kepada Laporan Keuangan SKPD 1 hari LKPD Provinsi NTT
Badan Keuangan Daerah, Inspektorat dan Biro
Tata Pemerintahan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Dasar Hukum :

Nomor SOP 18 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Proyi usa Tenggara Timur
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengajuan SPP-SPM GAJIITPP

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi

j 7

Pendidikan minimal Diploma Il1.

Birokrasi 2010-2025. 2. Menguasai perhitungan keuangan.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi| 3. Menguasai DPA-SKPD
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Tahap Il Periode 2018 - 2022.
4. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-
SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor :
911/18/DPA/BKUD2/2021 Tanggal 4 Januari 2021.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP pengajuan pembayaran kontraktual 1. Alat Tulis Kantor.
2. SOP pengajuan SPP-SPM UP/GU/TUP 2. Komputer.
3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4 Daftar Gaji PNS
5 Rekapan Absensi Bulanan
6 Printer.

Peri ngatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SPP-SPM terlambat diajukan maka akan berdampakpada penerbitan
SP2D GajilTPP dan realisasi keuangan serta keterlambatan pembayaran
GajilTPP.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
N T: Kegi Kete
= RIS T Bendahara Gaji MH-,"”M: Sekretaris Dinas | Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output raogsn
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Bendahara Gaji melakukan rekonsiliasi Usulan Perubahan Gaji, 1jam  |Kartu gaji perorangan
dan verifikasi data dengan Badan Daftar Gaji, Kartu Gaji dan Daftar gaiji /
Keuangan Daerah. Perorangan / Rekapan rekapan absensi
| Mulai | Absensi Bulanan. bulanan yang sudah
diverifikasi.
2. |Penginputan dan Pencetakan SPP- Kartu gaji perorangan 15 menit |SPP-SPM dan Daftar
SPM oleh operator SIPKD untuk dan Daftar gaji / rekapan Gaji / Rekapan absensi
disahkan. absensi bulanan yang bulanan yang sudah
sudah diverifikasi. diverifikasi.
3. [Menelaah, mengoreksi, memaraf dan SPP-SPM dan Daftar 5 menit |SPP-SPM dan Daftar
mengajukan SPP-SPM kepada Kepala Gaiji / Rekapan absensi Gaiji / Rekapan absensi
Dinas melalui Sekretaris Dinas. bulanan yang sudah bulanan yang sudah
diverifikasi. diverifikasi.
4, |Menelaah, mengoreksi dan memaraf SPP-SPM dan Daftar 5menit |SPP-SPM dan Daftar
SPP-SPM. Gaiji / Rekapan absensi Gaji / Rekapan absensi
bulanan yang sudah bulanan yang sudah
diverifikasi. diverifikasi.
5. |Menandatangani SPP-SPM. SPP-SPM dan Daftar 5menit |SPP-SPM dan Daftar
Gaji / Rekapan absensi Gaji | Rekapan absensi
bulanan yang sudah bulanan yang sudah
diverifikasi. diverifikasi.
6. |Pengajuan SPP-SPM ke Badan SPP-SPM dan Daftar 2 hari  |Penerbitan SP2D

Keuangan Daerah.

Selesal

Gaji / Rekapan absensi
bulanan yang sudah
diverifikasi.




Nomor SOP 19 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provjnsi Tenggara Timur §,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

(— - L1l
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Pengajuan SPP-SPM UP/GU/TUP
_—————————————————————————————————
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi| 1. Pendidikan minimal Diploma III.
2010-2025. 2. Menguasai perhitungan keuangan.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor| 3. Menguasai DPA - SKPD
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode
2018 - 2022.

4, Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD)
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor :
911/18/DPA/BKUD2/2021 Tanggal 4 Januari 2021,

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP pengajuan pembayaran kontraktual 1. Alat Tulis Kantor.

2. Komputer.

3. Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
4 Berita Acara Rekonsiliasi

5 Printer.
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SPP-SPM terlambat diajukan maka akan berdampak Disimpan sebagai data elektronik dan manual.

pada penerbitan SP2D dan realisasi keuangan.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Bendahara Kasubag Sekretaris
Pengeluaran Keuangan Dinas Kepala Dinas | Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10
1. |Bendahara pengeluaran dan operator SIPKD DPA-SKPD, 1 jam Berita Acara
untuk melakukan rekonsiliasi dengan Badan Rekening Koran Rekonsiliasi, SPJ
Keuangan Daerah. SKPD Fungsional, LPJ
2. |Penginputan dan Pencetakan SPP-SPM Berita Acara 15 menit |SPP-SPM, Berita
untuk disahkan Rekonsiliasi, SPJ Acara Rekonsiliasi
Fungsional, LPJ
3. |Menelaah, mengoreksi, memaraf dan SPP-SPM, Berita 5menit |SPP-SPM, Berita
mengajukan SPP-SPM kepada Kepala Dinas Acara Rekonsiliasi Acara Rekonsiliasi
melalui Sekretaris Dinas.
4. |Menelaah, mengoreksi dan memaraf SPP- SPP-SPM, Berita 5 menit |SPP-SPM, Berita
SPM. Acara Rekonsiliasi Acara Rekonsiliasi
5. |Menandatangani SPP-SPM. SPP-SPM, Berita 5menit |SPP-SPM, Berita
Acara Rekonsiliasi Acara Rekonsiliasi
6. |Pengajuan SPP-SPM ke Badan Keuangan SPP-SPM, Berita 2hari  |Penerbitan SP2D

Daerah

Acara Rekonsiliasi




Nomor SOP 20 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

27 September 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Tenggara Timur,g

Pembina Utama Muda
NIP 196405301994031006

Judul SOP Pengajuan Pembayaran Kontraktual

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang
Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara
Timur Tahap Il Periode 2018 - 2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA
SKPD) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor :
911/18/DPA/BKUD2/2021 Tanggal 4 Januari 2021.

2.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai penyusunan dan mekanisme pembayaran kontraktual

Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pengajuan UP/GU/TUP. 1. ATK.
2. DPA-SKPD
3. Komputer
4. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila pengajuan pembayaran kontraktual terlambat maka akan berdampak pada
pekerjaan fisik di lapangan.

Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan Pengadministrasl | yaqubag | Sekretaris Keterangan
Kepala Dinas Kelen n Waktu (o]
Umum/Verifikator | Keuangan |  Dinas 38 s e

1 2 4 5 7 8 9 10

1 |Pengajuan Kontrak/SPK oleh Pejabat Pembuat Kontrak,Jaminan 5 menit |Kontrak,Jaminan
Komitmen kepada verifikator pada Subag uang muka, BAPP, uang muka, BAPP,
keuangan untuk diverifikasi. BAST, BAP, KTP, BAST, BAP, KTP,

NPWP, Rekening NPWP, Rekening
Koran. Koran.

2 |Verifikasi kelengkapan dokumen pembayaran Kontrak,Jaminan 1hari  [Kontrak / SPK yang

dan kesesuaian kontrak dengan DPA, uang muka /BAPP, sudah diverifikasi.
BAST, BAP, KTP,
NPWP, Rekening
Koran.

3 |Penginputan dan Pencetakan SPP-SPM untuk Kontrak / SPK yang 30 menit  |Penerbitan SPP-SPM
disahkan sudah diverifikasi. dan Kontrak / SPK

yang sudah
diverifikasi.

4 |Menelaah, mengoreksi, memaraf dan SPP-SPM dan 10 menit |SPP-SPM dan
mengajukan SPP-SPM kepada Kepala Dinas Kontrak / SPK yang Kontrak / SPK yang
melalui Sekretaris Dinas. sudah diverifikasi. sudah diverifikasi.

5 |Menelaah, mengoreksi dan memaraf SPP- SPP-SPM dan 10 menit |SPP-SPM dan
SPM. A Kontrak / SPK yang Kontrak / SPK yang

R U sudah diverifikasi. sudah diverifikasi.

6 |Menandatangani SPP-SPM. SPP-SPM dan 5 menit |SPP-SPM dan
Kontrak / SPK yang Kontrak / SPK yang
sudah diverifikasi. sudah diverifikasi.

7 |Pengajuan SPP-SPM ke Badan Keuangan SPP-SPM dan 2 hari Penerbitan SP2D

Daerah Kontrak / SPK yang

sudah diverifikasi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN KEUANGAN

Nomor SOP 21 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur§
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pertanggungjawaban (SPJ)

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

1. Pendidikan minimal Strata 1
2. Menguasai perhitungan keuangan

SP2D GU tidak dapat dicairkan.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 3. Memiliki kemampuan menganalisis
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan. :
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 -
2022.
4. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubemur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
5. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas
Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT Nomor : 911/18/DPA/BKUD2/2021 Tanggal
4 Januari 2021.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Pengajuan UP/GU/TU 1. ATK
2. SOP Ggji 2. Komputer
3. Printer
4. DPA/DPPA SKPD
5. _SPJ Fungsional
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
1. Apabila Pertanggungjawaban SPJ SKPD terlambat maka akan berdampak pada Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy
Pencapaian Realisasi Keuangan SKPD.
2. Apabila Pertanggungiawaban SPJ SKPD terlambat maka pengajuan SPP, SPM dan




Bendahara Pengeluaran melakukan pencatatan bukti-bukti DPAJDPPA SKPD, data penerimaan 30 Hari |BKU Pengeluaran, Buku
Pembelanjaan Dana. dan belanja. Rekap Pengeluaran Per
Rincin Obyek, Buku
Pembantu Simpanan Bank,
Buku Pembantu Panjar,
Buku Pembantu Pajak.
Proses Pencatatan menghasilkan dokumen -dokumen SP.J BKU Pengeluaran, Buku Rekap 30Hari  |Dokumen-Dokumen SPJ
Pengeluaran Per Rincin Obyek, Buku
Pembantu Simpanan Bank, Buku
Pembantu Panjar, Buku Pembantu
Pajak.
Bendahara Pengeluaran membuat SPJ Pengeluaran Dokumen-Dokumen SPJ 1Hari |Dokumen-Dokumen SPJ
Bendahara pengeluaran menyerahkan SPJ pengeluaran Dokumen-Dokumen SPJ 1 Hari Dokumen-Dokumen SPJ
kepada PPK-SKPD untuk diverifikasi
PPK-SKPD menyampaikan SPJ pengeluaran kepada Dokumen-Dokumen SPJ 1 Hari Dokumen-Dokumen SPJ
Kepala SKPD melalui Sekretaris Dinas untuk disahkan
paling lambat tg. 10 bulan berikutnya _ |
Pengesahan SPJ Pengeluaran Dokumen-Dokumen SPJ 1 Hari Dokumen-Dokumen SPJ
Kepala SKPD menyerahkan Surat Pengesahkan SPJ Dokumen-Dokumen SPJ 1 Hari SPJ Fungsional

kepada Bendahara Pengeluaran. Penyampaian SPJ
Fungsional SKPD kepada BUD Surat Pengesahkan SPJ
kepada Bendahara Pengeluaran paling lambat tg. 10 bulan
berikutnya.

——




Nomor SOP AP

22 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

P usa Tenggara Tim urp

\P Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029

Judul SOP AP

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinswi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 -

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan surat masuk 1. ATK

2. SOP Penanganan surat keluar 2. Komputer

3. SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas 3. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Penyusunan LKIP tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada keterlambatan penyampaian LKIP

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy




a¥

Pelaksana Mutu Baku
Analis

o Panep Kaghten Sekretaris _Am_wMMmo NNH”M“ﬂM“”_ —M”MM_M Kelengkapan Waktu Output Fmacangan

pelaporan

1 2 ¥ 4 5 6 7 8 3 10

1. |[Menugaskan Kasubbag PDE menyusun konsep Mulai Agenda Kerja 10 menit | Disposisi Terkait SOP
LKIP r._“«lj _ Surat Masuk

pe——

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan D Disposisi 10 menit |Disposisi, nota Terkait SOP
pelaporan untuk mengumpulkan bahan dan ; dinas, dan Surat Keluar
menyusun konsep LKIP instrumen

pengumpulan data
LKIP

3. |Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep LKIP Disposisi, nota 1 minggu |Bahan dan konsep
serta menyampaikan kepada kasubbag. HU dinas, dan LKIP

instrumen
pengumpulan data
LKIP

4. |Memeriksa konsep LKIP. Apabila setuju, memaraf VA \4/ TIDAK Bahan dan konsep | 1hari |Konsep LKIP
dan menyampaikan kepada sekretaris. Jika tidak J\ LKIP
setuju, dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.

5. |Memeriksa konsep LKIP. Apabila setuju, memaraf TIDAK Konsep LKIP 2 Jam |Draf LKIP
dan menyampaikan kepada kepala dinas Pertanian
dan Ketananan Pangan. Jika tidak setuju, YA
dikembalikan kepada kasubag untuk diperbaiki.

6. |Memeriksa draft LKIP. Apabila setuju, TIDAK A Draf LKIP 1jam |Dokumen LKIP
menandatangani dan menyampaikan kepada .
sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada YA
sekretaris untuk diperbaiki. q

7. |Menyerahkan dokumen LKIP kepada kasubag _|.+|_ Dokumen LKIP 10 menit |Dokumen LKIP
untuk diproses lebih lanjut. =y

8. |Menyerahkan dokumen LKIP kepada analis Dokumen LKIP 10 menit |Dokumen LKIP
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
diproses lebih lanjut. L

9. |Menggandakan, mendistribusikan, mengarsipkan N Dokumen LKIP 5jam |Dokumen LKIP, Terkait SOP
dan mendokumentasikan dokumen LKIP, E bukti dokumentasi. |Pengarsipan

Dokumen/
Naskah Dinas




Anggaran kementerian Negara/Lembaga

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010 2025

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 -
2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nomor SOP AP 23 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
T anggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara ,_._35—
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR %\
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE) NIP 196402101986031029
Judul SOP Penyusunan Rencana Keglatan dan Anggaran Kementerian
Negara/Lembaga (RKA-KL)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal S1
Nasional 2. Fungsional Perencana
2. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2014 tentang PenyusunanRencana Kegiatan dan| 3. Menguasai IT

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer

3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan RKA-KL tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada kualitas
penyusunan RKA-KL dan Penetapan DIPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Analis
No. Tahap Kegiatan Sub perencanaan, Kepala Keterangan
Sekretaris Bagian il it Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
PDE pelaporan

1 2 3 4 5 6 T 8 9 10

1. |Menugaskan Kepala Sub Bagian PDE untuk Agenda Kerja 10 menit | Disposisi/ petunjuk |Terkait SOP
menyusun Program Kegiatan APBN/RK-AKL Dinas Mulai Surat Masuk
Pertanian dan Ketahanan Pangan.

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi/ petunjuk | 10 menit | Disposisi/ petunjuk |Terkait SOP
pelaporan untuk mengumpulkan bahan Surat Keluar
penyusunan Program Kegiatan APBN dari tiap-tiap
bidang teknis/UPTD dan menyusun konsep
Program Kegiatan APBN.

3. |Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap Disposisi/ petunjuk, | 2 minggu | KAK dan RAB, data
bidang teknis/lUPTD, menyusun konsep Program nota dinas dukung dari tiap
Kegiatan APBN dan menyampaikan ke kasubag. M 2 _ bidang

teknis/UPTD dan
konsep Program
Kegiatan APBN.

4. |Memeriksa konsep Program Kegiatan APBN. | KAK dan RAB, data| 2 Jam [Nota dinas,
Apabila setuju memberi paraf dan menyampaikan YA D dukung dari tiap Kerangka acuan
kepada sekretaris. Apabila tidak setuju J bidang kegiatan dan RAB,
mengembalikan kepada analis untuk diperbaiki. & teknis/UPTD dan data dukung dari

konsep Program tiap bidang teknis

Kegiatan APBN. dan konsep
Program Kegiatan
APBN.

5. |Memeriksa konsep Program Kegiatan APBN. ) 4 TIOAK Nota dinas, 1 Jam |Konsep Program
Apabila setuju menyampaikan kepada kasubag A// Kerangka acuan Kegiatan APBN
untuk melaksanakan asistensi konsep Program - kegiatan dan RAB,

Kegiatan APBN dari tiap bidang teknis/UPTD dan YA data dukung dari

apabila tidak setuju mengembalikan kepada tiap bidang teknis

kasubag untuk diperbaiki. dan konsep
Program Kegiatan

APBN.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Analis
No. Keteran
> SWIR S Sekretaris m:.u PN Kepals Kelengkapan Waktu Output ity
Bagian evaluasi dan Dinas
PDE pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
6. |Melaksanakan asistensi konsep Program Kegiatan Konsep Program 2jam |Notulen dan Berita |2 jam untuk
APBN bersama bidang teknis/UPTD dan Kegiatan APBN acara asistensi setiap bidang
menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan e A teknis
pelaporan untuk menyusun draf Program Kegiatan | | Jeto1 X rth_
APBN.
7. |Menyusun draf Program Kegiatan APBN dan Notulen dan Berita | 2 hari |Draf Program
menyampaikan kepada kasubag. acara asistensi Kegiatan APBN
8. |Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Apabila a \4/ — Draf Program 2 Jam |Draf Program
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada <7 Kegiatan APBN Kegiatan APBN
sekretaris. Apabila tidak setuju dikembalikan ) §
kepada analis perencanaan, evaluasi dan
pelaporan untuk memperbaiki.
9. |[Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Apabila Draf Program 1Jam |Draf Program
setuju, memaraf dan menyampaikan kepada kepala TIDAK Kegiatan APBN Kegiatan APBN
Dinas. Apabila tidak setuju dikembalikan kepada
kasubag untuk memperbaiki. YA
10. |Memeriksa draf Program Kegiatan APBN. Apabila - \\,.. Draf Program 30 menit |Program Kegiatan
setuju menandatangani dan menyampaikan kepada Kegiatan APBN APBN
sekretaris, Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada sekretaris untuk memperbaiki. _ YA |
11. |Menyerahkan dokumen Program Kegiatan APBN Program Kegiatan | 10 menit |Program Kegiatan
kepada kasubag PDE untuk didistribusikan dan APBN APBN
didokumentasikan. :
12. [Menyerahkan dokumen Program Kegiatan APBN Program Kegiatan | 10 menit |Program Kegiatan
kepada analis perencanaan, evaluasi dan APBN APBN
pelaporan untuk didistribusikan dan
didokumentasikan.
13. [Menggandakan, mendistribusikan dan r Program Kegiatan 1 hari |Dokumen Program
mendokumentasikan. (Selesal ) APBN Kegiatan APBN.




Nomor SOP AP

24 Tahun 2021

27 September 2021

Tanggal Pembuatan
._“m:mmm_ Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala U_:mm Pertanian dan Ketahanan Pangan
si-Nusa Tenggara Timurg
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN vLECKY Frederick Kol otP———
SEKRETARIAT Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE) NIP 196402101986031029
[JudulSOP AP Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
(LPPD)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

i
2.

Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah.
Peraturan pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah,

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinswi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 -
2022,

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

i

Pendidikan minimal S1

2. Memahami sistematika penyusunan laporan
3. Memahami tata naskah dinas

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan surat masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan surat keluar 2. Komputer

3. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Penyusunan LPPD tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LPPD.

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy

-—5



Pelaksana Mutu Baku
Analis
No. Tahap Kegiatan : Kasubag | perencanaan, | Kepala Keterangin
Sekretaris PDE svtlinnl fhsi Dinas Kelengkapan Waktu Qutput
pelaporan
1 2 3 4 5 6 4 8 9 10
1. |Menugaskan kasubag PDE menyusun konsep (i ) Agenda Kerja 10 menit | Disposisi
LPPD. ﬂ
2. |Memerintahkan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 10 menit | Disposisi
pelaporan untuk mengumpulkan bahan dan i
menyusun konsep LFPD.
3. [Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep Disposisi, nota 1 minggu|Bahan dan konsep
LPPD serta menyampaikan kepada kasubag. ;_ _ dinas, dan LPPD
instrumen
pengumpulan data
LPPD
4. |Memeriksa konsep LPPD. Apabila setuju, memaraf YA \:/., TIDAK Bahan dan konsep | 1 hari |Konsep LPPD
dan menyampaikan kepada sekretaris. Jika tidak <P LPPD
setuju, dikembalikan kepada znalis perencanaar, A4
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.
5. [Memeriksa konsep LPPD. Apabila setuju, memaraf IvN/ TIDAK Konsep LPPD 2 Jarr |Draf LPPD
dan menyam paikan kepada kepala dinzs. Jika tidak L8
setuju, dikernbalikan kepada kasubag untuk YA
diperbaiki.
6. |Memeriksa draft LPPD. Apabila setuju, TIDAK Draf LPPD 1jam |Dokumen LPPD
menandatangani dan menyampaikan kepada
sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada YA
sekretaris untuk diperbaiki.
7. |Menyerahkan dokumen LPPD kepada kasubag _Hw_‘ Dokumen LPPD 10 menit |Dokumen LPPD
untuk diproses lebih lanjut.
8. |Menyerahkan dokumen LPPD kepada &analis 1 Dokumen LPPD 10 menit [ Dokumen LPPD
perencanaan, evaluasi dan pe!aporan untuk
| diproses lebih lanjut.
| 9. |Menggandakan, mendistribusikan dan Dokumen LPPD 1 hari |Dokumen LPPD,
mendokumentasikan dokumer. LPPD. velesai bukti dokumentasi.




Nomor SOP AP

25 Tahun 2021

--

anggal Revisi

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Kepala U_;mm Pertanian dan Ketahanan Pangan
ovingi Nusa Tenggara Timur

- 'l
AEecky Frederick Kol 91

Pembina Utama Muda
NIP 196402101086031029

Judul SOP

Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Pemerintah.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

3. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

4, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinswi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 -
2022,

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa ._.o:mlm_ma Timur.

1

2
3.
4

Pendidikan minimal S1
Memahami sistematika penyusunan laporan
Memahami tata naskah dinas

ASN

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP AP penanganan surat masuk
2. SOP AP Penanganan surat keluar

1.
2. Komputer
3. _Printer

ATK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban
(LKPJ) tidak dipatuhi maka akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian LKPJ

Disimpan dalam bentuk Sofcopy dan Hardcopy




mendokumentasikan dokumen LKPJ.

_g_& dokumentasi.

Pelaksana Mutu Baku
Analis ¢
Tahap Kegiatan .| Kasubag | perencanaan, | Kepala eterangan
Sekretaris PDE Sialikel dan Dinas Kelengkapan Waktu Output
pelaporan
27 4 5 6 7 8 9 10
Menugaskan kasubag PDE menyusun konsep Agenda Kerja 10 menit | Disposisi
LKPJ.
Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi 10 menit | Disposisi, nota
pelaporan untuk mengumpulkan bahan dan dinas, dan
menyusun konsep LKPJ. instrumen
pengumpulan data
LKPJ
Mengumpulkan bahan dan menyusun konsep LKPJ Disposisi, nota 1 minggu|Bahan dan konsep
serta menyampaikan kepada kasubag. “ _ dinas, dan LKPJ
. instrumen
pengumpulan data
LKPJ
Memeriksa konsep LKPJ. Apabila setuju, memaraf YA TIDAK Bahan dan konsep | 1 hari |Konsep LKPJ
dan menyampaikan kepada sekretaris. Jika tidak LKPJ
setuju, dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk diperbaiki.
Memeriksa konsep LKPJ. Apabila setuju, memaraf N\ |TIDAK Konsep LKPJ 2 Jam |Draf LKPJ
dan menyampaikan kepada Kepala Dinas. Jika =
tidak setuju, dikembalikan kepada kasubag untuk YA
diperbaiki.
Memeriksa draft LKPJ. Apabila setuju, Ak Draf LKPJ 1jam |Dokumen LKPJ
menandatangani dan menyampaikan kepada i
sekretaris. Jika tidak setuju, dikembalikan kepada YA
sekretaris untuk diperbaiki.
Menyerahkan dokumen LKPJ kepada kasubag Dokumen LKPJ 10 menit |Dokumen LKPJ
untuk diproses lebih lanjut.
Menyerahkan dokumen LKPJ kepada analis ! Dokumen LKPJ 10 menit |Dokumen LKPJ
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
diproses lebih lanjut.
Menggandakan, mendistribusikan dan Dokumen LKPJ 1 hari |Dokumen LKPJ,




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP 26 Tahun 2021

27 September 2021

[Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

u__mmmr_: ole

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur, |

_arttu-ErEBHELICK Kol S 1 M —

e A N A AE ]

~ " Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP

Penyusunan Laporan Tahunan

_lunu! Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pemerintahan Daerah

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan

4 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tata naskah dinas

3. Memahami sistematika penyusunan laporan

|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. SOP Pengarsipan Dokumen/Naskah Dinas 3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka akan
berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Analis
No. Tahap Kegiatan : Kasubag | perencanaan, | Kepala Keterangan
Sekretaris PDE ovakiist dan Dinas Kelengkapan Waktu Output
pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kasubag PDE untuk mempersiapkan E Agenda Kerja 10 menit |Disposisi Terkait SOP
konsep laporan tahunan. ' Surat Masuk
2. |Memerintahkan analis perencanaan,evaluasi dan S — Disposisi 10 menit |Disposisi, nota Terkait SOP
pelaporan untuk mengumpulkan bahan dinas Surat Keluar
penyusunan laporan tahunan dari tiap bidang
teknis/UPTD dan menyusun konsep laporan
tahunan.
3. |Mengumpulkan bahan laporan, menyusun konsep Disposisi, nota 1 minggu | Bahan laporan,
laporan tahunan dan menyampaikan xoumn_m_ dinas konsep laporan
Kasubag PDE. tahunan
4, |Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju, Bahan laporan, 1 hari |Konsep laporan,
memaraf dan menyampaikan kepada sekretaris. YA konsep laporan disposisi
Jika tidak setuju mengembalikan kepada analis TIDAK tahunan
perencanaan,evaluasi dan pelaporan  untuk
diperbaiki.
5. |[Memeriksa konsep laporan tahunan. Jika setuju, v Konsep laporan, 2 jam Draf laporan,
memaraf dan menyampaikan kepada kepala N\ JIDAK disposisi disposisi.
dinas/badan. Jika tidak setuju mengembalikan
kepada kasubag PDE untuk diperbaiki ‘A
6. |Memeriksa draft laporan tahunan. Jika muEE_ Draf laporan, 1jam |Laporan, disposisi
menandatangani dan menyerahkan kepada TIDAK disposisi.
sekretaris Jika tidak setuju mengembalikan kepada
sekretaris untuk diperbaiki. bic
7. |Menyerahkan laporan tahunan kepada Kasubag _w Laporan, disposisi | 10 menit |Laporan, disposisi
PDE s
8. [Menyerahkan laporan tahunan kepada analis Laporan, disposisi | 10 menit |Laporan, disposisi
perencanaan, evaluasi dan pelaporan. m(qH“_
9. |Menggandakan, mendistribusikan, mengarsipkan b Laporan, disposisi | 1hari [Laporantahunan |Terkait SOP
dan mendokumentasikan Laporan Tahunan. R Dinas Pertanian Pengarsipan
_ dan Ketahanan Dokumen/
Pangan, bukti Naskah Dinas
dokumentasi




Nomor SOP AP

27 Tahun 2021

27 September 2021

Tanggal Pembuatan
._.m:mmm_ Revisi
Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara .::EJ
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
SEKRETARIAT Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE) NIP 196402101986031029
Judul SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan 1. Pendidikan minimal S1
Nasional 2. MenguasaiIT
2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2025
4, Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.
6. Peraturan Gubenrur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 -
2022,
7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer
3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Renja Kerja dan Anggaran (RKA) tidak sesuai prosedur, maka akan
berdampak pada kualitas penyusunan Renja Kerja dan Anggaran (RKA) dan ketelambatan
dalam penetapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA)

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy

| =




Pelaksana Mutu Baku
Analis
52 -y Sekretaris | [ePoaSu0 | Perencanat | KepalaDinas | Kelenglapan | Wakw | Outpur sy
pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan kepala sub bagian PDE untuk Agenda Kerja 10 menit | Disposisi/ petunjuk |Terkait SOP
menyusun RKA . Surat Masuk

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan U_nuoa__a: petunjuk | 10 menit Disposisi/petunjuk, | Terkait SOP
pelaporan untuk mengumpulkan bahan nota dinas Surat Keluar
penyusunan RKA dari tiap-tiap bidang teknis/UPTD
dan menyusun konsep RKA.

3. |Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap Disposisi/petunjukn | 2 minggu |Kerangka acuan

" |bidang teknis/UPTD, menyusun konsep RKA dan ota dinas kegiatan dan RAB,
menyampaikan ke kasubag PDE. data dukung dari
tiap bidang teknis
dan konsep RKA,

4. |Memeriksa konsep RKA Dinas Pertanian dan Kerangka acuan 2 Jam |Nota dinas,
Ketahanan Pangan. Apabila setuju memberi paraf kegiatan dan RAB, Kerangka acuan
dan menyampaikan kepada sekretaris. Apabila data dukung dari kegiatan dan RAB,
tidak setuju mengembalikan kepada analis untuk tiap bidang teknis data dukung dari
diperbaiki. dan konsep RKA. tiap bidang teknis

dan konsep RKA.

5. |[Memeriksa konsep RKA Dinas Pertanian dan Nota dinas, 1Jam |Konsep RKA
Ketahanan Pangan. Apabila setuju menyampaikan Kerangka acuan
kepada kasubag untuk melaksanakan asistensi ~~  |mpak kegiatan dan RAB,
konsep RKA dari tiap bidang teknis/UPTD dan data dukung dari
apabila tidak setuju mengembalikan kepada YA tiap bidang teknis
kasubag untuk diperbaiki. dan konsep RKA.

6. |Melaksanakan asistensi konsep RKA bersama Konsep RKA 2 jam |Nota dinas, konsep |2 jam untuk
bidang teknis dan menugaskan analis o RKA, jadwal setiap bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk € _I asistensi, dan teknis
menyusun draf RKA. daftar hadir.

7. |Menyusun draf RKA dan menyampaikan kepada Nota dinas, konsep | 2 hari |Notulen dan Berita
kasubag. =5 RKA, jadwal acara asistensi

asistensi, dan
ﬂw daftar hadir.




No.

Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Sekretaris

Kepala Sub
Bagian PDE

Analis
perencanaan,
evaluasi dan
pelaporan

Kepala Dinas

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

5

7

10

Memeriksa draf RKA. Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada sekretaris. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada analis perencanaan,
evaluasi dan pelaporan untuk memperbaiki.

YA

TIDAK

&
il

Notulen dan Berita
acara asistensi

2 Jam

Draf RKA

Memeriksa draf RKA. Apabila setuju, memaraf dan
menyampaikan kepada kepala dinas. Apabila tidak
setuju dikembalikan kepada kasubag untuk
memperbaiki.

TIDAK

YA

Draf RKA

1 Jam

Draf RKA

10

Memeriksa draf RKA. Apabila setuju
menandatangani dan menyampaikan kepada
sekretaris. Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada sekretaris untuk memperbaiki.

TIDAK

YA

Draf RKA

30 menit

RKA

1.

Menyerahkan dokumen RKA kepada kasubag PDE
untuk didistribusikan dan didokumentasikan.

RKA

10 menit

RKA

12.

Menyerahkan dokumen RKA kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

RKA

10 menit

RKA

13.

Menggandakan, mendistribusikan dan
mendokumentasikan.

RKA

5 Jam

Dokumen RKA




Nomor SOP AP

28 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

anggal Revisi

q.mgmmm_ Pengesahan

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005 - 2025.

7. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013 - 2018.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 -

10. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Menguasai IT

1. Pendidikan minimal S1
2. Fungsional Perencana

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penyusunan Rencana Kerja dan Anggsuran (RKA)

1. ATK
2. Komputer / Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Rencana Kerja tidak sesuai prosedur, maka akan berdampak pada
kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Analis
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub perencanaan isdizag Keterangan
Sekretaris 4 Dinas / Kelengkapan Waktu Qutput
Bagian PDE evaluasi dan
Badan
pelaporan
% 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1. |Menugaskan kepala sub bagian PDE untuk Agenda Kerja 10 menit | Disposisi/ petunjuk
menyusun Renja. E
1
2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan Disposisi / petunjuk | 10 menit | Disposisi/ petunjuk,
pelaporan untuk mengumpulkan bahan nota dinas
penyusunan Renja dari tiap-tiap bidang
teknis/UPTD dan menyusun konsep Renja.
3. |Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap Disposisi/ petunjuk, | 2 minggu |Kerangka acuan
bidang teknis/UPTD, menyusun konsep Renja dan nota dinas kegiatan dan RAB,
menyampaikan ke kasubag. data dukung dari
tiap bidang teknis
dan konsep Renja.
4, |Memeriksa konsep Renja, Apabila setuju memberi v Kerangka acuan 2 Jam |Konsep Renja
paraf dan menyampaikan kepada sekretaris. YA TIDAK kegiatan dan RAB,
Apabila tidak setuju mengembalikan kepada analis data dukung dari
untuk diperbaiki. Ly tiap bidang teknis
dan konsep Renja.
5. |[Memeriksa konsep Renja. Apabila setuju y Konsep Renja 1 Jam |[Nota dinas, konsep
menyampaikan kepada kasubag untuk | TIDAK Renja, jadwal
melaksanakan asistensi konsep Renja dari tiap i asistensi, dan
bidang teknis/UPTD dan apabila tidak setuju daftar hadir.
mengembalikan kepada kasubag untuk diperbaiki. vk
6. |[Melaksanakan asistensi konsep Renja bersama Nota dinas, konsep | 2 jam |Notulen dan Berita |2 jam untuk
bidang teknis dan menugaskan analis \ 4 v Renja, jadwal acara asistensi setiap bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk e > < i asistensi, dan teknis
menyusun draf Renja. _l _ daftar hadir.
I
7 |Menyusun draf Renja Dinas Pertanian dan YA Notulen dan Berita | 2 hari |Draf Renja

Ketahanan Pangan dan menyampaikan kepada
kasubag PDE.

acara asistensi

—




Tahap Kegiatan

Pelaksana

Mutu Baku

Sekretaris

Kepala Sub
Bagian PDE

Analis

perencanaan,

evaluasi dan
pelaporan

Kepala
Dinas /
Badan

Kelengkapan

Waktu

Output

Keterangan

2

4

5

6

L

10

Memeriksa draf Renja. Apabila setuju, memaraf
dan menyampaikan kepada sekretaris. Apabila
tidak setuju dikembalikan kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
memperbaiki

o]

Draf Renja

2 Jam

9
Draf Renja

Memeriksa draf Renja. Apabila setuju, memaraf
dan menyampaikan kepada kepala dinas. Apabila
tidak setuju dikembalikan kepada kasubag untuk
memperbaiki

TIDAK

YA

Draf Renja

1 Jam

Draf Renja

10

Memeriksa draf Renja. Apabila setuju
menandatangani dan menyampaikan kepada
sekretaris. Apabila tidak setuju dikembalikan
kepada sekretaris untuk memperbaiki.

YA

Draf Renja

30 menit

Renja

1"

Menyerahkan dokumen Renja kepada kasubag
PDE untuk didistribusikan dan didokumentasikan.

Renja

10 menit

Renja

12

Menyerahkan dokumen Renja kepada analis
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
didistribusikan dan didokumentasikan.

Renja

10 menit

Renja

13

Mendistribusikan dan mendokumentasikan

Renja

1 Jam

Dokumen Renja

Terkait SOP
Rencana Kerja
Anggaran (RKA)
Murni




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

SEKRETARIAT
SUB BAGIAN PROGRAM, DATA DAN EVALUASI (PDE)

Nomor SOP AP 29 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
ﬂw:mmm_ Revisi
Tanggal Pengesahan _ _
Disahkan oleh Kepala Dj rtanian dan Ketahanan Pangan
Provins\ Nusa Tenggara Timur &
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (Perubahan

RKA)

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan
Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah Provinsi NTT Tahun 2005-2025.

Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Provinsi NTT Tahun 2013-2018.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 -
2022.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Pendidikan minimal S1
2. Fungsional Perencana

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer, Printer
3. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran tidak sesuai prosedur, maka akan
berdampak pada kualitas penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran dan DPA.

Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Kepala N Kepala Keterangan
; P Sekretaris | Sub.Bagia umqo__._nn"__mm? Dinas / Kelengkapan Waktu Output
n PDE Sy S Badan
pelaporan

1 2 i 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menugaskan kepala sub bagian PDE untuk Agenda Kerja 10 menit |Disposisi/ petunjuk |Terkait SOP
menyusun Perubahan RKA . E Surat Masuk

2. |Menugaskan analis perencanaan, evaluasi dan . Disposisi/ petunjuk | 10 menit [Disposisi/ petunjuk, | Terkait SOP
pelaporan untuk mengumpulkan bahan Wu nota dinas Surat Keluar
penyusunan Perubahan RKA dari tiap-tiap bidang .
teknis/UPTD dan menyusun konsep Perubahan
RKA.

3. |Mengumpulkan/menghimpun bahan dari tiap v Disposisi/ petunjuk, | 2 minggu |Nota dinas,
bidang teknis/UPTD, menyusun konsep nota dinas Kerangka acuan
Perubahan RKA dan menyampaikan ke kasubag. ru kegiatan dan RAB,

data dukung dari
tiap bidang teknis
dan konsep

Perubahan RKA,

4. |Memeriksa konsep Perubahan RKA. Apabila setuju \ 4 Nota dinas, 2 Jam |Konsep Perubahan
memberi paraf dan menyampaikan kepada A\ | TIDAK Kerangka acuan RKA
sekretaris. Apabila tidak setuju mengembalikan kegiatan dan RAB,
kepada analis untuk diperbaiki. A data dukung dari

tiap bidang teknis
dan konsep
Perubahan RKA,

5. |Memeriksa konsep Perubahan RKA. Apabila setuju v Konsep Perubahan | 1 Jam [Nota dinas, konsep
menyampaikan kepada kasubag untuk A/ TIDAK RKA Perubahan RKA,
melaksanakan asistensi konsep Perubahan RKA 7 jadwal asistensi,
dari tiap bidang teknis/UPTD dan apabila tidak dan daftar hadir.
setuju mengembalikan kepada kasubag untuk YA
diperbaiki.

8. |Melaksanakan asistensi konsep Perubahan RKA : Nota dinas, konsep [ 2 jam |Notulen dan Berita (2 jam untuk
bersama bidang teknis dan menugaskan analis —_— ey ,__ Perubahan RKA, acara asistensi setiap bidang
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk D ; _ : jadwal asistensi, teknis
menyusun draf Perubahan RKA. r dan daftar hadir.

7. |Menyusun draf Perubahan RKA dan H_ Notulen dan Berita | 2 hari [Draf Perubahan
menyampaikan kepada kasubag. ﬂw : ﬂw acara asistensi RKA




Pelaksana Mutu Baku
Analis
Kepala Kepala
o Teiten Kegiatin Sekretaris | Sub.Bagia MNHHM”“.MM”. Dinas / Kelengkapan Waktu Qutput Aearanges
n PDE Badan
pelaporan
1 2 3 _ 4 =D 6 7 8 9 10
8. |Memeriksa draf Perubahan RKA. Apabila setuju, Draf Perubahan 2 Jam |Draf Perubahan
memaraf dan menyampaikan kepada sekretaris. RKA RKA
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada analis YA ——
perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk
memperbaiki /*\\
9. |Memeriksa draf Perubahan RKA, Apabila setuju, HED-._ Draf Perubahan 1 Jam |Draf Perubahan
memaraf dan menyampaikan kepada kepala dinas. RKA RKA
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada kasubag
untuk memperbaiki YA :
10. |Memeriksa draf Perubahan RKA, Apabila setuju Draf Perubahan 30 menit [Perubahan RKA
menandatangani dan menyampaikan kepada TIDAK RKA
sekretaris. Apabila tidak setuju dikembalikan o
kepada sekretaris untuk memperbaiki. YA
11. [Menyerahkan dokumen Perubahan RKA kepada Perubahan RKA 10 menit |Perubahan RKA
kasubag PDE untuk didistribusikan dan _ . "
didokumentasikan, _ - ~
12. [Menyerahkan dokumen Perubahan RKA kepada Perubahan RKA 10 menit |Perubahan RKA
analis perencanaan, evaluasi dan pelaporan untuk _U
didistribusikan dan didokumentasikan. =
13. |Meggandakan, mendistribusikan dan Perubahan RKA 1 Jam |Dokumen

mendokumentasikan,

Perubahan RKA




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP

30 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

? Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
gara Timur |

Pembina Utama Muda
NIP 186402101986031029

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nemor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur

6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil tanaman Pangan

Judul SOP : Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 1. Pendidikan minimal S1
2010-2025 2. Memiliki sertifikat

3. Menguasai Tata cara Perjanjian Kerjasama

Tahun anggaran 2021
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2 SOP Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sertifikasi Organik 2. Komputer, Printer
3 SPO Kegiatan Pengambilan Sampel Pengujian Mutu Produk Hasil Pertanian 3. Dokumen Surat menyurat
4 SOP Pembuatan Surat Menyurat Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 4. Dokumen penawaran, negosiasi
5 SOP Membuat Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil 5 Dokumen pendukung lainnya
Komoditi Pangan, Perkebunan dan Hortikultura
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi tidak dilaksanakan sesuai dengan

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

tahapan pelaksanaannya maka akan berpengaruh terhadap proses Penandatangan Dokumen.




-

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Lembaga Sertifikasi Keterangan
Bidang | gousippHp| FOIAP3t | booikPAP | yang diakui KAN, Kelengkapan Waktu Output
PSPPHP Pelaksana PK paga Lainnya

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasie PPHP untuk melaksanakan kerjasama Petunjuk dan arahan 10 menit Disposisi,  petunjuk,
dengan lembaga sertifikai _ Mulai “ penugasan

2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk melaksanakan by Disposisi, petunjuk, 10 menit Surat menyurat,
kegiatan kerjasama _ I penugasan Dokumen, Dok

Kerjasama

3 |Pejabat Pelaksana melaksanakan kegiatan kerja sama " Surat menyurat, €40 menit  |Draft Dokumen SPK

dengan Lembaga Sertifikasi Organik | _ Dokumen, Dok dan laporan
Kerjasama

4. |Mengoreksi laporan dan dokumen Kerja Sama, bila setuju Tidak Draft Dokumen SPK dan 50 menit Draft Dokumen SPK
ACC dan meneruskan ke Kabid PSPPHP, jika tidak \\ i laporan dan laporan
dikembalikan ke Pelaksana kegiatan untuk diperbaiki

Ya /_.\\

5. [Menelaah, mengoreksi Laporan dan Dokumen Pelaksanaan Draft Dokumen SPK dan B30 menit Dokumen SPK dan
kegiatan Kerja Sama bila setuju ACC, dan meneruskan ke .I/ Tidak laporan Laporan
Kadis/KPA/PPK, jika tidak dikembalikan ke Kasie PPHP A
untuk diperbaiki \

5. |Menelaah c¢an Menandatangani Dokumen Peranjian Ya Dokumen SPK dan 50 menit Dokumen SPK dan
Kerjasama dengan Lembaga Sertifikasi yang terakreditasi Laporan Laporan
KAN dan diteruskan ke pelaksana kegiatan untuk J_ —
ditindaklanjuti,

6. |Didokumenkan dan dilanjutkan dengan Audit ILapangan Dokumen SPK dan 5 Menit Dokumen SPK dan

Laporan

Laporan




PEMERINTAH PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP

31 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
|Disahkan oleh \ﬁ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
o Provingi Nusa Tenggara Timur
7 Lecky Fredericir #oti S _
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP : Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil

Pertanian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1
2

3

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nomor 44Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditien Tanaman
Pangan Tahun Anggaran 2021

Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditjen Perkebunan
Tahun Anggaran 2021

Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasll Tanaman Hortikultura, Ditjien Hortikultura
Tahun Anggaran 2021

1.
2. Memahami Teknis Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Pendidikan minimal D3

|Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2 SOP Membuata Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Komoditi 2. Komputer, Printer
Pangan, Perkebunan dan Hortikultura 3. Proposal
4. Usulan CPCL Kabupaten
5. Format Verifikasi
Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :
Jika SOP Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian tidak dilaksanakan sesuai tahapan
amxm&wwmrngﬂmznmﬂcsﬂiﬁmum_uozoﬁvm:m_.__,m;mﬁ_:Emm_._um:m_..amanEm:

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Ke P Keterangan
pala Bidang Petani
PSPPHP Seksi PPHP Pelaksana Poweiing Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
T 2 3 4 5 6 7 & 2 10
1 |Menugaskan Kasie untuk melaksakan Petunjuk 10 menit |Disposisi, petunjuk,
kegiatan wverifikasi data penerima bantuan _ _,__E_&u penugasan
sarana  prasarana  pascapanen  dan
pengolahan hasil pertanian
2. [Menugaskan pejabat pelaksana untuk Disposisi, petunjuk,| 10 menit [Draf Data Calon
e ] sp
melakukan verifikasi data penerimz bantuan _ ) penugiasan Penerima Bantuan.
sarana prasarana  pascapanen  dan Proposal, Format
pengolahan hasil pertanian ke lokasi verifikasi
3. |Pejabat Pelaksana melaksanakan kegiatan Draf Data Calon| 1440 |Data Penerima
verifikasi poktan penerima sarana dan Penerima Bantuan.| menit |Bantuan
prasarana pascapanen dan pengolzhan hasil Propcsal, Format
pertanian verifikasi
4. |Mengusulkan Cata verifikasi ke kasie PPHP, Data Penerima 30 menit |Data Penerima
bila setuju ACC dan meneruskan ke Kabid |__ _ Bantuan Bantuan
PSPPHP, jika tidak dikembalkan ke
Pelaksanaka verifikasi untuk diperbaiki
5. I[Mengusulkan Data verifikasi Kasiz PPHP, va 4 Data IPenerima 30 menit |Data Penerima
bila setuju memaraf dan meneruskan ke \ Bantuan Bantuan
wmn__a PSPPHF, jika ﬂ.nur_ n__xm_,.:_,uﬁ__xm: ke /
ejabat Pelaksina untuk diperbaiki 3
5. |Mengusulkan Data verifikasi k= Kabid Tidak Data |Penerima 30 menit |Data Penerima
PSPPHP, bila setuju ACC dan meneruskan - Bantuan Bantuan
ke Kadis, jika tidak dikembalikan ke Kasie V
PPHP untuk diperbaiki ! b
6. [Menelaah dan menandatangani untuk Data |*enerima 30 menit |Data Penerima
ditindaklanjuti proses pembuatan Sk Bantuan Bantuan
1
7. |Didokumenkan dan dilajutkan dengan Data Penerima 5 menit |Surat Keputusan
pembuatan SK Bantuan Penerima Ban:uan

_ Selesai “u




Nomor SOP 32 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh |§ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- ; usa Tenggara Timurg \\

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP 196402101986031029
BIDANG PSPPHP
SEKS|I PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Judul SOP : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen
dan Pengolahan Hasil Pertanian
Dasar Hukum : A Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 1. Pendidikan minimal S1
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 2. Memahami Prosedur Penyediaan prasarana Pascapanen dan

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Pengolahan Hasil Pertanian bagi petaniDiutamakan yang bersertifikasi

Administrasi Pemerintahan PBJP

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan,
Ditien Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2021

7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan,
Ditien Perkebunan TA 2021

8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura,
Ditjen Hortikultura TA 2021

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK 3. Printer
2 SOP SK Penetapan Penerima Bantuan Prasarana dan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil 2. Komputer 4, Buku Petunjuk pelaksanaan
Pertanian 5. Proposal
6 Data Verifikasi dan SK Penetapan kelompok penerima bantuan
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Jika SOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian tidak Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

dilaksanakan sesuai dengan tahapan maka akan berpengaruh terhadap dokumen kontrak/BAST




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala P Keterangan
g Bidang | Seksi PPHP um_nwwm:!.,. _MHW Kelengkapan Waktu Output e
PSPPHP
1 2 3 4 5 6 r 8 8 10
1 |Menugaskan Kasie untuk melaksanakan Petunjuk, tersedia DIPA POK, 10 menit Petunjuk, tersedia
penyediaan prasarana dan sarana Pascapanen dan Mulai propesal/usulan, dok DIPA POK
Pengolahan Hasil Pertanian bagi petani. Verifikasi, SK penetapan proposal/usulan, dok
CPCL, KAK Verifikasi, SK
2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Petunjuk, tersedia DIPA POK. 300 menit  |Proses pengajuan
melaksanakan proses penyediaan prasarana dan 9 proposal/usulan, dak KAK pengadaan
sarana pasczipanen dan pengolanan hasil pertanian _ | Verifikasi, SK penetapan
bagi petani CPCL, KAK
3. |Melaksanakan proses Penyedian Sarpras dan — Proses pengajuan KAK minimal 31680 | Dokumen
menyerahkar ke Poktan penerma di Kabupaten 1 u pengadaan menit Kontrak/BAST
penerima P
4. |Melaporkan penyelesaian pelaksanaan penyediaan L Tidak Dokumen Kontrak/iBAST 300 menit |Dokumen
sarpras berupa dokumen ke Kasie PPHP, jika ya \\\ ./ Kontrak/BAST
diserahkan ke Kabid PSPPHP, jika tidak diperbaiki / \
untuk penyesuaian "
a
5. |Melaporkan pemyelesaian pelaksanaan penyediaan Tidek Dokumen Kontrak/BAST 300 menit |Dokumen
sarpras berupa dokumen ke Kabid PSPPHP, jika ya ./ Kontrak/BAST
diserahkan ke Kadis, jika tidak dikembalikan ke \\
Kasie diperbaiki penyesuaian
6. |Penyelesaian dokumen pencairan dana Dokumen Kontrak/BAST 300 menit | Dokumen
s ! Kontrak/BAST
7. |Dokumen dis2rahkan ke Keu untuk diproses sesual Dokumen Kontrak/iBAST 5 renit Dokumen
Kontrak/BAST

ketentuan

Selesai
Covens )




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI| PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP 33 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan =
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan gan
Provigsi Nusa Tenggara Tj
mulal.n Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP : Sosialisasi Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan)

Haslil Pertanian

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturann Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturann Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan. Ditjen Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2021

7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditjen Perkebunan
Tahun Anggaran 2021

8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditjen Hortikultura
Tahun Anggaran 2021

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami Pedum/Juklak/Juknis sesuah kegiatan

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2 SOP Menyusun Materi Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Komputer, Printer
3 SOP Membuat Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 3. Proposal
4. SKCPCL
5. Pedum/Juklak/Juknis

6 Materi sosialisasi

vozwmm»m: 3

Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP Sosialisasi Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian tidak dilaksanakan sesuai dengan
tahapan pelaksanaannya maka tidak adanya laporan sosialisasi kegiatan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No.| Tahap Kegiatan Bidan Keterangan
g Kepala Seksi Kepala
5SPPHP PPHP Pelaksana Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 ] 9 10

1 [Menugaskan HKasie PPHP untuk melaksanakan| e———— Disposisi, petunjuk,| 10 menit |Disposisi, petunjuk,
Kegiatan sosialisasi ﬁ Mulal  f penugasan penugasan

2. |[Menugaskan pejabat pelaksana untuk rl_ Disposisi, petunjuk,| 10 menit _umacﬂ_i._:x_migc__e.__.a
melaksanakan lcegiatan Sosialisasi _“L penugasan Materi Sosialisasi

3. |Pejabat  Peleksana  melaksanakan  kegiatan g Fledum/Juklak/Juknis’ 800 menit| Terjadi Peningkatan
Sosialisasi ke petani penerima bantuan 1 Materi Sosialisasi pemahaman

4. |Melaporkan hasil sosialisasi ke kasie PPHP untuk Terjadi Peningkatan 30 menit |Laporian kegiatan
dikoreksi, bila setuju ACC dan meneruskan ke e Tidak pemahaman sosialisasi
Kabid PSPPHP, jika tidak dikembalikan ke
Pelaksana kegiatan untuk diperbaik| /J\

5. [Melaporkan hzsil kegiatan Sosialisasi ke Kabid Ya Tidak Laporan kegiatan 60 menit |Laporian kegiatan
PPHP untuk dikoreksi, bila setujuy ACC dan sosialisasi sosialisasi
meneruskan ke Kadis, jika tidak dikembalikan ke S
Pelaksana untuk diperbaiki \

6. |Menandatangi Laporan Sosialisasi, dan Laporan kegiatan 30 menit |Laporian kegiatan
dikembalikan ke pelaksanan untuk cliarsipkan sosialisasi sosialisasi

Mengarsipkan clan diteruskan ke pirak lain

Selesai

Laporan kegiatan
sosialisasi

5 menit

Laporan kegiatan
sosialisasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP 34 Tahun 2021

| Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
‘5‘ iNusa Tenggara Timur

“ Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029

Menyusun Materi Sosialisasi/Bimbingan Teknis Kegiatan

Judul SOP

|Dasar Hukum :

Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian
Kualifikasi Pelaksana :

9
2

3

4

5

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturann Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal D3
2. Memahami Teknis kegiatan Pengolahan dan pemasaran Hasil Pertanian

6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan Tahun Anggaran
7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditjen Perkebunan TA 2021
8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditien Hortikultura TA 2021
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Kegiatan Sosialisasi Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2. Komputer
3. Printer

4. Buku Petunjuk pelaksanaan
5. Buku Referensi Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

a!.__..nuha :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Menyusun Materi Sosialisasi/Bimbingan Teknis Kegiatan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pertanian tidak
dilaksanakan sesuai tahapan maka tidak adanya Materi Sosialisasi/Bimtek dan Kelengkapannya.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




n Teknis

n Teknis

Pelaksana Mutu Baku
INo. Tahap Kegiatan Kepala I Keterangan
Bidang xnﬂﬂxﬂoxm_ Pelaksanz Mn_””w Kelengkapan Waktu Output
FSPPHP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menugaskan I{asie menyiapkan materi untuk Piatunjuk 10 menit  |Disposisi, petunjuk,
Kegiatan Sosialisasi/Bimbingan Teknis Kegiatan TR penugjasan
Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian. ﬁ Mulai

1 2. |[Menugaskan Pejabat Pelaksanan untuk membuat D sposisi, petunjuk, 10 menit |Pedeman Teknis,

[ materi Kegialan Sosialisasi/Bimaingan Teknis uJ penugasan Petunjuk Teknis dan
Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil _ i referensi dan data
Pertanian. terkart

3. |Pejabat pelaksana membuat Sosialisasi/Materi Pzdoman Teknis, 1440 menit |Draft Materi dan
Bimbingan Telnis untuk diserahkan ke Kasie P Pztunjuk Teknis dan keler gkapan Materi
PPHP 1 ”_ referensi dan data Sosizlisasi/Bimbinga

b terkait n Teknis

4. |Menelaah, mengoreksi jika setuju ACC dan ! Tidak D-aft Materi dan 30 menit  [Draft Materi dan
:.,_m:m_,cw_.am: ke Kabid _um_u._uI_u. jika tidak setuju VYa \\\,....l! xm_m:mxmvm:_ _sm._m:. xm_m.ﬂmrm_u.m: z__m.ﬁma
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk 4// s Sosialisasi/Bimbinga Sosizillisasi/Bimbinga
diperbaiki. s n Teknis n Teknis

5. |Menelaah, mengoreksi jika setuju ACC dan D-aft Materi dan 30 menit |Materi Bimtek dan
meneruskan ke kadis, jika tidak setLju A\ / Ticka kelengkapan Materi Kelengkapan Materi
dikembalikan ke Kasie PPHP untuk diperbaiki. W Sosialisasi/Bimbinga Sosizlisasl/Bimbinga

) n Teknis n Teknis
Ya

6. |Menelaah dan mengoreksi Materi tub | jika setuju Materi Bimtek dan 30 menit |Materi Bimtek dan
ACC dan diserzhkan kepada pelaksana untuk Kizlengkapan Materi Kelengkapan Materi
ditindaklanjuti. L _ Snsialisasi/Bimbinga Sosizlisasi/Bimbinga

— n Teknis n Teknis

7. |Dikembalikan k= pejabat pelaksanan untuk Materi Bimtek dan 5 menit |Materi Bimtek dan
dibawakan dalam kegiatan mwgmimaw__mz_mmu__ Selesai 1 I.m_n_,_m_ﬁmm_._ z_mﬁ:, xm_w:mwmrm_._ _Sm.ﬁm:
Pascapanen dan pengolahan hasil pertanian J Sosialisasi/Bimbinga Sosialisasi/Bimbinga




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP 35 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029

Judul SOP __oo:..!.n»n: Surat Menyurat kegiatan Pengolahan

dan Pemasaran Hasil Pertanian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor B0 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil tanaman Pangan, Ditien Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2021

7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditjen Perkebunan TA 2021

8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditien Hortikultura TA 2021

1. Pendidikan minimal D3
2. Memahami secara baik teknis seluruh kegiatan

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1 SOP Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sertifikasi Organik
2 SOP Sosialisasi Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3 SOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

1. ATK
2. Komputer, printer
3. Dokumen POK

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila kegiatan SOP surat menyurat tidak dilaksanakan dengan baik makapelaksanaan kegiatan tidak dapat terlaksana

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Keterangan
Bidang |Kasie ppHp| _Felabét Kepala Kelengkapan | Waktu Output
Pelaksana Dinas
PSPPHP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 [Menugaskan Kasie PPHP untuk m2mbuat surat @ Disposisi, petunjuk, | 10 menit |Petunjuk, Surat
penugasan masuk/keluar
2. [Menugaskan Pejabat Pelaksana untuk membuat surat Petunjuk, Surat 10 menit |Petunjuk, Surat
1 rnasuk/keluar masuk/keluar
]
3. [Membuat surat Petunjuk, Surat 60 menit |Konsep Surat
o rmasuk/keluar
)
4. |Mengajukan ke kepala Bidang untuk mengoreksi, jika X Fidak Fonsep Surat 30 menit |Dokumer Surat
setuju Paraf Jika tidak, dikembalikan Pelaksana untuk Ya g //
diperbaiki JIJ _\\
5. [Membaca, mengoreksi . Jika ya Paraf dan diteruskan ke Tidak Dokumen Surat 30 menit |Dokumer Surat
Kepala Dinas, Jika Tidak, dikembalilkan ke Kasie PPHP )
untuk diperbaik o
6. |Menelaah dan menandatangani dan diserahkan kepada Dokumen Surat 30 menit |Dokumer Surat
pelaksana untux ditindaklanjuti,
i (1]
7. |Mengembalikar ke pelaksana untuk dipergunakan Dokumen Surat 5 menit |Dokumer Surat

sesuai kegiatan yang akan dilaksanakan

mn_u!:up




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP 36 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

|Disahkan oleh

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Melakukan Pencacahan dan Pengumpulan Data
Judul SOP Kelompok Tani/lUKM Pascapanen dan Pengolahan

Hasil Pertanian

Kualifikasi Pelaksana :

—_.u-unq Hukum :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur

Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2021
7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditien Perkebunan TA 2021
8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditien Hortikultura TA 2021

nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi

1. Pendidikan minimal SMA
2. Memahami tentang tata cara pencacahan dan pengumpulan data yang baik

|Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP Membuat Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2. Komputer
3. Printer

4. Buku Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Pemutahiran Data
5. Kuisoner pengumpulan data dan Profil UPH Poktan/UKM

{Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

dilaksanakan maka tidak akan tersedia data dan informasi tentang potensi dan kondisi serta perkembangan pelaku usaha

>umu__mm0vn¢_._nwg_._u=nu:vo:u:_._._u..__m_._nmsg.oagxszqcxzSzznunaonunaoaamzuméu_uzmasma_Enx
ascapanen dan pengolahan hasil pertanian di NTT

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




dan profil Pokian/UKM pascapanen dan pengolahan
hasil pertaniar.

Pelaksina Mutu Baku
INo, Tahap Kegiatan i Keterangan
RABRREang Kasie PPHP Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
PSPPHP
1 |Menugaskan Kasie untuk melaksanakan pencacah:n Disposisi, petunjuk,| 15 menit |Disposisi, petunjuk,
dan penguripulan data kelompok tani/lUKM penugasan penugasan
pascapanen dan pengolahan hasil di NTT H Mulai “
2. IMenugaskan Petugas/staf untuk melaksanakan Disposisi, petunjuk,| 10 menit |Kuisioner Pencacahan
pencacahan dan pengumpulan data kelompok .|..I_ penugasan Data
tani/lUKM pascapanen dan pengolahan hasil pertanicn _ [
di NTT
3. |[Melaksanakan pencacahan dan pengumpulan dala Kuisioner 1440 menit |data Unit P2ngolahan
kelompok tani’'UKM pascapanen dan pengolahan hasil Penca:zahan Data Hasil Pertanian
pertanian di NTT _
4. [Menelaah, mengoreksi dan memverifikasi data jika data Unit 30 menit |Buku Profil UPH
data tersebut sesuai memaraf dan meneruskan ke TG Tidak Pengolahan Hasil
kadis. Pertanian
Ya J:/,\
5. |Menelaah, mengoreksi jika setuju memaraf dan ! Buku Profil UPH 30 menit |Buku Profil UPH
meneruskan k2 Kadis, jika tidak setuju dikembalikan N Tidak
ke Kasie PPHI? untuk diperbaiki. \
Ya
6. [menandatangani dan diserahkan kepada pelaksana Buku Profil UPH 30 menit |Buku Profil UPH
untuk ditindaklanjuti
r
I —
7. |Didokumenkan untuk dicetak dalam bentuk buku data Buku Profil UPH 15 menit |Buku Profil UPH




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PSPPHP
SEKS| PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP

37 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh ian dan Ketahanan Pangan
Timur m
(= zeNreeamrerswe—
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP : Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sertifikasi|

Organik

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1
2

3

4

5

6

-

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Peraturann Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturann Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2021

Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditjen Perkebunan

Tahun Anggaran 2021

1. Pendidikan minimal $1
2. Memahami prosedur sertifikasi organik

8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditjen Hortikultura
Tahun Anggaran 2021
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2 SOP Sosialisasi Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Komputer, Printer
3 SOP Menyusun Materi Sosialisasi/Bimbingan Teknis Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 3. Proposal
4 SOP Membuat Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 4. Usulan CPCL Kabupaten
5. Format Verifikasi
6 Dokumen,
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP Bimbingan Teknis Penyusunan Dokumen Sertifikasi Organik tidak dilaksanakan Kegiatan Bimbingan teknis
Penyusunan Dokumen Sertifikasi organik tidak terlaksana sesuai dengan tahapan maka tidak tersedia
Dokumen untuk pengajuan sertifikasi Organik

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Petani Keterangan
Bidang Kasie PPHP Pelaksana Peiaring Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
PSPPHP

1 2 3 K 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasie PPHP untuk melaksanakan kegiatan Petunjuk SK 10 menit |Petunjuk SK
Bimbingan Teknis Sertifikasi Organil< Mulai Kelompok Kelomipok Penerima

Penerima Kegiatzn Kegiatan

2. [Menugaskan pelaksana untuk melaksanakan kegiatan Petunjuk SK 10 menit |Disposisi

Bimbingan Teknis Sertifikasi Organilc _ l Kelompok Pelaksanaan
Penerima Kegiatzin Kegiatan Bimbingan
Teknis

3. |Pelaksana melaksanakan kegiatan Bimbingan Teknis = Disposisi Pelaksanaan

Penyusunan Dckumen sertifikasi organik ' . _ Pelaksanaan Kegiatan Bimbingan
i Kegiatan Teknis
s Bimhinaan Teknis:

4. |Melaporkan Dckumen Sertifikasi Crganik ke Kasie PFHP Pelaksanaan 60 menit |Pembentukan Tim
untuk dikoreksi bila setuju ACC dan meneruskan ke Kz bid / Tidak Kegiatan ICS dan Pengisian
PSPPHP, jika tidak dikembalikan ke Palaksana kegiztan |\ Bimbingan Teknis Dokurmen Sistemn
untuk diperbaik % NG Mutu

5. |Melaporkan Ciokumen Sertifikas Organik ke Kzbid Pembentukan Tim | 60 menit |Dokummnen sistem
PSPPHP untuk dikoreksi, bila setuju ACC dan meneruskan Tidak ICS dan Pengisian Mutu
ke Kadis. jika tidak dikembalikan ke Kasie PPHP utk di \ Dokumen Sistem
perbaiki Mutu

6. |Menelaah dan mengoreksi Laporan terkait data tsb, |ika Ya Dokumen Mutu 60 menit |Dokurnen Sertifikasi
setuju di ACC dan dilanjutkan dengan melakukan MOU ke Orgarik
LSO yang terakreditasi KAN — U

7. |Didokumenkan dan dilajutkan dengan MOU dengan LSO p— Dokumen 5 menit |Dokurnen Sertifikasi
untuk Innspeksi Lapangan m.. lesai e Sertifikasi Organilc Orgarik




Nomor SOP 38 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh &. Kepal rtanian dan Ketahanan Pangan
= Provinsi Tenggara Timurf
0 ] _ H
' ——=—— 2 Leoky Frederich Koli $TP——
PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP 196402101986031029
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Judul SOP : Asuransi Usaha Tani Padi
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Presiden/Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Menteri pertanian nomor : 40/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi pertanian

4 Keputusan menteri Pertanian RI Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2021 Pedoman Bantuan Premi Usaha Tani Padi

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8 Petunjuk Pelaksanaan Sarana Prasarana Pertanian, Ditien Prasarana dan Sarana Pertanian TA 2021

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami dengan baik dan Benar Pembiayaan Pertanian Asuransi Usaha Tani

3 SOP Sosialisasi Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Pembuatan Surat Menyurat Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian 1. ATK
2 SOP Pembuatan Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Komputer

3. Printer, infocus
4. Petunjuk Pelaksanaan AUTP

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Asuransi Usaha Tani Padi tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka usaha tani petani tidak mendapat

perlindungan dalam_usaha tani padi yang sedang diusahakan

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan . Keterangan
Kepzila Bidang . Asuransi
P5PPHP Kasie PPHP Pelaksana Kepala Dinas Sanindes Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menugaskan Kasie PPHP untuk rnelaksanakan Surat Masuk, Disposisi,| 10 menit |Disposisi, petunjuk,
kegiatan Asuransi Usaha Tani Padi m.L.]J Petunjuk penugasan

ulai
i |

2. |[Menugaskan Pejabat  pelaksénan  untuk Disposisi, petunjuk, 10 menit |Petunjuk dan Arahan
melaksanakan kegiatan Asuransi Usaha Tani _Hl_ peaugasan
Padi |

3. [Melaksanakan Kegiatan Asuransi Usaha Tani _Il..:l _uo.E:Ex dan Arahan | 3360 menit |pedum, materi, koordinasi,
Padi 1 u surat menyurat, RAB TOR

4. |Menelaah, mengoreksi memaraf dzta peserta pedum, materi, 30 menit |Draft data peserta AUTP
AUTP jika setuju meneruskan ke Kabid £ Tidak koordinasi, surat
PSPPHP, jika tidak setuju dikembalikan kepada \ N menyurat, RAB TOR
pejabat pelakszna untuk diperbaiki i /.\\

3

5. |[Menelaah, mengoreksi data peserta AUTP setuju 4 Tidak Draft data peserta 30 menit |Data peserta AUTP dan
memaraf dan meneruskan ke kadis, jika tidak / ALTP uang premi Asuransi
setuju dikembalikan ke Kasie PPHP untuk A \
diperbaiki. TN

6. [Menelaah dan inenandatangani dan diserahkan Data peserta AUTP 30 menit |Data peserta AUTP dan
kepada pelakszna untuk ditindaklanjuti. Ya 1 _ dan uang premi uang premi Asuransi

AsJransi

7. IMenindaklanjuti pelaksanaan kegiatan Asuransi -~ Data peserta AUTP 5 menit |SK definitif peserta AUTP

usahatani padi Selesai 1 dan uang premi

AsJransi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP 39 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

[Disahkan oleh x%ma Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

usa Tenggara Timur -.

Pembina Utama __s:nw
NIP 1964021019686031029

\

Judul SOP Pembuatan TOR dan RAB keglatan

|Dasar Hukum :

Kualifikasl Pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan/Menteri pertanian nomor ; 40/SR.230/7/2015 fentang Fasilitasi Asuransi pertanian

4 Keputusan menteri Pertanian Rl Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2021 Pedoman Bantuan Premi Usaha Tani Padi

5 Peraturann Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Peraturann Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

7 Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

8 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditien Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2021

8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditjen Perkebunan TA 2021

1. Pendidikan minimal D3
2. Memahami secara baik teknis seluruh kegiatan

10 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditjen Hortikuitura TA 2021
Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP Bimbingan Teknis Penyusunan Sertifikasi Organik
2 SOP Melakukan Pencacahan dan Pengumpulan Data Kelompok Tanl/lUKM Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3 _SOP Sosialisasi Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

1. ATK
2. Komputer, printer
3. Dokumen POK

Pencatatan dan pendataan :

/Apabila kegiatan SOP pembuatan TOR dan RAB tidak dilaksanakan sesual tahapan maka pengajuan pelaksanaan
|kegiatan lidak dapat dilaksanakan

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatari Keterangan
Kepala Bidang
PSPPHP Kasie PPHP Pelaksana IKelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Menugaskan Kasie PPHP untuk rienyiapkan Konsep - Petunjuk Pelaksanaan, POK 10 menit  |Pe:unjuk Pelaksanaan,
TOR dan RAB Kegiatan “ — Mulai “ dan SK PCK dan SK
m,
2. |[Menugaskan [Pelaksana untuk menyiapkan Konsep| Petunjuk Pelaksanaan, POK 10 menit  |Disposisi dan
TOR dan RAE Kegiatan _ —_— dan SK penugasan
(—_—
3. [Menyusun Konsep TOR dan RAB Kegiatan Disposisi, petunjuk, 480 menit |Ko1sep TOR dan RAB
= penugasan serta bahan
L kelzngkapan TOR dan
RAB
4. |Menelaah, mengoreksi jika setuju memaraf dan ridak Konsep “"OR dan RAB serta 60 menit |TOR dan RAB
meneruskan ke Kabid PSPPHP, jika tidak setuju o \ // " bahan kelengkapan TOR dan
dikembalikan kepada pejabat pelaksana untuk RAB
diperbaik. N
| 5. |Menelaah, mengoreksi dan menandatangi untuk Tidak Konsep “OR dan RAB 60 menit |TOR dan RAB
ditindaklanjuti kegiatan, jika tidak setuju dikembalikan /
ke Kasie PPHP untuk diperbaiki. \\
7. |Menindaklanjut! kegiatan _‘IB TOR dan RAB 5menit |TOR dan RAB
Ya | Selesa




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP 40 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

 Tanggal Revisi

| Tanggal Pengesahan

|Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

g-rtecky Fréderich Koll SFP

Perfibina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Pengumpulan dan Pelaporan Informasi Harga Pasar
Komoditas Pertanian

Judul SOP

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

1. Pendidikan minimal SLTA

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 2. Memahami Teknis Pengumpulan dan Pengolahan Data
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3. Memahami Teknis Pengiriman Data Melalui Aplikasi
3 Peraturann Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 4. Mampu Membuat Laporan Perkembangan Harga
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4 Peraturann Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur
5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2021
7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditien Perkebunan TA 2021
8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditjen Hortikultura TA 2021
|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Membuat Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2. Komputer
3. Printer

4, Buku Petunjuk pelaksanaan
5. Buku Referensi Sarana Prasarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

ta

Apabila SOP Pengumpulan dan Pelaporan Informasi Harga Pasar Komoditas Pertanian tidak dilaksanakan sesuai

an maka tidak tersedia informasi data harga pasar

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Bidang Pelaksana/
PSPPHP Seksi PPHP Petugas PIP Kepala Dinas | Kelengkapan | Waktu Output
1 2 3 5 8 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kasie PPHP untuk menyiapakn data informasi harga Petunjuk 10 menit |Disposisi, Petunjuk
komoditi pertanian ditingkat produsen, grosir dan eceran (Kab dan Pelaksanaan |Pelaksanaan, POK
2. |Menugaskan Petugas PIP untuk melakukan pengumpulan data Disposisi, 120 menit | Draft data informasi
informasi harga komoditi pertanian ditingkat produsen, grosir dan Petunjuk harga dan
eceran (Kab dan Provinsi) Pelaksanaan, penugasan
POK
3. |Menelaah dan mengoreksi laporan perkembangan Informasi harga v Draft data 60 menit |Draft data informasi
tersebut , jika setuju ACC dan diserahkan kepada Kabid, jika tidak informasi harga harga
dikembalikan ke Petugas PIP dan penugasan
Ya Tidak
4. IMenelaah dan mengoreksi laporan perkembangan Informasi harga Draft data 30 menit |Data Harga
tersebut , jika setuju ACC dan diserahkan kepada Kadis, jika tidak informasi harga |Informasi Pasar
dikembalikan ke Kasie PPHP \ Komoditas Pertanian
5. |Menelaah dan menandatangan laporan perkembangan harga va Data Harga 30 menit |Data Harga
Informasi pasar tersebut. Informasi Pasar Informasi Pasar
> Komaditas Komeoditas Pertanian
Pertanian
6. [Mannindaklanjuti laporan perkembangan harga komoditi pertanian Data Harga 5 menit |Data Harga
ditingkat produsen, grosir dan eceran (Kab dan Provinsi) : Informasi Pasar Informasi Pasar
Komoditas Komoditas Pertanian
Pertanian




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP 41 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
LHmbmmm_ Pengesahan
hkan oleh Kepala U.:mu Pertanian dan Ketahanan
n sa Tenggara ._:3:_"
_ M : Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP : Pelaksanaan Penerapan Standarisasi Good Agricultural

Practices (GAP) Komoditi Pertanian

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2018 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan
Tahun anggaran 2021

7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditien Perkebunan TA 2021

8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditien Hortikultura TA 2021

2. Memahami Teknis

1. Pendidikan minimal D3

Budidaya, penanganan pascapanen

|Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1 SOP Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Petanian 1. ATK
2 SOP Membuat Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Komputer
3. Printer
4. Materi
5. Buku Referensi Good Agriculture Practise

6. Bahan Praktek/Peraga untuk Budidaya

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pelaksanaan Penerapan Standarisasi Good Agricultural Practices (GAP) Komoditi Pertanian Bimtek
tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka berpengaruh pada tingkat penerapan tentang Standarisasi
mutu GAP, GHP dan GMP.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
NO Ta i Ketera
ap Kagisten x._w-m_uw___nwau Seksi PPHP Pelaksana Kelengkapan Waktu Output i

1 ] 3 4 5 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kasie untuk melaksanakan Kegiatan Petunjuk 10 menit | Disposisi, petunjuk

Penerapan Standarisasi Mutu GAP, GHP, GMP Komoditi _ Mulai “. Pelaksanaan, POK, pelaksanaan, POK, SK

pertanian. SK
2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk melaksanaan v Disposisi, petunjuk 30 menit  |Pelaksanaan Kegiatan

kegiatan Penperapan Standarisasi Mutu GAP, GHP dan pelaksanaan, POK, Penerapan Standarisasi

GMP Komaditi Pertanian SK Mutu, GAP,GHP dan

GMP

3 |Melaksanakan dan membuat laporan Kegiatan Penerapan Pelaksanaan 4800 menit |Dokumen Penerapan

Standarisasi Mutu GAP, GHP dan GMP dan membuata v Kegiatan Perapan GAP dan Laporan

Standarisasi Mutu,
Seleest GAP,GHP dan GMP

—




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKS| PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

[Nomor SOP 42 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

_Emnn_ Pengesahan

Disahkan oleh 9 Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

|7~ Provinei Nusa Tenggara Timur §

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan

Judul SOP |Pengolahan Hasil Pertanian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan, Ditjen Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2021

7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditjen Perkebunan

1. Pendidikan minimal D3
2 Memahami tata naskah Dinas secara baik dan benar

2 SOP Penyediaan Prasaran dan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian
3 SOP Verifikasi Data Bantuan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian

Tahun Anggaran 2021
8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditjen Hortikultura Tahun
Tahun Anggaran 2021
|Keterkaitan : Peralatan/periengkapan ;
1 SOP Pengumpulan dan Pelaporan Harga Informasi Pasar 1. ATK

2. Komputer, printer

3. Dokumen Usulan Kabupaten

4. Buku Petunjuk pelaksanaan

5. Buku Referensi Juklak dan Juknis

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian tidak dilaksanakan
sesuai tahapan maka operasional pelaksanaan seluruh kegiatan tidak punya legalitas dan tidak

terorganisir dengan baik

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Selesal

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiaan Keterangan
Kepala Bidang| kepala Seksi Pejabat
PSPPHP PPHP Pelaksana Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 H
1 |Menugaskan Kasie untuk membual SK penetapan keg atan Petunjuk 10 menit |Disposisi, petunjuk

seksi pengolahan dan pemasaran hasil pertanian Mulai Pelziksanaan, POK pelaksanaan dan

penugasan

2. [Menugaskan pejabat pelaksana untuk membuat SK Disposisi, petunjuk | 10 menit |Surat, Usular: dari =

penetapan kegiatan seksi pengolatan dan pemasaran hasil peleksanaan dan Kabupaten/K sta

pertanian penJgasan
3. |Membuat konsep SK penetapan kegiatan seksi pengolahan Surat, Usulan dari 3 hari |Konsep SK

dan pemasaran hasil pertanian . Kabupaten/Kota

[}

4. |Menelaah, mengoreksi jika setuju memaraf dan meneruskan Konsep SK 30 menit |Konsep SK "=

ke Kabid PSPPAP, jika tidak setuju dikembalikan kepada Ya /

pejabat pelakszna untuk diperbaiki. / \ idak
5. |Menelaah, mengoreksi hﬁ setuju memaraf dan menerusikan T Konsep SK 30 menit |SK

ke Kadis, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasie PPHP /

untuk diperbaik . \

Ya

6. |Menelaah dan menandatangani dan diserahkan kepada SK 30 menit [SK

pelaksana untux ditindaklanjuti.
7. |Secagai acuan untuk pelaksanaan <egiatan PPHP 8K 5 menit |SK ]




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

Nomor SOP 43 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh rtanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Tenggara ._.ma_.:.

—
——

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Pembuatan Dokumen Pelaporan Kegiatan

Judul SOP : Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

4

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

1. Pendidikan minimal D3

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 2 Memahami prosedur pelaporan dan [T
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
3 Peraturan Menteri pertanian nomor : 40/SR.230/7/2015 tentang Fasilitasi Asuransi pertanian
4  Keputusan menteri Pertanian Rl Nomor 01/Kpts/SR.230/B/01/2021 Pedoman Bantuan Premi Usaha Tani Padi
5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
7 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan , Dirjen Tanaman Pangan
Tahun Anggaran 2021
9 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditjen Perkebunan TA 2021
10 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasll Tanaman Hortikultura, Ditjen Hortikultura TA 2021
|Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP Penyediaan Prasarana dan Sarana Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2 SOP Sosialisasi Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 2. Komputer
3 SOP Bimbingan Teknis Penyusunan Dokomen Sertifikasi Organik 3. Printer
4 SOP Asuransi Usahatani Padi 4 Data
5 SOP Pengumpulan dan Pelaporan Harga Informasi Pasar Komoditas Pertanian
|Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP Pembuatan Dokumen Pelaporan tidak dilaksanakan maka program kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil
Pertanian tidak ada pertanggungjawaban secara tertulis

Disimpan dalam Soficopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Balw
iNo. Tahap Kegiatan Keterangan
:oﬁww_.._aw_a :nuww__._mvnxm_ Pelaksana | Kepala Dinas| Kelengkapan | Waktu Output
1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10
1 [Menugaskan [Kasie PPHP untuli membuat dokumen Petunjuk 10 menit |Disposisi, petunjuk
pelaporan kegiatan PPHP _ Mulai “l Pelaksanaan pelaksanaan dan
penugasan
2. |[Menugaskan Pzajabat Pelaksana urtuk membuat dokumen Disposisi, petunjukc | 10 menit |Data dan dokumen
pelaporan kegizitan PPHP _ ] pelaksanaan dan pendukung
penugaszn pelaporan
! 3. |Melaksanakan iugas membuat dok.men pelaporan 3 Data dan dokumen| 180 menii |Draft Dokumen
kegiatan PPHP I _ pendukurig Laporan Kegiatan
| — pelaporar) PPHP
4. |[Menelaah, mengoreksi Dokumen Leporan, jika ya memaraf Ticiak Draft Dokumen 60 menit |Draft Dokumen
dan meneruskan ke Kabid PSPPHP | Jika tidak maka \ / . Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan
dikembalikan ke Pejabat pelaksanan untuk PPHP PPHP
memperbaikinya meneruskan ke Kabid PSPPHP, jika ticiak / \
setuju dikemballkan kepada pejabat pelaksana untuk
diperbaiki Ya
5. |Menelaah, mengoreksi Dokumen Leporan, jika ya memaraf __ Draft Dokumen 60 menit |Draft Dokumen
dan meneruskan ke Kadis, Jika tidak maka dikembalikar) / lidak Laporan Kegiatan Laporan Kegiatan
ke Kasie PPHP untuk untuk diperbaiiki .\ PPHP PPHP
Xa
6. |Menelaah dan menandatangani Lagoran tersebut. Dokumen Laporan | 60 menit |Dokumen Laporan
L_llu Kegiatan PPHP Kegiatan PPHP
i SO
7. |Dokumen dikembalikan ke pelaksana untuk didokumenkan —_ Dokumen Laporan | 10 menit |Dokumen Laporan
untuk keperluan audit dan pertanggungjawaban lainnya ﬁ Selesai J¢ Kegiatan PPHP kegiatan PPHP




Nomor SOP 44 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR m Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP 196402101986031029
BIDANG PSPPHP
SEKSI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN Judul SOP : Kegiatan Pengambilan Sampel Pengujian Mutu|
Produk Hasil Pertanian
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintahan Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil tanaman Pangan Tahun anggaran 2021,
Dirjen Tanaman Pangan

7 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Perkebunan, Ditien Perkebunan TA 2021

8 Petunjuk Pelaksanaan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Hortikultura, Ditien Hortikultura TA 2021

1. Pendidikan minimal D3
2. Memahami Teknis Pengambilan Sampel Produk Pertanian

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1 SOP Membuat Surat Keputusan Penetapan Kegiatan Pascapanen dan Pengolahan Hasil Pertanian 1. ATK
2 SOP Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama dengan Lembaga sertifikasi 2. Komputer, Printer
3 SOP Pembuatan TOR dan RAB Kegiatan 3. Alat pengambil sampel
4. Kuisioner BA pengambilan sampel
_S. Bahan kemasan sampel
|Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Jika SOP Kegiatan Pengambilan Sampel Pengujian Mutu Produk Hasil Pertanian tidak dilaksanakan sesuai tahapan
maka tidak ada sample produk yang akan diuji

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiaten - Keterangan
Kepala Bidang Lembaga
PSPPHP Seksi PPHP Pelaksana Kepala Dinas Penguji Mutu Kelengkapan Walitu Output
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menugaskan Kasie untuk melaksakan kegiatan Petunjuk: 10 menit |Disposisi, petunjuk
pengambilan sampel produk hasil pertanian _ Mulai “ Pelaksanaan, POK Pelaksanaan, POK
dan penugasari
. [Menugaskan pelaksana/ Petugas Pengambilan Samgel Disposisi,  petunjuk| 10 mznit |CPCL, Instrumen,
(PPC) untuk melaksakan kegiatan pengambilan samgel _ ] Pelaksanaan, POK Dok BAP, alat dan
produk hasil pertanian dan pen.gasan bahan pengambilan
sampel, SPT
. |Pelaksana/Petugas  Pengambilan  Sampel (PPC) CPCL, Instrumen, 1440 |Sampel Produk yang
melaksanakan kegiatan melaksakan kegiatan — Dokumen BAP, alat menit |sudah dikemas dan
pengambilan sampel produk hasil gertanian 1 _ dan bahan BA pengambilan
pengamilan sampel, Sampel
SPT
Pejabat pelaksanan mengusulkan Sampel dan BA Tidak Sampel Produk yang | 30 mznit |Kemasan Sampel
pengambilan sampel ke Kasie PPHPP, bila setuju ACC dan \ / sudah dikemas dan produk yang akan
meneruskan ke Kabid PSPPHP, jika tidak dikembalikan BA pengambilan dikirim untuk diuji
ke Pejabat Pelzksana untuk diperbzaiki //\ Sampel dan Dokumen [3erita
Ya Acara Pengambilan
Sampel
. |Mengusulkan Sampel pengujian ke Kabid PSPPHP, bla Sampel Produk yang | 30 menit |Kemasan Sampel
setuju ACC dan meneruskan ke Kadis, jika tidak // Tictax sidah dikemas dan produk yang akan
dikembalikan ke Kasie PPHP untuk diperbaiki \ BA pengambilan dikirim untuk diuji
Sampel dan Dokumen BAP
. |Menelaah dan mendandatangani dokumen BAP dan Kemasai Sampel 30 menit |Kemasan Sampel
dikembalikan ke pelaksana/Petugas Pengambilan Samgel produk yang akan produk yang akan
(PPC) untuk ditindaklanjuti ke lembaga penguji Mutu [ _ dikirim untuk diuji dan dikirim untuk diuji
yang terakreditasi KAN Ya | Dokumen Berita dan Dokumen BAP
Acara Pengambilan
Sampel
. |Dikembalikan ke Pelaksana/Petugas Pengambilan Sampel produk 5 menit [Sampel produk
Sampel (PPC) untuk dikirim ke Leribaga Pengujian yang H B “ dalam bentuk dalam bentuk
terakreditasi KAN kemasan siap kirim kemasan yang siap
ke lembaga penguiji dikirim u diuji di Lab




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (PSP2HP)
SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (PLA)

|Nomor SOP 45 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

|Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provin enggara dSE.w

)

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Optimasi Lahan Kering

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

: 3
2,

3.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173.PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor
168/PMK.05/2015 TENTANG Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen DIPA/POK Satker (249-08-TP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Nomor : SP DIPA-
018.08.4.249165/2021.

1. Pendidikan Minimal SMA

2. Memahami Tata Cara Pemberkasan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah (Banpem) Berupa
Uang, yang di transfer langsung ke Rekening UPKK Kelompok Tani.

Keterkaitan :

wﬂu_h_—u_....ﬂc.._!..nrm_un: .

1.
2.

-
4.

SOP Pembangunan Embung Pertanian
SOP Irigasi Perpipaan

SOP Irigasi Perpompaan Besar/Menengah
SOP Survey, Investigasi dan Desain (SID)

1. ATK

2. Komputer/Laptop
3. Printer

4. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Optimasi Lahan Kering terlambat dilaksanakan oleh Kabupaten Pelaksana,
maka akan berdampak pada pemotongan anggaran dan atau pengembalian Dana ke Kas Negara.

1. Data Kelompok Tani
2. Laporan Progres Kegiatan
3. Disimpan dalam bentuk Soft Coppy dan Hard Coppy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabupaten Ket.
PN Fabid. Kasie. PLA reahat Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
PSP2HP Pelaksana Keglatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasie untuk menyiapkan DIPA/POK, Juknis 30 Menit |Draf Juklak
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Mulai Pusat, Laptop &

Printer

2. [Menugaskan pejabat pelaksana untuk Draf Juklak 30 Menit |Juklak dan Contoh
menyusun konsep  Juklak dan * Pemberkasan
menyiapkan  contoh  kelengkapan Poktan
pemberkasan poktan.

3. |Menyusun dan menyiapkan konsep Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
Juklak, beserta kelengkapan contoh v Pemberkasan Pemberkasan
pemberkasan poktan dan menyerahkan Poktan. Poktan.
ke Kasie. PLA. 3

4. [Menelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
memaraf dan meneruskan ke kabid, jika Ya Tidsk Pemberkasan Pemberkasan
tidak setuju dikembalikan kepada Poktan. Poktan.
pejabat pelaksana untuk diperbaiki.

5. |Menelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
tandatangan dan meneruskan ke d Pemberkasan Pemberkasan
kabupaten pelaksana, jika tidak setuju ke Poktan. Poktan.
dikembalikan ke Kasie. PLA untuk
diperbaiki. Ya

6. |[Menelaah dan mempelajari Juklak, Juklak dan Contoh 45 Menit |Kelengkapan
apabila tidak memahami isi Juklak, k Pemberkasan Berkas Pengajuan
segera melakukan Poktan. Pencairan Dana
koordinasi/konsultasi, jika mengerti dari Poktan.
segera melakukan pekerjaan sesuai isi
Juklak.

7. |Mengirimkan dan mengajukan Mengajukan Berkas 5Hari |KPPN Kupang
pemberkasan ke Bagian Keuangan Pencairan Dana dari menerbitkan SP2D
untuk proses pencairan dana. E Poktan ke Bagian (Dana masuk

Keuangan untuk Rekening Poktan).
Proses SPM ke
KPPN Kupang.

-q-




Nomor SOP 46 Tahun 2021
[ Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
 Tanggal Pengesahan
|Disahkan oleh \' Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
rg Provinsi Nusa Tenggara Timur, 9
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (PSP2HP)
SEKSI| PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (PLA) Pembina
NIP 196402101986031029
Judul SOP Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT)
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

T
2

7

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173.PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubermnur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor
28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen DIPA/POK Satker (249-08-TP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Nomor : SP DIPA-
018.08.4.249165/2021.

1. Pendidikan Minimal SMA

2. Memahami Tata Cara Pemberkasan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah (Banpem) Berupa
Uang, yang ditransfer langsung ke Rekening UPKK Kelompok Tani.

Keterkaitan :

_u!.h-&ﬁ..-_.._lu!._n.wmrn_u!.. :

o A

SOP Optimasi Lahan Kering
SOP Pembangunan Embung Pertanian

SOP Irigasi Perpompaan Besar/Menengah
SOP Irigasi Perpipaan

ATK
Komputer/Laptop
Printer

Jaringan Internet

o o

SOP Survey, :zmhamma dan Desain (SID)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT) terlambat dilaksanakan oleh Kabupaten Pelaksana,
maka akan berdampak pada pemotongan anggaran dan atau pengembalian Dana ke Kas Negara.

1. Data Kelompok Tani
2. Laporan Progres Kegiatan
3. Disimpan dalam bentuk Soft Coppy dan Hard Coppy




pemberkasan ke Bagian Keuangan
untuk proses pencairan dana.

(Selesa

Pencairan Dana dari

Poktan ke Bagian
Keuangan untuk
Proses SPM ke
KPPN Kupang.

menerbitkan SP2D
(Dana masuk
Rekening Poktan).

Pelaksana Mutu Baku
; Kabupaten
- Ll vﬂﬂﬂnv Kasie. PLA _uM_mm_”mwM“m Pelaksana Kelengkapan Waktu Output G
Kegiatan

1 2 3 E 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasie untuk menyiapkan DIPA/POK, Juknis 30 Menit |Draf Juklak
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Mulai Pusat, Laptop &

Printer

2. [Menugaskan pejabat pelaksana untuk Draf Juklak 30 Menit |Juklak dan Contoh
menyusun  konsep  Juklak dan v Pemberkasan
menyiapkan  contoh  kelengkapan Poktan
pemberkasan poktan.

3. |Menyusun dan menyiapkan konsep _ Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
Juklak, beserta kelengkapan contoh L 4 Pemberkasan Pemberkasan
pemberkasan poktan dan menyerahkan Poktan. Poktan.
ke Kasie. PLA. [

4. |Menelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
memaraf dan meneruskan ke kabid, jika Ya Tidak Pemberkasan Pemberkasan
tidak setuju dikembalikan kepada Poktan. Poktan.
pejabat pelaksana untuk diperbaiki.

5. |Menelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |[Juklak dan Contoh
tandatangan dan meneruskan ke . Pemberkasan Pemberkasan
kabupaten pelaksana, jika tidak setuju Ll Poktan. Poktan.
dikembalikan ke Kasie. PLA untuk \
diperbaiki. lya

6. |[Menelaah dan mempelajari Juklak, Juklak dan Contoh 45 Menit |Kelengkapan
apabila tidak memahami isi Juklak, @ Pemberkasan Berkas Pengajuan
segera melakukan Poktan. Pencairan Dana
koordinasi/konsultasi, jika mengerti dari Poktan.
segera melakukan pekerjaan sesuai isi
Juklak.

7. |Mengirimkan dan mengajukan Mengajukan Berkas S5Hari |KPPN Kupang




Nomor SOP 47 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh ? Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Prouinei Nusa Tenggara dacqﬁ.
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (PSP2HP)
SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (PLA) Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Irigasi Perpompaan Besar/Menengah
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173.PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

4. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Dokumen DIPA/POK Satker (249-08-TP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Nomor : SP DIPA-

1. Pendidikan Minimal SMA

2. Memahami Tata Cara Pemberkasan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah (Banpem) Berupa
Uang, yang ditransfer langsung ke Rekening UPKK Kelompok Tani.

3. SOP Irigasi Perpipaan
4. SOP Survey, __._<m§.mna_ dan Desain (SID)

018.08.4.249165/2021.
Keterkaitan : _umqmgﬂo;w:uwht!.. -
1. SOP Optimasi Lahan Kering 1. ATK
2. SOP Pembangunan Embung Pertanian 2. Komputer/Laptop
3. Printer

4. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Irigasi Perpompaan Besar/Menengah terlambat dilaksanakan oleh Kabupaten Pelaksana,
maka akan berdampak pada pemotongan anggaran dan atau pengembalian Dana ke Kas Negara.

1. Data Kelompok Tani
2. Laporan Progres Kegiatan
3. Disimpan dalam bentuk Soft Coppy dan Hard Coppy




Pelaksana Mutu Baku
Kabupaten
No. Tahap Kegiatan Kabid. Pejabat Ket.
PSP2HP Kasie. PLA Pelakssnis Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menugaskan- Kasie untuk menyiapkan DIPA/POK, Juknis 30 Menit |Draf Juklak
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Mulai Pusat, Laptop &

Printer

2. [Menugaskan pejabat pelaksana untuk : Draf Juklak 30 Menit |Juklak dan Contoh
menyusun  konsep  Juklak dan # Pemberkasan
menyiapkan contoh kelengkapan Poktan
pemberkasan poktan.

3. |Menyusun dan menyiapkan konsep Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
Juklak, beserta kelengkapan contoh ¥ Pemberkasan Pemberkasan
pemberkasan poktan dan menyerahkan Poktan. Poktan.
ke Kasie. PLA.

4. IMenelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
memaraf dan meneruskan ke kabid, jika Ya Pemberkasan Pemberkasan
tidak setuju dikembalikan kepada Poktan. Poktan.
pejabat pelaksana untuk diperbaiki.

5. |Menelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
tandatangan dan meneruskan ke - Pemberkasan Pemberkasan
kabupaten pelaksana, jika tidak setuju sk Poktan. Poktan.
dikembalikan ke Kasie. PLA untuk \
diperbaiki. Ya

6. |Menelaah dan mempelajari Juklak, Juklak dan Contoh 45 Menit |Kelengkapan
apabila tidak memahami isi Juklak, @ Pemberkasan Berkas Pengajuan
segera melakukan Poktan. Pencairan Dana
koordinasi/konsultasi, jika mengerti dari Poktan.
segera melakukan pekerjaan sesuai isi
Juklak.

7. [Mengirimkan dan mengajukan R Mengajukan Berkas S5Hari |KPPN Kupang
pemberkasan ke Bagian Keuangan Pencairan Dana dari menerbitkan SP2D
untuk proses pencairan dana. E Poktan ke Bagian (Dana masuk

Keuangan untuk Rekening Poktan).
Proses SPM ke
KPPN Kupang.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (PSP2HP)
SEKSI| PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (PLA)

|Nomor sOP 48 Tahun 2021
 Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan
|Disahkan oleh

S~ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
bt -

Tenggara ._,_E_.__..

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judu S0P Survey, Investigasi dan Desain (SID) Irigasi Perpompaan Besar/Menengah,

Irigasi Perpipaan, Optimasi Lahan Kering, Pembangunan Embung
Pertanian, Rehabilitasi Jaringan Irigasi Tersier (RJIT), dan Cetak Sawah.

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.
2.

3.

T.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173.PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor

168/PMK 05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Dokumen DIPA/POK Satker (249-08-TP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Nomor : SP DIPA-
018.08.4.249165/2021.

1. Pendidikan Minimal SMA
2. Memahami Tata Cara Pemberkasan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah (Banpem) Berupa
Uang, yang di transfer langsung ke Rekening UPKK Kelompok Tani.

[Keterkaitan :

Peralatan/Periengkapan :

1. SOP Pembangunan Embung Pertanian
2. SOP Irigasi Perpipaan

3. SOP Irigasi Perpompaan Besar/Menengah
4. SOP Optimasi Lahan Kering

1. ATK

2. Komputer/Laptop
3. Printer

4. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Pekerjaan Survey, Investigasi dan Desain (SID) teflambat/tidak dikerjakan oleh Provinsi dan
Kabupaten Pelaksana, maka akan berdampak pada pelaksanaan pekerjaan fisik di lapangan, pemotongan
anggaran dan atau pengembalian Dana ke Kas Negara.

1. Data Kelompok Tani
2. Laporan Progres Kegiatan
3. Disimpan dalam bentuk Soft Coppy dan Hard Coppy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabid. Pejabat Kosultan Ket.
PSP2HP Kasie. PLA Belsksana. | Perencans Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 [Menugaskan Kasie untuk menyiapkan DIPA/POK, Juknis | 30 Menit |Draf KAK, SPKS, dan
KAK, SPKS dan Surat Permintaan Mulai Pusat, Laptop & Surat Permintaan
Kerjasama terkait kegiatan SID. Printer. Kerjasama.

2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk ¥ Draf KAK, SPKS, 30 Menit |KAK, SPKS, dan Surat
menyusun konsep KAK, SPKS, dan Surat dan Surat Permintaan Kerjasama.
Permintaan Kerjasama. Permintaan

Kerjasama.

3. [Menyusun dan menyiapkan Konsep KAK, KAK, SPKS, dan 120 Menit |KAK, SPKS, dan Surat
SPKS dan Surat Permintaan Kerjasama, * Surat Permintaan Permintaan Kerjasama.
dan menyerahkan ke Kasie. PLA. Kerjasama.

4

4. |Menelaah, mengoreksi jika setuju memaraf KAK, SPKS, dan 45 Menit |KAK, SPKS, dan Surat
dan meneruskan ke kabid, jika tidak setuju Ya Tidak Surat Permintaan Permintaan Kerjasama.
dikembalikan kepada pejabat pelaksana : " Kerjasama.
untuk diperbaiki.

5. IMenelaah, mengoreksi jika setuju KAK, SPKS, dan 45 Menit |Tandatangan SPKS,
tandatangan dan meneruskan ke Tidak Surat Permintaan dan menyampaikan
Konsultan Perencana, jika tidak setuju Kerjasama. Surat Persetujuan
dikembalikan ke Kasie. PLA untuk Ya Kerjasama.
diperbaiki.

6. |Mempelajari KAK, SPKS, dan Surat i Tandatangan 2 Hari |Menyiapkan dan
Permintaan Kerjasama, apabila tidak ) SPKS, dan menyampaikan
memahami, segera melakukan W menyampaikan kelengkapan berkas
koordinasi/konsultasi, jika mengerti segera Surat Persetujuan pengajuan dana
melakukan persiapan pelaksanaan Kerjasama. pekerjaan kegiatan
pekerjaan sesuai isi KAK dan SPKS. SID.

7. |Membuat dan mengajukan berkas Mengajukan berkas| 5Hari |KPPN Kupang

pencairan dana untuk diverifikasi,
kemudian berkas tersebut diajukan ke
Bagian Keuangan untuk proses pencairan
dana.

pengajuan dana
SID ke Bagian
Keuangan untuk
proses SPM ke
KPPN Kupang.

menerbitkan SP2D
(Dana masuk Rekening
Konsultan)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (PSP2HP)
SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (PLA)

Nomor SOP 49 Tahun 2021
EQD_ Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh )\ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
s Provinsi Nusa Tenggara ._;__._._E..-,
— i
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Irigasi Perpipaan

[Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173.PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor 168/PMK.05/2015
tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

6. Peraturan Gubemnur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor
28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Dokumen DIPA/POK Satker (249-08-TP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Nomor : SP DIPA-

1. Pendidikan Minimal SMA
2. Memahami Tata Cara Pemberkasan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah (Banpem) Berupa
Uang, yang ditransfer langsung ke Rekening UPKK Kelompok Tani.

3. SOP Irigasi Perpompaan Besar/Menengah
4. SOP Survey, Investigasi dan Desain (SID)

018.08.4.249165/2021.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Optimasi Lahan Kering 1. ATK
2. SOP Pembangunan Embung Pertanian 2. Komputer/Laptop
3. Printer

4. Jaringan Internet

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Irigasi Perpipaan terlambat dilaksanakan oleh Kabupaten Pelaksana, maka akan
berdampak pada pemotongan anggaran dan atau pengembalian Dana ke Kas Negara.

1. Data Kelompok Tani
2. Laporan Progres Kegiatan
3. Disimpan dalam bentuk Soft Coppy dan Hard Coppy

"-r-....




Pelaksana Mutu Baku
Kabupaten
. Taiap Regean 1Mm_.uwnm_m__v Kasie. PLA .".MM”MM“» Pelaksana Kelengkapan Waktu Output .
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasie untuk menyiapkan DIPA/POK, Juknis 30 Menit |Draf Juklak
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Mulai Pusat, Laptop &

Printer

2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk Draf Juklak 30 Menit |Juklak dan Contoh
menyusun  konsep  Juklak dan * Pemberkasan
menyiapkan  contoh  kelengkapan Poktan
pemberkasan poktan.

3. [Menyusun dan menyiapkan konsep Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
Juklak, beserta kelengkapan contoh y Pemberkasan Pemberkasan
pemberkasan poktan dan menyerahkan Poktan. Poktan.
ke Kasie. PLA. [

4. |Menelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
memaraf dan meneruskan ke kabid, jika Ya } — Pemberkasan Pemberkasan
tidak setuju dikembalikan kepada Poktan. Poktan.
pejabat pelaksana untuk diperbaiki. <

5. |Menelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Jukiak dan Contoh
tandatangan dan meneruskan ke — Pemberkasan Pemberkasan
kabupaten pelaksana, jika tidak setuju ) Poktan. Poktan.
dikembalikan ke Kasie. PLA untuk /
diperbaiki. Ya

6. |Menelaah dan mempelajari Juklak, Juklak dan Contoh 45 Menit |Kelengkapan
apabila tidak memahami isi Juklak, P Pemberkasan Berkas Pengajuan
segera melakukan Poktan. Pencairan Dana
koordinasi/konsultasi, jika mengerti dari Poktan.
segera melakukan pekerjaan sesuai isi
Juklak.

7. |Mengirimkan dan mengajukan : Mengajukan Berkas 5Hari |KPPN Kupang
pemberkasan ke Bagian Keuangan Wmﬁm...mn Wm_._.m dari Mmm_._ma_:ﬁ:xm_umo
untuk proses pencairan dana. oktan ke Bagian ana masu

? E Keuangan untuk Rekening Poktan).
Proses SPM ke
KPPN Kupang.




Nomor SOP 50 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
 Tanggal Revisi
 Tanggal Pengesahan
| Disahkan oleh >\ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4 Prouirsi-hysa Tenggara .z..:E.w.
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PRASARANA DAN SARANA, PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN (PSP2HP)
SEKSI PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR (PLA) Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pembangunan Embung Pertanian
Dasar Hukum : |Kualifikasi Pelaksana :

1.
2:

3.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173.PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Permenkeu Nomor
168/PMK.05/2015 TENTANG Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah |
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Dokumen DIPA/POK Satker (249-08-TP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT, Nomor : SP DIPA-
018.08.4.249165/2021.

1. Pendidikan Minimal SMA
2. Memahami Tata Cara Pemberkasan dan Pertanggungjawaban Bantuan Pemerintah (Banpem) Berupa
Uang, yang ditransfer langsung ke Rekening UPKK Kelompok Tani.

|Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

: [
2,

3.
4.

SOP Optimasi Lahan Kering

SOP Irigasi Perpipaan

SOP Irigasi Perpompaan Besar/Menengah
SOP Survey, Investigasi dan Desain (SID)

1. ATK

2. Komputer/Laptop
3. Printer

4. Jaringan Internet

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila Kegiatan Pembangunan Embung Pertanian terlambat dilaksanakan oleh Kabupaten Pelaksana,
maka akan berdampak pada pemotongan anggaran dan atau pengembalian Dana ke Kas Negara.

1. Data Kelompok Tani
2. Laporan Progres Kegiatan
3. Disimpan dalam bentuk Soft Coppy dan Hard Coppy




Pelaksana Mutu Baku
Kabupaten Ket.
P s _uMﬂun_nv Kasie. PLA 1M“__wwmmhm Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Kegiatan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan Kasie untuk menyiapkan DIPA/POK, Juknis 30 Menit |Draf Juklak
Petunjuk Pelaksanaan (Juklak). Mulai Pusat, Laptop &

Printer

2. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk 1 Draf Juklak 30 Menit |Juklak dan Contoh
menyusun  konsep  Juklak dan Pemberkasan
menyiapkan contoh kelengkapan Poktan
pemberkasan poktan.

3. |[Menyusun dan menyiapkan konsep Juklak dan Contoh 45 Menit [Juklak dan Contoh
Juklak, beserta kelengkapan contoh L 4 Pemberkasan Pemberkasan
pemberkasan poktan dan menyerahkan Poktan. Poktan.
ke Kasie. PLA. — L )

4. IMenelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
memaraf dan meneruskan ke kabid, jika Ya ek Pemberkasan Pemberkasan
tidak setuju dikembalikan kepada Poktan. Poktan.
pejabat pelaksana untuk diperbaiki.

5. |Menelaah, mengoreksi jika setuju Juklak dan Contoh 45 Menit |Juklak dan Contoh
tandatangan dan meneruskan ke o Pemberkasan Pemberkasan
kabupaten pelaksana, jika tidak setuju =i Poktan. Poktan.
dikembalikan ke Kasie. PLA untuk Vi
diperbaiki. Ya

6. |Menelaah dan mempelajari Juklak, Juklak dan Contoh 45 Menit |Kelengkapan .
apabila tidak memahami isi Juklak, ﬁ Pemberkasan mmnnmm.. Pengajuan
segera melakukan Poktan. _uoaom_ﬁma Dana
koordinasi/konsultasi, jika mengerti dari Poktan.
segera melakukan pekerjaan sesuai isi
Juklak.

7. |Mengirimkan dan mengajukan o Mengajukan Berkas 5Hari |KPPN _A.:_um:@
pemberkasan ke Bagian Keuangan Pencairan Um:.m dari menerbitkan SP2D
untuk proses pencairan dana. E Poktan ke Bagian (Dana masuk

Keuangan untuk Rekening Poktan).
Proses SPM ke
KPPN Kupang.




|Nomor SOP 51 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
sebagai Barang dalam Pengawasan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Subsidi Pupuk.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l
periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan

Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar.

Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
|Disahkan oleh tvl(apala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
2 Provinsi Nusa Tenggara Timurg_
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP 196402101986031029
BIDANG PSPPHP
SEKSI PUPUK PESTISIDA DAN ALSINTAN | Judul SOP Penyusunan Laporan Verifikas| dan Validasi Penyaluran
| Pupuk Bersubsidi
|Pasar Hukum : lifikas| Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 1. Menguasal dan memahami Pedoman dan Mekanisme Verifikasi dan Validasi
Birokrasi 2010-2025. Penyaluran Pupuk Bersubsidi

@

2. Memahami dan mampu menganalisa serta mengolah data penyaluran pupuk
bersubsidi pada tingkat Kabupaten/Kota

Berijazah serendah-rendahnya D-Il atau Sarjana

4. Mampu menjalankan perangkat Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi
2, SOP Penyusunan Realokasl Pupuk Bersubsidi

2. Jaringan Internet
3. ATK

1. Komputer, Printer dan Scaner

4. Literatur dan Perundang-Undangan

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Verifikasi dan Validasi tidak
dilaksanakan maka pelaksanan kegiatan tersebut akan terhambat.

Disimpan dalam softcopy dan hardcopy




diperbaiki.

Pelaksana Mutu Baku
; Kasie
No. Tahap Kegiatan Kabid Pejabat Sekretaris Kepala Ket.
PSP2HP P“p.ﬁt " Pelaksana Dinas Dinas FAVes b Ontynt
Alsintan
Menugaskan Kepala Seksi untuk ripm Disposisi 5 menit |Disposisi
1. |menyiapkan bahan laporan kegiatan hu
Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi;
Memberi arahan da" menugaskan staf DiSPOSiSE 15 menit DiSPOSiSi
2. |(analis) untuk menyusunan Laporan
Bulanan Kegiatan;
Mengumpsilkan dai mengotali baban v Disposisi dan Bahan 5hari |Disposisi dan Bahan
: 2 : Laporan bulanan Laporan bulanan
laporan bulanan hasil verifikasi dan
3. —— T e Verval Kab/Kota Verval Kab/Kota
validasi penyaluran pupuk bersubsidi dari
kabupaten/kota;
Menyusun dan mengetik konsep Laporan v Disposisi dan Bahan 1 hari |Disposisi dan Bahan
4 |Bulanan Kegiatan dan menyerahkannya Laporan bulanan Laporan bulanan
" |kepada Kepala Seksi untuk diperiksa, Verval Kab/Kota Verval Kab/Kota
Memeriksa dan meneliti draft Laporan Bahan Laporan 30 menit |Bahan Laporan
bulanan kegiatan. Jika tidak sesuai /\ - bulanan Verval bulanan Verval
5 |dikembalikan ke staf untuk diperbaiki, : Penyaluran Pupuk Penyaluran Pupuk
jika sesuai maka diteruskan ke Kepala Ya \ / Bersubsidi yang sudah Bersubsidi yang
Bidang. N di susun sudah di susun
Menelaah dan memberikan paraf jika b4 Tidak Bahan Laporan 10 menit |Bahan Laporan
j N ~ bulanan Verval bulanan Verval
dianggap sudah benar kemudian diajukan
HEY: o . Penyaluran Pupuk Penyaluran Pupuk
6 |ke Sekretaris Dinas. Jika tidak sesuai Bersubsidi dah Beteabalill van
dikembalikan ke Kepala Seksi untuk IR s o) i R
di susun sudah di susun

——




D Bahan Laporan 10 menit |Bukti tanda terima
bulanan Verval distribusi dan Bahan
Memeriksa konsep laporan bulanan Vv PenyaIU{ap Pupuk L-aporan yang sudgh
7 |kegiatan dan memberikan paraf kemudian Bersubsidi yang sudah di susun serta bukti
mengajukannya ke Kepala Dinas. di susun dokumentasi
Bahan Laporan 10 menit |Bukti tanda terima
Menerima Laporan bulanan kegiatan. Jika bulanan Verval distribusi dan Bahan
setuju menyerahkan ke Kepala Seksi Penyaluran Pupuk Laporan yang sudah
8 |untuk bahan pertanggung jawaban. Jika Bersubsidi yang sudah di susun serta bukti
tidak setuju dikembalikan kepada Kepala di susun dokumentasi
Bidang untuk diperbaiki.
Bahan Laporan 10 menit |Bukti tanda terima
Menerima Laporan bulanan kegiatan dari bulanan Verval distribusi dan Bahan
9 [Kadis dan menyerahkan kepada staf Penyaluran Pupuk Laporan yang sudah
untuk diarsipkan. Bersubsidi yang sudah di susun serta bukti
di susun dokumentasi
Bukti tanda terima
Bahan Laporan distribusi dan Bahan
Laporan bulanan
Mengarsipkan dan menyimpan Laporan Suisnen Verval Verval Penyaluran
10 garsip i e i Penyaluran Pupuk 10 menit Y

Bulanan Kegiatan.

Bersubsidi yang sudah
di susun

Pupuk Bersubsidi
yang sudah di susun
serta bukti
dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PUPUK PESTISIDA DAN ALSINTAN

INomor SOP 52 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh ﬂepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
insi Nusa Tenggara Timurg

;’LW
Pembina Utama Muda
NIP 1964021019686031029

Judul SOP Penyusunan Realokasi Pupuk Bersubsidi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
sebagai Barang dalam Pengawasan.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

4, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Subsidi Pupuk.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022.

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur

1. Menguasai dan memahami Pedoman Penyaluran Pupuk Bersubsidi dan
Mekanisme Verifikasi dan Validasi Pupuk Bersubsidi

2. Memahami dan mampu menganalisa serta mengolah data penyaluran pupuk
bersubsidi pada tingkat Kabupaten/Kota

3. Berijazah serendah-rendahnya D-Il atau Sarjana

4, Mampu menjalankan perangkat Komputer

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi
2 SOP Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan VerVal Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Komputer, Printer dan Scaner

2. Jaringan Internet

3. ATK

4. Literatur dan Perundang-Undangan

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

IApabila SOP Penyusunan Realokasi Pupuk Bersubsidi tidak dilaksanakan maka pelaksanaan

kegiatan tersebut akan terhambat

Disimpan dalam softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie
Mo\ Tahap Kegiatan Pgla?gfllP l:.lpast & PEI:]:::; 2 Se;'mris Igﬁ:': Kelengkapan Waktu Output L
Isintan
] . N Disposisi 5 menit |Disposisi
Menerima dan meneruskan disposisi ( Kalal )
dari Sekretaris Dinas untuk tindak lanjut
1. |permintaan tambahan alokasi pupuk
bersubsidi dari Kabupaten/Kota kepada
Kepala Seksi;
isi it |Disposisi
Mempelajari dan memberikan disposisi ’ S s il
o [surat permintaan tambahan alokasi | L
" |pupuk bersubsidi dari kabupaten/kota
kepada Staf untuk di analisa;
Mengolah, menganalisis, menyusun Disposisi dan Bahan 1 hari |[Disposisi dan Bahan
dan mengetik konsep proyeksi Laporan bulanan Laporan bulanan
serapan pupuk bersubsidi serta draft serapan pupuk tahun serapan pupuk tahun
3 |keputusan realokasi pupuk bersubsidi berjalan di Kab/Kota berjalan di Kab/Kota
di kab/kota dan menyerahkannya A
kepada Kepala Seksi untuk diperiksa.
Memeriksa dan meneliti draft Bahan Draft 30 menit |Surat Keputusan
keputusan realokasi pupuk bersubsidi /\ - Keputusan Realokasi Realokasi Pupuk
beserta lampiran analisa Pupuk Bersubsidi Bersubsidi dan Bahan
perhitungannya. Jika tidak sesuai Ya / dan Bahan analisa analisa proyeksi
4 |dikembalikan ke staf untuk diperbaiki, proyeksi serapan serapan pupuk tahun
jika sesuai maka diteruskan ke Kepala pupuk tahun berjalan berjalan yang sudah di
Bidang; yang sudah di susun susun
SK Realokasi 10 menit |SK Realokasi Pupuk
. - beserta lampirannya Bersubsidi dan
N_lenelaah dan memberikan pqraf jika (| Lampiran analisa
dianggap sudah benar kemudian o proyeksi serapan
5 |diajukan ke Sekretaris Dinas. Jika tidak

sesuai dikembalikan ke Kepala Seksi
untuk diperbaiki.

pupuk.




; SK Realokasi Pupuk | 10 menit |Bukti tanda terima
Bersubsidi dan distribusi, SK Realokasi

pupuk ber+B7subsidi beserta lampiran proyeksi serapan Lampirannya.
analisa perhitungannya dan pUPUK.
memberikan paraf kemudian T
mengajukannya ke Kepala Dinas.

SK Realokasi Pupuk | 10 menit |Bukti tanda terima
Menerima konsep keputusan realokasi Bersubsidi dan distribusi, SK Realokasi
pupuk bersubsidi beserta lampiran T J Lampirannya. Pupuk Bersubsidi dan
analisa perhitungannya. Jika setuju Lampirannya.
menandatangani dan menyerahkan ke —L_:|
Kepala Seksi untuk bahan pertanggung
jawaban. Jika tidak setuju dikembalikan
kepada Kepala Bidang untuk diperbaiki.

Bukti tanda terima 10 menit [Bukti tanda terima

Menerima Keputusan realokasi beserta
lampirannya dari Kadis dan
menyerahkan kepada staf untuk
diarsipkan.

distribusi, SK
Realokasi Pupuk
Bersubsidi dan
Lampirannya.

distribusi, SK Realokasi
Pupuk Bersubsidi dan
Lampirannya.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PUPUK PESTISIDA DAN ALSINTAN

Nomor SOP

53 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
i Nusa Tenggara Timurg
2 oli, STP
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

1. Menguasai dan memahami Pedoman dan mekanisme pengelolaan Alsintan

2 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/OT.140/12/2006 tentang 2. Memahami dan mampu menganalisa permasalahan Alsintan
Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin Pertanian 3. Berijazah serendah-rendahnya SLTA atau Sarjana
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 4. Mampu menjalankan perangkat Komputer dan mampu mengoperasikan
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar. Alsintan
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang
Pedoman dan Penumbuhan Jasa Alsintan (UPJA).
5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I
periode 2018-2022.
6 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Pengecekan Alat dan Mesin Pertanian Pra dan Pasca Pemakaian. 1. ATK
2. Komputer
3. Printer
4. Alsintan, meter
5. Literatur dan Perundang-Undangan
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP pemanfaatan Alsintan tidak dijalankan maka akan menghambat pada proses pengolahan
lahan petani.

Disimpan dalam softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabid | K3 | pejanat Ket.
Pemohon PSP2HP Pupest & | Pelaks Operator Kelengkapan Waktu |  Output
Algintan | ~S'2xsand |
Pengajuan permohonan pemanfaatan Alat dan g:frﬁ?ﬁz'n?z;-nonan Snenk g:m:;:::
1 Mesin Pertanian kepada Dinas Pertanian dan
" |Ketahanan Pangan Cq Kabid PSP2HP atau ;
melalui operator di lapangan; |
Menerima dan meneruskan disposisi H Disposisi dan 15 menit %Disposisi. Surat
5 |permohonan pemanfaatan alat dan mesin | | Surat Permohonan Permohonan
" |pertanian kepada Kepala Seksi untuk di ‘ dan instruksi
tindaklanjuti. .
. = Disposisi, Surat 5 menit |Instruksi dan
3 |Memberi arahan dan menugaskan operator | Permohonan dan perator
untuk melakukan pemeriksaan lapangan; Instruksi F
Pemeriksaan lapangan dan persiapan ¥ Instruksi dan 1 hari Dperator dan
kelayakan teknis Alsintan oleh operator dan l_] Operator Laporan hasil
4. melaporkan hasilnya kepada Kepala Seksi; l_“ pemeriksaan
jtapangan
Menerima laporan hasil pemeriksaan lapangan Tidak Laporan hasil 5 menit Dperator dan
dari operator. Jika sesuai kelayakan teknis é pemeriksaan Jadwal
5 |memaraf dan diteruskan kepada pejabat ¢ lapangan pelayanan
pelaksana untuk penjadwalan operasional | . flsintan
Alsintan; :
Operator dan 5 menit |Jadwal
v Jadwal pelayanan pelayanan
Penyampaian jadwal pelayanan Alsintan dan Alsintan Alsintan dan
kewajiban penyelesaian administrasi Pembayaran
6 pemanfaatan Alsintan kepada Pemohon; kewajiban
membukukan pembayaran panjar Retribusi administrasi
pemanfaatan Alsintan pada buku Penerimaan ’
Seksi dan melaporkan kepada Kepala Seksi; IE




struksi Kasie, 2 hari rator dan
Mobilisasi Alsintan, pengelolaan Alsintan dan, L?perat or' d a: - ; g:gelolaan
7 |pengukuran luas lahan hasil kerja operator di Ankinien Iisintan
lapangan.
Operator dan 20 menit |Hasil
pengelolaan pengukuran luas
8 Penyelesaian administrasi akhir pemohon dan Alsintan | han '
demobilisasi Alsintan ke Dinas. operasional
Alsintan
- R Hasil pengukuran | 10 menit |Bukti pelunasan
Penyelesaian pembayaran Retribusi Jasa luas lahan mbayaran
9 |Usaha pelayanan Alsintan oleh pemohon / operasional mohon
pengguna Alsintan
Bukti pelunasan 45 menit |Bukti pelunasan
Pencatatan pembukuan, penyerahan bukti pembayaran mbayaran
pelunasan pembayaran Retribusi/Jasa Usaha Retribusi Jasa Retribusi Jasa
10 kepada pemohon, penyetoran ke Rekening =' Usaha

Kas Daerah dan penyerahan Bukti Setoran ke
Bendahara Penerimaan Distan & KP untuk di
bukukan.

_usaha




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PSPPHP
SEKSI PUPUK PESTISIDA DAN ALSINTAN

Nomor SOP 54 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepaia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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Judul SOP Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

2. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi
sebagai Barang dalam Pengawasan.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.

5 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Subsidi Pupuk.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il
periode 2018-2022.

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 1. Menguasai dan memahami Pedoman dan Mekanisme Verifikasi dan Validasi
Birokrasi 2010-2025, Penyaluran Pupuk Bersubsidi

2. Memahami dan mampu menganalisa serta mengolah data penyaluran pupuk
bersubsidi pada tingkat Kabupaten/Kota

3. Berijazah serendah-rendahnya D-ll atau Sarjana

4, Mampu menjalankan perangkat Komputer

|Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1 SOP Penyusunan Realokasi Pupuk Bersubsidi
2 SOP Penyusunan Laporan Bulanan Kegiatan Verifikasi dan Validasi

2. Jaringan Internet

1. Komputer, Printer dan Scaner

Penyaluran Pupuk Bersubsidi 3. ATK
4. Literatur dan Perundang-Undangan
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi tidak dilaksanakan maka
pelaksanaan kegiatan tersebut akan terhambat

Disimpan dalam softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabid Kasie Pupest| Pejabat Ket.
PSP2HP | & Alsintan | Pelaksana |/<ePalaDinas|  Kelengkapan - i

1. |Menerima dan mendisposisi SK Alokasi Disposisi 5 menit |Disposisi
dan HET pupuk bersubsidi dari Kadistan ( Mulai ’
Kab/Kota Pertanian kepada Kepala
Seksi;

2. |Mempelajari dan memberikan disposisi Disposisi 15 menit |Disposisi
surat permintaan tambahan alokasi . 4
pupuk bersubsidi dari kabupaten/kota I _I—I
kepada pejabat pelaksana untuk di
analisa;

3 |Mengolah, menganalisis, menyusun dan Disposisi dan Bahan 1 hari |Disposisi dan Bahan
mengetik konsep proyeksi serapan Laporan bulanan Laporan bulanan
pupuk bersubsidi serta draft keputusan serapan pupuk tahun serapan pupuk tahun
realokasi pupuk bersubsidi di kab/kota A~ berjalan di Kab/Kota berjalan di Kab/Kota
dan menyerahkannya kepada Kepala
Seksi untuk diperiksa.

4 |Memeriksa dan meneliti draft keputusan Bahan Draft Keputusan [ 30 menit |Bahan Draft Keputusan
realokasi pupuk bersubsidi beserta /’ Realokasi Pupuk Realokasi Pupuk
lampiran analisa perhitungannya. Apabila \ e Bersubsidi dan Bahan Bersubsidi dan Bahan
setuju memaraf dan menyerahkan ke \/ analisa proyeksi analisa proyeksi
Kabid, apabila tidak setuju dikembalikan % serapan pupuk tahun serapan pupuk tahun
kepada pejabat pelaksana untuk berjalan yang sudah di berjalan yang sudah di
diperbaiki; susun susun

5 |Memeriksa dan meneliti draft keputusan Bahan Draft Keputusan | 10 menit |Bahan Draft Keputusan

realokasi pupuk bersubsidi beserta
lampiran analisa perhitungannya. Apabila
setuju diserahkan kepada Kadis, apabila
tidak setuju dikembalikan kepada Kasie
untuk diperbaiki;

Realokasi Pupuk
Bersubsidi dan Bahan
analisa proyeksi
serapan pupuk tahun
berjalan yang sudah di
susun

Realokasi Pupuk
Bersubsidi dan Bahan
analisa proyeksi
serapan pupuk yang
sudah di susun




Memeriksa dan menandatangani Bahan Draft Keputusan | 10 menit |Bukti tanda terima
keputusan realokasi pupuk bersubsidi Realokasi Pupuk distribusi dan Bahan
dan menyerahkan kepada Kasie untuk Bersubsidi dan Bahan Keputusan Realokasi
ditindaklanjuti, Analisa proyeksi Pupuk Be+G3rsubsidi
serapan pupuk tahun dan Lampiran Analisa
berjalan yang sudah di proyeksi serapan pupuk
susun yang sudah di susun
Memerintahkan Pejabat pelaksana untuk Bahan Keputusan 10 menit |Bukti tanda terima

menyalurkan pupuk

‘ Selesal }4

Realokasi Pupuk
Bersubsidi dan Bahan
Analisa proyeksi
serapan pupuk tahun
berjalan yang sudah di
susun

distribusi dan Bahan
Keputusan Realokasi
Pupuk Bersubsidi dan
Lampiran Analisa
proyeksi serapan yang
sudah di susun
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27 September 2021

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Nusa Tenggara Timurg,

— — —.
Lecky Frederich Koll, STP
Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029

(o N\

|Dasar Hukum :

Judul SOP Penginputan Data eRDKK Pupuk Bersubsidi

Kualifikasl Pelaksana :

B

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara RI Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembar Negara Rl Nomor 4079

i F

Menguasal dan memahami Pedoman dan Mekanisme Verifikasi dan Validasi
Penyaluran Pupuk Bersubsidi

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 2. Memahami dan mampu menganalisa serta mengolah data penyaluran pupuk
Birokrasi 2010-2025. bersubsidi pada tingkat Kabupaten/Kota
3. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan 3. Berijazah serendah-rendahnya Sarjana
Presiden Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi 4. Mampu menjalankan perangkat Komputer
sebagai Barang dalam Pengawasan. 5. Mampu mengoperasikan Aplikasi eRDKK
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah
5. Peraturan Menterl Perdagangan Nomor 15/MDAG/PER/4/2013 tentang
Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian.
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.02/2016 tentang Tata Cara
Penyediaan, Pencairan dan Pertanggungjawaban dana Subsidi Pupuk.
7. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II
periode 2018-2022.
8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi 1. Komputer, Printer dan Scaner
2. SOP Penyusunan Realokasi Pupuk Bersubsidi 2. Jaringan Internet
3. ATK
4. Literatur dan Perundang-Undangan
Peri Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penginputan Data eRDKK Pupuk Bersubsidi tidak dilaksanakan maka pelaksanaan

kegiatan penyaluran pupuk tidak dapat berjalan di tingkat petani

Disimpan dalam softcopy dan hardcopy




bersubsidi.

Pupuk

Meteview data petani dan RDKK pada Instruksi dan Data Instruksi, Form| Setiap bulan
sistem eRDKK dan sistem filterisasasi petani serta RDKK Excel data mulai
sesuai kriteria dalam Permentan No. 49 Kelompok Tani pada petani Agustus s/d
Tahunn 2020 seluruh Kabupaten/Kota dan v sistem terupload pada| Desember
mengembalikan data-data tereliminasi E] sistem
sistem secara otomatis;
Melaporkan finaslisasi dan cetajk data ! Instruksi dan Data 2 hari Rekapitulasi | Setiap bulan
Rekapitulasi usulan kebutuhan pupuk D petani serta RDKK data data mulai
(eRDKK) Yang disetujui Kadis Kab/Kota Kelompok Tani pada petani yang | Agustus s/d
dan menyampaikan ke pusat melalui sistem disetujui Kadis | Desember
sistem eRDKK; Kab/kota pada

Rumusan Hasil 20 menit |Rumusan Hasil|Bulan
Mengarsipkan dan menyimpan hasil Cetak + genernuan Provinsi Partqmyan Oktober
Data Rekapitulasi eRDKK untuk @ erencanaan Provinsi
tindaklanjut penetapan alokasi pupuk Kebutuhan Pupuk E’:{:’u’t‘x::a”




User Provinsi. dan menyampaikan ke

Pelaksana Mutu Baku
Admin Admin Admin Admind Admin
i Tehap Kagiatn User Korluh AKTI:LH L.I;er Kasie Kabid MKTLH :;:I. User Kelengkapan Waktu Output K
Kecamatan | Kecamatan e Kabupaten | Kabupaten it Provinsi
Menghimpun data petani dan Rekapitulassi Form Excel data 30 hari Form Excel |Mulai Juli
RDKK pupuk bersubsidi Tingkat Poktan/ . petani, NIK/Kartu data petani
Gapoktan yang sudah disahkan untuk "‘“i}‘ Keluarga Petani dan terupload pada
1. |dientry pada sistem eRDKK, meneruskan Tidak RDKK Kelompok sistem
ke tingkat Korluh dan melaporkan kepada Tani
Admin User kabupaten dan Admin User
Provinsi.;
Melakukan verifikasi pengajuan data petani Form Excel data 90 hari |Instruksi, Form |Mulai
dan RDKK pada sistem eRDKK sesuai A\ petani, dan RDKK Excel data |Agustus
kriteria dalam Permentan No. 49 tahun > < Kelompok Tani pada petani  |sampai
2 |2020; Jika tidak sesuai dikembalikan ke v Ya sistem serta terupload pada |Oktober
user kecamatan untuk diperbaiki, jika Instruksi sistem
sesuai maka diteruskan kepada Kepala
Seksi;
Mengoreksi dan melakukan verifikasi data Tidak ! Instruksi dan Data Instruksi, Form |Mulai
petani dan RDKK seluruh Kecamatan pada AN Ya petani serta RDKK Excel data  Agustus
3 sistem eRDKK. Jika tidak sesuai S A Kelompok Tani pada petani sampai
dikembalikan ke user Korluh untuk 4 sistem terupload pada|Oktober
diperbaiki, jika sesuai maka diteruskan ke sistem
Kepala Bidang
pr il i ] £ Instruksi dan Data Instruksi, Form | Mulai
Melakukan verifikasi pengajuan data petanl / petani serta RDKK Excel data Agustus
dan RDKK seluruh Kecamatan pada \> Kelompok Tani pada petani sampai
4 |sistem eRDKK Jika tidak sesuai Tidak 3 va sistem terupload pada |Oktober
dikembalikan ke user Kepala Seksi untuk sistem
diperbaiki, jika sesuai maka melaporkan
kepada Kepala Dinas untuk divalidasi.
) Instruksi dan Data Instruksi, Form |Mulai
Menerima laporan data petani dan RDKK | petani serta RDKK Excel data |Agustus
Yang diusulkan dalam sistem BRDKK Tidak / Kelompok Tani pada petani sampai
tingkat Kabupaten untuk divalidasi oleh \> o Sl Bess|Ohioner
5 Kepala Dinas.Jika tidak sesuai sistem
dikembalikan ke Kepala Bidang untuk
diperbaiki, jika sesuai maka
memerintahkan user Kab/Kota untuk
melaporkan kepada Admin User Provinsi, Y
Instruksi dan Data Instruksi, Form | Setiap bulan
Melaporkan data petani dan RDKK Y petani serta RDKK Excel data mulai
seluruh Kecamatan yang sudah disetujui I::] Kelompok Tani pada petani Agustus s/d
6 |dalam sistem eRDKK Kabupaten kepada sistem teruplpfd pada| Desember
EE sistem

pusat melalul sistem eRDKK;
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR rnbin Utama Muda

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP 196402101986031029
BIDANG PSPPHP
SEKSI PUPUK PESTISIDA DAN ALSINTAN Jud Pengecekan Alat dan Mesin Pertanian Pra dan Pasca
ul SOP
Pemakaian
[Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 1. Menguasai dan memahami Pedoman dan mekanisme pengelolaan Alsintan

Birokrasi 2010-2025. 2. Memahami dan mampu menganalisa permasalahan Alsintan
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/OT.140/12/2006 tentang 3. Berijazah serendah-rendahnya SLTA atau Sarjana :

Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin 4, Mampu menjalankan perangkat Komputer dan mampu mengoperasikan Alsintan

Pertanian.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/6/2008 tentang
Pedoman dan Penumbuhan Jasa Alsintan (UPJA).

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II
periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

|Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian 1. ATK
2. SOP Pemeliharaan dan Perbalkan Alat dan Mesin Pertanian 2. Komputer
3. Printer
4. Alsintan, meter
§. Literatur dan Perundang-Undangan
|Peringatan : Poncatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengecekan Alsintan Pra dan Pasca Pemakaian tidak dijalankan maka akan |Disimpan dalam softcopy dan hardcopy
menghambat pada proses pengolahan lahan petani.




A Pelaksana Mutu Baku
Kasie
No. Tahapan Kegiatan Kabid Teknisi | Operator Ket.
:‘l':i"n::: PSP2HP | Alsintan | Traktor Felengspen e W

1. |Memberi arahan dan petunjuk pengecekkan alsintan Instruksi kerja Kasie | 15 menit | Disposisi dan
pra dan pasca pemakaian serta pengisian kartu kerja Kartu Kerja
harian kepada teknisi dan operator dalam rangka -
pengendalian kegiatan di lapangan;

2. |Teknisi / operator wajib melakukan pengecekkan dan Disposisi, Kartu Kerja| 25 menit | Disposisi dan
perbaikan terhadap alsintan pra pemakaian dan 3 /| Jadwal servis Kartu Kerja
mengisi kartu kerja harian.dan melaporkan ke Kepala '_I |
Seksi;

3 |Menerima laporan pengecekkan harian alsintan pra Disposisi dan 5 menit |Instruksi,
pemakaian di lapangan dan menginstruksikan teknisi v Instruksi Jadwal Kerja
| operator melakukan pengoperasian alsintan I::I dan Operator
dilapangan;

4. |Mengoperasikan alsintan sesuai jadwal kerja dan Instruksi dan Kartu 1 hari  |Laporan hasil Biaya
melakukan pengecekkan kembali kondisi alsintan | I Kerja Operator pengecekkan perawatan
pasca pemakaian dilapangan serta mengisi kartu » alsintan dan
kerja harian untuk dilaporkan kepada kepala Seksi; pemeliharaan

5 |Menerima dan mengevaluasi laporan pengecekkan Instruksi Kerja dan 15 menit |Laporan hasil
harian alsintan pasca pemakaian dilapangan. B Laporan hasil pengecekkan
Menginstruksikan teknisi/operator untuk penggantian Pengecekkan alsintan dan
unit pengganti dan mengkonsultasikan alsintan Instruksi
permasalahan yang timbul ke Kepala Bidang untuk
ditindaklanjuti;

6 |Menelaah hasil evaluasi dan memberikan Operator dan Jadwal | 15 menit |Laporan hasil Biaya
penugasan rencana perbaikan alsintan kepada 4 pelayanan Alsintan pengecekkan perawatan
Kepala Seksi sesuai anggaran yang tersedia; ( S ) alsintan dan dan

RTL pemeliharaan
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Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh A/Kapala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
- Nusa Tenggara Timur g,
'&‘L‘mmmm-)
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BIDANG PSPPHP
L_ SEKS PUPUK PESTISIDA DAN ALBINTAN Judul SOP Pemeliharaan dan Perbalkan Alat dan Mesin Pertanian
Dasar Hukum : Kualifikasl Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/ Permentan/OT.140/12/2006 tentang
Pedoman Pengawasan Pengadaan, Peredaran dan Penggunaan Alat dan Mesin
Pertanian.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar.
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

4. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/PL.130/5/2008 tentang
Pedoman dan Penumbuhan Jasa Alsintan (UPJA).

§. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road
Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II
periode 2018-2022.

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1.

&
3.
4.

Menguasai dan memahami Pedoman dan mekanisme pengelolaan Alsintan
Memahami dan mampu menganalisa permasalahan Alsintan

Berijazah serendah-rendahnya SLTA atau Sarjana

Mampu menjalankan perangkat Komputer dan mampu mengoperasikan Alsintan

|Keterkaitan :

latan/perlengkapan :

1. SOP Pemanfaatan Alat dan Mesin Pertanian
2. SOP Pengecekan Alat dan Mesin Pertanian Pra dan Pasca Pemakaian

oL N

Peral

ATK

Komputer

Printer

Alsintan, meter

Literatur dan Perundang-Undangan

Pencatatan dan pendataan :

Peringatan :
Apabila SOP Pemeliharaan dan Perbaikan Alsintan tidak dijalankan maka akan menghambat
pada proses pengolahan lahan petani.

Disimpan dalam softcopy dan hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie
No. i t.
o Tmeneguan | e | pupens | PO | T | engapan | ek | oupu | "
Alsintan

1 [Mencatat, memeriksa dan Instruksi kerja 25 menit Laporan
menginventarisi permasalahan alat dan ( Mulai , Kasie Pemeriksaan
mesin pertanian secara rutin atau Kerusakan
berkala dan melaporkannya kepa (LPK)

Kepala Seksi..

3 |Menerima laporan hasil pemeriksaan Disposisi, Instruksi 5 menit Instruksi,
alsintan. Jika ada kerusakan S dan LPK Laporan
memerintahkan teknisi untuk Pemeriksaan
melakukan perawatan dan perbaikan Kerusakan
alsintan; (LPK)

4. |Teknisi melakukan pemeriksaan dan Instruksi dan LPK 1 hari Laporan Biaya
perbaikan sesuai tingkat kerusakan >| | Pemeriksaan | perawatan dan
alsintan. Jika alsintan rusak berat Kerusakan pemeliharaan
dilaporkan kepada Kepala Seksi untuk (LPK)
tindakan perbaikan dan overhaul;

5 |Menerima laporan hasil perawatan Laporan Hasil 15 menit |Laporan Hasil | Sesuai tingkat
serta mengevaluasi jenis kerusakan Pemeriksaan Pemeriksaan kerusakan
alsintan (ringan atau berat) dan B alsintan Kerusakan
mengkonsultasikan permasalahan
yang timbul ke Kepala Bidang;

6 |Memberikan petunjuk dan telaahan Operator dan 15 menit |Instruksi
dalam rangka pengendalian rencana » Jadwal pelayanan
perbaikan alsintan kepada Kepala Alsintan
Seksi;

7 |Memerintahkan teknisi dan operator Jadwal perbaikan 10 menit |Instruksi kerja
untuk melakukan perbaikan maupun > Alsintan Kasie
overhaul sesuai prosedur dan
ketentuan yang berlaku;

8 |Melakukan perbaikan ataupun Bukti Perbaikan 1 hari Dokumentasi
overhaul alsintan, mendokumentasikan 5 @ Alsintan dan dan Laporan
dan melaporkan hasil perbaikan Laporan Hasil Hasil
kepada Kepala Seksi; Perbaikan. Perbaikan.
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Judul SOP Pengawasan Pestisida

Dasar Hukum :

Kualifikas| Pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian

Berkelanjutan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1873 tentang Pengawasan atas Peredaran,
Penyimpanan dan Penggunaan Pestisida;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Usaha Budidaya Tanaman

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025;

6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 107 /permentan/SR.140/9/2014 Tentang
Pengawasan Pestisida;

8. Keputusan Menteri Pertanian No. 142/Kpts/OT.050/2/2016 tentang Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida Pusat

9 Peraturan Gubemur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode |l Tahun 2018-2022;

10 Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

1. Menguasai dan memahami Pedoman Pengawasan Pestisida
2. Memahami dan mampu menganalisa permasalahan pestisida
sesuai ketentuan perundang-undangan;

Berijazah serendah-rendahnya Sarjana

4. Mampu menjalankan perangkat Komputer

w

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

SOP Mekanisme Penyaluran Pupuk Bersubsidi

1. Komputer, Printer dan Scaner
2. Jaringan Internet

3. ATK
4, Literatur dan Perundang-Undangan

Peringatan :
Apabila SOP Pengawasan Pestisida ini tidak dilaksanakan maka pelaksanaan kegiatan

|tersebu1 akan terhambat.

Pencatatan dan pendataan :
Disimpan dalam softcopy dan hardcopy




Seksi. Jika tidak setuju mengembalikan kepada
Kepala Bidang untuk diperbaiki;

O |

v- Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Kasie | \abid | Kepala | Pejabat |P i | P Ket
! a epala al engawas | Peny engawas .
i‘g’;’t:: PSP2HP | Dinas | Polaksana | Pestisida | PNS | Pupuk | 'celengkapan | Waktu |  Output
Pestisida
y Disposisi 5menit | Disposisi |Mulai Juli
1 Menyampaikan rencana pelaksanaan pengawasan @
" |pestisida kepada Kepala Bidang;
Memberikan arahan dan petunjuk rencana L‘“‘_“] o b e :Lt::f;;? %‘:tt ::er
2. |pelaksanaan pengawasan pestisida kepada Kepala
Seksi;
Disposisi, 15 menit | Disposisi, Mulai Agustus
Memberikan bimbingan dan penugasan rencana é Konsep Jadwal Jadwal dan |sampai Oktober
3 pelaksanaan Pengawasan pestisida ke staf dan Surat Surat Tugas
pelaksana untuk mempersiapkan konsep jadwal dan tugas
surat tugas dalam rangka pengawasan pestisida;
Data dan 1 hari Konsep |Mulai Agustus
Mengumpulkan dan mengidentifikasi kebutuhan data P Informasi, Jadwal dan |sampai Oktober
4 |dan informasi yang diperiukan untuk pembuatan |_j Peraturan, Surat Tugas
" |jadwal pengawasan pestisida di lapangan, surat Jukiak dan
tugas dan menyerahkan kepada Kepala Seksi; DPA-SKPD
Disposisi 15 menit| Konsep [Mulai Agustus
Memeriksa dan meneliti konsep jadwal pengawasan + Jadwal dan |[sampai Oktober
pestisida di lapangan dan Surat Tugas. Jika tidak L‘_I Surat Tugas
5 |sesuai dikembalikan kepada staf pelaksana untuk
diperbaiki. Jika sudah sesuai membubuhkan paraf
dan menyerahkan kepada Kepala Bidang PSPPHP;
Memeriksa jadwal pengawasan pestisida di Disposisi 15menit| Konsep (Mulai Agustus
g |/apangan dan Surat Tugas. Jika setuju y Jadwal dan |sampai Oktober
membubuhkan paraf dan menyampaikan kepada <> ” Surat Tugas
Kepala Dinas untuk ditanda tangani.
Disposisi, 15 menit| Konsep Setiap bulan
Menerima dan memeriksa jadwal pengawasan konsep Jadwal Jadwal dan |mulai Agustus s/d
pestisida di lapangan dan Surat Tugas. Jika setuju Ly dan Surat Surat Tugas | Desember
7 |menandatangani dan menyampaikan kepada Kepala tugas




2 = Disposisi, 10 menit|Jadwal dan Setiap bulan —l
s Menerima jadwal dan surat tugas dari Kadis dan konsep Jadwal Surat tugas |mulai Agustus s/d
8 menyerahkan kepada staf pelaksana untuk | _}: dan Surat Desember
mempersiapkan dan menghubungi pihak-pihak yang tugas
terkait dengan pelaksanaan pengawasan pestisida ;
I Disposisi, 45 menit |Jadwal dan Setiap bulan
" Mmepma ;ad\yal dan surat Iygas s_erta _ :| konsep Jadwal Surat tugas |mulai Agustus afdi
menginformasikan kepada pihak-pihak terkait yang dan Surat Desember
ditugaskan; tUQﬂ&u
Jadwal, Surat Laporan
Melaksanakan tugas pengawasan bersama pestisida tugas, data pengawasan
10 |dilapangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan dan penunjang dan | 2 hari lapangan
membuat laporan yang disampaikan kepada Kadis. dokumentasi
Menerima laporan hasil pengawasan bersama lk.apioart:T‘ L'E;Tr::’a:s:
11 |pestisida dari pihak yang ditugaskan sebagai bahan °g 45 menit| Pe"9
pertimbangan teknis;
4 Lap Hasil 15 menit| Pengarsipan
Menerima laporan hasil pengawasan bersama Selesal ;‘_?_“LQ?“?"'
12 |pestisida dari pihak yang ditugaskan dan > da::ap‘ -
mengarsipkannya. E(r;sia anjuti




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENYULUHAN

[Nomor SOP 59 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh *artanian dan Ketahanan Pangan
q ara Timur§
LgCKy Frederich Koli, STP =
= Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Penilaian Kelompok Tani Berprestasi, Balai Penyuluhan Pertanian
dan PenyuluhTeladan (PNS, P3K, Swadaya)

2 SOP Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, 1. Pendidikan minimal S1
Perikanan dan Kehutanan. 2 Memahami dengan baik kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas
2 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. 3 Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas
3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 13/Permentan/OT.140/3/2011 tentang 4 Memahami dengan baik perauran perundang-undangan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas
Pedoman Penilaian Penyuluh Pertanian Teladan 5 Mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan tugas, tepat sasaran dan waktu
4 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 14/Permentan/OT.140/3/2011
tentang Pedoman Penilaian Penyuluh Swadaya
5 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standart Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Menteri Petanian Nomor; 42/11/0T.140/3/2013 tentang Pedoman Penilaian
Petani Berprestasi
8 Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 - 2022.
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
10 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
[Keterkaitan hnhtardparlengkapan -
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. Komputer, Printer
3. Handphone
4 Internet

Peringatan
Apabila tidak dilakukan penilaian kelompok tani berprestasi maka petani tidak termotivasi.

Pencatatan dan pendataan :
1. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Berprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan
(PNS, P3K, Swadaya)

penilaiankelompok Tani Berprestasi, BPP
dan Penyuluh Teladan (PNS, P3K

Swadaya)

Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan o Keterangan
Senslr it Sekretariat . Ketahanan Kasie Pejabat Keleng} Output
Tim Penilai L Pangan & Penyuluhan | Fungsional P Wik
Penyuluhan
Menelaah penilaian Kelompok Tani Berprestasi, BPP dan Pedoman Umum (Pedum) 15 Menit | Disposisi Surat dan Pedum Terkait SOP
Penyuluh Teladan (PNS, P3K, Swadaya) serta mendisposisi. Penilaianelompok Tani Berprestasi, BPP Administrasi
dan Penyuluh Teladan (PNS, P3K, Surat masuk
Menelaah pedoman penilaian kelompok Tani Berprestasi BPP dan Disposisi Surat dan Pedum 20 Menit | Disposisi untuk tindak lanjut Pedum
Penyuluh Teladan (PNS, P3K, Swadaya) dan mendisposisi.
. |Memberikan petunjuk dan menugaskan Pejabat Fungsional Disposisi untuk tindalk lanjut Pedum 30 Menit | Disposisi untuk menyusun Juklak/Juknis
|menyusun Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) penilaian elompok Tani dan Konsep SK Tim Penilai kelompok
Berprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan (PNS, P3K, Swadaya) Tani Berprestasi, BPP dan Penyuluh
Teladan (PNS, P3K, Swadaya)
Menyusun Juklak Penilaian dan SK Tim Penilai kelompok Tani Menyusun Jukiak/Juknis dan Konsep SK 2 hari Konsep Juklak Penilaian dan SK Tim
Berprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan (PNS, P3K, Swadaya) Tim Penilai kelompok Tani Berprestasi, Penilai kelompok Tani Berprestasi, BPP
BPP dan Penyuluh Teladan (PNS, P3K, dan Penyuluh Teladan (PNS, P3K,
Swadaya) Swadaya)
Menggandakan, mendistribusikan dan mengarsipkan Juklak dan SK Juldak dan SK Penilai kelompok Tani 1 hari  [Juklek telah digandakan dan
Tim kelompok Tani Berprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan (PNS, Berprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan didistribusikan ke pihak terkait
P3K, Swadaya) (PNS, P3K, Swadaya)
Menerima dokumen berkas pengusulan penilaian kelompok tani Juldak telah digandakan dan 45 menit | Dokumen berkas usulan penilaian
berprestasi, BPP dan Penyuluh teladan( PNS, P3K , Swadaya) untuk didistribusikan ke pihak terkait kelompok Tani Berprestasi, BPP dan
selanjutnya diajukan ke ketua Tim Penilai elompok Tani Berprestasi, Penyuluh Teladan (PNS, P3K, Swadaya)
BPP dan Penyuluh Teladan (PNS, P3K, Swadaya)
Tim Penilai melakukan pemeriksaan dan penilaian terhadap usulan Dokumen berkas usulan penilaian Zhari | Dokumen hasil penilaian kelompok Tani
kelompok Tani Barprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan (PNS, P3K, kelompok Tani Berprestasi, BPP dan Berprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan
Swadaya) dan hasil penilaian dilaporkan ke Ketua Tim Penilai Penyuluh Teladan (PNS, P3K, Swadaya) (PNS, P3K, Swadaya)
Menerima hasil penilaian untuk disampaikan ke Kepala Dinas/Ketua Dokumen hasil penilaian kelompok Tani 30 menit |Dokumen hasil penitaian kelompok Tani
Tim Penilai Berprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan Berprestasi, BPP dan Penyuluh Teladan
(PNS, P3K, Swadaya) (PNS, P3K, Swadaya)
|Menyampaikan Hasil penilaian ke Pejabat Fungsional Dokumen hasil penilaian kelompok Tani 30 menit |Hard dan Soft Copy Penetapan hasil




Nomor SOP 60 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan -G
Disahkan oleh { Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENYULUHAN &/M._
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Penilaian Angka Kredit Penyuluh Pertanian

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan.
2 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/02/Menpan/2/2008
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka kreditnya
3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 35/Permentan/OT.140/7/2009
tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka kreditnya
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
6 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan
Standart Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan.
7 Peraturan Menteri Pertanian RI Reformasi Birokrasi No. 35 Tahun 2020
tentang Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian
8 Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 - 2022,
9 Peraturan Gubernur NTT Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan
Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

o A

1 Pendidikan minimal Sarjana (S1)

Memahami prosedur teknis penilaian angka kredit pejabat fungsional

Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan tugas

Memahami dengan baik perauran perundang-undangan yang mendukung dalam pelaksanaan tugas
Mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelenggaraan tugas, tepat sasaran dan waktu

wmoEe wWwN

Keterkaitan

i'eralatnniperlengkapan g

1. SOP Surat Masuk
2 SOP Surat Keluar
3 SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat

1. ATK

2. Komputer, Printer
3. Handphone

4 Internet

Peringatan
Apabila Penilaian Angka Kredit bagi Pejabat Fungsional Penyuluh Pertanian tidak dilakukan maka Pejabat
|dimaksud belum bisa diproses kenaikan pangkatnya.

Pencatatan dan pendataan :
1. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
N Tahap Kegia b Ketera
o. ahap tan Sekretariat | TIM Penilai | Ketahanan Kasie Pejabat ngan
Kepala Dinas | 1 Penilai |AngkaKredit| Pangan& | Penyuluhan | Fungsional Kalnghapn Wouiche Ot
Penyuluhan
1 [Mengajukan bahan - bahan untuk pengusulan Penilaian Daftar Pengusulan Penetapan 15 menit |Daftar Pengusulan Terkait SOP
Angka Kredit Angka Kredit (DUPAK) Penetapan Angka Kredit Administrasi
(DUPAK) Surat Masuk
2 |Memeriksa kelengkapan Daftar Pengusulan Penetapan Daftar Pengusulan Penetapan 15 menit |Daftar Pengusulan
Angka Kredit (DUPAK) dan mengusulkan ke Tim Penilai Angka Kredit (DUPAK) Penetapan Angka Kredit
Angka Kredit (DUPAK)
3 |Tim Penilai Angka Kredit melakukan penilaian terhadap Daftar Pengusulan Penetapan 20 menit |Hasil Penilaian Angka Kredit
DUPAK yang diusulkan, Angka Kredit (DUPAK)
4 |Sekretariat Tim Penilai membuat Penilaian Angka Kredit Hasil Penilaian Angka Kredit 30 menit |Hasil Penilaian Angka Kredit
(PAK) sesuai hasil penilaian Tim Penilai Angka Kredit
5 |Kepala Dinas menandatangani Penilaian Angka Kredit Hasil Penilaian Angka Kredit 30 menit |Hard dan Soft Copy
|Penetapan Hasil Penilaian
|Angka Kredit (HasPAK) yang
|sudah di tanda tangani
§Kapa|a Dinas
€ |Pejabat Fungsional menrima Hasil Penilaian Angka Kredit Hard dan Soft Copy Penetapan 30 menit !Hard dan Soft Copy
untuk di proses dalam kenaikan pangkat Hasil Penilaian Angka Kredit Penetapan Hasil Penilaian
| |(HasPAK) yang sudah di tanda Angka Kredit
tangani Kepala Dinas

_——



Nomor SOP 1 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENYULUHAN o
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Pelatihan Penyuluh
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :

1 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan,
Perikanan dan Kehutanan.
2 Peraturan Menteri Pertanian RI No. 35 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis
Pelaksana Jabatan Fungsional Penyuluh Pertanian dan Angka Kreditnya
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Operasional
Prosedur Adminstrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Pertanian Rl No, 67 Tahun 2016 tentang pembinaan Kelembagaan Petani
Peraturan Menteri Pertanian Rl No. 37 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelatihan Pertanian
8 Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2018 tentang Roas Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 - 2022.
9 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019
tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur
10 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

(A ]

-~ &

1. Pendidikan minimal S$1
Memahami dengan baik kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas
Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas

Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas
Mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelesaian tugas, tepat sasaran dan tepat waktu

;ob LN

|Keterkaitan Peralatan!porhggkapan .
1. SOP surat masuk 1. ATK
2. SOP surat keluar 2. Komputer, Printer

3. Handphone

4 Internet

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan petani

dan jika tidak dilaksanaan akan mengakibatkan ketidak transparanan, sinkronan dan tidak tepat waktu
dalam pelaksanaan kegiatan

Pencatatan dan pendataan :
1. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Narasumber,
No. Tahap Kegilatan Kabid Ketahanan Pejabat Widyaiswara Keterangan
Kepala Dinas Pangan & Kasie Penyuluhan Pelaksana/ " Kelengkapan Waktu Output
Penyuluhan Panitia Sy,
Praktisi.
1. |Menelaah dan mendisposisi anggaran kegiatan Surat dan Pedoman Pelatihan 15 menit |Disposisi surat dan Pedoman Terkait SOP
pelatihan penyuluh pmyuluh Pelatihan Penyuluh Administrasi Surat
Masuk
2. |Mendisposisi rencana kegiatan pelatihan penyuluh Disposisi surat dan Pedoman 20 menit | Disposisi surat dan tindak lanjut
Pelatihan Penyuluh Pedoman Pelatihan penyuluh
3. |Merencanakan kegiatan dan melakukan Disposisi surat dan tindak lanjut 30 menit |Surat dan SK Tim Pelaksana
pertemuan dengan pelaksana kegiatan Pedoman Pelatihan penyuluh
4. |Menyusuan Juknis, Identifikasi materi dan surat Surat dan SK Tim Pelaksana 30 menit | Juknis Pelatihan penyuluh
permintaan narasumber, peserta dan tempat
pelaksanaan
5. |Melakukan pertemuan, persiapan pelaksanaan dan Juknis Pelatihan penyuluh 5 hari laporan pertemuan yang berisi
Koordinasi pelaksanaan ke Kabupaten/kota kurikulum dan dan jadwal pelatihan,
koordinasi dengan kabupaten dan
pelatihan
6 |Melakukan Pembukaan Kegiatan laporan pertemuan yang berisi 1 jam Pelaksanaan kegiatan/Acara
kurikulum dan dan jadwal pelatihan pembukaan
7 |Melakukan Pretest, penyampaian materi dan Pelaksanaan kegiatan/Acara 3 -7 hari |Hasil Pretest dan post test
melakukan post test pembukaan
8 |Melakukan Penutupan dan Pemberian Sertifikat Hasil Pretest dan post test 1jam  |Sertifikat pelatihan
Penyuluh
9 |Menyusun Laporan Sertifikat pelatihan 2 hari Konsep laporan Hasil pelaksana
{pelatihan penyuluh
10 |Koreksi laporan pelatihan penyuluh Konsep laporan Hasil pelaksana 1hari  |Konsep laporan Hasil pelaksana
pelatihan penyuluh pelatihan penyuluh
11 |Menggandakan, mengirimkan dan mengarsipkan Laporan hasil Pelaksana 3 jam Hard dan Soft Copy laporan Hasil

laporan hasil pelaksanaan pelatihan penyuluh

pelaksana pelatihan penyuluh




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENYULUHAN

Nomor SOP

62 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
{ insi,Nusa Tenggara Timur §
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Penyusunan Programa Pertanian Provinsi

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana

.

1 Undang - undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan,

Perikanan dan Kehutanan.
Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang SOP AP
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Operasional Prosedur
Adminstrasi Pemerintahan.
Peraturan Menteri Pertanian Rl Nomor 47/Permentan/SM.010/9/2016 tentang Penyusunan Programa
Peraturan Menteri Pertanian Rl Nomor 67/Permentan/SM.050/12/2016

tentang Pembinaan Kelembagaan Petani.

Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2018 tentang Roas Map Reformasi Birokrasi

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 - 2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

%]

Memahami denga
Memahami denga
Memahami denga

o hwn

1. Pendidikan minimal S1

n baik kegiatan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas
n baik ketentuan yang berlaku dalam pelaksaan tugas
n baik peraturan perundang-undangan yang mendukung dalam pelaksaan tugas

Pendidikan minimal S1

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. ATK

3. Handphone
4 |Internet

2. Perangkat Komputer, Printer

Peringatan

SOF ini merupakan prosedur baku yang waijib dilaksanakan dalam kegiatan Penyusunan Programa, jika tidak
dilaksanakn akan mengakibatkan ketidaktransparan, ketidaksinkronan dan ketidaktepatan waktu dalam
pelaksanaan kegiatan.

Pencatatan dan pendataan :
1. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
i Tim
No. Tahap Kegiatan Ketahanan Kasie Keterangan
Kepala Dinas Pangan & Penyuluhan KJF Provinsi P:nyursunan Kelengkapan Waktu Output
Penyuluhan TOutan
1. |Menelaah dan mendisposisikan Surat Pengantar Surat pengantar dari 15 menit |Surat pengantar dan | Terkait penyusunan
Pengiriman Programa Kabupaten/ Kota kabupaten/kota disposisi dari Programa Tingkat Prov
kabupaten/kota
2. |Menelaah dan mendisposisi Surat Pengantar tentang Surat pengantar dan disposisi |20 menit/ 1|Disposisi surat untuk di Tim Penyusunan
Programa Kabupaten dari Kabupaten/Kota dari kabupaten/kota Kab tindak lanjuti oleh seksi| oo ama terdiri dari
Disnak, KTNA Prov,
BPTP
3. |Memberikan petunjuk dan menugaskan Penyuluh Disposisi surat untuk di tindak |20 menit |SK Tim Penyusunan
Pertanian Provinsi sesuai dengan wilayah binaan masing- lanjuti oleh seksi Programa
masing dan membentuk Tim Penyusunan Programa
4. |Menyiapkan Data sesuai Programa Kabupaten/Kota dan SK Tim Penyusunan Programa |1 minggu [Kompilasi data - data
menyiapkan data dari Dinas/ instansi terkait untuk kabupaten, surat
mendukung kegiatan penyusunan Programa Provunsi dan
berkoordinasi dengan Tim Pnyusunan Programa
5. |Melakukan pertemuan dengan Dinas dan Tim Penyusun Kompilasi data - data 10 menit  [Laporan hasil
Programa untuk penyusunan data - data pendukung. kabupaten, surat pertemuan
6. |Menyusun konsep Programa Provinsi Laporan hasil pertemuan 25 hari Konsep Programa
Provinsi
7. |Melakukan pertemuan dengan Tim Penyusunan Programa Konsep Programa Provinsi 1 hari Konsep Programa
membahas Konsep Programa Provinsi Provinsi
8. |Koreksi konsep Programa Provinsi Konsep Programa Provinsi 1 hari Programa Penyuluhan
Provinsi
YA
9 |Programa final di tandatangani oleh kepala dinas Tim Programa Penyuluhan Provinsi |90 menit  |Programa Penyuluhan
Penyusunan Programa Provinsi
10 |Pengiriman dan mengasrsipkan Programa Penyuluhan Programa Penyuluhan Provinsi |60 menit  |Hard dan Soft
Provinsi CopyPrograma

Penyuluhan Provinsi




2. SOP surat keluar

Nomor SOP 63 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan =
Disahkan oleh nian dan Ketahanan Pangan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI PENYULUHAN c 0
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Pelatihan Petani
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang - undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Peternakan, 1. Pendidikan minimal $1
Perikanan dan Kehutanan. 3, Memahami dengan baik ketentuan yang berlaku dalam melaksanakan tugas
2 Undang - undang No. 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani 4. Memahami dengan baik peraturan perundang-undangan untuk mendukung pelaksanaan tugas
3 Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025. 5. Mempunyai komitmen yang tinggi dalam penyelesaian tugas, tepat sasaran dan tepat waktu
4 Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur
di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota.
5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Operasional Prosedur Adminstrasi Pemerintahan.
6 Peraturan Menteri Pertanian Rl No. 67 Tahun 2016 tentang pembinaan Kelembagaan Petani
7 Peraturan Gubernur No. 3 Tahun 2018 tentang Roas Map Reformasi Birokrasi Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 - 2022.
8 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
9 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP surat masuk 1. ATK

2. Komputer, Printer
3. Handphone
4 Internet

Peringatan

SOP ini merupakan prosedur baku yang wajib dilaksanakan dalam kegiatan pelatihan petani dan jika tidak
dilaksanaan akan mengakibatkan ketidak transparanan, sinkronan dan tidak tepat waktu
dalam pelaksanaan kegiatan

Pencatatan dan pendataan :
1. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




hasil pelaksanaan pelatihan petani

pelaksana pelatihan petani

Pelaksana Mutu Baku
Narasumber,
Kabid Ketahanan Pejabat !
No. Tahap Kegiatan Ketera
e Kepala Dinas | Pangan& | Kasle Penyuluhan | Pelaksana/ | MoYalswara, Kelengkapan Waktu Output e
Penyuluhan Panitia R ——’
Praktisi.
1. |Menelaah dan mendisposisi anggaran kegiatan pelatihan Surat dan Dokumen Pelatihan | 15 menit |Disposisi surat dan Dokumen Pelatihan | Terkait SOP
petani Petani Petani Administrasi
Surat Masuk
2. |Mendisposisi rencana kegiatan pelatihan petani Disposisi surat dan Dokumen 20 menit |Tindak Lanjut Dokumen
Pelatinan Petani
3. |Merencanakan kegiatan dan melakukan pertemuan Tindak Lanjut Dokumen 30 menit |Surat dan SK Tim Pelaksana
dengan pelaksana kegiatan
4. |Menyusuan Juknis, Identifikasi materi dan surat Surat dan SK Tim Pelaksana 30 menit | Juknis Pelatihan petani
permintaan narasumber, peserta dan tempat pelaksanaan
S. [Malakukan pertemuan, persiapan pelaksanaan dan Juknis Pelatihan petani Shari |laporan pertemuan yang berisi
Koordinasi pelaksanaan ke Kabupaten/kota kurikulum dan dan jadwal pelatihan,
koordinasi dengan kabupaten dan
pelatihan
6 |Melakukan Pembukaan Kegiatan laperan pertemuan yang berisi 1jam |Pelaksanaan kegiatan/Acara
kurikulum dan dan jadwal pembukaan
pelatihan
7 |Melakukan Pretest, penyampaian materi dan melakukan Pelaksanaan kegiatan/Acara 3 -7 hari |Hasil Pretest dan post test
post test pembukaan
8 |Melakukan Penutupan dan Pemberian Sertifikat Petani Hasil Pretest dan post test 1jam |Sertifikat pelatihan
9 |Menyusun Laporan Sertifikat pelatihan 2hari |Konsep laporan Hasil pelaksana
pelatihan petani
10 |Koreksi laporan pelatihan petani Konsep laporan Hasil 1hari |Llaporan Hasil pelaksana pelatihan
pelaksana pelatihan petani petani
11 |Menggandakan, mengirimkan dan mengarsipkan laporan Laporan hasil Pelaksana 3jam |Hard dan Soft Copy laporan Hasil




Pemerintahan.

6. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
Provinsi NTT

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTT

Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.

2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi

Nemor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar

Nomor SOP 64 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timurfl
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Yyi.ecky Frederich Koli, STP
SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Analisis Pola Distribusi, Harga dan Akses Pangan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 2. Memahami pengolahan data pangan
3. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desgn Reformasi Birokrasi 2010-2025. 3. Menguasai operasi komputer
4, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Kewaspadaan Pangan Tingkat Kabupaten/kota
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
1. SOP Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Surat Keluar 2. Komputer, Printer

3. Telepon/HP

4 Internet

Perlngatan .

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka tidak tersedia data sebagai
informasi tentang situasi harga pangan suatu wilayah dan tidak dapat diukur sehingga
sulit untuk melakukan tindakan pencegahan dan penanggulangan serta antisipasi.

1. Data hasil analisis Pola Distribusi, Harga dan Akses Pangan
2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Mutu Baku
; Kabid Ketahanan
No. Tahap Kegiatan Kasie Ketersediaan Pejabat Keterangan
P::gr:h:n & Distribusi Pangan Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
1. |Menugaskan kasie untuk menyusun Kerangka Acuan Surat pengantar dan 15 menit |Surat pengantar, Terkait SOP
kegiatan dan membentuk Tim Penyusun Analisis Pola | mulai : panduan disposisi dan panduan
Distribusi, Harga dan Akses Pangan Surat Masuk
2. |Memberikan petunjuk dan menugaskan Pejabat pelaksana Surat pengantar, disposisi | 20 menit |Surat pengantar,
untuk menyusun kerangka acuan kegiatan dan membentuk A 4 dan panduan disposisi dan panduan
tim penyusun analisis Pola distribusi, harga dan akses
pangan
3. |Menyusun kerangka acuan dan membentuk tim penyusun H Surat pengantar, disposisi | 30 menit |Konsep kerangka acuan,
analisis Pola Distribusi, Harga dan Akses Pangan Tidak dan panduan SK Tim Penyusun, data
melakukan pengumpulan data, entry data, cleaning data dan 5 | hasil analisis
analisis data Pola Distribusi, Harga dan Akses Pangan
4, IMemeriksa dan mengoreksi konsep kerangka acuan data Konsep kerangka acuan, | 120 menit |Konsep kerangka acuan,
dan hasil analisis data analisis pola distribusi, harga dan — /\ SK Tim Penyusun, data SK Tim Penyusun, data
akses pangan ;\ /4 hasil analisis hasil analisis
5 |Melakukan pertemuan dengan instansi terkait, tim teknis Konsep kerangka acuan, | 120 menit |Data yang telah
untuk melakukan validasi data hasil analisis Pola distribusi, <\ & Ya SK Tim Penyusun, data divalidasi, rekomendasi
harga dan akses Pangan dan penyusunan rekomandasi /,‘ hasil analisis tindak lanjut.
tindak lanjut
6 |Menugaskan Pejabat pelkasana membuat laporan hasil Data yang telah divalidasi, | 1 minggu |Data yang telah
analisis Pola Distribusi, Harga dan Akses Pangan Ya of ] Rekomendasi tindak lanjut divalidasi, Rekomendasi
S tindak lanjut
7 |Membuat dan menggandakan, mengirimkan dan Data yang telah divalidasi, | 120 menit |Laporan hasil analisis
mengarsipkan laporan analisis Pola Distribusi, Harga dan Rekomendasi tindak lanjut Pola Distribusi, Harga Terkait SOP
Akses Pangan. e dan Akses Pangan Surat Keluar

——



Nomor SOP 65 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan i‘angan
merllusa Tenggara Timur

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

Pembina Utama Muda

SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN NIP. 196402101986031029
Judul SOP Pemantauan Informasi Harga Pangan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 2. Memahami pengolahan data pangan
3. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desgn Reformasi Birokrasi 2010-2025. 3. Menguasai operasi komputer
4, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Kewaspadaan Pangan Tingkat Kabupaten/kota
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan,
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
SOP Penyusunan Neraca Akses Pangan 1. ATK
2. Komputer, Printer
3. Handphone

o

4 |nternet
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka tidak dapat diketahui informasi 1. Data hasil analisis Informasi Harga Pangan
tentang situasi pangan suatu wilayah sehingga tidak dapat dilakukan kegiatan pencegahan dan 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

penanggulangan kondisi pangan di suatu wilayah. 1}




Nomor SOP 661 ahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh /( Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN Pembina Utama Muda
SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN NIP. 19640210 198603 1 029
Judul SOP Pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan (KMP)

T)nur Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah

Nasional Daerah Perbatasan dan Kepulauan

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/KPTS/RC.110/J/12/2016 tentang

Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Badan Ketahanan

Pangan Tahun Anggaran 2017 yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan

Pangan atas nama Menteri Pertanian Tahun Anggaran 2017

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur

3.
4,

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTT Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Memahami / menguasi prosedurftataca pelaksanaan Kawasan Mandiri Pangan (KMP)
3. Menguasai operasi komputer

Keterkaitan Peralatanlperlengkapan .
1. SOP FSVA 1. ATK
2. SOP Pencairan Dana Banpem 2. Komputer
3. Telepon/Faximile
4. Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka upaya penanggulangan kerawanan pangan

akan mengalami keterlambatan.

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




;.

Pelaksana Mutu Baku
Kabid Kasie
No. Tahap Kegiatan Kgpala Ketahanan Katorsbdinan B Pejabat Kelengkapan Waktu Output Keterangan
Dinas Pangan & e Pelaksana
Distribusi Pangan
Penyuluhan
1. |Menyusun SK Tim Pembina dan Tim Teknis Pedoman pusat 15 menit |Konsep SK Penetapan lokasi
sesuai Pedoman dari Pusat. —l Mulai ] dan penerima bantuan
2. |Mengoreksi SK tim pembina dan Tim Teknis . i Konsep SK Penetapan lokasi 20 menit |Konsep SK Penetapan lokasi
serla memberikan petunjuk pelasanaan kegiatan. SN T a dan penerima bantuan dan penerima bantuan
3. |Mengesahkan SK dan menugaskan pelaksana ¥ Konsep SK Penetapan lokasi 30 menit |SK Penetapan lokasi dan
untuk melaksanakan kegiatan. | ,' 1 dan penerima bantuan penerima bantuan
4. |Membuat konsep SK Penetapan Lokasi dan I_*_\ SK Penetapan lokasi dan 1hari |Konsep SK Penetapan lokasi |Terkait SOP
calon kelompok penrima bantuan. penerima bantuan dan penerima bantuan FSVA
5. |Menelaah dan memberikan masukan dalam | Konsep SK Penetapan lokasi 30 menit |Konsep SK Penetapan lokasi
penentuan lokasi dan kelompok. dan penerima bantuan dan penerima bantuan
6. |Memeriksa dan mengoreksi SK calon lokasi dan Ya b Konsep SK Penetapan lokasi 30 menit |Konsep SK Penetapan lokasi
penerima bantuan yang akan ditetapkan. o Tda dan penerima bantuan dan penerima bantuan
7 |Mengesahkan SK dan menugaskan pelaksana W Konsep SK Penetapan lokasi 7 hari  |SK Penetapan lokasi dan Terkait SOP
untuk melaksanakan kegiatan ] dan penerima bantuan penerima bantuan Pencairan dana
l Banpem
8 [Menyiapkan kelengkapan administrasi untuk SK Penetapan lokasi dan 3 hari x 10 |Kelengkapan administrasi
mengajukan proses pencairan dana banper. penerima bantuan bin banper
9 |Melakukan sosialisasi, pembinaan dan evaluasi Kelengkapan administrasi 2hari |laporan hasil pelaksanaan
ke kelompok penerima., ’4;‘ banper kegiatan
10 [Menyusun laporan secara berkala, mengirimkan | laporan hasil pelaksanaan 30 menit |Arsip laporan

ke pusat dan mengarsipkannya.

kegiatan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Normor SOP anhun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provirsi Tenggara Timur §

ecky Frederich Koli, STP.
Pembina Utama Muda

NIP. 196402101986031029
Judul SOP

|Dasar Hukum

Analisis Kerawanan Pangan (Transien/Kronis)
Kualifikasi pelaksana ;

1
2.
3.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem
Kewaspadaan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP AP di Lingkungan Pemprov
dan Kabupaten/Kota.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Memahami / menguasi teknik analisis kerawanan pangan (transien/kronis)
3. Menguasai operasi komputer

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
SOP Penyusunan Neraca Akses Pangan 1. ATK
2. Komputer, Printer
3. Telepon/HP
4 Internet

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka tidak tersedia informasi tentang
situasi pangan dan gizi suatu wilayah sehingga tidak dapat melakukan tindakan pencegahan
dan penannggulangan kerawanan pangan

1. Data hasil analisis kerawanan pangan (transien/kronis)
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual

'1—-—




Pelaksana Mutu Baku
: Kabid Ketahanan | Kasie Ketersediaan y
No. Tahap Kegiatan Keterangan
PR ':;‘:::: Pangan & & Distribusi P:f::::“ Kelengkapan Waktu Output -
Penyuluhan Pangan

1. |Menyusun kerangka acuan kegiatan analisis kerawanan Surat pengantar dan panduan 2 hari KAK kegiatan analisis
pangan (transien/kronis) setelah menerima pedum dari m kerawanan pangan
Pusat .

2. |Menugaskan pelaksana untuk melakukan pengumpulan KAK kegiatan analisis 14 hari  |Konsep data kegiatan Terkait SOP
data, entry data, cleaning data dan analisis data kerawanan pangan analisis kerawanan pangan Do s
kerawanan pangan (transien/kronis) : NAI:

3 |Melakukan pertemuan dengan kabupaten/kota untuk Konsep data kegiatan analisis 2 hari Data kegiatan analisis
melakukan validasi data kerawanan pangan kerawanan pangan

4 |Menyusun peta dan laporan hasil analisis kerawanan - Data kegiatan analisis 20 hari  |Konsep peta dan laporan
pangan (transien/kronis) IJ kerawanan pangan hasil

5 |Memeriksa konsep laporan analisis kerawanan pangan ] Konsep peta dan laporan hasil 3 hari Konsep peta dan laporan
{transien/kronis) dan membubuhkan paraf/tanda | hasil
tangan.

6 |Menelaah konsep laporan analisis kerawanan pangan Konsep peta dan laporan hasil 3 hari Konsep peta dan laporan
(transien/kronis) dan membubuhkan paraf/tanda e - hasil

|tangan.

7 |Mengesahkan laporan analisis kerawnanan pangan i Konsep peta dan laporan hasil 3 hari Peta dan laporan hasil
(transien/kronis)

8 |Menggandakan, mengirimkan dan mengarsipkan Peta dan laporan hasil 1 hari Arsip
laporan analisis kerawanan pangan (transien/kronis) r
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Judul SOP Penyaluran Cadangan Pangan Masyarakat

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Cadangan
Pangan Pemerintah Desa (CPPD).

Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun 2001 tentang
pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan (LPMD/K).

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar OEarasionaI Prosedur Administrasi Pemerintahan di Limkungan Pemerintahan

4,

5

6.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Memahami alur pengajuan dan penyaluran bantuan pemerintah
3. Menguasai operasional komputer

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)

1. ATK

2. Komputer, Printer
3. Handphone

4. Data bahan pangan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksakan sesuai tahapan maka akan mempengaruhi ketersediaan
cadangan pangan atau terjadi rawan pangan

1. Buku Kontrol dan Laporan Kegiatan
2. Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




5 Pelaksana Mutu Baku
Kasie
Kabid Ketahanan
e Tohwb Koginton Faagend 1 Bl Puang Sekretaris Kelengkapan Waktu Output o
Distribusi Pelaksana
Penyuluhan
Pangan
1. |Mengarahkan dan menugaskan kasie untuk Pedoman Umum 10 menit |Pedoman Umum
melakukan penyaluran bantuan cadangan l Mulai : Kegiatan Kegiatan
pangan masyarakat
2. |Memberi petunjuk kepada pejabat pelaksana R Pedoman Umum 15 menit | Juklak, SK. Penetapan
untuk mempersiapkan bahan-bahan administrasi Kegiatan
untuk kelengkapan penyaluran bantuan
cadangan pangan masyarakat
3. |Menyiapkan bahan-bahan administrasi ¥ Juklak, SK Penetapan 3hari |SK Penetapan Calon
Calon Penerima penerima,Surat Terkait SOP
Pemberitahuan dan FSVA
administrasi
4. [Memeriksa dan mengoreksi kelengkapan SK Penetapan Calon 7 hari |Bahan Kelengkapan
Administrasi dan bila sudah lengkap diteruskan _Tidak_ penerima, Surat Administrasi
kepada Kepala Bidang untuk disetujui Pemberitahuan dan
administrasi
5. |Memeriksa dan mengoreksi kelengkapan ! Bahan Kelengkapan 1 hari |Bahan Kelengkapan
Administrasi dan bila sudah lengkap diteruskan \ Administrasi Administrasi
kepada sekretaris untuk di setujui, bila tidak Ya
lengkap di kembalikan kepada kepala seksi untuk ,‘/
diperbaiki
6. [Memeriksa dan mengesahkan bahan W Bahan kelengkapan 30 menit |Bahan kelengkapan
kelengkapan penyaluran bantuan cadangan ) Penyaluran Bantuan Penyaluran Bantuan
pangan masyarakat dengan membubuhkan Tidak /> Cadangan Pangan Cadangan Pangan
paraf. Jika tidak disetujui dikembalikan kepada \ Masyarakat Masyarakat yang
Kepala Bidang untuk di perbaiki sudah disahkan
7 |Menindaklanjuti dengan menugaskan kepala Bahan kelengkapan 2 hari |Bahan kelengkapan
seksi melakukan penyaluran bantuan - Ya Penyaluran Bantuan Penyaluran Bantuan
Cadangan Pangan Cadangan Pangan
Masyarakat yang sudah Masyarakat yang
disahkan sudah disahkan
8 |Melakukan penyaluran bantuan cadangan Bahan kelengkapan 2 hari |Penerima Bantuan
pangan melalui pejabat pelaksana. Penyaluran Bantuan Cadangan Pangan
> Cadangan Pangan Masyarakat
Masyarakat yang sudah
disahkan
9 [Melakukan penyaluran bantuan, menyusun Penerima Bantuan 2 hari |Laporan Penyaluran
laporan ,menggandakan, menyampaikan laporan Cadangan Pangan Bantuan Cadangan
hasil penyaluran bantuan cadangan pangan Masyarakat Pangan Masyarakat
masyarakat kepada pihak terkait dan
mengarsipan
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Judul SOP Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 2. Menguasai operasional komputer
3. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi 3. Memahami cara perhitungan analisis Neraca Bahan Makanan
Birokrasi 2010-2025.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
5. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 6 Tahun
2001 tentang pemberdayaan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan
6. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan
Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Provinsi NTT.
7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas
Ketahanan Pangan Provinsi Nusa Tenggara Timur.
8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan
Gubemur NTT Nomeor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.
Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penyusunan Neraca Akses Pangan 1. ATK
2. SOP Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis 2. Komputer, Printer
3. SOP Pemantauan dan Informasi Harga Pangan 3. Handphone
4. Data bahan pangan
Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak pada tidak | 1. Buku Kontrol Kegiatan
tersedianya bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pangan 2. Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kabid Ketahanan Kasie
No. Tahap Kegiatan Pengen & Ketersadioan & P:Ieaj:::;a PR Waktu Output Keterangan
Penyuluhan Distribusi
1. |Mengarahkan dan menugaskan kasie untuk menyusun Agenda Kegiatan dan | 10 menit |Disposisi dan Pedum
Laporan Neraca Bahan Makanan (NBM) | Mulai } Panduan Umum
2. |Memberi petunjuk kepada pejabat pelaksana untuk Disposisi dan Pedum 1Hari |Disposisi dan Pedum
menyiapkan data dan analisa data untuk menyusun
konsep laporan NBEM
3. |Mengumpulkan, tabulasi dan menganalisis data untuk Disposisi dan Pedum 10 hari |Data yang dianalisis
selanjutnya menyusun konsep laporan NBM dan dan Konsep Laporan
menyampaikan kepada kasie NBM
4, |Menerima konsep laporan NBM melanjutkan kepada Data yang dianalisis 90 menit |Laporan NBM dan SK.
Kepala Bidang dan mempersiapkan pelaksanaan Tidak dan Konsep Laporan Tim Teknis
pertemuan Tim Penyusunan NBM membahas konsep NBM
laporan NBM
Memeriksa dan mengoreksi Laporan NBM dan SK. Tim Laporan NBM dan SK. 1 hari |Laporan NBM dan SK.
Teknis bila sudah benar di tindak lanjuti bila salah <\ Tim Teknis Tim Teknis, Jadwal
dikembalikan kepada kasie, dan menentukan wakiu /~ pelaksanaan
pelaksanaan Pertemuan Tim Penyusunan NBM untuk Pertemuan
membahas Laporan NBM Ya
6. |Mengarahkan pejabat pelaksana untuk mempersiapkan Laporan NBM dan SK. 1 hari |Laporan NBM dan SK. )
pertemuan Tim Penyusunana NBM dan membahas Tim Teknis, Jadwal Tim Teknis, Jadwal Terkait SOP
laporan NBM pelaksanaan pelaksanaan Neraca Akses
Pertemuan Pertemuan Pangan
7. |Mempersiapkan dan melaksanakan Pertemuan Tim Laporan NBM dan SK. 1hari |Pelaksanaan
Penyusunan NBM Tidak = Tim Teknis, Jadwal Pertemuan Tim Terkait SOP
pelaksanaan Penyusuanan NBM Simonstok dan
Pertemuan dan konsep laporan SOP PIHP
NBM
8. |Memeriksa konsep laporan NBM dan membubuhkan paraf, Pelaksanaan 1 hari Laporan NBM
Jika benar di tindak lanjuti jika tidak dikembalikan kepada Tidak >/ > Pertemuan Tim
pejabat pelaksana. \ Penyusuanan NBM
dan konsep laporan
NBM
9. |Memeriksa laporan NBM dan membubuhkan paraf. Jika \ Ya Laporan NBM 30 menit | Laporan NBM
benar di tindak lanjuti jika tidak dikembalikan kepada
Kepala Seksi. </
Melanjutkan kepada pejabat pelaksana unfuk Ya Laporan NBM 15 menit |Laporan NBM dan
menggandakan dan menyampaikan Laporan NBM kepada Surat Pengantar
pihak terkait dan mengarsipkan
11. [Menggandakan, menyampaikan laporan NBM kepada + Laporan NBM dan 1 hari |Laporan NBM dan
pihak terkait dan mengarsipkan m Surat Pengantar Surat Pengantar
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Judul SOP Kegiatan Pasar Mitra Tani (PMT)

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

2. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desgn Reformasi Birokrasi 2010-2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/KPTS/RC.110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Pemerinah Lingkup Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian
Tahun Anggaran 2017.

5. Peraturan Gubernur Nomeor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perarigkat
Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Frosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Memahami / menguasi prosedur/tatacara pelaksanaan Pasar Mitra Tani (PMT)
3. Menguasai operasi komputer

Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :

SOP Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) 1. Etalase 5. Kulkas
2. Komputer 6. Freeser
3. Telepon/HP 7. Perlengkapan kasir
4. Internet

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka upaya pengendalian floktuasi harga tidak
bisa dilaksanakan dan akan mempengaruhi upaya ketersadiaan pangan bagi masyarakat.

1. Laporan Hasil jual beli
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie
e Tuhep Kegisten Pemohon K”:jba: s Kepala UPTD | Pengawasan Pengujian Analis Kelengkapan Waktu Output Katsrangen
e Mutu Benih | Mutu Benih
1 & 3 4 5 6 7 [ 9 10 11 12
1. |Memasukan surat permohonan permintaan Surat Permohonan, 10 menit  |Surat
pengujian dan sampel benih kepada Kepala | Mulai : Sampel Benih Permohonan,
UPTD PSB. Sampel Benih
2. |Mengagendakan surat permohonan ke Y Surat Permohonan, 10 menit  |Surat
dalam buku agenda surat masuk, memasang Sampel Benih Permohonan,
lembar disposisi dan meneruskan kepada Sampel Benih,
Kepala UPTD PSB. Lembar Disposisi
3. |[Menelaah, mendisposisi surat permohonan 4 Surat Permohonan, 10 menit  |Surat
dan memberikan petunjuk kepada Kepala Sampel Benih, Permohonan,
Seksi Pengawasan Mutu Benih untuk Lembar Disposisi Sampel Benih,
ditindaklanjuti. Lembar Disposisi
4. |Memverifikasi permintaan dari pemohon. Surat Permohonan, 10 menit |Sampel Benih,
Apabila berkasnya lengkap maka diteruskan TIOAK Sampel Benih, Form Pengiriman
kepada Kepala Seksi Pengujian Mutu Benih. YA Lembar Disposisi Sampel
Apabila tidak lengkap berkasnya maka
dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi.
5. |[Menindaklanjuti permintaan pengujian dan Sampel Benih, 10 menit  |Kartu Perintah Uji
menugaskan analis melakukan pengujian Form Pengiriman dan Sampel
sesuai dengan metode yang diberlakukan. Sampel Benih
6 |Melakukan pengujian sampel sesuai Kartu Perintah Uji 7-14 hari  |Kartu Perintah Uji|Periode
metode. Memeriksa dan mengoreksi hasil dan Sampel Benih dan Sampel pengujian
pengujian secara bertahap oleh analis. Benih tergantung jenis
komoditi
7 |Memeriksa dan mengoreksi hasil pangujian, Kartu Perirtah Uji 15 menit |Laporan Hasil Uji
apabila terdapat kesalahan maka dan Kartu
dikembalikan ke analis untuk diperbaiki, jika NN oA Pengujian
sudah sesuai ditandatangani dan diserahkan /
ke Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih. -
8 [Menyusun Laporan Lengkap Hasil z Laporan Hasil Uji 15 menit |Laporan Lengkap | Terkait SOP
Pengujian. Hasil Pengujian | Sertifikasi Benih
l Selesai l Tanaman
Pangan, SOP
Checking Mutu
dan SOP

Pelabelan Ulang

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT




Pelaksana Mutu Baku
Kabid
Tahap Kegiatan Kepala Ketahanan | Kasie Ketersediaan| Pejabat Keterangan
Wakt Out,
Dinas Pangan & | & Distribusi Pangan| Pelaksana Keingiapen i e
Penyuluhan

. |Menyusun SK Pengelola dan Penanggung Pedoman pelaksanaa daripusat 1hari |Konsep SK Pengelola dan

jawab PMT. Mulai Penanggungjawab PMT

Memeriksa konsep SK Pengelola dan Konsep SK Pengelola dan 1hari |Konsep SK Pengelola dan

Penanggung jawab, membubuhkan Ya )(, Tidak Penanggungjawab PMT Penanggungjawab PMT

paraftanda tangan, apabila tidak disetujui

dikembalikan kepada pejabat pelaksana S

Mengesahkan SK Pengelola dan ¥ Konsep SK Pengelola dan 3hari |SK Pengelola dan

Penanggubg jawab <> Penanggungjawab PMT Penanggungjawab PMT

Penanggung jawab melaksanakan kegiatan | SK Pengelola dan 6 hari/ |Administrasi jual beli. ;

PMT, Melakukan evaluasi dan pembinaan Penanggungjawab PMT minggu Terkait SOP

|pada pengelola FOP

Pelaksana melaksanakan operasional Administrasi jual beli, sekali |Laporan bulanan hasil jual

{kegiatan dan menyampaikan laporan secara » dalam |beliiomzet

berkala sebulan

Mengarsipkan laporan hasil pelaksanaan Y Laporan harian hasil jual beli 30 menit |Laporan Akhir kegiatan PMT
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Judul SOP Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)

Dasar Hukum:

Kualifikasi pelaksana :

1.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 fentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

3.

4, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP AP di Lingkungan

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional ;

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
NTT;

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

1. Pendidikan minimal S1 Pertanian, S1 Analis Pangan

Keterkaitan:

Peralatan/perlengkapan :

SOP Survey dan Pengumpulan Data Analisis Konsumsi Pangan Penduduk

1. ATK

2. Komputer, Laptop, printer, telepon
3. DPA/DIPA/DIPA Revisi

4. Data Susenas

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Analisis Pola Pangan Harapan (PPH) tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan
berdampak pada tidak tersedianya bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pangan

Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

2. Menguasai operasional komputer dan memahami Analisis Pola Pangan Harapan




Pelaksana Mutu Baku
Kasie. Kabid.
No. Tahap Kegiatan Konsumsi dan | Badan Pusat | Pejabat Ketahanan Keterangan
Kel Waktu
Keamanan | Statistik NTT | Pelaksana | Pangan dan fRebralucls | aphis Dines ghenen Ouiput
Pangan Penyuluhan
1. |Menyurati BPS untuk permintaan Data Susenas Surat 30 Menit |Surat permintaan data
NTT ditahun berlaku yang akan dianalisis | Mulai BPS NTT
2. |Memberikan Data Susenas dan data pendukung Surat permintaan data 1Hari |Data Susenas NTT dan
lainnya BPS NTT data pendukung lainnya
3. |Memberikan disposisi kepada petugas pelaksana Data Susenas NTT dan | 15 menit |Disposisi Tugas
yang bertanggung jawab menganalisis PPH data pendukung
untuk segera tindak lanjut lainnya
4. |Menerima data susenas dan data pendukung Disposisi Tugas 2 hari |Konsep Laporan Analisis
lainnya dan segera Melalukan Analisis PPH tidak PPH
dengan menggunakan Aplikasi Harmonisasi PPH 7
dan disusun dalam bentuk laporan
5. |Memeriksa hasil konsep laporan analisis PPH. Konsep Laporan 30 menit |Laporan Hasil Analisis
Apabila setuju membubuhkan paraf dan di \\ Analisis PPH PPH
teruskan ke Kapala Bidang, apabila tidak setuju <
dikembalikan ke pejabat pelaksana untuk
diperbaiki Ya
6. [Menerima Laporan Analisis Pola Pangan Laporan Hasil Analisis | 10 menit [Laporan Hasil Analisis
Harapan (PPH) lalu membubuhkan paraf dan PPH PPH
diteruskan ke Sekretaris Dinas
7 [Menerima Laporan Analisis Pola Pangan — Laparan Hasil Analisis | 10 menit |Laporan Hasil Analisis
Harapan dan membubuhkan Paraf, lalu PPH PPH
diteruskan ke Kepala Dinas
8 |Menerima Laporan Analisis Pola Pangan W Laporan Hasil Analisis | 10 menit |Laporan Hasil Analisis
Harapan dan membubuhkan Tanda tangan PPH PPH
]
9 |Menggandakan Laporan Analisis PPH, mengirim : Laporan Hasil Analisis 1 Jam |Laporan Hasil Analisis
ke Kabupaten/kota dan menyimpan arsip PPH yang telah ditanda PPH yang telah ditanda-
m tangi Kepala Dinas tangi Kepala Dinas
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Judul SOP |Analisis Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)

Pemprov dan Kabupaten/Kota.

2012 tentang pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah.

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi 2. Memahami / menguasi teknik analisis kerawanan pangan (transien/kronis)
3. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 | 3. Mengikuti diklat atau bimtek khusus aplikasi pembuatan peta
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem 4. Menguasai operasi komputer
Kewaspadaan Pangan Tingkat Kabupaten/Kota.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP AP di Lingkungan

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

NTT.

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Surat Masuk
2. SOP Surat Keluar

1. ATK

2. Komputer, Printer
3. Telepon/Faximile
4 Internet

I!g_gatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka tidak tersedia informasi tentang
situasi pangan dan gizi suatu wilayah sehingga tidak dapat melakukan tindakan pencegahan
dan penannggulangan kerawanan pangan

1. Data hasil analisis Peta Kerentanan dan Kerawanan Pangan (FSVA)
2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
Kabid Kasie
No. Tahap Kegiatan Kepala | Ketahanan |Ketersediaan&| Pejabat Keterangan
le Waktu Out
Dinas | Pangan& | Distribusi | Pelaksana Ralenglapan . i
Penyuluhan Pangan

1. [Menugaskan Kepala Bidang Ketahanan Pangan dan Penyuluhan untuk Surat pengantar dan panduan 15 menit [Surat pengantar, disposisi  |Terkail SOP

menyusun Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) l Mulai dan panduan Administrasi

—— Sural Masuk |

2. |Kabid menugaskan kepala seksi untuk mempelajari panduan v Surat pengantar, disposisi dan 20 menit [Surat pengantar, disposisi

penyusunan Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) dan | l panduan dan panduan

membentuk Tim Kerja.
3. |Memberikan petunjuk dan dan membentuk Tim kerja penyusunan Peta Surat pengantar, disposisi dan 1Jam |Surat pengantar, disposisi

Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) panduan dan panduan
4. |Pelaksana dan Tim kerja mengumpulka, melakukan tabulasi, review y Surat pengantar, disposisi dan 20 Hari |Bahan analsis Peta

dan validasi data, serta rekonsiliasi data. Melakukan analisis, membuat panduan Ketahanan dan Kerentanan

peta indikator individu dan komposit dan memberikan penjelasan Pangan

deskriptif Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA)
5. |Kepala seksi mengoreksi dan Menelaah bahan hasil analisis pemetaan Bahan analsis Peta Ketahanan dan 2 Hari |Draf hasil analsis pemetaan

Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA), jika tidak disetujui Ya Kerentanan Pangan

dikembalikan ke pejabat pelaksana Tidak
6. |Kabid mengoreksi draf hasil analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan v Draf hasil analsis pemetaan 1 hari  |Hasil analsis pemetaan

Pangan (FSVA) dan membubuhkan paraf, jika tidak disetujui di Ya > Tidak

kembalikan ke kepala seksi
7. |Kepala Dinas mengesahkan konsep hasil analisis Peta Ketahanan dan , Hasil analsis pemetaan 1 hari |Hasil analisis Peta

Kerentanan Pangan (FSVA) Ketahanan dan Keren-tanan

Pangan (FSVA)

8 |Menggandakan, mengirimkan dan mengarsipkan laporan analisis Peta Hasil analisis Peta Ketahanan dan | 20 menit |Buku Peta Ketahanan dan Terkait SOP

Ketahanan dan Kerentanan Pangan (FSVA) ‘r{ selesai l Kerentanan Pangan (FSVA) Kerentanan Pangan (FSVA) |, 4w oict raci

Surat Keluar

-




Nomor SOP /3 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan [27 September 2021

anggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
/ Provinsi Tenggara Timm‘

ecky Frederich Koli, S1P
Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Judul SOP

Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum: Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; 1. Pendidikan minimal Dipioma

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun | 2. Menguasai operasional komputer
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional;

3. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
NTT;

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubermnur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. Komputer, Laptop, printer, telepon

3. DPA/DIPA/DIPA Revisi

Peringatan: Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP Penanganan Surat Keluar tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berpengaruh |Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
pada informasi kegiatan yang berlangsung




Pelaksana Mutu Baku
Kabid A
No. Tahap Kegiatan St Konsumsi Peiabat Keterangan
dan " Sekretaris |Kepala Dinas Kelengkapan Waktu Output
Pangan & Pelaksana
Keamanan
Penyuluhan Pangan
1. |Memerintahkan untuk menyiapkan bahan Disposisi 5 Menit Disposisi
kelengkapan surat keluar dan menyerahkan m
kepada Kepala Seksi
2. [Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar dan Disposisi 5 Menit Konsep Surat
menyusun konsep surat keluar
3. [Membuat surat tersebut dan memberikan kepada v Konsep Surat 15 menit Konsep Surat
Kepala Seksi untuk dikoreksi _tidak
4. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju, Konsep Surat 15 menit Surat
memaraf dan disampaikan ke Kepala Bidang. tidak / \ |
Apabila ada perbaikan dikembalikan kepada staf '\ /
5. [Mengoreksi surat keluar. Apabila setuju memaraf Surat 10 menit Surat
dan disampaikan kepada Sekretaris. Apabila ada \
perbaikan dikembalikan kepada Kasie. <
Ya
6. [Mengoreksi surat keluar, memaraf dan J, Surat 10 menit Surat
disampaikan kepada Kepala Dinas.
£
7 |Menelaah dan mengoreksi surat keluar dan *-————ﬂ Surat 10 menit Surat
membubuhkan tandatangan.
1
8 |Mengagendakan, menditribusikan/mengirim dan : Surat 10 menit Surat

mengarsipkan surat keluar tersebut.

==




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
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Nomor SOP 74 1ahun 2021

'ﬁal Revisi

Tanggal Pembuatan |27 September 2021

anggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan,Pangan
[ Tenggara Timulk

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Penanganan Surat Masuk
Dasar Hukum: Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; | 1. Pendidikan minimal Diploma

2

3.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional;

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
NTT;

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

2. Menguasai operasional komputer

Keterkaitan:

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK
2. Komputer, Laptop, printer, telepon

3. DPA/DIPA/DIPA Revisi

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penanganan Surat Masuk tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berpengaruh
pada informasi kegiatan yang berlangsung

Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kabid. Ketahanan | Kasie. Konsumsi Keterangan
Pejabat Pelaksana Pangan & dan Keamanan Kelengkapan Waktu Output
Penyuluhan Pangan

1. |Menerima surat masuk, mengangendakan surat
dalam buku agenda surat masuk, memasang m Buku agenda surat & i Surat masuk dan
lembar disposisi dan meneruskan ke kepala masuk dan disposisi Lembar disposisi
Bidang

2. |Menelaah, mendisposisi surat dan meberikan d:l o St ek oun
pentunjub_‘ kepada pejabat yang dituju untuk Lembar disposisi 10 menit Lembar disposisi
tindaklanjut

3. ,l,
Mencatat disposis Kabid dan meneruskan ke Surat masuk dan Smenit Surat masuk dan
Kepala Seksi Lembar disposisi Lembar disposisi

L

o v
Menelaah dan mendisposisi surat kepada staf Surat masuk dan 10 menit Surat masuk dan
untuk ditindaklanjuti / dilaksanakan Lembar disposisi Lembar disposisi

5.
Menindaklanjuti disposisi terkait surat masuk dan Surat masuk dan S Surat masuk dan

mengarsipkan.

Lembar disposisi

Lembar disposisi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
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Nomor SOP 75 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

usa Tenggara Timur.

1 Pem%uzna Utama Muda

NIP. 19640210 1986803 1 029

Judul SOP Pelaksanaan Pertanian Keluarga (PK)

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 73/KPTS/RC.110/J/12/2016 tentang Petunjuk Teknis
Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Badan Ketahanan Pangan Tahun Anggaran 2017
yang ditetapkan oleh Kepala Badan Ketahanan Pangan atas nama Menteri Pertanian Tahun
Anggaran 2017

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Memahami/ menguasi prosedur/tataca pelaksanaan Pertanian Keluarga (PK)
3. Menguasai operasi komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan pangan (FSVA) 1. ATK
2. SOP Pencairan dana bantuan pemerintah 2. Komputer

3. Telepon/HP

4. Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan mempengaruhi upaya
kerawanan pangan

1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

SEKS| KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN

Nomor SOP

76 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh / Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timufl
_Pembir:a; Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Penyusunan Neraca Akses Pangan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

Provinsi NTT.

1. UU Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

2. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi

3. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Provinsi
Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Memahami cara perhitungan analisis Neraca Akses Pangan
3. Menguasai operasional komputer

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan ;

1. SOP Monitoring Stok Pangan Strategis
2. SOP Pemantauan dan informasi haga pangan.

1. ATK

3. Telepon/HP
4. Internet

2. Komputer, Printer

Pering_atan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak pada tidak tersedianya
bahan evaluasi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pangan

1. Buku Kontrol dan Laporan Penyusunan Kegiatan
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




wilayah

Pelaksana Mutu Baku
N Toh Kabid Kasie K
o. ahap Kegiatan Kepala | Ketahanan | Ketersediaan & | Pejabat eterangan
Dinas Pangan & Distribusi Pelaksana Kelengkapan Waktu Output
Penyuluhan Pangan
1. [Menyusun SK Petugas Neraca Pangan Strategis Pedoman dari Pusat 1 Hari [Konsep SK
Tingkat Provinsi dan menentukan petugas ek
tingkat Kabupaten/kota sesuai pedoman dari
pusat
2. |Mempelajari dan mengoreksi konsep SK serta Ya Tidak Konsep SK 2hari |SK Petugas neraca
memberikan petunjuk pelasanaan kegiatan tingkat provinsi
3. |Mengesahkan SK petugas neraca pangan v SK Petugas neraca tingkat 3 hari Grup Petugas neraca
wilayah dan menugaskan pelakasana kegiatan provinsi tingkat kabupten/kota
4. |Mengkoordinir penginputan data melalui aplikasi Grup Petugas neraca 60 menit x |Data yang terinput Terkait SOP
dan menganalisa data neraca dari setiap tingkat provinsi dan 52 mgg |dalam aplikasi neraca | Simonstok dan
kabupaten/kota dan menyusun laporan akhir. kabupten/kota dan konsep laporan panel harga
1 akhir
6 |Mengoreksi laporan dan memberikan paraf vh idak Data yang terinput dalam 3hari  [Konsep laporan
aplikasi neraca dan konsep neraca pangan wilayah
laporan akhir
7 |[Mengesahkan laporan neraca, Konsep laporan neraca 1 hari |Laporan neraca
pangan wilayah pangan wilayah
8 |Mengarsipkan laporan neraca. Ya Laporan neraca pangan 30 menit [Data dan laporan.




Nomor SOP 77 Tahun 2021
| Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh {" Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Pro Tenggara Timur’
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI KETERSEDIAAN DAN DISTRIBUSI PANGAN Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Kegiatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 1. Pendidikan Sarjana (S1)
2. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desgn Reformasi Birokrasi 2010- 2. Memahami/menguasai prosedur/ tatacara pelaksanaan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP)
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 3. Menguasai operasi komputer
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
NTT Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi NTT.
Keterkaitan : Peralatan/periengkapan :
SOP Pasar Mitra Tani (PMT) 1. ATK 5. Kendaraan pengangkut
2. Komputer
3. Telepon/HP
4. Internet
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan mempengaruhi 1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan
upaya ketersediaan pangan bagi masyarakat 2. Disimpan dalam bentuk Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kabid
Produsen/Peta
No. Tahap Kegiata Keterangan
e i o Netermciema &) - PONRM | | paunsusuon| TSRO Kelengkapan Waktu Output o
Distribusi Pelaksana slvibitor Pangan &
Pangan ’ Penyuluhan
1. |Menugaskan pejabat pelaksana untuk mengelola Pedoman Umum FDP 90 menit [Disposisi dan Pedum
fasilitasi distribusi pangan sesuai pedoman dari Mulai
pusai‘ E
2. |Mencari dan menyusun perjanjian dengan v Disposisi dan Pedum 10 hari |Konsep perjanjian kerjasama
produsen/petani/distributor bahan pangan sebagai 5>
pemasok PMT untuk disalurkan ke masyarakat. Tidak
3. |Memeriksa dan mengoreksi konsep perjanjian Konsep perjanjian 3 hari |Perjanjian kerjasama
kerjasama sebagai pemasok jika benar kerjasama )
ditindakianjuti ke produsen/Gapoktan/Distributo, jika \< Terkait SOP
masih salah di kembalikan kepada pejabat > PMT
pelaksana untuk perbaikan ”
4. |Melakukan penandatanganan perjanjian kerjasama . Perjanjian kerjasama 2 hari |Perjanjian Kerja Sama yang
)l sudah ditanda tangani oleh
suplayer
5. |Mengkonfirmasi dan melanjutkan Perjanjian kerja Perjanjian Kerja Sama 3 hari |Perjanjian Kerja Sama yang
sama dari suplayer kepada Kepala Bidang untuk di P yang sudah ditanda sudah ditanda tangani oleh
setujui. tangani oleh suplayer suplayer
6 |Menyetujui, melakukan kerjasama dan Perjanjian Kerja Sama 1hari |Perjanjian Kerja Sama yang
mengesahkan perjanjian kerjasama oleh Kepala ~ yang sudah ditanda sudah ditanda tangani oleh
Bidang. tangani oleh suplayer suplayer dan kepala bidang
sebagai pihak | dan Pihak Il
7 [Menindaklanjuti Perjanjian kerjasama yang sudah di Perjanjian Kerja Sama 2 hari |Komoditi pangan yang akan di
tandatangi oleh Pihak | dan II yang sudah ditanda fasilitasi dan di salurkan
€ tangani oleh suplayer
dan kepala bidang
8 |Memfasilitasi pengankutan dan melakukan Komoditi pangan yang 7 hari | Komoditi pangan yang
penyaluran bahan pangan kepada masyarakat. :jl Edlidu) ] akan di fasilitasi dan di disalurkan dan Laporan
Membuat dan mengarsipkan laporan hasil salurkan pelaksanaan kegiatan FDP.
pelaksanaan FDP
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Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh / Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
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STy Frederch ol o 11

Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

Judul SOP Sistem Monitoring Stok Pangan Strategis

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

t

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi
3.
4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Desgn Reformasi Birokrasi 2010-2025,

Kewaspadaan Pangan Tingkat Kabupaten/kota

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Nomor 9@ Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubermnur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur NTT
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintahan
Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal Sarjana (S1)
2. Memahami pengolahan data pangan
3. Menguasai operasi komputer

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

SOP Penyusunan Neraca Akses Pangan

1. ATK

2. Komputer, Printer
3. Handphone

4 Internet

Peri ngatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP ini tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka informasi ketersediaan dan
situasi pangan _tidak dapat diukur secara benar dan tepat.

1. Data hasil analisis Penyusunan Simonstok

2. Disimpan sebagai data elekironik dan manual

_——




Pelaksana Mutu Baku
Hawg Kasie
No. Tahap Kegiatan j Keterangan
o ihpaia desspsbssiun Ketersediaan & et Kelengkapan Waktu Output 9
Dinas Pangan & Distsibisl Parmi Pelaksana
Penyuluhan ga

1. [Menyusun SK Petugas Sistem Monitoring Stok Konsep SK dan Pedoman dari 1 hari  |[Konsep SK
Pangan tingkat provinsi dan kabupaten. Pusat

2. |Memeriksa dan memberikan petunjuk Pelaksanaan Ya I Konsep SK 3 hari  |Konsep SK
Kegiatan Simonstok. & g

3. [Mengesahkan SK kegiatan simonstok dan Konsep SK 2hari  |SK Petugas Simonstok
menugaskan pejabat pelaksana.

4. |Melakukan koordinasi dengan kabupaten/kota dalam SK Petugas Simonstok 3 jam x 52 |Data mingguan dan Terkait SOP
pengumpulan data setiap minggu dan melakukan b 4 minggu |konsep laporan akhir |Penyusunan
analisis data serta menyusun dalam betuk laporan Neraca Akses
akhir Pangan

5 |Memeriksa data-data dan laporan kegiatan o /'\ ] Data mingguan dan konsep 3jam |Data mingguan dan
simonstok | \, laporan akhir konsep laporan akhir

6 [Memeriksa data-data dan laporan kegiatan L3 Data mingguan dan konsep 2 hari  |Data mingguan dan
simonstok i laporan akhir laporan akhir

7 |Menggandakan dan mengarsipkan laporan Ya ,( suletid ] Data mingguan dan laporan 30 menit |Arsip

akhir




[Nomor SOP 79 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efekdif =
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
g insi Nusa Tenggara Timur’
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN NIP 196402101986031029
SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Penerbitan Sertifikat Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan dan
Judul SOP
atau/Rumah Kemas
Dasar Hukum: Kualifikasi pelaksana :

1

2
3.
4

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan lklan Pangan;

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan

Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices For Fruit And Vegetables );

1. Pendidikan minimal S1 Pertanian, S1 Analis Pangan
2. Memahami prosedurftata cara sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata cara Penerapan dan Registrasi
Kebun Atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu Pangan
Segar Asal Tumbuhan;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk pada
Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;
9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;
10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 36 Tahun 2018 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di Provinsi
NTT,;
11. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 167/KEP/HK/2017 tentang Otoritas Kompeten Keamanan
Pangan Daerah Provinsi NTT.
Keterkaitan: Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer, Laptop, printer, telepon
3. SOP Pertemuan Komisi Teknis 3. DPA/DIPA/DIPA Revisi
4. SOP Audit Lapang 4. POK/ROK
Peringatan: Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Penerbitan Sertifikat Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan dan atawRumah Kemas tidak
dilaksanakan sesuai tahapan maka sertifikat/nomor registrasi tidak dapat diterbitkan

Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy

o




Pemohon/ Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pelaku Usaha/ Manajer i i Keterangan
e Petani 0’:;::?0 Admnistrasi M;::j:r ';:::: I’sl Au;i;t;:::PC Laboratorium Kelengkapan Waktu Output 9
dan Teknis
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. |Pemohon pelaku usaha PSAT Surat Permohonan, kelengkapan 1 Hari |Surat permohonan, kelengkapan
(Petani/Poktan/ Gapoktan) @ administrasi dan kelengkapan administrasi dan kelengkapan
mengajukan permohonan teknis Pelaku Usaha teknis Pelaku Usaha
kepada OKKP-D
2. |Ketua OKKP-D Menerima Surat permohonan, kelengkapan 1 Hari |Disposisi Surat permohonan,
Permohonan dan didisposisikan E administrasi dan kelengkapan kelengkapan administrasi dan
ke Manager Administrasi dan teknis Pelaku Usaha kelengkapan teknis Pelaku Usaha
Teknis
3. |Melakukan verifikasi/kaji ulang Disposisi Surat permohonan, 1 Hari |Checklist kelengkapan dokumen,
kelengkapan berkas usulan Tidak kelengkapan administrasi dan tanda terima dokumen, Dokumen
pelaku usaha, jika tidak disetujui kelengkapan teknis Pelaku Usaha Pelaku Usaha
dikembalikan kepada pelaku Ya
usaha S5
4. |Menyusun dan pemberitahuan Checklist kelengkapan dokumen, 2 Hari [Surat Tugas, Surat
jadwal pelaksanaan audit lapang I tanda terima dokumen, Dokumen Pemberitahuan Audit,
dan penunjukkan Tim Audit Pelaku Usaha Kelengkapan Audit dan
Perlengkapan Pengambilan
sample
5. |Melaksanakan penilaian dan Surat Tugas, Surat Pemberitahuan | 3 Hari |Laporan Hasil Penilaian Lapang
pengambilan contoh oleh Tim Audit, Kelengkapan Audit dan BA pengambilan Sample dan
Auditor Perlengkapan Pengambilan sample/Contoh PSAT
sample
6. |Pengujian contoh ke Laporan hasil penilaiain lapang, 10 Hari |Surat Pengiriman Sample dan
laboratorium yang terakreditasi BA Pengambilan Sample/contoh Hasil Uji Lab
7. |Penyusunan dan penyampaian | Surat Pengiriman Sample dan 1 Hari |Laporan Hasil Uji Laboratorium,
laporan hasil penilaian lapang v Hasil Uji Lab Ringkasan Laporan Hasil
dan pengambilan sample serta Penilaian
hasil uji oleh Tim Auditor kepada
Ketua OKKP-D
8. |Persiapan Pertemuan Komisi Laporan Hasil Uji Laboratorium, 7 Hari |Undangan Pertemuan, Ringkasan
Teknis .I E Ringkasan Laporan Hasil Penilaian Laporan Penialaian lapang,
Laporan Hasil Uji Laboratorium,
Daftar Hadir, Draf BA
Rekomendasi Penerbitan
9. |Pembahasan hasil penilaian Undangan Pertemuan, Ringkasan | 3 Hari |[Notulen Rapat BA Rekomendasi
dalam rangka penerbitan I:'Zl Laporan Penialaian lapang, Penerbitan Sertifikasi/Registrasi
rekomendasi sertifikasi/registrasi Laporan Hasil Uji Laboratorium,
Daftar Hadir, Draf BA
Rekomendasi Penerbitan
Serifikasi/Registrasi
10. |Penerbitan Keputusan Notulen Rapat BA Rekomendasi 1 Hari |Sertifikat/Nomer Registrasi/Surat
Sertifikasi. | Penerbitan Sertifikasi/Registrasi Pemberitahuan
m‘ penolakan/penundaan
11 |Mengarsipkan copy l ’( Selesai ) Sertifikat/Nomer Registrasi/Surat | 5 Menit |Copy Sertifikat/Nomor Registrasi
Sertifikat/Nomor Registrasi Pemberitahuan
penolakan/penundaan 4’;'



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

[Nomor SOP 80 Tahun 2021

 Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Rewvisi

Tan Efektif

Disahkan oleh K

ProvinsiNNusa Tenggara Timur b

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Pertemuan Komisi Teknis

Dasar Hukum:

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan;

3. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan
Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices For Fruit And Vegetables ),

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata cara Penerapan dan
Registrasi Kebun Atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik;

6. Peraturan Menteni Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu
Pangan Segar Asal Tumbuhan;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;

9. Peraturan Daerah Provinsi NTT Nomor | Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9
tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 36 Tahun 2018 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di
Provinsi NTT;

11. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Keputusan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 167/KEP/HK/2017 tentang Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal S1 Pertanian, S1 Analis Pangan
2. Memahami prosedur/tata cara sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Keterkaitan:

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk

2. SOP Penanganan Surat Keluar

3. SOP Penerbitan Sertifikat Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan atau/Rumah Kemas
4. SOP Audit Lapang

1. ATK

2. Komputer, Laptop, printer, telepon
3. DPA/DIPA/DIPA Revisi

4. POK/ROK

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan ;

Apabila SOP Pertemuan Komisi Teknis tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka proses penerbitan Sertifikasi
Prima 3/Prima 2/Registrasi PSAT/Rumah Kemas tidak dapat dilakukan karena tidak ada Rekomendasi
Penerbitan Sertifikat/Nomor Registrasi dari Komisi Teknis

Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Manajer | Komisi |Auditor/PPC/P Keterangan
Admnistrasi | Teknis MHP Fislengiapen et Suipw
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Manager Administrasi membuat surat undangan dan Surat Undangan 3 Hari [1) Daftar Hadir; 2) Format
mempersiapkan bahan pertemuan untuk di laporkan _.' Mulai ] Koreksi
kepada Komisi Teknis
2. |Pertemuan Komisi Teknis dipandu oleh Manajer 1) Daftar Hadir; 2) Format 1 Hari |1) Laporan Hasil Audit
Teknis dan dihadiri oleh 3 (tiga) orang Komisi Teknis, Koreksi Kecukupan Dokumen; 2)
Auditor Lapang dan Personil OKKP-D Laporan hasil Audit Lapang
3. |Auditor Manyampaikan Laporan hasil Audit kepada 1) Laporan Hasil Audit 1 Hari |Berkas Hasil Koreksi Komisi
Komisi Teknis Kecukupan Dokumen; 2) Teknis
Laporan hasil Audit Lapang
4. |Komisi Teknis Menyampaikan tanggapan =" Berkas Hasil Koreksi Komisi 1 Hari |Notulen Rapat
(rekomendasi) terhadap hasil audit (kesesuaian dan Teknis
ketidaksesuaian) apakah proses sertifikasi/regitrasi
dapat dilanjutkan, ditunda atau ditolak Tidak Va
5. |Manager Administrasi menyiapkan Berita Acara Notulen Rapat 1 Hari |Format Berita Acara
Rekomendasi penerbitan Sertifikat/Nomor Registrasi Rekomendasi
Sertifikasi/registrasi
6. |Komisi Teknis menandatangani Berita Acara Format Berita Acara 1 Hari |Berita Acara Rekomendasi
Rekomendasi penerbitan Sertifikat/Nomor Registrasi _.El Rekomendasi Sertifikasi/Registrasi yang telah
Sertifikasi/registrasi ditandatangani
7. |Arsip Berita Acara Rekomendasi yang telah L 4 Berita Acara Rekomendasi 1 Hari |Arsip Berita Acara Rekomendasi
ditandatangani yang akan diserahkan ke ketua OKKP Selesai Sertifikasi/Registrasi yang telah Sertifikasi/Registrasi yang telah
D ditandatangani ditandatangani




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Nomor SOP

31 Tahun 2021

27 September 2021

Tanggal Pembuatan
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

isahkan oleh / Kepala Dinas Pertanian dan Ketaha_anaTangan
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Dasar Hukum:

Kualifikasi pelaksana :

1.

2
3.
4

10.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 27/Permentan/PP.340/5/2000 tentang Pengawasan

Keamanan Pangan terhadap Pemasukan dan Pengeluaran Pangan Segar Asal Tumbuhan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP AP di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya
Buah dan Sayur yang Baik (Good Agriculture Practices For Fruit and Vegetables);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional ;

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
NTT;

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur;

1. Pendidikan minimal S1 Pertanian, S1 Analis Pangan
2. Menguasai operasional komputer
3. Memahami prosedur/tata cara sertifikasifregistrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)

Keterkaitan:

Peralatan/perlengkapan :

1
2.

SOP Penanganan Surat Masuk
SOP Penerbitan Sertifikat Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan dan atau/Rumah
Kemas

1. ATK

2. Komputer, Laptop, printer, telepon
3. DPA/DIPA/DIPA Revisi

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pengawasan Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) tidak dilaksanakan
sesuai tahapan maka akan berdampak pada kesehatan masyarakat

Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Ket.
Kepala Dinas | Kepala Bidang | Kepala Seksi Pelakastng Kelengkapan Waktu Output
1. |Menugaskan Kepala Bidang Ketahanan Pangan Disposisi 5 Menit Disposisi
dan Penyuluhan untuk melakukan pengawasan m
keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT)
2. |Menugaskan Kepala Seksi Konsumsi dan Disposisi 10 Menit  |Disposisi
Keamanan Pangan untuk membuat konsep
Petunjuk Teknis (Juknis) Pengawasan Keamanan
PSAT dan membentuk Tim Pengawasan
3. |Membuat konsep Juknis Pengawasan Keamanan ¢ Disposisi Tugas dan 1Jam Juknis Pengawasan
PSAT dan menyusun Tim Pengawasan Pedum Keamanan Pangan
PSAT dan SPT Tim
Pengawas
4. |Membuat konsep Juknis Pengawasan Keamanan Konsep Juknis 1 Jam Juknis Pengawasan
PSAT dan menyusun Tim Pengawasan Pengawasan Keamanan Pangan
v Keamanan Pangan PSAT dan SPT Tim
Tideg PSAT dan SPT Tim Pengawas
Pengawas
5. |Menyampaikan konsep Juknis Pengawasan Juknis Pengawasan 15 menit  |Juknis Pengawasan
Keamanan PSAT dan SPT Tim Pengawasan, dan \ Keamanan Pangan Keamanan Pangan
membubuhkan paraf, lalu diteruskan ke Kepala < PSAT dan SPT Tim PSAT dan SPT Tim
Bidang Pengawas Pengawas
Ya
6. |Menyampaikan Juknis Pengawasan Keamanan L_'__"’ Juknis Pengawasan 10 menit  |Juknis Pengawasan
PSAT dan SPT Tim Pengawasan dan Keamanan Pangan Keamanan Pangan
membubuhkan paraf dan diteruskan ke Kepala PSAT dan SPT Tim PSAT dan SPT Tim
Dinas | Pengawas Pengawas
7. |Menandatangani Juknis dan SPT Susunan Tim ‘L_—""‘—_' Juknis Pengawasan 10 menit  |Juknis Pengawasan
Pengawasan. Dan diteruskan ke Kepala Dinas Keamanan Pangan Keamanan Pangan
PSAT dan SPT Tim PSAT dan SPT Tim
T Pengawas Pengawas
8. [Menerima Juknis dan Susunan Tim Pengawas, = \l« Juknis Pengawasan 10 Menit  |Juknis Pengawasan
membubuhkan cap, mencatat di buku agenda Keamanan Pangan Keamanan Pangan
serta menyerahkan kepada Kepala Seksi sebagai PSAT dan SPT Tim PSAT dan SPT Tim
pedoman dalam melaksanakan T Pengawas Pengawas
9. |Melaksanakan pengawasan bersama Tim - Juknis Pengawasan 3 hari Laporan Hasil
Pengawas dan membuat laporan hasil Keamanan Pangan Pengawasan

Pengawasan PSAT kepada Kepala Bidang dan

kepala Dinas

PSAT dan SPT Tim
Pengawas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Nomor SOP 82 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tang_gal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

sa Tenggara Timur §

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Audit Lapang Pelaku Usaha

IE)anr Hukum:

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;
Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan |klan Pangan;

2,
3. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48/Permentan/OT.140/10/2009 tentang Pedoman Budidaya Buah dan
Sayur Yang Baik (Good Agriculture Practices For Fruit And Vegetables);

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 62/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Tata cara Penerapan dan
Registrasi Kebun Atau Lahan Usaha Dalam Budidaya Buah dan Sayur Yang Baik;

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 53/PERMENTAN/KR.040/12/2018 tentang Keamanan dan Mutu
Pangan Segar Asal Tumbuhan;

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 15 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk
pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pertanian;

9. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

10. Peraturan Gubernur NTT Nomor 36 Tahun 2018 tentang Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan di
Provinsi NTT;

11. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

12. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 167/KEP/HK/2017 tentang Otoritas Kompeten
Keamanan Pangan Daerah Provinsi NTT.

1. Pendidikan minimal S1 Pertanian, S1 Analis Pangan
2. Memahami prosedur/tata cara Audit Lapang sertifikasi/registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan

(PSAT)

Keterkaitan:

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Penanganan Surat Keluar
3. SOP Penerbitan Sertifikat Prima 2, Prima 3 dan Nomor Registrasi PSAT dan atau/Rumah Kemas
4. SOP Pertemuan Komisi Teknis

1. ATK

2. Komputer, Laptop, printer, telepon
3. DPA/DIPA/DIPA Revisi

4. POK/ROK

|Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Audit Lapang Pelaku Usaha tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka proses penerbitan
sertifikat/nomor regitrasi akan terhambat oleh karena tidak ada Laporan Hasil Audit Lapang

Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




Pemohon/ Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pelaku Usahal Manajer Keterangan
P NO | somaintensl | SIS | AORRICPPLS Kelengkapan Waktu Output e
Petani OKKP-D dan Teknis Mutu PMHP
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
8 - e o Dokumen Permohonan dari Rencana Pelaksanaan Audit
?:;acr?;a Pelaksanaan Audit —|-.MB Pelaku Usaha 1 Hari Lapang
2. |Manager administrasi membuat Rencana Pelaksanaan Audit 1 Hari Surat Pelaksanaan Audit
Surat Pemberitahuan jadwal j Lapang Lapang
audit dan Pelaksanaan Audit
kepada Pelaku Usaha
3. |Pelaku usaha dapat v Surat Pelaksanaan Audit 1 Hari Surat Tugas
menyampaikan kebersediaanya Lapang
untuk dilakukan audit lapang
3. |Manajer Administrasi membuat h 4 Surat Tugas 1 Hari 1) Surat Tugas; 2) Format
Surat Tugas dan menyiapkan Penilaian; 3) Daftar Evaluasi
format Audit Lapang Auditor; 4) Daftar Hadir
4. |Auditor Melakukan Audit Lapang 1) Surat Tugas; 2) Format 2 Hari 1) LKS; 2) Ringkasan KTS;
- Penilaian; 3) Daftar Evaluasi 3) Program Tindakan
Auditor; 4) Daftar Hadir Perbaikan; 4) Status
Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan
5. |Auditor membuat laporan hasil 1) LKS; 2) Ringkasan KTS; 3) 3 Hari Draf Laporan hasil Audit
audit ke Ketua OKKP-D Program Tindakan Lapang
Perbaikan; 4) Status
Tindakan Perbaikan dan
Pencegahan
6. |Manajer Administrasi Draf Laporan Hasil Audit 1 Hari Laporan Hasil Audit Lapang

mengarsipkan laporan sebagai
bahan pertemuan Komisi Teknis

Lapang




: Nomor SOP B3 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
an ekt
isahkan oleh _ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
/Wﬂmu
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ylLec
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pamblna Utama Muda
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN NIP 196402101986031029
SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN Judul SOP Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Sehat dan Aman (B2SA) dan
Kuliner
Dasar Hukum: Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan; 1. Pendidikan minimal S1

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi; 2. Menguasai operasional komputer

2

3. Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025; | 3. Berpengalaman menjadi juri di kegiatan serupa

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP AP di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional ;

6. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

7. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
NTT;

8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

Keterkaitan: Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Keluar 2. Komputer, Laptop, printer, telepon

3. DPA/DIPA/DIPA Revisi

Peringatan: Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Lomba Cipta Menu Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA) dan Kuliner tidak |Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy
dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak pada tidak tersedianya bahan evaluasi
pemerintah dalam merumuskan kebijakan pangan




Pelaksana Mutu Baku
Panitia
Peserta
Telap ragian Kabid Ketahanan | Kasie. Konsumsi [ Pejabat m';"'“b‘ TimJuri |KepalaDinas|  Kelengkapan Waktu Output e
Pangan dan dan Keamanan | Pelaksana/ upaten/
Penyuluhan Pangan Panitia Kota
Menugaskan Kepala Seksi untuk melakukan Disposisi Tugas 5 Menit |Disposisi Tugas
kegiatan momba cipta menu pangan lokal m
dan kuliner
Menugaskan staf untuk berkoordinasi dengan Disposisi Tugas 10 Menit |Disposisi Tugas dan
tim peserta lomba untuk mengetahui Pedum
kesediaan tim tersebut
Mendaftar peserta lomba dan menu apa saja Disposisi Tugas dan 1Jam |SK Juri, SK Panitia,
yang akan disediakan masing-masing Pedum Form Penilaian, Pedum
peserta, serta administrasi lainnya.
6 &
Mengikuti lomba tersebut serta menentukan SK Juri, SK Panitia, 1Jam |Menu
skil masing-masing tim untuk merebut juara Form Penilaian, Pedum
Mengemukakan komentar dan selanjutnya Menu 15 menit |Hasil Penilaian
Menentukan pemenang dalam lomba tersebut
Perwakilan utama dalam pemberian piala, Hasil Penilaian 10 menit |Piala, Piagam
piagam penghargaan dan hadiah lainnya Penghargaan, hadiah
lainnya
Peserta Pemenang Lomba akan v Piala, Piagam 10 menit |Pemberian resep menu,
direkomendasi untuk mengikuti lomba tingkat Penghargaan, hadiah dokumentasi menu
Nasional lainnya
Dokumentasi, penyelesaian administasi Pemberian resep 1Jam [Laporan Kegiatan

lainnya dan membuat laporan kegiatan.

menu, dokumentasi
menu,




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN
SEKSI KONSUMSI DAN KEAMANAN PANGAN

Nomor S0P

B4 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

ﬁal Revisi

anggal Efektif

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan E’angan
irsi-Nusa Tenggara Timur

[

TP
embina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP

Survey Dan Pengumpulan Data Analisis Konsumsi Pangan Penduduk

Dasar Hukum:

Kualifikasi pelaksana :

1,

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi;
3.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang SOP AP di Lingkungan

Peraturan Presiden No. 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;

Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional ;

Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT;

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 12 Tahun 2019 fentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
NTT;

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur;

1. Pendidikan minimal S1 Pertanian, S1 Analis Pangan
2. Menguasai operasional komputer dan memahami Analisis Konsumsi Pangan

Keterkaitan:

Peralatan/periengkapan :

SOP Analisis Pola Pangan Harapan (PPH)

1. ATK

2. Komputer, Laptop, printer, telepon
3. DPA/DIPA/DIPA Revisi
4. Data Hasil Survey Konsumsi Pangan Penduduk

Peringatan:

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Survey dan Pengumpulan Data Analisis Konsumsi Pangan Penduduk tidak
dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak pada tidak tersedianya bahan evaluasi
|pemerintah dalam merumuskan kebijakan pangan

Disimpan dalam bentuk hardcopy dan softcopy




“Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan KOMK::'II:; dan E:;I‘kni: Pejabat Ketr':::an Sekretari Kepala Di R Waktu Cutsut Keterangan
Keamanan 1K mﬂta Pelaksana | Pangan dan sl b e i
Pangan Penyuluhan
1. |Berkoodinasi Dengan Tim Teknis Surat, Juknis 30 Menit |Surat, Juknis
Kabupaten/Kota bahwa akan dilakukan survey m
konsumsi pangan pada penduduk
2. |Menentukan Rumah Tangga yang akan di survey Surat, Juknis 1Hari |Data Rumah Tangga
dan berkoordinasi dengan Tim pembina Provinsi sampling
L
3. |Bersama staf melakukan survey sesuai surat Data Rumah Tangga 15 menit |Kuisioner Survey
tugas di kabupaten/Kota masing-masing sampling
4. |Mengumpulkan data lalu mengolah data tersebut Kuisioner Survey 2hari |Konsep Laporan Survey
menjadi Laporan Hasil Survey dan Analisis tidak dan Analisis Konsumsi
Konsumsi Pangan Penduduk 5] Pangan Penduduk
5. |Memeriksa hasil konsep laporan tersebut. abila Konsep Laporan 30 menit |Laporan Survey dan
setuju membubuhkan paraf dan di teruskan ke \ Survey dan Analisis Analisis Konsumsi
Kapala Bidang, apabila tidak setuju dikembalikan < Konsumsi Pangan Pangan Penduduk
ke pejabat pelaksana untuk diperbaiki ¢ Penduduk
a
6. |Menerima Laporan Survey dan Analisis Laporan Survey dan 10 menit |Laporan Survey dan
Konsumsi Pangan Penduduk lalu membubuhkan Analisis Konsumsi Analisis Konsumsi
paraf dan diteruskan ke Sekretaris Dinas Pangan Penduduk Pangan Penduduk
7 |Menerima Laporan Survey dan Analisis Laporan Survey dan 10 menit |Laporan Survey dan
Konsumsi Pangan Penduduk lalu membubuhkan Analisis Konsumsi Analisis Konsumsi
paraf dan diteruskan ke Kepala Dinas Pangan Penduduk Pangan Penduduk
8 |Menerima Laporan Surver dan Analisis Konsumsi W Laporan Survey dan 10 menit |Laporan Survey dan
Pangan Penduduk dan membubuhkan tanda Analisis Konsumsi Analisis Konsumsi
tangan. I Pangan Penduduk Pangan Penduduk
9 |Menggandakan Laporan tersebut, mengirim ke Laporan Survey dan 1Jam |Laporan Survey dan

Kabupaten/kota dan menyimpan arsip

Analisis Konsumsi
Pangan Penduduk

Analisis Konsumsi
Pangan Penduduk




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SEKS| HORTIKULTURA

Nomor SOP 85 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur b
JEecky Freaerich Koll, STP

Pembina Utama Muda
NIP. 196402011986031029
Judul SOP Perencanaan Kegiatan

Dasar Hukum:

Kualifikas| Pelaksana:

1 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 - 2022

4 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1 Pendidikan minimal S1

2 Memahami tata naskah dinas
3 Mampu mengoperasikan laptop/komputer

Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan:
1 SOP Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 1 ATK
2 SOP |dentifikasi dan Verifikasi Calon Petani/Calon Lahan 2 Lap/Komputer
3 SOP Pelaporan 3 Printer
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila SOP Perencanaan Kegiatan tidak dileksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak pada Hasil
Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura yang tidak maksimal

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
o L Kepala Kasie Pejabat | (o engkapan [Waktu Output et
Bidang | Hortikultura | Pelaksana
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 [Mengintruksikan kepada Kasie Hortikultura untuk menyiapkan Disposisi Surat, Disposisi Surat,
konsep perencanaan dan pelaksanaan kegiatan seksi hortikultura || Mulai Laporan tahun | 5 - 10 menit | Laporan tahun
sebelumnya sebelumnya
2 [Menugaskan pejabat pelaksana untuk menyiapkan konsep ¥ : = |
perencanaan kegiatan pengembangan tanaman hortikultura Disposisi Surat, -
berdasarkan langkah-langkah operasional bidang dan hasil evaluasi Laporan tahun | 2 Minggu |Draf DPA, DIPA
tahun sebelumnya serta sumber data yang ada sebakimviyn
3 |Menyiapkan konsep perencanaan kegiatan pengembangan
tanaman hortikultura berdasarkan langkah-langkah operasional Draf DPA, DIPA,
bidang dan hasil evaluasi tahun sebelumnya serta sumber data Draf DPA,DIPA|  1bulan  frnp ‘pap
yang ada
4 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju memaraf dan meneruskan ke / Tidak Draf DPA, Konseo usulan
kepala bidang, jika tidak setuju dikembalikan ke pejabat pelaksana Ya \ DIPA, TOR, 1 Jam RKA P
RAB
5 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju menandatangani dan i
meneruskan ke pejabat pelaksana, jika tidak setuju dikembalikan ke fidak Konsep usiden 4darn  [FODSp URIN
kepala seksi / RKA FoNn
6 |Mengirimkan dan mengarsipkan rencan kegiatan dan anggaran ke Ya ,
Suba Bagian PDE 3[ Selessl Konsep usulan | 46 menit |Usulan RKA

RKA

i




86 Tahun 2021

Nomor SOP

| Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

| Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

YProvinsi Nusa Tenggara Timur 5
W ecky Frederichi Kol ST
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP. 196402011986031029
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ) )
SEKS! HORTIKULTURA Judul SOP Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis
|Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 - 2022

4 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubemnur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubermnur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

1 Pendidikan minimal S1

2 Memahami tata naskah dinas
3. Mampu mengoperasikan laptop/komputer

2 SOP Pelaporan
3 SOP Perencanaan Kegiatan

Tenggara Timur.
|Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan:
1 SOP Identifikasi dan Verifikasi Calon Petani/Calon Lahan 1 ATK

2 Laptop/Komputer
3 Printer

'F-';rhgahn:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila SOP Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis tidak dilaksanakan sesuai tahapan
maka akan berdampak pada Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura yang tidak

maksimal

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

—_—




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Kasie Pejabat Ket
t
Bidang | Hortikultura | Pelaksana HMangRapan [sk Quipas
2 8 o +] yi 8 9 10
Mengintruksikan kepada Kasie Hortikultura untuk menyiapkan hedy t _ 5 e
juklak/juknis kegiatan seksi hortikultura Mulai igaami s 36 10menk | Iaepama G
2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk menyiapkan konsep N Discosial Surat
juklak/juknis kegiatan seksi horti berdasarkan Pedoman Umum Disposisi Surat 2 Hari Pe:man U
3 [Menyusun, menyiapkan konsep JUKLAK/JUKNIS dan Petunjuk = "
. g 2 . Sposis| surat, : onsep
Teknis kegiatan dan menyerahkan ke kasie hortikultura Pedoman Umum | 2 MP99Y | ki Juknis
4 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju memaraf dan meneruskan ke Ya Tidak Konsep Konsep
Kepala Bidang, !lka t{dgk setuju dikembalikan ke pejabat / Juklak/Juknis THar | L iak/Juknis
pelaksana untuk diperbaiki A X
5 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju menandatangani dan ok " Buk
diserahkan ke pejabat pelaksana untuk ditindaklanjuti, jika tidak Jukl:k’}j:ﬁnis 1 Hari J:H‘;w Sk
setuju dikembalikan ke kepala seksi v
6 [Mengirimkan dan mengarsipkan Juklak/Juknis
9 SR AL >| Selesai Buku Juklakfjuknis | 3 Hari Ie”‘a'”.myaﬂ'
uklak/juknis




Nomor SOP 87 Tahun 2021

| Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
i Tenggara Timur.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP. 19684020119868031029
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKS! HORTIKULTURA Judul SOP Bantuan Sarana Produksi dan Sarana Budidaya
[Dasar Hukum: Kualifikas| Pelaksana:
1 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 1 Pendidikan minimal S1
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang| 2 Memahami Teknik Budidaya Tanaman
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3 Memahami tata naskah dinas
3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi| 4 Mampu mengoperasikan laptop/komputer

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018 - 2022

4 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan:
1 SOP Perencanaan Kegiatan 1 ATK
2 S0P Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 2 Lap/Komputer
3 SOP |dentifikasl dan Verifikasi Calon Petani/Calon Lahan 3 Printer

4 SOP Pelaporan

Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Apabila SOP Bantuan Sarana Produksii dan Sarana Budidaya tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy
berdampak pada Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura yang tidak maksimal




No Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Kepala Kasi Pejabat PPK Pejabat | Penyedia | Petani |Kelengkapa| .. Okt Ket
Bidang | Hortikultura | Pelaksana Pengadaan | Barang | Penerima n i
1 2 s 4 5 6 Vi 8 9 10
1 |Mengintruksikan kepada Kasie Hortikultura untuk menyiapkan surat
pelaksanaan Penyaluran Bantuan Sarana Budidaya dan Sarana I Mulai Disposisi 5-10 D o Guiid
Produksi Kegiatan Pengembangan Tanaman Hortikultura Surat el [T e
2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk menyiapkan surat Pelaksanaan : I
Penyaluran Bantuan Sarana Budidaya dan Sarana Produksi Kegiatan Dl;postm 9 15: :""5932 S;;::
Pengembangan Tanaman Hortikultura i MAnk: Jow S5 DORL
3 |[Menyusun dan menyiapkan konsep surat beserta kelengkapannya dan Tidak Y usulan
menyerahkan ke kasi hortikultura Surat SK | 1 Jam |KONSeP Surat,
EPIL SK CP/CL
4 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju memaraf dan meneruskan ke Kabid, Konsep
jika tidak setuju dikembalikan ke pejabat pelaksana untuk diperbaiki wl /N Surat, SK | - 1? g;";’;&‘“‘-
gpgy. | e
5 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju menandatangani dan meneruskan ke \ g Konsep 82 Surat, SK
PPK, jika tidak setuju dikembalikan ke Kasi untuk diperbaiki Tidak Surat, SK | > ' |CPICL, DPA,
ceict | ™™ |pipA
6 |[Menyusun Kerangka Acuan Kerja, RAB, Dokumen teknis lainnya dan o
menyerahkan ke pejabat pengadaan untuk menyusun dokumen kontrak, N Surat, SK | |5iiumen
menjadwalkan pelelangan/pengadaan langsung/ penunjukan langsung Dg:fgll‘r; " 1 Minggu |\ ontrak
bantuan sarana produksi/sarana budidaya ;
7 |Menyusun dokumen kontrak, menjadwalkan pelelangan/pengadaan
: ; Dokumen f Barang
langsung/ penunjukan langsung bantuan sarana produksi/sarana 1 Minggu :
g Kontrak Saprodi
budidaya
8 |Melaksanakan penyaluran barang sesuai dengan perjanjian kontrak ke Barang 1-3 Penyaluran
kelompok tani penerima )l Saprodi Bulan Barang_
Saprodi
8 |Menerima bantuan sarana produksi/sarana budidaya dan | Penyaluran Pemanfaatan
memanfaatkan barang bantuan Selesai Barang Barang
Saprodi Saprodi




Nomor SOP 88 Tahun 2021
| Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
| Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
W Provinsi Nusa Tenggara Timurg
Fred ST
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP. 198402011986031028
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKS! HORTIKULTURA Judul SOP Bantuan Cadangan Stok Sayuran dan Buah
IBaur Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 - 2022

4 Peraturan Gubermnur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provingi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1

2
3
4

Memahami Teknik Budidaya Tanaman
Memahami tata naskah dinas
Mampu mengoperasikan laptop/komputer

[Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan:
1 SOP Perencanaan Kegiatan 1 ATK
2 SOP Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 2 Lap/Komputer
3 SOP Identifikasi dan Verffikasi Calon Petani/Calon Lahan 3 Printer
4 SOP Pelaporan
F‘ering-tan: Pencatatan dan pendataan:

Apabila SOP Bantuan Cadangan Stok Sayuran dan Buah tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan
berdampak pada Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura yang tidak maksimal

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

-,




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Kasie Pejabat Ket
tput
Bidang |Hortikultura| Pelaksana Masyarakat | Kelengkapan Waktu Outpu
2 3 B 5 6 7 8 9 10
Menerima proposal/surat permohonan bantuan benih sayuran dan buah dari !l W
petani, gapoktan, lembaga agama dan lembaga kemasyarakatan lainnya dan Mulai D""P“s"": Surat, | & 10 menit D""’s'si‘ Surat,
menugaskan kasi hortikultura untuk melakukan verifikasi SR P
2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk melakukan verifikasi proposal/surat . L Disposisi Surat,
permohonan bantuan benih sayuran dan buah dari petani, gapoktan, lembaga D;;pg::‘l! Sural, | 5_40menit |proposal, Form
agama dan lembaga kemasyarakatan lainnya prop BAST
3 [Melakukan verifikasi proposal/surat permohonan bantuan benih sayuran dan Disposisi Surat, s Boih
buah, menyiapkan form BAST dan menyerahkan ke kasie hortikultura proposal, Form 5- 10 Menit BAST P
’ ! BAST
4 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju memaraf dan meneruskan ke kabid, jika - Tidak Konsep Form 5. 10 Menit |KONSEP Form
tidak setuju dikembalikan ke pajabat pelaksana l V4 BAST E et IgasT
5 quelaah, mengor_.eksi.. jika se.tuju. menar:ndatangani dan meneruskan ke Tibiak Konsep Form  |Form BAST dan
pejabat pelaksana, jika tidak setuju dikembalikan ke kapala seksi BAST S-10Menit 1o ntuan Benih
6 |Menyiapkan form BAST dan ditandatangani oleh petani, menyerahkan Ya
bantuan benih sayuran dan buah ke gapoktan, lembaga agama dan lembaga ;"":‘ BAST ‘f':" 30 menit gAStT::gan,h
kemasyarakatan lainnya phaiicad ol ;
7 |Memanfaatkan bantuan benih dengan melakukan penanaman di lahan BAST ¢
mereka dan melaporkan perkembangan tanaman ke kepala seksi secara et R 1 Minggu |Draf Laporan
ntuan Benih
berkala
8 |Melakukan pembinaan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan v
pengembangan hortikultura: Cadangan Stok Sayuran dan Buah, menugaskan Draf Laporan 4 Hari Laporan
pejabat pelaksana untuk merekap laporan hasil kegiatan
9 |Merekap seluruh laporan hasil kegiatan pengembangan hortikultura: ;
Cadangan Stok Sayuran/buah dan diserahkan ke kasi untuk selanjutnya Selessi Laporan 1 Minggu LA A
P Kegiatan

diserahkan ke kabid

ke



Nomor SOP 89 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

| Tanggal Revisi

i Tanggal Pengesahan

| Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

i Nusa Tenggara Tlmur.
(
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP. 196402011986031029
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ) . 3
SEKSI HORTIKULTURA Judul SOP Identifikasi dan Verifikasi Calon Petani/Calon Lahan
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:

1 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025

2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 - 2022

4 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa‘

Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1
2 Memahami tata naskah dinas
3 Mampu mengoperasikan laptop/komputer

Keterkaitan: ’l;aulaunfporlengkaptn:
1 SOP Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 1 ATK
2 SOP Pelaporan 2 Lap/Komputer
3 SOP Perencanaan Kegiatan 3 Printer

|Peringatan:

Pencatatan dan pendataan:

Apabila SOP |dentifikasi dan Verifikasi Calon Petani/Calon Lahan tidak dilaksanakan sesuai tahapan
maka akan berdampak pada Hasil Pelaksanaan Pengembangan Kawasan Hortikultura yang tidak
maksimal

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




" Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kasie Pejabat Kepala Dinas Ket
NPl Siang Hortikultura Pelaksana Sek. Dinss Prov /Kab Tenapen: (Vi S
1 b 3 4 5 6 Vil 8 9 10
1 |Menugaskan Kasie Hortikultura untuk menyiapkan konsep surat
permohonan CP/CL kegiatan seksi hortikultura Mulai DPA, DIPA 5-10 menit (Disposisi Surat
2 |Menugaskan pejabat pelaksana menyiapkan konsep surat permohonan Konsep Surat
CP/CL kegiatan seksi hortikultura Disposisi Surat 1-2jam alokasi kegiatan
3 |Menyusun dan menyiapkan konsep surat permohonan CP/CL kegiatan K
; : : i onsep Surat " Konsep Surat
seksi hortikultura dan menyerahkan ke kasie hortikultura alokasi kegiatan S-10menit | o1 aei kegiatan
4 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju memaraf dan meneruskan ke kabid, jika .
tidak setuju dikembalikan ke pejabat pelaksana untuk diperbaiki Ya fidak :‘;::szi‘;:‘m“ 5 - 10 menit :'z:zifki‘;:: s
5 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju memaraf dan meneruskan ke sekdis, jika
tidak setuju dikembalikan ke kepala seksi untuk diperbaiki Yidak :l‘;::szi‘;'I:an 5 - 10 menit :g;zgfki‘;ztwn
i i
6 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju memaraf dan meneruskan ke kepala
dinas, jika tidak setuju dikembalikan ke kabid untuk diperbaiki Ya_ > Ya :;i:szse;ri::an 5 - 10 menit :I‘::‘Zifki‘;z‘m
7 [Menelaah, mengoreksi, jika setuju menandatangani dan diserahkan kepada| Tidak :
pejabat pelaksana untuk ditindaklanjuti, jika tidak setuju dikembalikan ke Ya Konsep Surat §- 10 menit |Surat alokasi
sekdis untuk diperbaiki \ alokasi kegiatan kegiatan
8 |Mengirimkan dan mengarsipkan surat permohonan CP/CL E Surat alokasi 2_ahari  |SK usulan CPOL
kegiatan
9 |Kepala Dinas pertanian kabupaten mengusulkan CPCL ke dinas provinsi 8t usulan CPOL 4-5Hai  |8K usutan cPCL
usulan - 5 Hari usulan
10 |Menerima SK usulan CPCL dari kabupaten pelaksana dan menugaskan
kasie dan pejabat pelaksana melakukan identifikasi dan verifikasi CP/CL SK usulan CPCL 1 hari SK usulan CPCL
11 |Kepala Seksi dan staf melakukan identifikasi dan verifikasi CP/CL dari
kabupaten pelaksana kegiatan SK usulan CPCL 3-4hari |Surat Tugas
I
12 |Membuat laporan identifikasi dan verifikasi, menyusun SK CPCL N
berdasarkan SK usulan CPCL kabupaten Surat Tugas 1 hari Laporan
13 |Penetapan Surat Keputusan Kepala Dinas tentang petani penerima
kegiatan pengembangan hortikultura Laporan 2-3hari |SKCPCL
14 [Mengirimkan dan mengarsipkan surat permohonan CP/CL
Selesai SK CPCL 5-10menit |SK CPCL

"I-\




Nomor SOP 90 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan
ProviTST Nuga Tenggara Timur L

ecky Frederich Koll, STP

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP. 196402011986031029
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI HORTIKULTURA PGy Foleporen
Dasar Hukum: Kualifikasi Pelaksana:
1 Peraturan Presiden No.81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025 1 Pendidikan minimal S1
2 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang|] 2 Memahami tata naskah dinas
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan 3 Mampu mengoperasikan laptop/komputer

3 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nemor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 - 2022

4 Peraturan Gubernur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan: Peralatan/perlengkapan:
1 SOP Penyiapan Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis 1 ATK
2 SOP Identifikasi dan Verifikasi Calon Petani/Calon Lahan 2 Lap/Komputer
3 SOP Perencanaan Kegiatan 3 Printer
Peringatan: Pencatatan dan pendataan:
Apabila SOP Pelaporan tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak pada Hasil Pelaksanaan Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

Pengembangan Kawasan Hortikultura yang tidak maksimal




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegaiatan Kepala Kasie Kepala | Kelengkap Ket
Bidang | Hortikultura | S* Dinas @ [ Outen
2 3 4 5 6 7 8 9 10
Menugaskan kepada Kasie Hortikultura untuk mempersiapkan Agenda
konsep laporan kegiatan seksi hortikultura Mulai Kgrja 1jam  |Disposisi
2 |Menugaskan pejabat pelaksana untuk menyiapkan konsep Di isi 110 - 15 Menit Konsep
laporan perkembangan kegiatan setiap bulan kegiatan seksi . ) o Laporan
3 |Menyusun dan menyiapkan konsep laporan perkembangan K
3 5 i A : onsep ) Konsep
kegiatan setiap bulan kegiatan seksi horti - Laporan 2minggu |, oooran
4 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju memaraf dan meneruskan ke . Tidak K K
kabid, jika tidak setuju dikembalikan ke pejabat pelaksana untuk E -2 Lonsep 2 jam i
diperbaiki Spor) Laporen
5 |Menelaah, mengoreksi, jika setuju menandatangani dan 5
diserahkan ke pejabat pelaksana untuk diarsipkan, jika tidak L Konsep 2 jam Ev
setuju dikembalikan ke kepala seksi untuk diperbaiki / s LEporan
6 [Mengarsipkan laporan
pestp o Ya Selesai Buku : Buku .
esal 10 Menit [Laporan akhir
Laporan

kegiatan




Nomor SOP 91 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

N Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Frovinsi Nusa Tenggara Timur, g

PEMERINTAH PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA ’L -eck

SEKS| SEREALIA Pembina Utama Muda
NIP 193402101986031029
Judul SOP Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Gerakan
TJPS Tingkat Kabupaten

Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 1. Pendidikan minimal S 1.

Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478); 2. Memahami tupoksi unit kerjanya.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi 3. Menguasai administrasi ringan.

Birokrasi 2010 - 2025. 4, Menguasai penggunaan komputer.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refcrmasi Birokrasi Nomor
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Panerapan Standart Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomior 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Ferangkat DaerahProvinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Ferubahan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

|Keterkaitan : E’reralatanrl’ariengkapan :
1. SCP Penetapan SK CPCL oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 1. ATK
2. SCP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagung dan Saprodi lainnya; 2. Komputer/Laptop
3. SCP Pelaksanaan (3erakan TJPS. 3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila penetapan CPCL Tingkat Kabupaten tidak dilaksanakan maka akan berdampak |Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy
terhadap proses penetapan CPCL. Tingkat Provinsi dan proses pengadaan bantuan
pemerintah dar realisasi Gerakan TJPS di Provinsi NTT.

™




Pelaksana Mutu Baku
3 Kepala
Tahapan Kegiatan Fungsional | Kepala Sekretaris Kepala

PPLPL Pelaksana | Seksi B'f:.:,"g Dinas Dinas Newgapar | Vimdu i
Membuat draf CPCL & Juklak/Juknis 1 hari Draf CPCL
Melakukan verifikasi CPCL gerakan X Draf CPCL 1 bulan |Draf CPCL
TIPS Terverifikasi
Menerima Hasil verifikasi Draf CPCL } Draf CPCL 30 menit |Praf CPCL
Gerakan TJPS dan meneruskan ke Terverifikasi Terverifikasi
Kepala Seksi
Memeriksa draf CPCL Terverifikasi k 4 Draf CPCL 30 menit |Praf CPCL
Gerakan TJPS Terverifikasi Terverifikasi
Menerima dan memeriksa draf Tida Draf CPCL 30 menit |Daftar CPCL
CPCL gerakan TJPS terverifikasi Terverifikasi Terverifikasi

Ya
Membuat Surat Keputusan Kepala I Daftar CPCL 30 menit |Draf SK dan
Dinas tentang Penetapan CPCL Terverifikasi Lampiran CPCL
gerakan TJPS
Memeriksa, memberi paraf dan , Draf 5K dan 30 menit |Draf SK dan
meneruskan Surat Keputusan ke ’l Lampiran CPCL Lampiran CPCL.
Sekretaris Dinas
Memeriksa, memberi paraf dan Tidak “k Draf SK dan 30 menit |Draf SK dan
meneruskan Surat Keputusan ke Ya Lampiran CPCL Lampiran CPCL
Kepala Dinas
Memeriksa dan menandatanganinya X Draf SK dan 30 menit |SK dan Lampiran
Lamgiran CPCL yang
ditandatangani

Menerima SK dan Lampiran untuk SK dan Lampiran |30 menit |SK dan Lampiran
diproses pengiriman CPCL ke Dinas yang yang
Pertanian dan Ketahanan Pangan ditandatangani ditandatangani dan
Prov. NTT diberi nomor




PEMERINTAH PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI| SEREALIA

Nomor SOP _ 32 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 Septamber 2021

Tanggal Revisi

 Tanggal Pengesahan

Cisahkan Oleh
Pembina Utama Muda
NIP 196402101386031029
Judul SOP Sosialisasi Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi/TJPS

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1.

3.

2.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Negara Tahun 1992 Nomor 465, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara can Reformasi Birokrasi Nomor
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasioral
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Ferangkat DaerahProvinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan
Gubernur Nusa Terggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S 1.

2 Maemahami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SCP Penetapan CFCL Tingkat Kabupaten 1 ATK
2 SCP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagung 2 Komguter/Laptop
3 SCP Pelaksanaan Gerakan TJPS 3 Printer

IPeringatan 1

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila kegiatan sosialisasi tidak dilaksanakan maka akan berpengaruh terhadap
Jrespons Dinas Pertanian di Kabupaten, PPL dan Petani terhadap pelaksanaan Gerakan
TJPS.

Cisimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Prosedur : Kegiatan Sosialisasi Gerakan Tanam Jagung Panen Sapi/TJPS

Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala Seksi Kepala Distan
tput
Serealia Bidang TFH | Kabupaten PR Felenghapan " e
1 |Melakukan persiapan pelaksanaan Juklak, KAK dan 1 hari Surat dan Jadwal
sosialisasi @ RAB G-TJPS sosialisasi G-TJPS
2 [Menyetujui waktu pelaksanaan sosialisasi Tidak Ya Surat dan Jadwal |1 hari Surat dan Jadwal
Sosialisasi G-TJPS sosialisasi G-TJPS
3 |Pemberitzhuan waktu pelaksanaan \ Surat dan Jadwal 1 hari Persetujuan
sosialisasi sosialisasi G-TJPS Kabupaten
Dinas Pertanian di Kabupaten membuat \ Persetujuan 1 hari Surat Undangan
surat undangan untuk disampaikan kepada Kabupaten
peserta sosialisasi
4 |Pelaksanaan kegiatan sosialisasi k4 Surat Undangan 2 hari Hasil, RTL dan
Dokumentasi
5 [Membuat laporan hasil sosialisasi Hasil, RTL dan 1 hari Laporan
Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI| SEREALIA

Nomor SOP 93 Tahun 2021

Tenggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Emal Peggssahan

Disahkan Oleh

Kepala Dinas
¥ Provinsi

ertenian dan Ketahanan Pangan
sa Tenggara Timur(

ety rTeaeriCn AOHL o, TP ——
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Sapi/TJPS

Judul SOP Pelatihan Petani Gerakan Tanam Jagung Panen

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan (Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Ferangkat DaerahProvinsi NTT.

5. Peraturan GGubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan
Gubernur Nusa Terggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1 Pendidikan mirimal S 1.

2 Maemahami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SCOP Penetapan CPCL Tingkat Kabupaten 1 ATK
2 SCP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagung 2 Komputer/Laptop
3 SOP Pelaksanaan Gerakan TJPS 3 Printer
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pelatihan terhadap petani dan babinsa tidak dilaksanakan maka akan
berpengaruh terhadap adopsi inovasi dan teknologi yang diterapkan dalam Gerakan
TJPS.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardzopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Kepala Seksi Kepala Distan
Serealia Bidang TPH | Kabupaten Peserta Kslongkapan - Ot
1 |Melakukan persiapan pelaksanaan Juklak, KAK dan RAB G- |1 hari Surat dan Jadwal
pelatihan bagi petani gerakan TJPS. TJPS pelathan petani G-TJPS
2 |Menyetujui waktu pelaksanaan pelatihan Tidak Ya Surat dan Jadwal 1 hari Surat dan Jadwal
petani gerakan TJPS, pelathan petani G-TJPS pelathan petani G-TJPS
3 |Pemberitahuan waktu pelaksanaan 2 Surat dan Jadwal 1 hari Persetujuan Kabupaten
pelatihan petani garakan TJPS. pelathan petani G-TJPS
Dinas Pertanian di Kabupaten membuat \ Persetujuan Kabupaten |1 hari Surat Undangan
surat undangan untuk disampaikan
kepada peserta pelatihan petani gerakan
TJPS
4 |Pelaksanaan kegiatan pelatiihan petani 4 Surat lJndangan 2 hari Hasil, RTL dan
gerakan TJPS. Dokumentasi
5 |Membuat laporan hasil pelatihan petani Hasil, RTL dan 1 hari Laporan
gerakan TJPS. Selesal Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKUL.TURA
SEKSI| SEREALIA

Nomor SOP 94 ?ahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh

Kepala Di
YProvinsi

I ———

ertanian dan Ketahanan Pangan
sa Tenggara Timur,g

Lecky Frederich Koli, S- TP —

Pembina Utama Muda
NIP 19640210198603102%9

Judul SOP

Penatapan SK CPCL Gerakan TJFS Tingkat Provinsi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1892 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Negara Tahun 1992 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Raformasi
Birokrasi 2010 - 2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Ferangkat DaerahProvinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S 1.

2 Memahami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Penetapan CPCL Tingkat Kabupaten 1 ATK
2 SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagung 2 Komputer/Laptop
3 SOP Pelaksanaan Gerakan TJPS 3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Gerakan TJPS akan tersendat apabila terlambat dalam penetapan SK
CPCL oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi NTT

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

~=




Pelaksana Mutu Baku
: Kepala | Kepala | .
No. Tahapan Keglatan I::E;li::' Seksi Bidang boll;:::ﬂ‘ ';:g:l: Kelengkapan Waktu Cutput
Serealia TPH

1 |Melakukan verifikasi dan merekap CPCL (E Juklak dan KAK G-TJPS|2 -5 Hari |Draf CPCL
gerakan TJPS terverifikasi dari Kabupaten Terverifrikasi

2 |Menerima hasil verifikasi dan rekapan CPCL Draf CPCL Terverifikasi |30 menit |Draf CPCL Terverifikasi
gerakan TJPS untuk diteruskan ke Kepala f
Bidang TPH

3 |Menerima hasil verifikasi CPCL gerakan Tidak y Draf CPCL Terverifikasi |30 menit |Persetuajuan Kepala
TJPS dan menugaskan seorang pelaksana Bidang
untuk membuat Surat Keputusan Kepala h>
Dinas .

4 |Membuat Konsep Surat Keputusan Kepala L' Persetuajuan Kepala |30 menit |Draf SK dan Lampiran
Dinas tentang Penetapan CPCL gerakan | | Bidang CPCL Terverifikasi
TJPS

5 |Menerima, memeriksa, memberi paraf dan Draf SK dan Lampiran |30 menit |Draf SK dan Lampiran
meneruskan SK Penetapan CPCL Gerakan CPCL Terverifikasi CPCL Terverifikasi
TJPS ke Kepala Eidang TPH yang diparaf Kasie

6 [Memeriksa, memberi paraf dan meaneruskan TIddk)’L Draf SK dan Lampiran |30 menit |Draf SK dan Lampiran
SK Penetapan CPCL Gerakan TJPS ke \_’> CPCL Terverifikasi yang CPCL Terverifikasi
Sekretaris Dinas Ya diparaf Kasie yang diparaf Kabid

7 |Memeriksa, memberi paraf dan meneruskan \L.| Draf SK dan Lampiran |30 menit |Draf SK dan Lampiran
SK Penetapan CFCL Gerakan TJPS ke CPCL Terverifikasi yang CPCL Terverifikasi
Kepala Dinas diparaf Kabid yang diparaf Sekdis

8 |Memeriksa dan menandatangani SK Draf SK dan Lampiran |30 menit |Surat Keputusan dan
Penetapan CPCL Gerakan TJPS 1’ | CPCL Terverifikasi yang Lampiran yang telah

diparaf Sekdis ditandangani Kepala
Dinas
9 |Menerima hasil penetapan SK CPCL Surat Keputusan dan 30 menit |SK dan Lampiran yang

Gearakan TJPS Prov. NTT

Lampiran yang telah
ditandangani Kepala
Dinas

telah diberi nomor




PEMERINTAH PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKS| SEREALIA

Momor SOP 95 Tahun 2021

| Tanggal Pengesahan

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Disahkan Oleh ian dan Ketahanan Pangan

Tenggara Timur |

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagung

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Cperasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daarah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Ferubahan
Gubernur Nusa Terggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S 1.

2 Maemahami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SCP Penetapan CPCL Tingkat Kabupaten 1 ATK
2 SCP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Jagung 2 Komputer/Laptop
3 SCP Pelaksanaan Gerakan TJPS 3 Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengaciaan bantuan pemerintah benih jagung tidak dilaksanakan dengan baik,
maka akan berpengaruh terhadap realisasi tanam.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Bidang TPH | Penyedia/ | Tim Teknis |Kelompok Tani/
Prov/PPK Kontraktor Kabupaten Petani TIPS Kelssgkapan Wl Outpat
1 |Penandatanganan SK Kontrak : Kontrak 1 Hari SK Kontrak
Mulai
2 |Proses Pengadaan Bantuan Pemerintah SK Kontrak 1 bulan Benih Jagung
Benih Jagung dari gudang penyedia ke | ]""
Kabupaten p
3 |Pemeriksaan barang di gudang kabupaten Tidak Benih Jagung, |1 Hari Berita Acara
Keterangan Hasil
Ya Mutasi Benih Pemeriksaan
4 |Pendropingan Bantuan Pemerintah Benih Berita Acara 3 - 5 Hari Pendropingan
Jagung ke Kelompok Tani Hasil benih jagung
Pemeriksaan
5 |Petani menerima benih jagung dan ' Pendrcpingan |15 - 30 menit |BAST
menandatangani BAST | Selesai | benih jagung




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI SEREALIA

Nomor SOP 96 Tahun 2021

| Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Pelaksanaan Gerakan TJPS

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tehun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Peraturan Presiden Nomor 31 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refcrmasi Birokrasi Nomor
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Cperasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2019 tentang Perubtahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Ferangkat DaerahProvinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S 1.

2 Memahami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai acministrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

Keterkaitan : F'eralataﬂT’arlongkapan :
1 SOP Penetapan CPCL Tingkat Kabupaten 1 ATK
2 SOP Penetapan SK CPCL Provinsi oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan 2 Komputer/Laptop
3 SOP Pengadaan Bantuan Femerintah Benih Jagung 3 Printer

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :
Pelaksanaan Gerakan TJPS akan tersendat apabila terlambat dalam penetapan CPCL
dan pendropingan benih dan sarana produksi lainnya.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kepala | Kepala | Petani/
g Tahapan Kegletan SaF::sl Bldp:ng Kelompok (.;;?::2 " Kelengkapan Walktu OQutput
Serealia | TP Kab. Tani
1 |Memberi informasi waktu pelaksanaan KAK 30 menit  |Surat
Garakan TJPS |
2 |Menerima informasi waktu pelaksanaan Surat 30 menit  |InstruksiPersiapan
Gearakan TJPS lahan
4 |Melakukan persiapan lahan TJPS InstruksiPersiapan  |5-10 hari  [Luas lahan siap
lahan tanam
5 |Penamanan jagung dengan pola Double Luas lahan siap 2-5 Harri Luas tanam
Track tanam
6 |Penyiangan, Pemupukan dan Pengendalian Luas Tanam 2x2 Hari  |Pertanaman tumbuh

OPT

subur tanpa guima

Panen dan pengelolaan pasca panen

Pertanaman tumbuh
subur tanpa gulma

12 Hari

Jagung pipilan kering

8 |Penjualan jagung oleh petani (setelah Jagung pipilan kering |1 Hari Jagung pipilan kering
menyisakan jagung untuk konsumsi) dalam kemasan
karung
9 |Membeli jagung dari petani TJPS Jagung pipilan kering (1 Hari Volume jagung

dalarm kemasan

pipilan kering yang

karung dibeli
10 |Menerima hasil penjualan jagung melalui Volume jagung 1 Hari Nilai jual / Uang (Rp)
transfer Bank 'jj pipilan kering yang
dibel:
11 |Membeli ternak kecil, Ungas atau sapi dari Nilai jual / Uang (Rp) |5-12 Hari |Membeli Ternak

hasil penjualan jagung TJPS

Kecil, Unggas atau
Sapi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI| SEREALIA

Nomor SOP 97 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Y sa Tenggara Tirnur, §

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Perbanyakan
Benih Padi dan Jagung Tingkat Kabupaten

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standart Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Ferubahan
Gubernur Nusa Terggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S 1.

2. Memaharni tupoksi unit kerjanya.
3. Menguasai administrasi ringan.

4. Menguasai penggunaan komputer.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SCOP Penetapan SK CPCL Perbanyakan Benih Padi dan JagungTingkat Provinsi 1. ATK
2. Komputer/Laptop
3. Printer
Peringatan : Pencatatan clan Pendataan :

Apabila penetapan CPCL tidak dilaksanakan maka akan berdampak terhadap peleksanaan
Iproses pengadaan bantuan pemerintah dan realisasi benih padi dan jagung di Provinsi NT T,

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

o




Pelaksana Mutu Baku
No Tahapan Kegiatan Fungsional | Kepala | "°N98Was | o ala | Sekretaris | Kepala
) k Output
Pelaksana Seksi Tan:r:::n Bidang TP Dinas Dinas . Wkl P
1 |Informasi Alokasi Kegiatan Perbanyakan Tupoksi 2-5Hari |Draf CPCL
Benih Padi dan Jagung Mulal
2 |Melakukan verifikasi CPCL Perbanyakzn —¥ Draf CPCL Tbulan  |Daftar CPCL
Benih Padi dan Jagung 1 Terverifikasi
3 |Menerima hasil verifikasi CPCL Daftar CPCL 30 menit |Daftar lCPCI_.
Perbanyakan Benih Padi dan Jagung —E | Terverifikasi Terverifikasi
4 |Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Daftar CPCL 30 menit |Daftar CPCI'.
tentang Penetapan CPCL Perbaanyakan Ij— Terverifikasi Terverifikasi
Benih Padi dan Jagung serta memberi
paraf ke kepala bidang
5 [Memeriksa, memberi paraf dan Daftar CPCL 1-2 hari Surat Kap,.rtusan
meneruskan Surat Keputusan ke Kepala Terverifikasi dan Lampiran
Biclang TP
Menerima, memeriksa, membeari paraf dan Tidak /,!f.\\ Ya
meneruskan Surat Keputusan ke Sekretaris ™
Dinas
6 |Menerima, memeriksa, membeari paraf dan Surat Keputusan |30 menit  |Surat Kepytuaan
meneruskan Surat Keputusan ke Kepala dan Lampiran dan Lampiran
Dinas
7 |Memeriksa dan menandatanganinya Surat Keputusan |30 menit |Surat Keputusan
dan Lampiran dan Lampiran
9 |Menerima SK dan Lampiran untuk diproses Surat Keputusan |30 menit |SK dan Lampiran
pengiriman CPCL ke Dinas Pertanian dan Selesal dan Lampiran yang telah ditanda
Ketahanan IPangan Frov. NTT tangani




Nomor SOP 98 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan Oleh Kepala Din nian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusq Tenggara Timur,g
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ( s
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA m
SEKSI| SEREALIA Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Penetapan SK CPCL Perbanyakan Benih Padi dan
JagungTingkat Provinsi

Dasar Mukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi
Birokrasi 2010 - 2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi NTT.

5. Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan
Gubernur Musa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 PFendidikan minimal S 1.

2 Memahami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Penetapan Czlon Petani Calon Lokasi (CPCL) Perbanyakan Benih Padi dan 1 ATK
Tingkat Kabupaten 2 Komputer/Laptop
2 SOP Penetapan SK CPCL Perbanyakan Benih Padi dan JagungTingkat Provinsi 3 Frinter
3 SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Padi, Jagung, plastik Kemasan dan
Karung
Peringatan : Pencatatan cdan Pendataan :

Pelaksanaan Perbanyakan Benih Padi dan Jagung akan terhambat apabila terlambat dalam
penetapan SK CPCL olsh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanar Pangan Provinsi NTT

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No Tahapan Kegiatan Fungsional Ks.opk.sll. ;;;:::' Sekretaris | Kepala Kelengkapan Waktu Output
Pelaksana 9 Dinas Dinas 9
Serealia TPH
1 [Malakukan verifikasi serta merekap CPCL Juklak dan KAK 2 -5 Hari |Draf rekapan
perbanyakan benih padi dan jagung yang CPCL
dikirim dari Kabupaten
2 |Menyetujui hasil verifikasi dan rekapan Ya Draf rekapan CPCL |30 menit |Draf rekapan
CPCL perbanyakar benih padi dan jagung CPCL
3 |[Menerima hasil verifikasi CPCL CPCL Tidak| Draf rekapan CPCL |30 menit |Persetujuan
perbanyakan benih padi/jagung dan Kepala Bidang
manugaskan seorang pelaksana untuk
membuat Surat Keputusan Kepala Dinas I
4 |Membuat Surat Keputusan Kepala Dinas Persetujuan Kepala |30 menit |Draf §-K dan
tentang Penetapan CPCL perbanyakan Bidang Lampiran CPCL
benih padi dan jagung
5 |Memeriksa, memberi paraf dan : e Draf SK dan 30 menit |Draf K dan
meneruskan SK Penetapan CPCL | Lampiran CPCL Lampiran CPCL
perbanyakan benih padi dan jagung ke
Kepala Bidang
6 |Memeriksa, memberi paraf dan Tidak ) Draf 3K dan 30 menit |Draf €K dan
meneruskan SK Penetapan CPCL Lampiran CPCL Lampiran CPCL
perbanyakan benih padi dan jagung ke
Sekretaris Dinas
7 |Memeriksa, memberi paraf dan 3 Draf SK dan 30 menit |Draf K dan
meneruskan SK Penetapan CPCL Lampiran CPCL Lampiran CPCL
perbanyakan benih padi dan jagung ke
Kepala Dinas
8 |Memeriksa dan menandatangani SK. Draf 3K dan 30 menit |Surat Kepytusan
Penetapan CPCL perbanyakan benih padi Lampiran CPCL g;?‘-:‘c II.-:amparan
dan jagung
9 [Menerima hasil penetapan SK CPCL m Surat 'Keputusan dan|30 menit |SK dan lampiran
perbanyakan benih padi dan jagung Lampiran CPCL EE.FL yang telah
iberi nomor




Nomor SOP 99 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Olenh Ke nian dan Ketahanan Pangan
¥ Provinsi Nuga Tenggara Timur, §
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA y/
SEKSI PRODUKSI SEREALIA ' Pembina Utama Muda
NIP 1964021C1986031029
Judul SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Padi, Jagung,
Plastik Kemasan dan Karung
|Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nornor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran

Negara Tahun 1982 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478),

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi

Birokrasi 2010 - 2025,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Qperasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan,

. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi NTT,

Peraturan Giubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2.

3

1 Pendidikan minimal S 1.

2 Memahami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1 SOP Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Perbanyakan Benih Padi dan Jagung| 1 ATK
Tingkat Kabupaten 2 Komputer/Laptop
2 SOP Penetapan SK CPCL Perbanyakan Benih Padi dan JagungTingkat Provinsi 3 Frinter
3 SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Padi, Jagung, Flastik Kemasan dan
Karlﬂg
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengadaan bantuan pemerintah benih padi, jagung, plastik kemasan dan karung
tidak dilaksanakan dengan baik, maka @kan berpengaruh terhadap realisasi tanam dan
kualitas benih

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahapan Kegiatan Bidang TPH | Penyedia/ Tim Teknis Petani
Prov/PPK Kontraktor | Kabupaten Penangkar valsaguapen sraD por
1 |Penandatanganan SK Kontrak G Kontral 1 Hari SK Kontrak
Mulal
2 |Proses Pengadaan Bantuan Pemerintah SK Kontrak 1 bulan Benih Padi/
Benih Jagung dari gudang penyedia ke Jagung dan
Kabupaten saprodi lainnya
3 |Pemeriksaan barang di gudang kabupaten Tidak Benih Padi/ 1 Hari Berita Acara
> Jagung dan Hasil
Ya [ saprodi lainnya Pemeriksaan
4 [Pendropingan Bantuan Pemerintah Benih Berita Acara 3 - 5 Hari Pendropingan
Jagung ke Kelompok Tani Hasil benih jagung
Pemeriksaan
5 |Petani menerima benih jagung dan ) Pendrcpingan |15 - 30 menit |BAST
menandatangani BAST Selesai benih jagung




Nomor SOP _ 100 Tahun 2021
Ta_nggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Y B Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA : ederith Kot S:
SEKSI| SEREALIA Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pelaksanaan Perbanyakan Benih Padi dan Jagung

ngpal Pelabelan Benih

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang-undang Nornor 12 Tahun 1892 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Tahun 1892 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Raformasi
Birokrasi 2010 - 2025,

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan,

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun
2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi NTT.

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S 1.

2 Memahami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Perbanyakan Benih Padi dan
Tingkat Kabupaten

2 SOP Penetapan SK CPCL Perbanyakan Benih Padi dan JagungTingkat Provinsi

3 SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Padi, Jagung, plastik Kemasan dan
Karung

4 SOP Pertanggungjawaban Kuitansi Belanja Pupuk Kegiatar perbanyakan Benih
Padi dan Jagung

1 ATK
2 Komputer/Laptop
3 Printer

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Pelaksanaan Kegiatan Perbanyakan Benih Padi dan Jagung akan terhambat apabila
terlambat dalam penetapan CPCI. da pengadaan saprodi

Disirnpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Petani
Kepala | Kepala Pengawas
-, Hbpan Kaginao Seksi | Bidang Penangha Benih Kelengkapan Waktu Output
Serealla | TP Kab Ay Tanaman
| Penangkar
1 |Memberi informasi waktu pelaksanaan Juklak dan KAK 30 menit  |Surat
perbanyakan benih padi dan jagung
2 |Menerima informasi waktu pelaksanaan Surat 30 menit  |InstruksiPersiapan lahan
perbanyakan benih padi dan jagung ]
3 |Melakukan persiapan lahan penangkaran InstruksiPersiapan lahan |5-10 hari |Luas lahan siap tanam
4 |Pengajuan permohonan sertifikasi benih Tidak | Luas lahan siap tanam |30 menit [Rekomendasi PBT
padi/jagung Ya
5 |Penanaman dan pemeliharaan - Rekomendasi PBT 2 Hari Pertanaman padi/jagung
6 |Pemeriksaan lapangan |, |l, dan Il| - Pertanaman padi/jagung Rekomendasi PBT
7 |Panen dan pengelolaan pasca panen calon ij"‘ Rekemendasi PBT 12 Hari Calon benih padi/jagung
benih padifjagung b
8 |Permohonan pengambilan sample benih " Calon benih padi/fjagung |1 Hari Sample benih padi/
untuk uji laboratorium jagung
9 |Menerima hasil uji laboratorium (Lulus/ Ticak l£ Sample benih padi/ 1 Hari Sertifikat hasil uji
Lulus). jagung
10 |Mengajukan permohonan cetak label (jika % Sertifikat hasil uji 5.7 Hari  |Label
hasil uji laboratorium dinyatakan Lulus).
11 |Pengemasan dan pelabelan benih _ Label 1-2 Hari Kemasan ber?ih padi/
padi/jagung jagung sesuai volume
12 [Menerima laporan pelaksanaan Kemasan benih padi/ 1 Hari Laporan

perbanyakan benih padifjagung

jagung sesuai volume




[Nornor SOP 701 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
| Tanggal Pergesahan
e Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
nsi Nusa Wenggara Timur, §
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN b~
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA /rW
SEKS| SEREALIA Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judu| SOP Pertanggungjawaban Kuitansi Belanja Pupuk Kegiatan
perbanyakan Benih Padi dan Jagung
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1

2.

3.

Undang-undang Nomor 12 Tahun 18982 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478);

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentan Grand Desaign Reformasi

Birokrasi 2010 - 2025,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan,

. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019

tentang Perubahan Atas Perzturar Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Pembentukan
dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi NTT.

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas: Perubahan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosecur Administrasi Pemerintahan
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S 1.

2 Maemahami tupcksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1

2
3

SOP Penetapan Calon Petani Calon Lokasi (CPCL) Perbanyakan Benih Padi dan Jagung
Tingkat Kabupaten

SOP Penetapan SK CPCL Perbanyakan Benih Padi dan JagungTingkat Provinsi

SOP Pertanggungjawaban Kuitansi Belanja Pupuk Kegiatan perbanyakan Benih

Padi dan Jagung

1 ATK
2 Komputer/Laptop
3 Printer

[Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabilz proses pertangg.ngjawaban terlambat maka kegiatan selanjutnya akan terhambat

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kepala
No Tahapan Kegiatan Fungsional/ Bidang TP Petani
Seksi 5 Kelengkapan Waktu Qutput
Pelaksana Sercalia Kabupaten | Penangkar
1 |Membuat dartar pembiayaran biaya saprodi Juklak dan RAB 1 Jam Daftar pembayaran
dan upah kerja dan mengajukar ke atasan ( Mulal ',
2 |Memeriksa daftar biaya saprodi dan upah : Daftar pambayaran |30 Menit Daftar pembayaran
kerja yang akan dikrim ke kabupaten Tidak —<K o yang disetujui
3 |Pengiriman Biaya saprodi dan upah kerja Daftar psmbayaren |2 Hari Bukti pengiriman
ke Rekening Bidang Tanaman Pangan yang disetujui
Kabupaten o
4 |Penarikan Uang dari Eank I Bukti pengiriman |1 Hari Uang Tunai
5 |Menyerahkan biaya s&prodi dan upah kerja Uang Tunai 1 Hari Kuitansi tanda terima
ke petani penangkar
6 |Administrasi pertanggung jawaban dan Kuitansi tanda 3-7 Hari Kuitansi SPJ
tanda tangan SPJ terima
7 |Pengiriman SPJ ke Provinsi Kuitansi SPJ 7-14 Hari Kuitansi SPJ
8 |SP.) diterima e Kuitansi SPJ 30 Menit Kuitansi SPJ
elesa




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI

Nomor SOP 102 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pertarian dan Ketahanan Pangan

Tenggara Timur,

(-3

—_—
{ Lecky Frederich Koli, STP

Pembina Utama Muda
NIP 196401101989032015

Judul SOP

Benih

Penetapan SK CPCL Kegiatan Pengembangan Aneka
Kacang dan Umbi dan Kegiatan Penankaran/Perbanyakan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budiclaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1892 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3478).

2 Peraturan Prasiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Birokrasi 2010-2025.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Refarmasi Birokrasi
Nomor 35 Tzhun 2012 tentang Pedoman Peryusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Gubernur Nomor & Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pererintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode
2018-2022.

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Frosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1
Memahami Tupoksi Unit Kerjanya
Menguasai Administrasi ringan

2
3
4 Menguasai penggunaan Komputer

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan

1 SOP Kegiatan Penangkaran/Perbanyakan Benih
2 SOP Kegiatan Pengembangan Aneka kacang dan Umbi

3 SOP Pengacaan Bantuan Pemerintah Benih Kacang-kacanhgan dan Umbi
Peringatan

1 ATK
2 Komputer
3 Printer

Pencatatan dan pendataan

ApabiTa SOP Penetapan SK CPCL Kegiatan Pengembangan Arieka Kacang dan Umbi dan
Kegiatan Penangkaran/Perbanyakan Benih tidak dilaksanakan maka kegiatan tidak bisa
berjalan

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Mutu Baku
e, ARiiviied 'g’;:': Kabid TPH| Kasie Staf Kelengkapan | Waktu | Output | 'eterangan

1 |Melakukan verifikasi CPCL Balpoint dan 2 -3 Hari |Daftar CPCL.
Pengembangan dan Perbanyakan ' : Muinl ] Usulan CPCL Terverifikasi
AKABI yang dikirim dari Kabupaten dari Kabupaten

2 |Menyetujui hasil verifikasi CPCL Daftar CPCL 30 menit |Daftar CPCL.
Pengembangan dan Perbanyakan Terverifikasi
yang dikirim dari Kabupaten

3 |Membuat Konsep Surat Keputusan Daftar CPCL 60 Menit |Draf SK
Kepala Dinas tentang Penetapan Terverifikasi CPCL
CPCL Pengembangan dan

4 |Mengetik Surat Keputusan Kepala Draf SK CPCL |60 Menit |Draf SK
Dinas tentang Penetapan CPCL CPCL
Pengembangan dan Perbanyakan

5 |Menerima, Mengoreksi dan Vi Draf SK CPCL |30 menit [Draf SK
Memberi Paraf Surat IKeputusan CPCL
Kepala Dinas tentang Penetapan Ya vy
CPCL Pengembangan dan
Perbanyakan AKABI :

6 |Memeriksa, memberi paraf dan v Draf SK CPCL |30 menit |Draf SK
meneruskan SK Penetapan > CPCL
Pengembangan dan Perbanyakan \>_ Tidak
AKABI ke Sekretaris Dinas

7 |Menandatangani SK Penetapan Draf SK CPCL |30 menit |[SK CPCL
CPCL Pengembangan dan
Perbanyakan AKABI

8 |Menerima hasil penetapan SK SK CPCL 30 menit |Arsip
Pengembangan dan Perbanyakan Selesal
AKABI Prov. NTT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI

Nomor SOP

103 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tang_gal Reuvisi

Tang__g_al Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
¥ Proyinsi Nusa Tenggara T&mu%_

——

| Lecky Frederich Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP_196401101989032015

Judul SOP

Kegiatan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3478).

2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Birokrasi 2010-2025.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenagara Timur Tahap |l periode
2018-2022.

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Tirmur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Linakunaan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1
Memahami Tupoksi Unit Kerjanya

2
3 Menguasai Administrasi ringan
4 Menguasai penggunaan Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Penetapan SK CPCL Kegiatan Pengembangan Aneka Kacang dan Umbi dan 1 ATK

Kegiatan Penangkaran.Perbanyakan Benih 2 Komputer
2 SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Kacang-kacangan dan Umbi 3 Printer

3 SOP Kegiatan Penangkaran/Perbanyakan Benih

Peﬁngatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Pengembagan AKABI tidak dilaksanakan berdampak pada terhambatnya
Produksi dan Produktivitas

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No. Taltapen Hegistan Petani/Penangkar Staf Seksl Kasie T Kelengkapan Waktu Output IStarangen
AKABI TPH

Mengidentifikasi data calon lokasi dan

1 |kebutuhan sarana prasarana petani ' iy I'f T.K tdinTSurat 5 Hari go;(umen
pengembangan benih Sriral Tugns e
Memverifikasi dan pengakuratan data

2 |kebutuhan sarana Prasarana Dokumen Data 1 Hari Data CPCL
pengembangan benih
Melaporkan hasil verifikasi kebutuhan Data

3 |sarana prasarana pengembangan <> Data CPCL 1 Hari |kebutuhan
benih sarana

Data kebutuhan

4 Membuat surat pernyataan bersedia I( Ya sarana prasarana 1 hati Sarana

menanam pengembangan Prasarana
benih

Melaksanakan Kegiatan —' :

5 [Pengembangan Benih yang sudah Sarana Prasarana |4 Bulan Benih .

: bersertifikat

disalurkan
Melapor hasil kegiatan lisan/tulisan

6 |kepada atasan >‘] Selesai | Benih bersertifikat |1 Bulan |Laporan




PEMERINTAH PROVINSI NLUJSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKS|I ANEKA KACANG DAN UMEI

Nomor SOP

104 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tang_gal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
a Tenggara Timur,

cky Frederich Koli, STP
Pembina Utama Mucia
NIP 1£6401101989032015

Judul SOP

Laporan Luas Areal Produksi dan Produktivitas

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembzran Negara
Nomor 3478).

2 Peraturan Przsiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
Birokrasi 2010-2025.

3 Peraturan Menteri Pendayag.naan Aparatur Negara dan Refarmasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Periyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Gubernur Nomor 2 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pernerintah Provinsi Nusa Tenaaara Timur Tahap |l periode
2018-2022.

5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan
Gubernur Nusa Tenggara Tirnur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk
Teknis Penyusunan dan Peleksanaan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan d Linakunaan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S1

2 Memahami Tupoksi Unit Kerjanya
3 Menguasai Administrasi ringan

4 Menguasai penggunaan Komputer

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

3 SOP Kegiatan Penangkaran/Perbanyakan Benih
4 SOP Kegiatan Pengembangan AKABI
{Peringatan

1 SOP Penetapan SK CPCL Kegiatan Pengemoangan Aneka Kacang dan Umbi dan 1 ATK
Penangkarar/Perbanyakan Eenih 2 Komputer
2 SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Kacang-kacangan dan Umbi 3 Printer

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Laporan tidak dilaksanakan akan berdampak pade kegiatan selanjutnya

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
B Ayt St:‘lf(ieaklsl Kasie I?ra:':d Kelengkapan Waktu Output el
Mengumpulkan, merekap, mengolah m Blangko dari Kecamatan 5 Hari |Konsep Data
1 laporan dari kabupaten - dan ATK
) Konsep, , ATK dan buku |2 Hari |Data
N P
2 |Mengetik di Komputer teknis laporan sementara
Mengoreksi dan mengevaluasi ’I_ Tidak Data sementara dievaliasi |1 Jam |Data
3 |Laporan <€ bila sudah benar ddi paraf
Data sudah diparaf Kasie |1 Jam |Laporan
4 |Menandatangani Laporan —-ya—-)<> didievaluasi benar
ditandatangani
Mengarsipkan Laporan yang telah , Laporan 1Jam |Arsip
- ditandatangani ‘




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI NUSA TENGGARA
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI

Nomor SOP 105 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |27 September 2021

| Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

FPembina Utama Muda

NIF 196401101989032015

Judul SOP Kegiatan Penangkaran/Perbanyakan Benih

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman
(Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 347€).
2 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reforrnasi Birokrasi

Birokrasi 2010-2025.

3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparaiur Negara dan Reformasi Birckrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

4 Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road lAap Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap || periode

2018-2022.
5 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan

Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 2& Tahun 2017 tentang Petunjuk:
Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administras' Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur.

—

Pendidikan minimal S1

2 Memahami Tupoksi Unit Kerjanya
3 Menguasai Administrasi ringan

4 Menguasai penggunaan Komputer

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Penetapan SK CPCL Kegiatan Pengembangan AKABI dan Kegiatzin 1 ATK

Penangkaran Perbanyakan Benih 2 Komputer
2 SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Kacang-kacangan dan Umbi 3 Printer

3 SOP Kegiatan Pengembangan AKABI

Peringatan

IPencatatan dan pendataan

|Apabila SOP Penangkaran/Perbanyakan Benih tidak dilaksanakan breakibat pada
terhambatnya program pengembangan untuk mencukupi kebutuhan benih

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
i g Petani/Penangkar e Sokel Kasie Pt Kelengkapan Waktu Output Hefarsngan
AKABI TPH
Mengidentifikasi data calon lokasi dan —

1 |kebutuhzn sarana prasarana C Miilol ; s td inTSurat 5 Hari goikumen
petani/penangkar benih gt e
Memverifikasi dan pengakuratan data

2 |kebutuhan sarana Prasarana Dokumen Data 1 Hari Data CPCL
penangkaran benih

3 Melaporkan hasil verifikasi kebutuhan </Y> Data CPCL 1 Hari Eeal:fltuhan
sarana prasarana penangkaran benih . aneniia

. & Data kebutuhan

4 Membuat surat pernyailaan bersedia sararia prasarana |1 hari Sarana

menanam ! Prasarana
penangkaran benih
Melaksanakan Kegiatan penangkaran _f Benih

9 Benih yang sudah disalurkan SONhFTERSRE, (N B bersertifikat

Melapor hasil kegiatan lisan/tulisan
| 6 kepada atasan )l Selesai l Benih bersertifikat |1 Bulan |Laporan

——




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI ANEKA KACANG DAN UMBI

Nomor SOP

106 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
YProvinsNNusa Tenggara Timurg
EE -
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengadaan Bantuan Pemerintah Benih Kacang-kacangan

dan Umbi

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pzlaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran
Negara Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3478),
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 201C tentan Grand Desaign Reformasi

Birokrasi 20010 - 2025.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedornan Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional

Prosedur Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nomor 3 tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2019

tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2016 tentang Fembentukan
dan Susunan Perangkat DaerahProvinsi NTT.

5. Peraturan (Subernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Perubahan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Peryusunan dan
Pelaksanaan Standar Opefasional Prosedur Administrasi [Pemerintahan di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal S 1.

2 Maemahzami tupoksi unit kerjanya.
3 Menguasai administrasi ringan.

4 Menguasai penggunaan komputer.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1 SOP Penetapan SK CPCL Kegiatan Pengambangan AKABI dan
Penangkaran/Perbanyakarn Benih
2 SOP Kegiatan Pengembangan AKABI

3 SOP Kegiatan Penangkaran/Perbanyakan AKABI

1 ATK
2 Komputer/Laptop
3 Printer

{Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengadaan bantuan pemerintah benih Kacang-Kacangan dan Umbi tidak
dilaksanakan dengan baik, maka akan berpengaruh terhadap realisasi tanam.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
: Kelompok Dinas = Fungsion
No. HENANE- SR, Tanil Kabupaten/P B;‘:Z:?PL;H al Sekretaris ':;2:': ::;ﬁ:::i’r Kelengkapan Waktu Output
Penangkar | BT/PPL/PL Pelaksan '
| 1 |Penandatanganan SK Kontrak ki 3 Kontrak 1Hari [SK Kontrak
2 |Proses Pengadaan Bantuan Kontrak dan CPCL [5- 12  |Benih Kacang
| Pemerintah Benih Kacang- Hari dan Umbi
kacangan dan Umbi dari
gudang penyedia ke Kabupaten
3 |Pemeriksaan barang di gudang Benih Kacang dan (1 Hari  [Berita Acara
kabupaten Umbi, Keterangan Hasil
l Mutasi Benih Pemeriksaan |
4 |Pendropingan Bantuan Benih Kacang dan |3-5 Benih Kacang
Pemerintah Benih Kacang- Umbi, EAST Hari dan Umbi
. kacangan ke Kelompok Tani diterima oleh
{ 5 |Petani menerima benih Kacang- AR5 Benih Kacang dan (15- 30 |BAST
kacangan [Dan Umbi dan l Se'esai) Umbi menit
menandatangani BAST




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BIDANG PERKEBUNAN
SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

[Dasar Hukum

Nomor SOP 107 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |27 September 2021

Tanggal Revisi

| Tenggal Efektif

Disahkan oleh ‘/Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Fangan
insiljusa Tenggara Timur §

T (myTRGnc KL STE
Pembina Utama Muda
NIP. 196402 10198603 1029
Judul SOP Rekomendasi ljin Usaha Perkebunan

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 98 Tahun 2013 tentang ljin Usaha
Perkebunan

4 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami Teknis Usaha Perkebunan
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

|Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK

2. Komputer.

2. Printer.

|Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Proseclur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada pemberian ijin usha perkebunan

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Eaku
Waktu
Kepala Seksi
Tahap IKegiatan Keterangan
gl Keprala Dinas K;:: :;:bat::::g Tan Tahunan Pemohon Kelengkapan Output .
Perliebunan
2 3 4 5 7 8 9 10
Kepala Dinas menerima Usulan Usaha Budidaya Pert:ebunan dan CMuqai ] T (T
mendisposisilcan ke Kepala Seksi melalui Kepala Bidang. _ l FREp e
Kepala Seksi melakukan koordinzsi dengan pemchoi. L Dispcsisi 3 Harl |Surat Keluar
Pemohon melengkapi persyaratan Administrasi kepada Dinas
melalui Kep al:.;fk:? P Surat Keluar 1 Minggu |Laporan Survey
Melakukan punelaahan teknis atas persyaratan yang cliajukan. Laporan 2 Harl Konsep
abila diperiukan melakukan peninjauan lokasi Surve Rekomendasi
per peninj Y
Tidak
Kepala Seksi mengajukan Rekomsndasi kepala Dinas secara < e Rokomendagi
berjenjang kepada Badan Perijinan Satu Pintu, bila disetujui dibuat il R ekor:a ks 1 Hari Dinas
rekomendasi apabila tidak dikemoalikan untuk diperbaiki
: ; : Ya — :
Apabila lulus maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan *_ Rekomendasi : ;
mendapat salinan ljin Usaha Perksbunan. Dinas e
Kepala Seksi mengarsipkan Perusahaan yang mendapat ijin Usaha .' Selesai | Salinan. SIUP s Mt dokimen.

Perkebunan untuk dibina selanjutnya.




Nomor SOP 108 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efekiif
Disahkan oleh ‘/ Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
f sa Tenggara Timur‘
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Pembina Utama Muda
BIDANG PERKEBUNAN NIP. 196402101986031029
SEKSI TANAMAN SEMUSIM Judul SOP Pengembangan Tanaman Kapas
[Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana :
1. Undang- Undan No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman. 1. Pendidikan minimal S1.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman| 2. Memahami sistematika penyusunan laporan.
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahep Il periode
2018 - 2024.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

Tenggara Timur.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.

2 SOP Penyusunan Juknis 2. Komputer.

3 SOP Pengadaan barang dan Jasa 3. Printer.
4. SOP Budidaya Tanaman Perkebunan.
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :
Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka|Disimpan dalam Soffcopy dan Hardcopy.
akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.




Pelaksana Mutu Baku
. z Kepala Seksi
No. Tahap Kegiatan Kepala Bidang Kelompok Keterangan
Kepala Dinas Perkebunan ;:::::iamn Tani/Dinas Kab Kelengkapan Waktu Output
) 2 32 4 5 7 8 9 10
Penerimaan DPA/DIPA Satuan Kerja dan di disposisi : i e
1 ke Bidang pelaksana | Mulai } DIPA 1 minggu  |Disposisi
Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi Tanaman )
2. |semusim untuk menyiapkan Rencana Kegiatan Disposisi 8 Hari Disposisi
Pengembangan Tanaman *
Bersama Tim melakukan Survey Calon Kelompok Jurmiai Tim
; é ; Sl i disesuaikan
3. |Lokasi kegiatan dan apabila sesuai maka Kepala Seksi SPT dan Pedoman 5 Hari Laporan Survey dercian laskan
membuat rekomendasi ke Kepala Dinas ) d a:gi kasi
Dipelajari apabila disetujui menerbitan SK apabila Tidak
4. |tidak dikembalikan ke Penanggungjawab untuk / Laporan Survey 2 Hari Keputusan
diperbaiki.
Melakukan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan : .
-} Petunjuk Teknis kepada kelompok o l SPT, Syarat Teknis 3 Hari Petunjuk Teknis
6. Melakukan Pengawalan penyaluran bibit untuk Kontrak, SK. 7 Hari Berita Acara ST
ditanam.
7 Kelonjlpok melakukan penanaman tanaman di lahan I I SPT.. Foto 1BST Foto, Laporan
petani
8 Membuat Laporan Kegiatan Pengembangan Tanaman okuren 5 Hari Laporan Akhir

Perkebunan.




Nomor SOP 108 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Mepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PERKEBUNAN
SEKSI TANAMAN SEMUSIM

Tenggara Timuro

Tecky Frederich Kol STP. ————

Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

Judul SOP Pengembangan Tanaman Tembakau

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang- Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahep Il periode
2018 - 2024.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.

Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2 SOP Penyusunan Juknis 2. Komputer.
3 SOP Pengadaan barang dan Jasa 3. Printer.

4. SOP Budidaya Tanaman Perkebunan.

Peringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

1Disimpan dalam Soffcopy dan Hardcopy.




LAl

Pelaksana Mutu Baku
: > Kepala Seksi Kelompok
No. Taha iatan Keterangan
in Kepala Dinas Kapals Ehasng Tanaman Tani/Dinas Kelengkapan Waktu Output s
Perkebunan
Semusim Kab

1 2 3 4 5 7 8 9 10

1. |Penerimaan DPA/DIPA Satuan Kerja dan di disposisi DIPA 1 minggu | Disposisi
ke Bidang pelaksana l Mulai :

2. |Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi Tanaman h 4 DIPA /POK 8 Hari Surat Keluar Penyusunan
semusim untuk menyiapkan Rencana Kegiatan Juklak/juknis
Pengembangan Tanaman

3. |Bersama Tim melakukan Survey Calon Kelompok, ridakl SPT dan 5 Hari Laporan Survey Jumlah Tim
Lokasi kegiatan dan apabila sesuai maka Kepala Seksi Pedoman disesuaikan dengan
membuat rekomendasi ke Kepala Dinas luasan dan lokasi

Ya

4. |Dipelajari apabila disetujui menerbitan SK apabila idak Laporan Survey 2 Hari Keputusan
tidak dikembalikan ke Penanggungjawab untuk /
diperbaiki.

5. |Melakukan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaar dan SPT, Syarat 3 Hari Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis kepada kelompok Teknis

Ya

6. |Melakukan Pengawalan penyaluran bibit untuk Kontrak, SK, 7 Hari Berita Acara ST

ditanam. >
|

7. |Kelompok melakukan penanaman tanaman dilahan ] SPT,. Foto 1BST Foto, Laporan
petani

8. |Membuat Laporan Kegiatan Pengembangan Tanaman Dokumen 5 Hari Laporan Semester |Sem | Minggu ke2 Bulan

Perkebunan.

I danll

Juli dan Sem |l Minggu
ke2 Bulan Januari tahun
berikutnya

4



Nomor SOP 110 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan |27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

pala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
a Tenggara Timur ‘

Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

BIDANG PERKEBUNAN
SEKSI TANAMAN SEMUSIM

Judul SOP

Pengembangan Tanaman Tebu

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang- Undan No. 12 Tahun 1892 Tentang Budidaya Tanaman.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

3. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahzap |l periode
2018 - 2024.

5. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Memahami sistematika penyusunan laporan.

4. SOP Budidaya Tanaman Perkebunan.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2 SOP Penyusunan Juknis 2. Komputer.
3 SOP Pengadaan barang dan Jasa 2. Printer.

T’eringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabil-a Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi Kelompok
No. Tahap Kegiatan Kete
g SAkwe - f¥ones Sioeng Tanaman Tani/Dinas Kelengkapan Waktu Output o
Dinas Perkebunan g
Semusim Kab

F] 2 4 5 7 ] 9 10

1. [Penerimaan DPA/DIPA Satuan Kerja dan di disposisi
ke Bidang pelaksana ( Mulai } DIPA 1 minggu  |Disposisi

2. |Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi Tanaman
semusim untuk menyiapkan Rencana Kegiatan I i DIPA /POK 8 Hari Surat Keluar
Pengembangan Tanaman

3. |Penyampaian ke Kabupaten penerima kegiatan Jumiah Tim

. disesualkan
ﬁ SPT dan Pedoman § Hari Laporan Survey dengan luasan
dan lokasi
4. |Penyusunan Juklak / Juknis Tidak
/ Laporan Survey 2 Hari Keputusan

5. |Bersama Tim melakukan Survey Calon Kelompak,
Lokasi kegiatan dan apabila sesuai maka Kepala Seksi SPT, Syarat Teknis 3 Hari Petunjuk Teknis
membuat rekomendasi ke Kepala Dinas Ya ! : j '

6. |Dipelajari apabila disetujui menerbitan SK apabila
tidak dikembalikan ke Penanggungjawab untuk Kontrak. SK 7 Hari Berita Acara ST
diperbaiki. 2

7. |Melakukan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan
Petunjuk Teknis kepada kelompok SPT,. Foto 1BST Foto, Laporan

8. |Melakukan Pengawalan penyaluran bibit untuk
ditanam. Dokumen 5 Hari Laporan Akhir

e —




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

BIDANG PERKEBUNAN
SEKSI TANAMAN TAHUNAN

Nomor SOP 111 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh ‘,Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
rovins{ Nusa Tenggara Tirnur.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Pengembangan Tanaman Tahunan Perkebunan

Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang- Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi|
Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahzp |l periode
2018 - 2024,

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.

2. Memahami alur kerja awal hingga penyusunan laporan.

|Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.

2 SOP Penyusunan Juknis

3 SOP Pengadaan barang dan Jasa

4. SOP Budidaya Tanaman Perkebunan.

1. ATK.
2. Komputer.
3. Printer,

|3aringatan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Di Kepala Bidang K?I.Pala g Kelompok Kalatickanan Waktu Outout Keterangan
et S Perkebunan anamgn Tani/Dinas Kab e p
Semusim
1 ] 3 4 s 7 [] 9 10
1. |Penerimaan DPA/DIPA Satuan Kerja dan di disposisi ke DIPA 1 minggu Disposisi
Bidang pelaksana
2. |Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi Menyiapkan Rencana l DIPA /POK 8 Hari Surat Keluar
Kegiatan Pengembangan Tanaman Tahunan
3. |Bersama Tim melakukan Survey Calon Kelompok, Lokasi 4 SPT dan Pedoman 5 Hari Laporan Survey
kegiatan dan apabila sesuai maka Kepala Seksi membuat
rekomendasi ke Kepala Dinas *
4. |Dipelajari apabila disetujui menerbitan SK apabila tidak Tidak Laporan Survey 2 Hari Keputusan
dikemmbalikan ke Penanggungjawab untuk diperbaiki.
5. |Melakukan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Ya SPT, Syarat Teknis 3 Hari Petunjuk Teknis
Teknis kepada kelompok >
6. |Melakukan Pengawalan penyaluran bibit untuk ditanam, \ 4 Kontrak, SK, 7 Hari Berita Acara ST
7. |Kelompok melakukan penanaman tanaman di lahan petani # SPT,. Foto 1BST Foto, Laporan
8. |Membuat Laporan Kegiatan Pengembangan Tanaman Dokumen 5 Hari Laporan Akhir Dok lengkap.

Perkebunan.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PERKEBUNAN

Nomor SOP 112 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

ian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa \{enggara Timur‘

Mepala

Disahkan oleh

Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

Judul SOP Pengembangan Kawasan Tanaman Semusim Dan Rempah

!Kom oditi Vanili!

'f)_uar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang- Undan No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.

1. Pendidikan minimal S1.

2. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman| z. Memahami sistematika penyusunan laporan.
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 fentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahzp Il periode
2018 - 2024,
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Pernyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
|Keterkaitan Peralatan/periengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK.
2 SOP Penyusunan Juknis 2. Komputer.
3 SOP Pengadaan barang dan Jasa 3. Printer.
4. SOP Budidaya Tanaman Perkebunan.
|Peringatan Pencatatan dan pendataan :

akan berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Apabila Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka

Disimpan dalam Soficopy dan Hardcopy.

-t




| Pelaksana Mutu Baku
Kepala Seksi
No. Tahap Kegiatan Kelompok Kete
b Kepala Dinas Fapain Bidany TN Tani/Dinas Kelengkapan Waktu Output et
Perkebunan | Rempah dan Kab
Penyegar
1 2 3 4 5 TG ] 9 10
Penerimaan DIPA Satuan Kerja dan di disposisi ke . . )
1. Bidang pelaksana —l> DIPA 1 minggu Disposisi
Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi menyiapkan .
& Rencana Kegiatan Penanaman Tanaman Vanili DIPAPOK 8 b Rurmt tekur
Bersama Tim melakukan Survey Calon Kelompok, Ya
3. |Lokasi kegiatan dan apabila sesuai maka Kasie SPT dan Pedoman 5 Hari Laporan Survey
membuat rekomendasi ke Kepala Dinas
Dipelajari apabila disetujui menerbitan SK, apabila Tidak
4. |tidak dikembalikan ke Penanggungjawab untuk Laporan Survey 2 Hari Keputusan
diperbaiki.
Melakukan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan : . ; -
5. Petunjuk Teknis kepada kelompok - > L SPT, Syaral Teknis 3 Hari Petunjuk Teknis
6. h*:lelakukan Pengawalan penyaluran bibit uniuk Kontrak, SK, 7 Hari Berita Acara ST
ditanam. $
7. Kelon'_lpok melakukan penanaman tanaman di lahan SPT.. Foto 1BST Foto, Laporan
petani
Membuat Laporan Kegiatan Penanaman Tanaman X .
8. Vanili. Dokumen 5 Hari Laporan Akhir




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
BIDANG PERKEBUNAN
SEKSI TANAMAN REMPAH DAN PENYEGAR

Nomor SOP 113 Tahun 2021

[Tanggal Pembuatan |27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Mepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
rovinsiNusa Tenggara Timuiv

bt b —1
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

Judul SOP Pengembangan Kawasan Tanaman Rempah Dan Penyegar

!Komoditi Pala)

|Dasar Hukum

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang- Undang No. 12 Tahun 1992 Tentang Budidaya Tanaman.

2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur tahzp || periode
2018 - 2024.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Peryusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal S1.
&. Memahami sistematika penyusunan laporan.

Tenggara Timur.
|Keterkaitan I?'aralahn!perlengltapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar. 1. ATK
2 SOP Penyusunan Juknis Z. Komputer.
3 SOP Pengadaan barang dan Jasa 3. Printer.
4. SOP Budidaya Tanaman Perkebunan.
Peringatan Pencatatan dan pendataan :

Apabi‘l-a Standar Operasional Prosedur penyusunan laporan tahunan tidak dipatuhi maka
akan berdampak pada ketidaktepatan wakiu penyampaian laporan.

Disimpan dalam Soffcopy dan Hardcopy.




Pelaksana Mutu Baku
2 Kepala Seksi Kelompok
No. Tahap Kegiatan Kete
bt gl _ (Hepais Piceny Tan Tahunan Tani/Dinas Kelengkapan Waktu Output o i)
Dinas Perkeburian
Perkebunan Kab
1 & | 3 4 5 7 ] 9 10
1. |Penerimaan DIPA Satuan Kerja dan di disposisi ke DIPA 1 minggu Disposisi
Bidang pelaksana l Mulai }
2. |Kepala Bidang menugaskan Kepala Seksi menyiapkan Disposisi 8 Hari Disposisi
Rencana Kegiatan Perluasan Tanaman Pala Y
3. |Bersama Tim melakukan Survey Calon Kelompok, \ Disposisi 5 Hari Laporan Survey
Lokasi kegiatan dan apabila sesuai
Ya *
4. |Dipelajari apabila disetujui menerbitan SK, apabila Tidak Laporan Survey 2 Hari Surat Keputusan
tidak dikembalikan ke Penanggungjawab untuk /
diperbaiki.
5. |Melakukan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan dan Surat Keputusan 3 Hari Petunjuk Teknis
Petunjuk Teknis kepada kelompok e P l
6. |Melakukan Pengawalan penyaluran bibit untuk Kontrak, SK, 7 Hari Berita Acara ST
ditanam.
7. |Kelompok melakukan penanaman tanaman di lahan l SPT,. Foto 1 BST Berita Acara ST
petani
8. [Membuat Laporan Kegiatan Perluasan Tanaman Pala. Dokumen 5 Hani Laporan Akhir

e




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SEKSI PENGAMATAN PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Nomor SOP 114 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
'ﬁrf’rovinsi Nusa Tenggara Timur
<:
[MLecky Frederich KoW-STe—.
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Evaluasi/ Analisis Pelaporan

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 - 2022

6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

7 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal SLTA

2 Memahami tentang OPT dan DPI

3 Memahami tugas pokok dan fungsi POPT - PHP
4 Memahami sistem dan alur pelaporan OPT

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

1 SOP Surveylans Organsime Pengganggu Tumbuhan (OPT)

1 ATK
2 Komputer
3 Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Evaluasi/ Analisis Pelaporan tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak pada
kelancaran pengiriman laporan ke pusat

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

e



Pelaksana Mutu Baku
No T iatan . , K
ot Kepala UPT | KepalaSeksi | StafSeksi PPOPT | Kelengkapan | Waktu Qutput st
1 z 3 5 G 7 8 9
1 |Laporan luas serangan OPT, luas pengendalian, Disposisi 15 menit  |Disposisi
dampak perubahan iklim, dan petugas lapangan l Mulai ]
(POPT - PHP) e
Menugaskar: Kepala Seksi PPCPT untuk Disposisi 15 menit  |Laporan dari petugas
menindaklarjuti laporan luas serangan OPT, luas POPT
pengendalian, dampak perubahan iklim, dari petugas
lapangan (POPT - PHP) yang citerima
2 |Memerintahkan staf untuk merekap/ analisis data A Laporan clari 3 jam Rekap data OPT dan
serangan OFT, luas pengendalian, dampak perubahan petugas POPT DPI
iklim, dari petugas lapangan (FOPT - PHP)
3 |Entri data dzn analisis luas serangan OPT, luas y Rekap data OPT 1 jam Draf rekapitulasi data
pengendalian, dampak perubahan iklim, dari petugas dan DPIL OPT dan DPI
lapangan (POPT - PHP)
4 |Koreksi hasil print out data luas serangan OPT, luns Draf rekapitulasi 30 menit  |Data dasar OPT dan
pengendalian, dampak perubahan iklim, curah hujan data OPT dan DPI DPI
dari petugas lapangan (POPT - PHP)
5 |Hasil pengumpulan data dasar Data dasar OPT 15 menit |Data dasar OPT dan Terkait
S‘-"“'D dan DPI DPI Surveylans OPT




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN HOORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 115 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
 Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
oy a Tenggara Timur 1
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 89 Tahun 2000 tentang

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025,

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang

Pedoman Penyusunan dan Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata

Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi NTT.

7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l periode 2018-2022.

8 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

oobh wN

1 Pendidikan minimal SMA
2 Menguasai tata naskah dinas

Keterkaitan

Peralatan/perlengkapan

SOP Penanganan Surat Masuk 1 ATK
2 Komputer
3 Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP surat keluar tidak diproses sesuai tahapan maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut
surat keluar

1 Pada agenda surat keluar

2 Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
s bloi dio osuen Kasubag TU Staf Kepala Seksi | Kepala UPTD | Kelengkapan Waktu Output [t
1 2 3 4 5 6 8 9 10 11
1. |Memerintahkan untuk menyiapkan bahan Disposisi Surat 5 menit Disposisi Surat
kelengkapan surat keluar dan menyerahkan Mulai masuk/petunjuk masuk/petunjuk
kepada staf atasan atasan
2. |Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar Disposisi Surat 30 menit |Bahan kelengkapan
dan menyusun konsep surat keluar dan l masuk/petunjuk surat keluar dan
menyerahkan kepada kepala seksi. atasan konsep surat keluar
3. |Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila Bahan 20 Menit |Surat keluar
setuju, memaraf dan disampaikan kepada Tidak / kelengkapan
Kasubag TU. Apabila tidak setuju \ surat keluar dan
dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki. konsep surat
‘(g kaliiar
4. |Memaraf dan disampaikan kepada Kepala Surat keluar 20 menit | Surat keluar
UPTD
5. |Menandatangani  Surat Keluar dan Surat keluar 10 menit  |Surat keluar
diteruskan kepada staf untuk ditindaklanjuti.
6. |Mengagendakan mendistribusi/mengirim dan | Surat keluar 10 menit  |Surat Keluar dan
mengarsip. Selesal Arsip

-~



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 116 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efekiif
Disahkan oleh
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4  Provinsi Nusa Tenggara Timurf
————
Pembina Utama Muda
NIP 196402101988031029

Judul SOP Pengajuan surat usulan cuti Pegawai Negeri Sipil

|Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1

£
3
4
5

6

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.
Undang-undang Nomor § Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomorn 34 Tahun 2014 tentang Perubahan keenam belas atas
Peraturan pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil
Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

2010-2025.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012

tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Admnistrasi pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa TenggaraTimur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Srandar

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 13 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018 -2022

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28
Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.
2,

SOP Penanganan Surat Keluar.
SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar.

IPurin!at.nn :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila pengajuan surat usulan cuti ASN tidak sesuai tahapan maka akan berdampak
pada pelanggaran regulasi.

1. Buku kontrol cuti pegawai.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengelola Kepala Sub Keterangan
Kepegawaian Bagian TU Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 4 7 8 9 10

1 [Menerima Permohonan Cuti Pegawai yang telah Permohonan 30 menit |Permohonan
mendapat persetujuan pejabat satu tingkat dan Cuti Cuti, lembar
pejabat dua tingkat diatasnya,melakukan verifikasi —>| Mulai l disposisi
jenis dan sisa cuti pemohon dan menyampaikan hasil
verifikasi kepada kasubag.

2 |[Menelaah hasil verifikasi jenis dan sisa cuti pemohon. Permohonan 10 menit |Permohonan
Apabila sisa cuti yang bersangkutan telah habis, Tidak y Cuti, lembar Cuti, disposisi
dikembalikan kepada pemohon melalui pengelola / disposisi
kepegawaian. Apabila sisa cuti yang bersangkutan \
masih ada, memerintahkan pengelola kepegawaian
untuk memproses surat usulan cuti ke BKD.

Ya

3 |Memproses surat wusulan cuti ke Sub Bagian Permohonan 1 Jam |Surat usulan
Kepegawaian dan Umum Dinas Pertanian dan Cuti, disposisi cuti ASN
Ketahanan Pangan, mengambil Surat Izin Cuti di Sub
Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pertanian dan
Ketahanan Pangan, menggadakan untuk arsip dan
menyampaikan Asli Surat |zin Cuti kepada ASN yang
mengajukan permohonan Cuti.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SEKSI PENGAMATAN PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Nomor SOP

117 Tahun 2021

Tang_ga_l Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala?nas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timugy/

Lecky Frederich Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

Judul SOP

Pengelolaan Laboratorium

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur Tahap Il Periode 2018 - 2022

6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

7 Peraturan Gubemur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal SLTA

2 Memahami tentang tugas, fungsi laboratorium

3 Memahami tentang standar minimum laboratorium*
4 Memahami tentang standar operasional laboratorium

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Perbanyakan Agens Pengendali Hayati 1 ATK
2 SOP Pembentukan Klinik PHT/ PPAH 2 Komputer
3 Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Pengelolaan Laboratorium tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak pada
hasil perbanyakan starter dan atau agens pengendali hayati

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelalisana Mutu Baku
Ni Tahap Kegiatan Keterangan
- Kepala Seksi | Staf Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 4 [ 7 8 9
1 |Membuat dan mensosialisasikan program kerja Disposisi 15 menit  |Disposisi
kepada pengelola laboratorium/ Brigade Proteksi m
Tanaman (BFT)
2 |Menerima sosialisasi tentang program kerja dan Rincian program 30 menit  [Bahan dan jadwal
membuat usulan bahan dan jadwal kegiatan di kerja/ POK kegziatan laboratorium
laboratorium untuk diserahkan kepada Seksi PPOPT
3 |Menerima usulan bahan dan jadwal kegiatan untuk Bahan dan jadwal 15 menit |Bahan dan jadwal
dicermati dan memberi masukan. Jika usulan belum e kegiatan kegziatan laboratorium
sesuai dikembalikan ke Kasiec PPOPT. Jika sudah laboratorium
sesuai menga jukan permintaan anggaran
4 |Belanja bahan keperluan laboratorium/ Brigade Bahan dan jadwal 60 menit | Bahan keperluan
Proteksi Taneman (BPT) kegiatan latoratorium
laboratorium
5 |Memperbanyak agens hayat/ pest sida nabati/ starter Bahan keperluan 14 hari Agens pengendali Terkait SOP
sesuai kebutuhan laboratorium harvati dan atau starter  |Perbanyakan
sy agens pengendali hayati | Agens
Pengendali
havati




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SEKSI PENGAMATAN PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Nomor SOP 118 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
5 Provinsi Nusa Tenggara Timui,
| — o
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

Judul SOP Pembentukan Klinik PHT/ PPAH

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1
2
3
4

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur Tahap || Periode 2018 - 2022

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal SLTA

2 Memahami tentang tugas, fungsi klinik PHT/ PPAH

3 Memahami tentang standar umum klinik PHT/ PP#"

4 Memahami tentang standar operasional klinik PHT/ PPAH

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Perbanyakan Agens Pengendali Hayati 1 ATK
2 SOP Pengelolaan Laboratorium 2 Komputer

3 Printer

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Pembentukan Klinik PHT/ PPAH tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berdampak

pada cara penanganan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) di lapangan

Disimpan dalam Softcopy

dan Hardcopy




Mutu Baku

No Tahap Kegiatan _ | PT- Keterangan
god Kepala Dinas Kepala Seksi x""ﬂ‘;f"nm Kelengkapan Waktu Output

1 2 3 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Kepala Seksi PPOPT uniuk membentuk Disposisi 15 menit  |Disposisi

klinik PHT/ PPAH
2 |Mengirim surat permintaan CPCL klinik PHT/ =\ Persyaratan pembentukan 15 menit  |Surat permintaan CPCL

PPAH ke Kabupaten E | klinik PHT/ PPAH ke Kabupaten

—

3 |Mengusulkan kelompok tani yang akan dibentuk R Usulan CPCL dari Kortikab,' 1 hari Hasil CPCL

klinik PHT/ PPAH E | POPT-PHP
4 |Melakukan inventarisasi dan verifikasi data CPCL Usulan CPCL dari Kortikab'| 60 menit  [Draf SK pembentukan

klinik PHT/ PPAH B e POPT-PHP Klinik PHT/ PPAH

LJ
5 |Surat Keputusan Draf SK pembentukan 1 hari Surat Keputusan
Klinik PHT/ PPAH pembentukan Klinik
PHT/ FPAH
6 |Mengarsipkan Surat Keputusan Surat K.eputusan 5menit  |Surat Keputusan Terkait dengan SOP
o pembentukan Klinik PHT/ pembentukan Klinik Perbanyakan Agens
- Fuelesai
PPAH PHT/ PPAH Havati




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SEKSI PENGAMATAN PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Nomor SOP

119 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur ’,
(' —  FlLec rederic
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Surveylans Organisme Pengganggu Tumbuhan

(OPT)

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

1 Pendidikan minimal SLTA

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman 2 Memahami tentang OPT
3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3 Memahami tata cara melakukan surveylans
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 4 Mampu mengambil keputusan secara cepat, tepat dan terarah
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan
5 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur Tahap || Periode 2018 - 2022
6 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT
7 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tang_gara Timur.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
1 SOP Evaluasi/ Analisis Peaporan 1 ATK
2 Komputer
3 Printer
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Surveylans Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) tidak dilaksanakan sesuai tahapan
maka akan berdampak pada pemberian rekomendasi penanganan OPT

Disimpan dalam Softcopy

dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Keterangan
Kepala Scksi Staf Kelengkapan Waktu Dutput
1 2 4 5 6 7 8
1 |Memerintahkan staf PPOPT mengunpulkan dan Disposisi 15 menit  |Disposisi
menganalisis data OPT endemis dan OPT serangan Mulai |
baru -’
2 [Menganalisis OPT endemis, data OPT serangan baru Pembag an tugas 15 menit |Laporan dari petugas
dianalisis POPT
3 |Identifikasi clan verifikasi OPT di daerah potensi dan Pembagian tugas 3 jam Hasil identivikasi/
dicurigai terndikasi terserang OPT verifikasi
4 |Melakukan pengamatan/ surveylans OPT di daerah Hasil identivikasi/ 15 menit  |Rekomendasi Terkait SOP
yang dicurigai tetindikasi terserang OPT I m,D verifikasi penanganan OPT Evaluasi/
Analisis

Pelaporan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 120 Tahun 2021
| Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi 08 Desember 2020
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
saTenggara Timurf
E——
LCecky Frederich Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Kenaikan Pangkat ASN

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-Undang Nomor S Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas Peraturan

Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Nusa Tenggara Timur Tahap Il Tahun 2018-2022

Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar.
2 SOP Penanganan Surat Masuk.

1. ATK.
2. Komputer/Printer.
3. Buku Agenda Surat Keluar SPT dan SPPD.

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

1. Apabila penyampaian kelengkapan administrasi usulan kenaikan pangkat terlambat diajukan maka akan berdampak
pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan.

1. Buku jaga kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala.
2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual.




Pelaksana Mutu Baku
NO Tahap Kegiatan Kasubag s Kepala Kapsghwaian Keterangan
Pelaksana / dan Umum Kelengkapan Waktu Qutput
Tata Usaha UPTD
Staf (Dinas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Menugaskan pejabat pelaksana/ Surat Edaran 15 Menit |Usulan data kepegawaian
staf untuk merekap data pegawai beserta kelengkapannya
yang akan mengurus
- Kenaikan Pangkat @

2 |Merekap, mengumpulkan data g Usulan data 2 Jam |Konsep surat usulan
dan membuat konsep usulan | ] kepegawaian kenaikan pangkat dan
pegawai beserta kelengkapannya

kelengkapannya

3 |Memeriksa konsep usulan : Konsep surat 20 menit |Konsep surat usulan
pegawai untuk ditandatangani [} usulan kenaikan kenaikan pangkat dan
oleh Kepala UPTD pangkat dan kelengkapannya

kelengkapannya

4 |Menandatangani usulan pegawai Konsep surat 20 menit | Surat usulan kenaikan
dan menyerahkan kembali kepada Ij usulan kenaikan pangkat dan
staf untuk diproses lebih lanjut pangkat dan kelengkapannya

5 [Mengirim usulan pegawai Surat usulan 20 menit | Surat usulan kenaikan
ke Dinas Pertanian dan Ketahanan kenaikan pangkat pangkat dan
Pangan Provinsi NTT dan kelengkapannya




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TPHP

SUB BAGIAN TATA USAHA

Dasar Hukum

Nomor SOP 121 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan |27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tenggara Timurp
f
Pembina Utama Muda
e NIP 196402101986031029
Judul SOP Penanganan Surat Masuk

Kualifikasi pelaksana :

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara.

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas PP Nomor 89 Tahun
2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS.

4 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010
- 2025.

5 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

€ Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il periode 2018-
2022,

7 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur

Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan

Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

N A

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

|Keterkaitan

Peralatan/periengkapan :

SOP Penanganan Surat keluar,

1. ATK

2. Buku Agenda Surat Masuk.
3. Telepon/Faximili,

Peringa‘lan

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP surat masuk terlambat maka akan berdampak pada terlambatnya tindaklanjut
surat masuk.

Pada Buku Agenda Surat Masuk.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan i i Keterangan
ey Penga:‘dr:]nl:;lstmsl RopkiR b Kasubag Kepala Seksi Kelengkapan Waktu Cings 9

1 2 3 4 5 6 7 8 8 10
1 |Menerima surat masuk, mengagendakan Buku Agenda Surat 5 menit |Surat masuk dan

surat dalam buku agenda surat masuk, masuk dan lembar lembar Disposisi

memasang lembar disposisi dan meneruskan disposisi

kepada Kepala UPT .
2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan ] Surat masuk dan 10 menit  |Surat masuk dan

memberikan petunjuk kepada lembar Disposisi Disposisi

Kasubag/kepala seksi yang dituju untuk

tindaklanjut dan dikembalikan ke

pengadministrasi umum.
3 |Mencatat disposisi Kepala UPT dan = Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan

meneruskan ke Kasubag/kepala seksi yang I | Disposisi Disposisi

dituju.
4 |Menelaah dan mendisposisi surat kepadal L Surat masuk dan 10 menit  |Surat masuk dan

kasubag untuk ditindaklanjuti dan Disposisi Disposisi

dikembalikan ke pengadministrasi umum.
5 |Mencatat disposisi Kepala UPT dan —l Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan

meneruskan ke kasubag/kepala seksi yang | | Disposisi Disposisi

dituju,
6 |Menindaklanjuti disposisi Kepala UPT terkait Surat masuk dan 1 Jam Dokumen

surat masuk dan mendokumentasikan.

Disposisi

Tindaklanjut, bukti
dokumentasi




[Nomor SOP 122 Tahun 2021
| Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
rovinsi Timu.ra
C:::mm
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR Pembina Utama Muda
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN NIP 196402101986031029
UPTD PROTEKSI TPHP
SEKSI PENGENDALIAN OPT Gerakan Pengendalian Organisme Pengganggu
Judul SOP
Tumbuhan (OPT)
Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana
1 Undang- Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman 1 Pendidikan SMA
2 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1993 Tentang Perlindungan Tanaman 2 Pendidikan Diploma ITI
3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3 Pendidikan S1
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5 Keputusan Menteri Pertanian No 887/ KPTS/ 9/ 1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT
6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap I periode 2018-2022.
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Bantuan Sarana Pestisida 1 Peralatan Kerja Lapangan
2 Kendaraan

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Gerakan Pengendalian OPT tidak dilaksanakan sesuai tahapan akan berakibat pada kegagalan panen
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.




Pelaksana Mutu Baku
. " . . Petugas Persyaratan/Kelengkapan Waktu Output
N Tahap Kegiata rsy ghkapa pu K
2 s i s Kepala UPT | Kasie POPT peiine iz Sek Distan | Kadistan Pagian POPT- "
Proteksi pelaksana Kab/Kota Umum PHP
1 |Menugaskan kasie POPT untuk - DPA 1 Jam Persiapan Kegiatan
menyiapkan pelaksanaan ‘ Mulai : - Pedum Gerakan Pengendalian
pengendalian OPT - Pedoman Teknis
- Data Lap Serangan
2 |Memerintahkan kepada pejabat - DPA 2 Jam - Juklak dan Juknis
pelaksana untuk menyiapkan bahan - Pedum - Sarana Pengendalian
pelaksanaan pengendalian - Pedoman Tek nis
3 |Menyusun kerangka acuan - Surat permintaan CP/CL 1 Jam Surat
pelaksanaan pengendalian dan h 4 - Sarana Pengendalian
koordinasi dengan Kadis Kab/Kota
melalui surat tentang permintaan
CP/CL dan menyampaikan kepada
kasie POPT
4 |Staf teknis menerima data CP-CL dari kadis Surat 25Jam  |Surat dan Data P/CL
Kab/ Kota
5 |Data CP/CL dari Kadis Kab/kota - Data luas serangan 5 Jam - Data luas serangan
disampaikan kepada Kepala UPT - Informasi jenis OPT - Informasi jenis OPT
Proteksi, selanjutnya Kepala s - Intensitas serangan - Intensitas serangan
UPT Proteksi mendisposisikan - Data bahan dan sarana - Data bahan dan sarana
Surat/ data CP-CL kepada Kesie - Data CP/CL
POPT. Kasie POPT melakukan
verivikasi data lebih lanjut
6 |[Kasie POPT menugaskan staf teknis - Data luas serangan 1 Jam - Surat Tugas
untuk berkoordinasi dengan Kadis - Informasi jenis OPT - Pedoman Teknis
kab/kota dalam penentuan waktu > - Intensitas serangan
pelaksanaan - Data bahan dan sarana
7 |Setelah penetapan waktu pelaksanaan Surat Tugas dan Pedoman 0.5Jam |[Pelaksanaan Kegiatan
kegiatan, staf teknis siap untuk pelaksanaan v Teknis Gerakan Pengendalian
kegiatan. C 3
o Selesai
J

=



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TPHP
SEKSI PENGENDALIAN OPT

Nomor SOP 123 Tahun 2021
| Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
imsi-Nusa Tenggara Timur 0
(i b
Ky K ric I
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Bantuan Sarana Pestisida

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang- Undang No 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

1 Pendidikan SMA

2 Peraturan Pemerintah No 6 Tahun 1993 Tentang Perlindungan Tanaman 2 Pendidikan Diploma 111
3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 3 Memahami tata naskah dinas
4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang 4 Pendidikan S1
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5 Keputusan Menteri Pertanian No 887/ KPTS/ 9/ 1997 tentang Pedoman Pengendalian OPT
6 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi Birokrasi
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap II periode 2018-2022.
7 Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
8 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan Peralatan/perlengkapan
SOP Gerakan Pengendalian OPT 1 Peralatan Kerja Lapangan
2 Kendaraan
Peringatan Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Bantuan Sarana Pestisida tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan berakibat pada kegagalan panen
Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan.




Persyaratan /

Waktu

i Tahap KegatuvAktivies Kadis Kab-Kota/| Kepala UPT Petugas Kelengkapan (Menit) Owiess et
Pemohon Proteksi Kasie POPT Gudang

1 |Mengajukan permohonan bantuan bahan dan sarana Surat Permohonan 0.5 jam |[Surat permohonan
Pengendalian kepada Kepala UPT Proteksi berdasarkan D
Laporan Petugas POPT-PHP b

2 |Mendisposisi laporan Pemohon kepada Kasie POPT untuk Y Surat Permohonan 0.75 Jam | - Surat permohonan,
dicermati berkaitan dengan jenis OPT, intensitas serangan dan - Disposisi
Ipenentuan bahan dan sarana yang akan digunakan

3 |Kasie menugaskan penanggungjawab gudang untuk \ 4 - Surat bahan dan 1.5 Jam |- Surat Bahan dan sarana
|mengeluarkan bahan dan sarana pengendalian sesuai sarana pengendalian pengendalian
dengan kebutuhan untuk diserahkan kepada Kadis - Data Stok - data sarana pengendalian
Kab/Kota atau kelompok tani/pemohon - Disposisi surat - Disposisi surat

permohonan
4 |Penanggungjawab gudang mengeluarkan bahan dan saran - Surat Bahan dan sarana 2 Jam | - Berita Acara Penyerahan

pengendalian serta membuat berita acara penyerahan
sarana pengendalian yang ditanda tangani oleh petugas
gudang mengetahui Kepala UPT Proteksi dan Penerima

Bantuan Sarana Pengendalian

pemgendalian
- Diposisi Surat

bantuan sarana pengendalian




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PROTEKSI TANAMAN PANGAN HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
SEKSI PENGAMATAN PERAMALAN ORGANISME PENGGANGGU TUMBUHAN

Nomor SOP 124 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
pProvinsi Nusa Tenggara Timuw
@ —saFrenarraree—
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029
Judul SOP Perbanyakan Agens Pengendali Hayati

Dasar Hukum

Kualifikasi Pelaksana

1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman

2 Peraturan Pemerintah RI Nomor 6 Tahun 1995 tentang Perlindungan Tanaman

3 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

4 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan

5 Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Road Map Reformasi
Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa tenggara Timur Tahap |l Periode 2018 - 2022

€ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi NTT

7 Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur.

1 Pendidikan minimal SLTA

2 Memahami tentang agens pengendali hayati

3 Memahami tentang standar umum laboratorium perbanayakan starter
dan atau agens pengendali hayati

Keterkaitan

Peralatan/periengkapan

1 SOP Pembentukan Klinik PHT/ PPAH
2 SOP Pengelolaan Laboratorium

2 Peralatan dapur

1 Peralatan/perlengkapan laboratorium

Peringatan

Pencatatan dan pendataan

Apabila SOP Perbanyakan Agens Pengendali Hayati tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka akan
berdampak pada hasil perbanyakan agens hayati

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

~——




Peluksana Mutu Baku
No Tahap Kegiatan Petugas Keterangan
Kepala Seksi | Laboratorium/ Kelengkapan Waktu Output
POPT
I . 3 4 3 6 7 8
1 |Memerintahkan petugas laboratorium/ POPT untuk Disposisi 15 menit | Disposisi
perbanyakan agens pengendali havati @"
2 |Merencanakan/ menginventarisir kebutuhan bahan Catatan 30 menit |Daftarkebutuhan i
yang diperlulan sesuai jenis dan volume agens perbanyakan agen; perbanyakan agens
pengendali hayati yang akan diperbanyak hayati hayati
3 |Menyiapkan peralatan laboratorium. peralatan dapur Pembagian Tugas 3Jam  |Pembagian Tugas
yang akan digunakan untuk perbanyakan agens | |
pengendali havati
4 |Belanja bahai-bahan vang diperlukan untuk v Pembagian Tugas 2Jam  |Bahan kebutuhan
perbanyakan agens pengendali hayati perbanyvakan agens
hayati
5 |Membuat adonan untuk pengaktifan mikroba/ untuk Bahan baku agens 1Jam |Adonan/ hasil fermentzsi iy
difermentasi hayati
6 |[Pengolahan dan pencampuran bahan aktif dan bahan- Peralatan dapur 1Jam  [Formulasi perbanyakan
bahan penduliung dalam wadah/ gentongan agens hayati
7 |Pengadukan campuran seluruh bahan yang sudah I:'j Kayu bersih/ 6 Hari  |Formulasi perbanyakan
dijadikan satu/ penggunaan aerator aerator aerator agens hayati
8 |Pengawasan dan kontrol secara terkala ramuan agens Pembagian Tugas 6 Jam  |Formulasi perbanyakan
pengendali hayati vang ada dalam wadah/ gentongan | I agens hayati
9 |Panen agens 1avati dan dikemas dalam jerigen plastik Jerigen kapasitas 5 3Jam |Formulasi perbanyakan
kapasitas 5 liter liter dan peralatan agens hayati
dapur
10 |Uji kualitas/ kerapatan spora Peralatan 1 Jam |Ke-apatan spora agens
laboratorium hayati yang sudah
diperbanyak
11 |Pelabelan Stiker label jenis 2jam  [Agens hayati siap Terkait dengan
I Selesai I agens hayati didistribusikn SOP Pengelolaan

Laboratorium




Nomor SOP 125 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
“p sa Tenggara Timurg
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN TATA USAHA NIP 196402101986031029
Judul SOP |Penanganan Surat Masuk

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tagg_gara Timur

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tata naskah dinas
3. Menguasai komputer/ Laptop

Keterkaitan :

|Peralatan/ Peﬂangkapan -

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Pengamanan Lingkungan Kantor

1. ATK
2. Komputer/ Laptop
3. Buku agenda surat masuk

Perlngatan 3

|Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Penanganan Surat Masuk ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
keterlambatan tindaklanjut surat masuk

1. Buku Agenda Surat Masuk
2. Komputer/Laptop/Email




Pelaksanaa

Pejabat

eteranga
e, TAHAP KEGIATAN Pengadministrasi | KepalaupT | K@subagTU/ | Pejabat Kelengkapan | Waktu Output | Keterangan
Kasie Pelaksanaan
Persuratan

1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 |Menerima surat masuk, mengagendakan

surat dalam buku agenda surat masuk, Buku Agenda Surat Lembaran

memasang lembar disposisi dan mulai masuk dan lembar | 5menit | Disposisi dan

meneruskan kepada Kepala UPT. disposisi Surat Masuk
2 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan &

memberikan petunjuk kepada pejabat yang : s y g

dituju untuk tindaklanjut dan dikembalikan LZ::;T;LD:::{?;SI 10 menit mer:;iz:li:?;uﬂ

ke pengadministrasi TU.
3 |Mencatat disposisi Kepala UPT dan Melaksanakan/

meneruskan ke Kasubag TU/ kasie Menindaklanjuti 5 menk meneruskan

disposisi . instruksi di
disposisi

4 |Menelaah dan mendisposisi surat kepada Melaksanakan/mener

staf Pejabat pelaksana untuk ditindaklanjuti uskan instruksidi | 10 menit | P&l@ksanaan

/ dilaksanakan. disposisi Disposisi
5 |Menindaklanjuti disposisi terkait surat ﬁ :

i Pelaksanaan ; Selesai dan
! lesal ;
masuk dan mengarsipkan selesa Disposis! 5 menit pengarsipan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

[Dasar Hukum :

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa
Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas

di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa

Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan

Standar Operasional Prosedur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand ﬁaslgn Reformasi Birokrasi 2010-2025

Nomor SOP __ 127 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Efektif al —_—
Disahkan Oleh Kep a Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
~ Provinsi-Nysa Tenggara Timur §
SRy Eroderch kot 6P
Pembina Utama Muda
T — NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat

Kualifikasi Pelaksana :

1. Pendidikan minimal 51

2. Memahami tata naskah dinas

3. Menguasai komputer/ Laptop

4. Memahami alur kenaikan pangkat

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK

2. Komputer/ Laptop/ Email
3. Buku Daftar Urut Kepangkatan

Perlngatan .

|Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Kenaikan Pangkat ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
keterlambatan kenaikan pangkat PNS

Daftar Urut Kepangkatan




PELAKSANA MUTU BAKU
- - Pejabat Pejabat Ket
it HSAMAN IR Kepala UpT | K28ubag | pengelola | oo oo iinistasi | Kelengkapan Waktu OutPut b
TU Analisis Tata Peminsion
Usaha
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Kepala UPT mendisposisikan Kasubag TU untuk
mempersiapkan surat usulan kenaikan pangkat ' mulai l agenda kerja 5 menit Disposisi
2 |Kasubag TU memerintahkan Pejabat Analisis " e
Tata Usaha untuk mendata ASN dan mengkonsep ,[ Disposisi 5 menit e"sYEJs Ianr; u
surat u
3 |Pejabat AnalisisTata Usaha mengumpulkan data,
persyaratan kenaikan pangkat, mengkonsepkan Persyaratan, Surat 3
surat dan menyerahkan kepada Kasubag TU Usulan 1 hari Kelengkapan
4 |Kasubag TU mengoreksi data persyaratan ASN Ya Tidak dok
dan konsep surat, apabila menyetujui memaraf T 1 " i '-‘k";e"'
dan menyerahkan ke Kepala UPT untuk elengkapan meni d'h'g pan
ditandatangani \/ ihimpun
5 [Kepala UPT memeriksa konsep surat jika X Dok Surat usulan
menyetujui menandatangani, jika tidak G on 15 menit | kenaikan pangkat
dikembalikan kepada Kasubag TU elengkapan dihimpun ditsint
6 |Kasubag TU menyerahkan surat usulan kenaikan b o
peaghel kep&nctlak z;jabat pepl?tgdmmlstasi Surat usulan p:':g kat dan Ian:;:r::
PRGN e kenaikan pangkat Smenit | persyaratan ASN,
dibuat tercatat pada agenda
surat keluar
7 |Pejabat pengadministrasi persuratan y
mengagendakan surat keluar, menggandakan dan Suratkus:l::an :cenafkan
mengarsipkan serta menyampaikan surat usulan selesal Pangrsa r:t“ T‘Splll"‘" 10 menit | Usulan Kenaikan
kenaikan pangkat kepada kepala dinas cq. i i lyta da" : i Pangkat
kasubag umum dan kepegawaian ercasﬁr;tak;:agf =




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP .

126 Tahun 2021

Tanggai Pembuatan

27 September 2021

Tanggal Revisi
Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

Kepal ’Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
ﬁ - Provinsi Nusa Tenggara Tlmur‘

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP

[Pengamanan Lingkungan Kantor

Dasar Hukum :

Kuaiﬁkas_l Felaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintah

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa

1. Pendidikan minimal SMA
2. Memahami tata naskah dinas
3. Memahami Tupoksi Satpam

4, SOP Pelayanan Pemesanan Biopestisida
Ls. SOP Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratorium
6. SOP Pengelolaan Kebun Dinas

Tenggara Timur
Keterkaitan : |Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. Buku tamu
2. SOP Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan 2. Pentungan
3. SOP Pengelola Asrama dan Aula 3. Senter

Peringatan :

Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Pengamanan Lingkungan Kantor ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
ketidaknyamanan pengguna jasa fasilitas

Buku Tamu

~=




PELAKSANA MUTU BAKU
Pejabat Pejabat
s EAEIR RESHATAN Kasubag TU | Pengamana | Pengadministras | Kelengkapan Waktu OutPut Hat.
n i Persuratan

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 |Kasubag TU menugaskan Pejabat agenda kerja 5 menit Jadwal jaga, Buku
Pengamanan guna melakukan mulai tamu
pengamanan lingkungan kantor

2 |Pejabat pengamanan melakukan Jadwal jaga, 5 menit Terdata pada buku
pengamanan lingkungan kantor selama _ b Buku tamu tamu dengan
24 jam,wajib melaporkan kepada maksud dan tujuan
Kasubag TU, melayani maksud
kedatangan tamu dan mencatat pada
buku tamu

3 |Pejabat pengadministasi persuratan, Terdata pada 5 menit Pelaksanaan
melayani maksud tamu dan buku tamu Maksud dan
mengantarkan tamu kepada Kepala UPT, dengan maksud Tujuan
Kasubag TU, Kepala Seksi, dan ASN, dan tujuan
serta wajib melaporkan kepada Kasubag
TU

4 |Pejabat pengadministasi persuratan Pelaksanaan 5 menit Selesai
mengagendakan maksud kedatangan Maksud dan

tamu

selesai

Tujuan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINS| NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

128 Tahun 2021

27 September 2021

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh

2 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a Tenggara Timur |

P T P PR Y ST T —

ecky fFregencn ol ST
Pembina Utama Muda
NIP. 196402101986031029

Judul SOP

Penyusunan Laporan Bulanan

Dasar Hukum :

Kualifikasl Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomar 9
Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami tata naskah dinas

3. Menguasai komputer/ Laptop

4. Menguasai alur pelaksanaan kegiatan

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganaﬁumt Keluar

Parlngat&n :

1. ATK

2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer/ Laptop
3. SOP Pengelola Asrama dan Aula 3. Mesin Tik
4. SOP Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan
IS, SOP Pengelolaan Kebun Dinas
6. SOP Pelayanan Pemesan Biopestisida
7. SOP Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratorium

|Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Penyusunan Laporan Bulanan inl tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
pertanggungjawaban anggaran, program dan kegiatan UPT

Dokumen pelaksanaan kegiatan




i

PELAKSANA MUTU BAKU
Pejabat Analisis Pejabat
et..
NO TAHAP KEGIATAN Kepala UPT |Kasubag TU FORSnGRINL, Pengadministrasi Kelengkapan Waktu OutPut K
evaluasi dan
Persuratan
pelaporan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Kepala UPT menugaskan KTU menyusun - , ; ; z
laporan bulanan kegiatan | mulai . Agenda kerja 5 menit Disposisi
2 |Kasubag TU mengonsep, menugaskan dan Disposisi, Notulen,
mengarahkan pejabat Analisis Perencanaan, —— Disoosisi 15 menit Realisasi kegiatan,
evaluasi dan pelaporan untuk mengumpulkan Fan konsep laporan,
data dari Seksi dan ketik konsep laporan komputer/ Laptop,
3 |Pejabat Analisis Prencanaan, evaluasi dan Disposisi, Notulen,
pelaporan mengumpulkan data kegiatan dari Realisasi kegiatan, . Konsep laporan
seksi dan ketik konsep laporan dan konsep laporan, | 1hari bulanan
menyerahkan kepada Kasubag TU 7. komputer/ Laptop,
4 [Kasubag TU mengoreksi laporan bulanan dan /‘
berkoordinasi dengan kepala Seksie, jika telah Tidak Konsep laporan ; '
disepakati Kasubag TU memaraf dan Ya \/ bulanan SO TNOK] Lasiorer) Bt e
diteruskan kepada Kepala UPT
5 |Kepala UPT mengoreksi laporan bulanan, jika
dl“tU]Ul maka ditandatangani dan diberikan ) . |Laporan bulanan dan
kepada Kasubag TU Laporan bulanan Fix |15 menit pg uku Agenda
6 |Kasubag TU menugaskan Pejabat La
e § poran bulanan dan ; Laporan bulanan
Pengadministrasi Persuratan untuk 5 menit Ek isi
menindaklanjuti laporan SURILAGI ST,
7 |Pejabat Pengadministrasi Persuratan
mengagendakan Laporan bulanan, Laporan bulanan |44 oy Laporan Bulanan

menggandakan dan mengarsipkan serta
Imenyampaikan kepada PDE Dinas

dam Ekspedisi




Nomor SOP — 129 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif SN A
Disahkan Oleh Kepalg Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR —jeeky Frederich Kol &TF
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN TATA USAHA L _NIP. 196402101986031029
Judul SOP |Penyusunan RKA UPT
Dasar Hukum : |Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 1. Pendidikan minimal S1
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 2. Memahami tata naskah dinas
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur 3. Menguasai komputer/ Laptop
Administrasi Pemerintah
3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;
5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan : |Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK
2. SOP Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan 2. Komputer/ Laptop/ Email
3. SOP Pengelola Asrama dan Aula 3. Mesin Tik
4. SOP Pelayanan Pemesanan Biopestisida
5. SOP Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratorium
|6. SOP Pengelolaan Kebun Dinas
7. SOP Penanga_nan Surat Keluar
|Peringatan : = |Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SOP Penyusunan RKA ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada Dokumen pelaksanaan kegiatan
pelaksanaan anggaran, program dan kegiatan UPT




PELAKSANA MUTU BAKU
Pejabat Analisi
" TARAP KEGIATAN Kepala UPT | Kasubag TU Perencanaa, Kelengkapan Waktu Out Put ek
evaluasi dan
pelaporan
1 2 3 4 5 8 9 10 11
1 |Kepala UPT menugaskan Kasubag TU Disposisi, Renja,
menyusun RKA sitilad Agenda kerja 5 menit KUA,
Komputer/Laptop
2 |Kasubag TU memberi arahan kepada :
Pejabat bendahara pembantu untuk - Disposisi, Renja, KUA, | , ) KonsepKRJ:. Renja,
menghimpun rencana pelaksanaa kegiatan Komputer/Laptop 0 menit i
masing seksi Komputer/Laptop
3 |Pejabat Bendahar pembantu
mengumpulkan data rencana kegiatan seksi Konsep RKA, Renja, 1 hari RENJA, KUA, RKA
dan mengetik konsep RKA sesuai dengan KUA, Komputer/Laptop UPT
paqu anggaran /
4 |Kasubag TU mengoreksi konsep RKA
dengan pagu anggaran yang ada dan
berkoordinasi dengan kasie, jika sesuai Ya Tidak RENJA'UI:#A' RIA 30 menit Konsep RKA
memparaf dan menyerahkan konsep RKA V
kepada Kepala UPT
5 |Kepala UPT mengoreksi konsep RKA |
dengan pagu anggaran yang ada, jika ;
sesuai menandatangai dan menyerahkan Konssp RIA 15menk | RKA Agenda Surs!
kepada Kasubag TU
6 |Kasubag TU menyerahkan konsep RKA v
kepada bendahara pembantu untuk RKA, Agenda Surat | 5 menit RKA, Ekspedisi
menindaklanjuti RKA UPT
7 |Pejabat Bendahara Pembantu
mengagendakan RKA UPT, menggandakan . , .
dan mengarsipkan serta menyampaikan selesai RKA, Ekspedisi 15 menit RKA UPT

RKA kepada PDE Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 130 Tahun 2021

[JudursoP |Penyusunan Laporan PAD

Dasar Hukum :

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif i)

Disahkan Oleh Kepala,Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
ﬁ',P insi Nysa Tenggara Timur ‘

Pembina Utama Muda
NIP 1968402101985031029

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4, Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tata naskah dinas
3. Menguasai komputer/ Laptop

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1. ATK

2. SOP Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan 2. Komputer/ Laptop

3. SOP Pengelola Asrama dan Aula 3. Mesin Tik

4. SOP Pelayanan Pemesanan Biopestisida
LS‘ SOP Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratorium

6. SOP Pengelolaan Kebun Dinas

7. SOP Penanganan Surat Keluar

Peringatan : |Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Penyusunan Laporan PAD ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
penyalahgunaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

|Kuitansi Penerimaan PAD




PELAKSANA MUTU BAKU
NO Tahap Kegiatan Pejahat Pejabat Ket..
Kasubag TU | Pengadministrasi | Kepala UPT Pengadministrasi Kelengkapan Waktu OutPut -
i Persuratan

1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10

1 |Kasubag TU menugaskan dan mengarahkan Agenda kerja | 5 menit | Disposisi, kwitansi,
Pejabat Pengadministrasi Umum untuk i Buku Agenda PAD,
mengumpulkan data dan mengkonsepkan Komputer/Laptop
laporan bulanan PAD

2 |Pejabat Pengadminitrasi Umum mengumpulkan Disposisi, kwitansi,| 1 hari | Ketikan Laporan
data PAD dari Seksi dan mengetik konsep Buku Agenda
laporan PAD,

/ Komputer/Laptop

3 |Kasubag TU mengoreksi laporan bulanan , jika \ tidak Ketikan Laporan | 15 menit| Hasil Koreksi dan
disetujui Kasubag TU, maka diparaf dan Persetujuan
diteruskan kepada Kepala UPT </

4 |Kepala UPT mengoreksi laporan bulanan, jika ya . Hasil Koreksi dan | 15 menit| Penandatanganan
disetujui, maka ditandatangani dan diberikan Persetujuan Laporan
kepada Kasubag TU

5 |Kasubag TU menugaskan Pejabat Penandatanganan | 5 menit | Laporan PAD,
Pengadministrasian Persuratan untuk |( Laporan Buku Agenda
menindaklanjuti laporan

6 |Pejabat Pengadministrasian Persuratan Laporan PAD, |15 menit|Laporan PAD UPT
mengagendakan Laporan PAD, menggandakan Buku Agenda

dan mengarsipkan serta menyampaikan kepada
OPD terkait




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 131 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

|Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
AProvinsi Nusa Tenggara Timurf}

T
t Pembina Utama Muda

NIP. 196402101886031029

Judul SOP [Pengajuan Keuangan

Dasar Hukum :

[Kualifikas! Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
tentang Pedoman enyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara
Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami tata naskah dinas

3. Memahami alur pengajuan keuangan
4, Memahami aplikasi keuangan

[Keterkaitan : [Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk 1.ATK

2. SOP Penangﬂan Surat Keluar 2. Komputer/ Laptop

|Peringatan : |Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SOP Pengajuan Keuangan ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada 1. Surat Pertanggungjawaban (SPJ)
keterlambatan penyediaan anggaran kegiatan 2. Kwitansi

3. Surat Permintaan Pembayaran (SPP)
4. Buku Kas Umum (BKU)

5. Buku Pajak

|6. Kartu Pengawas




PELAKSANA MUTU BAKU
Pejabat
B TAHAR EEMATAN Kafl.':_‘bag Pengadministras| Kepala UPT| Kelengkapan Waktu OutPut s
iUmum

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 |Kepala Sub Bagian TU menugaskan pejabat Pejabat
Pengadministrasi Umum ntuk mempersiapkan : : ; o
konsep surat pengajuan SPP (UP,GU,TUP) e agenda kerja S menit disposisi

2 [Pejabat Pejabat Pengadministrasi Umum |
mengumpulkan permintaan keuangan dari masing- usulan kegiatan
masing seksi, mengkonsep surat pengajuan SPP disposisi 30 menit| seksi, konsep
(UP,GU, TUP) dan menyerahkan kepada Kasubag ) surat usulan
TU.

3 |Kasubag TU mengoreksi mengkonsep surat
pengajuan, SPP (UP,GU,TUP) dan usulan kegiatan data target dan
mengkoordinasikan dengan Kasie, jika Kasubag TU / tidak seksi, konsep surat|15 menit| ralisasi, usulan
menyetujui maka akan memaraf dan diserahkan usulan kegiatan seksi
kepada Kepala UPT ya

4 |Kepala UPT mengoreksi surat pengajuan SPP
(UP,GU,TUP), jika Kepala UPT menyetujui maka )I data target dan Surat pengajuan
akan menandatangi dan diserahkan kepada ralisasi, usulan |15 menit| SPP dan Buku
Kasubag TU kegiatan seksi Agenda

5 |Kasubag TU menyerahkan surat pengajuan SPP
kepada Pejabat Pengadministrasi Umum untuk Surat pengajuan
menggandakan, dan menyampaikan surat selesal  J¢ SPP dan Buku | 5menit| SuratUsulan
pengajuan SPP (UP,GU,TUP) kepada Kasubag Agenda

Keuangan Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP : 132 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

lg_rlg_gal Efektif

Disahkan Oleh Kepalg Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

a Tenggara Tim urﬂ

t Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP |Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawai

Dasar Hukum :
i o rmnn

Kualifikasi Pelaksana ;

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Besign Reformas) Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi
Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tata naskah dinas
3. Menguasai Laptop dan Elektronik Absen

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK
2. Komputer/ Laptop/ Email
3. Elektronik Absen

pada ketidakdisiplin ASN

Peringatan : Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SOP Penyusunan Laporan Kehadiran Pegawal ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak Elektronik Absen




PELAKSANA MUTU BAKU
Pejabat Pejabat
NO Tahap Kegiatan Kasubag TU | Analisis Tata | Kepala UPT| Administrasi | Kelengkapan Waktu QutPut Ket.,
Usaha Persuratan
1 2 3 4 7 8 9 10 11 12
1 |Kasubag TU mengkonsep, agenda kerja | 15 menit | disposisi,
menugaskan dan mengarahkan mailat konsep,
Pejabat Pejabat Analis Tata Usaha laporan harian
untuk ketik konsep laporan kehadiran
pegawai
2 |Pejabat Pejabat Analis Tata Usaha disposisi, 1 hari Konsep  |Terkait SOP
mengolah data hasil e-absen dan konsep, laporan laporan  |Penyusunan
mengkonfirmasikan keterangan harian Surat Keluar
ketidakhadiran ASN, serta ketik Sl S
konsep laporan
3 |Kasubag TU mengoreksi data hasil e+ Konsep laporan | 15 menit | Hasil Ketikan,
absen dan konsep laporan, jika Koreksi
menyetujui memparaf dan <>_ idak
menyerahkan kepada Kepala UPT va
4 |Kepala UPT mengoreksi laporan, jika Hasil Ketikan, | 15 menit [Laporan, Buku
menyetujui menandatangani laporan Koreksi Agenda
5 |Pejabat Administrasi Persuratan Laporan, Buku | 5 menit Laporan
menindaklanjuti, menggandakan dan Agenda Kehadiran
mengarsipkan serta menyampaikan of sslasi UPT
laporan




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINS|I NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SUB BAGIAN TATA USAHA

133 Tahun 2021

27 September 2021

Disahkan Oleh

Kepalg Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

i Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029

Judul SOP |Penanganan Surat Keluar

Dasar Hukum :

|Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand fJeslgn Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tata naskah dinas
3. Menguasai komputer/ Laptop

Keterkaitan :

|Peralatan/ Perlangkapan :

1. SOP Penanganan Surat Masuk
2. SOP Pengamanan Lingkungan Kantor

1. ATK

2. Komputer/ Laptop

3. Buku agenda surat keluar
4, Stempel

IParingatan H

|Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Penanganan Surat Keluar ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
keterlambatan surat keluar

1. Buku Agenda Surat Keluar
2. Komputer/Laptop/Email




PELAKSANA MUTU BAKU
NO TAHAP KEGIATAN Kasubag TU/ | Pejabat e Ket
Kepala UPT | Pengadministrasi | Kelengkapan Waktu OutPut "
kasie Pelaksana
persuratan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan Pejabat pelaksanaan untuk e agenda kerja 5 menit disposisi
mengubah konsep surat l mulai f
2 |menyusun konsep surat dan menyerahkan S, disposisi 15 menit Bahan
kepada kasubag TU/kasie untuk dikoreksi Disposisi
3 |Mengoreksi konsep surat, jika setuju memaraf \ Bahan Disposisi 15 menit konsep surat
dan menyampaikan kepada kepala UPT jika : keluar
tidak setuju dikembalikan kepada pejabat > tidak
pelaksanaan untuk dikoreksi 4
4 |Mengoreksi konsep surat jika setuju menanda konsep surat 15 menit surat keluar
tangani dan menyerahkan kepada KTU untuk di keluar disetujui dan
tindaklanjuti ditandatangani
5 |Menyerahkan kepada Pengadministrasi surat surat keluar 5 menit surat keluar,
untuk di tindaklanjuti disetujui dan Buku Agenda
ditandatangani dan Buku
Ekspedisi
6 | mengagendakan Surat keluar, menggandakan surat keluar, Buku 10 menit surat keluar

dan mengarsipkan serta menyampaikan
kepada OPD terkait

selesal

Agenda dan Buku
Ekspedisi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
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27 September 2021

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
imsi-Nysa Tenggara Timurﬁ

Pembina Utama Muda

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4. Peraturan Gubermnur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Tata Usaha pada SKPD
pengelola retribusi lingkup Provinsi NTT;

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur

SUB BAGIAN TATA USAHA NIP 196402101986031029
Judul_S_CJP |Pengﬂn Asrama dan Aula
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Besign Reformasi mﬁ%—rﬂendidikan minimal S1

2. Memahami tata naskah dinas
3. Menguasai komputer/ Laptop

Keterkaitan :
e s

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk
3. SOP Pengamanan Lingkungan Kantor

1. ATK

2. Komputer/ Laptop/ Email

3. Peralatan Kebersihan Kantor

4. Sarana dan Prasarana Asrama dan Aula

Perlngatan 2

Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Pengelola Asrama dan Aula ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada

penyalahgunaan dan penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Buku Agenda Pengguna Jasa Fasilitas




PELAKSANA MUTU BAKU
Pejabat Pejabat !
NO TAHAP KEGIATAN Kasubag TU | Pengelola | Kepala UPT | Pengadministr P:g:::::;;:’:“ Kelengkapan Waktu Out Put s
1 2 3 5 g 6 7 8 9 10
Menugaskan Pejabat Pengelola
1 |Asrama Untuk menyusun konsep | mulai Disposisi 5 menit | Bahan Disposisi
surat balasan
menyusun konsep balasan dan : =i i
2 meyerahkan kepada KTU Bahan Disposisi | 30 menit | Konsep Balasan
Mengoreksi konsep surat balasan, i
jika setuju memaraf dan Konsep Balasan
menyerahkan kepada kepala upt .. | disetujui /ditolak,
3 |untuk ditindaklanjuti jika tidak setuju Tidak Konsep Balasan | 15menit |p ./ Agenda, dan
dikembalikan kepada pejabat telpon
pengelola asrama untuk di perbaiki Ya
Kepala UPT mengoreksi njika ;:2:?5[?:;2?:; Menyetujui
4 |setuju tanda tangan dan serahkan > s ﬁ{ enda dan| 2418 | ketersediaan
ke KTU untuk ditindaklanjuti tg =g Asrama dan Aula
KTU menyerahkan surat ke pejabat Menyetujui Su;:trg:;v z:nya)
5 |Pengadministrasian persuratan ketersediaan 5 menit prasarana asrama
untuk ditindaklanjuti Asrama dan Aula dan aula
Pejabat Pengadministrasi Surat (jawab ya)

6 persuratan menyerahkan kepada 5 sarana dan 10 mienit Persiapan Asrama
pemchon, mengagendakan dan prasarana asrama dan atau Aula
mengarsipkan surat dan aula

- Pejabat pramu kebersihan . Persiapan Asrama Thist Kebersihan
mempersiapkan aula/asrama [ dan atau Aula Asrama dan Aula

8 melaporkan kesiapan aula/ asrama selesai Kebersihan pé?ggﬁ:la daﬁe:'sa:g:'lna‘tll‘;?uk
kepada KTU Asrama dan Aula jasa PAD Dinas




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN ABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SEKSI AGENS PENGENDALI HAYATI DAN BIOPESTISIDA

Nomor SOP 135 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

lan|igal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan Oleh Kepala Din

- Provinsi

* Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP__ Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratorium
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi
Tata Usaha pada SKPD pengelola retribusi lingkup Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1
Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubemur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan
Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami alur pelayanan laboratorium dan biopestisida
3. Memahami tata naskah dinas

4. Memahami iimu hama dan penyakit tanaman perkebunan

Keterkaitan :

|Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK

2. Komputer/ Laptop/ Faximile/ Email
3. Laboratorium

4. Dokumen pendukung

5. Hasil Penelitian

Peringatan :

|Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratorium ini tidak dilaksanakan maka akan
berdampak pada Sumber PAD pada UPTD PKDLHP

1. Buku Agenda Pelayanan Penggunaan Laboratorium
2. Kwitansi Pelayanan Penggunaan Jasa Laboratorium
3. Komputer/Laptop/Email

ertanian dan Ketahanan Pangan




PELAKSANA MUTU BAKU
NO URAIAN IEMATAM Pengguna | \conala UPT| Kasie | Pj. Lab. LL | Pengadministrasi Kelengkapan Waktu Out Put s
Jasa Umum
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Surat/ljin Penelitian dari pengguna jasa Lembaran Disposisi, surat .
laboratorium diterima dan diagendakan permohonan pengguna jasa L:L:nrgtar?m?;ﬁ:h
dan diteruskan kepada kepala UPT [ adal ) |laboratorium, o, pan:guna s
. telpon/faksimile, Buku laboratorium dan
agenda, sarana dan prasaran Biopestisida
laboratorium.
2 |Jika tidak lengkap maka akan
dikembalikan ke pemohon dan jika Lembaran Disposisi, surat :
persyaratan lengkap maka akan diproses / \ permohonah pengguna jasa | 15 menit Sz‘::;:mgg:m
untuk pelayanan jasa laboratorium. Tidak Ya laboratorium dan Biopestisida
3 |Jasa Lab. Lainnya/ 1 kali Identifikasi dan Sarana dan prasarana ;
pendampingan oleh petugas laboratorium, perlengkapan | £ 1 bulan keter;?;l:stlzrﬁ::‘t-alat
laboratorium produk penelitian
4 |Laporan telah menyelesaikan penelitian Surat informasi telah
oleh pengguna jasa laboratorium i
A "ete’lsﬁdi;‘:g ﬂ%'r‘;t'a'at 1-2 hari per::IIi?:rlle::rllkﬁzsil
e penelitian yang
diperoleh
5 Surat_l_(eterangan telah menyelesaikan J Surst informast telsh
pensiftian oleh UPTD-PKDLHP kepada menyelesaikan penelitian dan : Ringkasan hasil
pengguna jasa laboratorium hasil penelitian yang A - penelitian
diperoleh
6 |Penyelesaian Administrasi/Tanda Terima
Jasa menggunakan Laboratorium m Ringkasan Hasil Penelitian | 60 Menit Kwitansi, PAD




0 136 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Efektif e .
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timu
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR W’
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN Pembina Utama Muda

SEKSI PRODUKSI BENIH DAN PERKEBUNAN KEBUN DINAS NIP 196402101986031029

Judul SOP Pelayanan Benih Tanaman Perkebunan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

[1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi
Tata Usaha pada SKPD pengelola retribusi lingkup Provinsi NTT

5. Peraturan Gubermur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur
Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan
Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan

. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1

2. Memahami alur pelayanan benih tanaman perkebunan

3. Memahami tata naskah dinas

4. Memahami ilmu hama dan penyakit tanaman perkebunan

Keterkaitan :

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk
3. SOP Pengelolaan Kebun Dinas
4. SOP Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

1. ATK

2. Komputer/ Laptop/ Email

3. Benih Tanaman Perkebunan

4. Dokumen Pendukung

5. Sarana dan Prasarana Kebun Dinas

Perlngatnn £

. Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SOP Pelayanan Benih Tanaman Perkebunan ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak 1. Buku Agenda
pada keterlambatan penyediaan benih tanaman perkebunan 2. Kwitansi
3. Laporan

4. Dalam bentuk Hardcopy dan Softcopy




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Kepala Seksi Koordinator Keterangan
p
emesan Kepala UPT PBPKD Kabiisi Dlsia Kelengkapan Waktu Output
2 3 4 § 6 7 8 9 10
Surat/ Nota Pesanan dari Calon Konsumen/ Surat masuk, nota pesanan 30menit |Surat/nota pesanan dan
Pemesan/ Pengguna Benih Mulai lembar Disposisi
L
Kepala UPT mendisposisi surat kepada kepala seksi . 4 Surat/nota pesanan dan 30menit  |Surat masuk, Disposisi dan
lembar Disposisi petunjuk
Kepala Seksi mendisposisi surat kepada koordinator h 4 Surat masuk, Disposisi Ka. 30 menit  |Nota pesanan, disposisi dan
kebun dinas UPT dan petunjuk petunjuk
Koordinator kebun dinas mengecek ketersediaan A 4 Petunjuk dan instruksi 1jam Surat informasi ketersediaan
benih benih
|
Jika benih tidak tersedia maka surat informasi -4 Surat keluar, informasi 1 Jam Surat keluar, informasi benih
disampaikan ke calon konsumen. Bila benih tersedia A ketersediaan benih
maka pemesanan benih akan diproses. Tidak Ya
Sortasi benih dan Pembuatan Dokumen Benih (Surat N Benih, surat keluar/ 3 hari kerja  |Benih, Dokumen benih, surat
Keterangan Asal Benih), Pengepakan dan pengantar keterangan asal benih dan
pengiriman benih dokumentasi
Penyerahan benih kepada pemesan dan membuat Benih, Dokumen benih, 3 hari kerja  |Dokumen Tindaklanjut, bukti
laporan/ arsip tanda terima barang : surat keterangan asal benih dokumentasi
Selesai | .
dan dokumentasi




Nomor SOP 137 Tahun 2021
Tagggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efekif
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN
SEKSI PRODUKSI| BENIH DAN PENGELOLAAN KEBUN DINAS Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP |Pengeiolaan Kebun Dinas

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformas) Birokrasi 2010-2025
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

4, Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah

Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan :

1. Pendidikan minimal SLTA

3. Memahami peraturan perbenihan
4. Memahami tata naskah dinas

2. Memahami teknis pengelolaan kebun dinas

Peralatan/ Perlengkapan :

1. SOP Penyediaan Benih Tanaman Perkebunan
2. SOP Penanganan Surat Masuk

3. SOP Penanganan Surat Keluar

4. SOP Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

1. ATK

2. Komputer/ Laptop

3. Benih Tanaman Perkebunan

4. Dokumen Pendukung

5. Prasarana dan Sarana Kebun Dinas

|Peringatan ;

Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Pengelolaan Kebun Dinas ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada
keterlambatan pengelola kebun dinas

1. Dalam bentuk hardcopy dan softcopy
2. Kwitansi
3. Laporan

4. Agenda




PELAKSANAA MUTU BAKU
No. TAHAP KEGIATAN Kepala | Pengelola | Koordinator| Pengadminsitrasi Keterangan
Kepala UPT Seksi Kabam Kebun 2 e Kelengkapan | Waktu Qutput

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 |Kepala UPT menugaskan kepala seksi
untuk  menyiapkan juklak/  juknis Mulai . i . Disposi,
pengelolaan kebun dinas | CHapoSI S prrent: petunjuk

————

2 |Kepala seksi menyiapkan juklak/ juknis &
kegiatan dan mengarahkan pengelola Disposi, & e Juklak/ juknis,
kebun dinas - petunjuk - petunjuk

3 |Pengelola kebun dinas mengarahkan
koordinator kebun untuk mengelola i b Produksi,
kebun dinas sesuai juklak dan juknis Julﬂ:tkfuég:;m. 30 menit sarana
kegiatan ) produksi

4 |Pembersihan lahan, pemeliharaan . .
tanaman, panen dan pengolahan hasil Brciciiiad ngagzl,gum
serta pemasaran hasil kebun serta uo?:Ilk |7-14 hari| 39€" tl o
membuat laporan T sarana produksi penyetoran

PAD

5 |Koordinator mengarahkan
pengadministrasian ~ umum  untuk Kwitansi, buku "
penyetoran PAD dari penjualan hasil ! agenda, bukti ] laporan,
kebun dinas ke Rekening Bendahara Senyetoran | harikerd  kwitansi dan

Penerimaan Dinas, mengirim laporan
dan mengarsipkan dokumen.

PAD

PAD




138 Tahun 2021

27 September 2021
Kepalg Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

insi Nusa Tenggara Timurg

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR /
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

— e
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN * Lec

SEKSI| AGENS PENGENDALI HAYATI DAN BIOPESTISIDA Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029

h Judul SOP |Pelayanan Pemesanan Biopestisida
Dasar Hukum : = |Kualifikasi Pelaksana :
1 Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 1. Pendidikan minimal S1
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 2. Memahami alur pelayanan laboratorium dan biopestisida
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur 3. Memahami tata naskah dinas
Administrasi Pemerintah
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Noemor 3 Tahun 2015 tentang Tarif Retribusi Tata
Usaha pada SKPD pengelola retribusi lingkup Provinsi NTT
5. Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur
6. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur
Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer/ Laptop/ Faximile/ Email

3. Laboratorium
4. Dokumen pendukung
5. Hasil Agens Pengendalian Hayati

Peringatan : - Pencatatan Dan Pendataan :
Jika SOP Pelayanan Pemesanan Biopestisida ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak pada 1. Buku Agenda Pelayanan Pemesanan Biopestisida
ketidaknyamanan pengguna jasa fasilitas 2. Kwitansi Pelayanan Pemesanan Biopestisida

3. Komputer/Laptop/Email }




PELAKSANA MUTU BAKU
NO TAHAP KEGIATAN Pomesan | . o UPT | Kasie Pl‘,"'l'_':;u‘ Pejabat Kelengkapan Waktu Out Put e
Produck e Hay .tl Pengadministrasi
1 2 3 4 5 g 7 8 9 10 11
1 |Surat/Nota pesanan dari pengguna jasa
laboratorium dan Blopestisida diterima dan
f::?r""d skan dan diteruskan kepada kepala E Surat Masuk/Surat Pemesanan 30 menit Lembaran Disposisi
2 |Dis[osisi Kepala UPT Ke Kepala Seksl yang \ Lembaran Disposisi, S:r!l
Menangani Kegiatan pemesanan Produ
Lembaran Disposisi 30 menit blopestisida hayati
Ipon/faksi
2 |Jika tidak lengkap maka akan dikembalikan W Lembaran Disposisi, surat pemesanan
ke pemohon dan jika persyaratan lengkap Produk biopestisida hayati,
maka akan diproses untuk pelayanan TidaR < telponfaksimile, Buku agenda, sarana dan| 15 menit|  orengkapan produk
pesanan dan jasa laboratorium lainnya/ 1 prasaran laboratorium, perlengkapan bo
jenis pesanan Ya produk Biopestisida
3 |Produksli Biopestisida
Yana di produksi di LL L4
a. Trichoderma sp/1.000 ka [:l
b. g:tﬂm':l“f;' 59*21‘03‘1’ gg o Sarana dan prasarana
o O Perlengkapan dan ketersediaan produk laboratorium, periengkapan
d. Pupuk organk Biopestisida 3bulan | produk Biopestisida, produk
- Bokasih/ 1.000 kg Biopestisida
Yang di produksi di Sub Lab.
e. Agens pengendali hayati
- Kumbang bervirus/ 1.000 ekor
- Serangga parasit/ 250 ekor
4 |Uji kualitas produk Bio Pestisida, kuantitasi ) Sarana dan prasarana laboratorium,
mikroba/Produk, Panen/ packing produk | _—II’ perlengkapan produk Blopestisida, produk | 14 harl Pmmg’:‘m‘:;‘?“"”
Blopestisida/ 1.000 kg Biopestisida :
5 |Penyelesaian Administrasi oleh Pemeasan, \ Bi tisida. Buku Agenda Produk Biopestisida dan
Tanda Terima Barang/Arsip [ . m;mn'si ukuAgenda, | 20 men peng::naan
| [ [ ]
6 |Penyerahan barang/jasa hasil kerja Produk Biopestisida dan penggunaan | 60 menit PAD




Nomor SOP_ 139 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif e = &
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
% Provinsi Nusa Tenggara Timur{
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
UPT PERBENIHAN, KEBUN DINAS DAN LABORATORIUM HAYATI PERKEBUNAN Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN TATA USAHA NIP 196402101986031029

Judul SOP Penyusunan Laporan Inventaris Barang _

|Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun
2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah

3. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2019 tentang Tata Naskah Dinas
di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

5. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Provinsi

Nusa Tenggara Timur

1. Pendidikan minimal S1
2. Memahami tata naskah dinas
3. Menguasai komputer/ Laptop

|Keterkaitan :

Peralatan/ Purlanmgan 4

1. SOP Penanganan Surat Keluar
2. SOP Penanganan Surat Masuk

1. ATK

2. Komputer/ laptop/ Email

3. Mesin Tik

4. Buku Daftar inventaris barang

IPsringatan z

Pencatatan Dan Pendataan :

Jika SOP Penyusunan Laporan Inventaris Barang ini tidak dilaksanakan maka akan berdampak
pada tidak terdatanya barang milik negara

Buku Daftar Inventaris Barang




PELAKSANA MUTU BAKU
Pejabat Pejabat
o TAHAP KEGIATAN Ka?rl:,bag Pengadministr| Kepala UPT| Administrasi | Kelengkapan | Waktu OutPut Ket.
asi Barang Persuratan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 |Kasubag TU menugaskan Pejabat
Pengadministrasi Umum untuk el & o
mendata barang dan mengarahkan agenda kerja | 5 menit | ﬁ':'PES‘S'-
bendahara untuk mengkonsepkan aftar Barang,
laporan inventaris barang

2 |Pejabat Pengadministrasi Umum ] -
mendata barang milik negara disposisi, Daftar konsep
berdasarkan KIR (kartu identitas Barang, 1 hari : Iapcra:?
barang) UPT dan mengkonsepkan Komputer/ inventaris
laporan Laptop, barang

3 |Kasubag TU mengoreksi daftar data —
barang dan konsep laporan, jika setuju konsep laporan L . :
memaraf laporan, dan menyerahkan tidak inventaris barang 1S imeni mt\:entans
kepada Kepala UPT ya arang

4 |Kepala UPT mengoreksi daftar data :
barang dan konsep laporan, laporan inventaris ] =pomn
menandatangani laporan, dan barang 15 menit| inventaris
menyerahkan kepada Kasubag TU barang, KIR

5 |Kasubag TU menyerahkan laporan
kepada Pejabat administrasi I s
persuratan untuk mengagendakan laporan inventaris 5 menit ai;;o vr::ta::'
laporan, menggandakan dan sibisid barang, KIR barang UPT

mengarsipkan serta menyampaikan
laporan




Nomor SOP 140 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
usa Tenggara Timur.
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SUB BAGIAN TATA USAHA Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengajuan Usulan Pensiun ASN
_n-——————]
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas 1. Pendidikan minimal SLTA.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.
3, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT
6. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Alat Tulis Kantor.
2. Buku Agenda Surat Keluar
3. Komputer
4. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP Pengajuan Usulan Pensiun ASN tidak dilakukan dengan baik maka akan 1. Buku kontrol pensiun pegawai
berdampak pada tertundanya hak pensiun Pegawai yang bersangkutan. 2. Disimpan dalam soft dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
; Kepala UPT | Kepala sub
No. Taha ta
. SRAp gt Perbenihan bag Tata SIRE TS Kelengkapan Waktu Output
Usaha
TPH Usaha
1 2 3 4 5 7 8 9
1 |Menerima berkas usulan pensiun dari Bahan Usulan 1 (satu) hari |Bahan Usulan
PNS yang bersangkutan. Mulai Pensiun kerja Pensiun
L
2 [Meneliti dan memeriksa kelengkapan * Bahan Usulan 2 (dua) hari |Berkas siap
berkas pensiun PNS yang diajukan. Pensiun kerja diproses
3 |[Membuat dan memproses usulan Berkas siap 3 (tiga) Hari |Berkas Lengkap
selanjutnya mengajukan ke dinas untuk X diproses kerja
diteruskan ke BKD.
4 |Berkas Usulan diserahkan ke dinas untuk Berkas Lengkap | 1 (satu) hari |Berkas Lengkap
diproses lebih lanjut. 4 kerja

Selesai




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
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Dasar Hukum :

Nomor SOP 141 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi

| Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh @

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
insi Tenggara Timur )

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

Pengajuan Usulan Cuti ASN
W

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

|Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1.SOP Penanganan Surat Keluar
2.SOP Penanganan Surat Masuk

1. Alat Tulis Kantor.

2. Buku Agenda Surat Keluar
3. Komputer

4. Printer

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengajuan Usulan Cuti ASN tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak
Fpada pelanggaran regulasi.

1. Buku kontrol cuti pegawai

2. Disimpan dalam soft dan hard copy

-




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Tahap Kegiatan Kasubag Tata Pengelola Kepala Sub ikl Waktu Output
Usaha Kepegawaian Bagian TU e e
1 2 3 4 7 8 9
1 |[Menerima surat Permohonan Cuti dari Permohonan Cuti|1 hari kerja Surat
pegawai yang bersangkutan. Permohonan
Mulai Cuti, lembar
disposisi, buku
kontrol cuti
2 |Mengecek buku kontrol cuti, membuat Surat 1 hari kerja Surat
surat permohonan cuti pegawai dan v Permohonan Permohonan
menyerahkan kepada kasubag untuk Cuti, lembar Cuti, lembar
divalidasi disposisi, buku disposisi, buku
kontrol cuti kontrol cuti
3 |Memeriksa dan memberikan rekomendasi Surat 1 hari kerja Surat
untuk diteruskan kepada atasan langsung Permohonan Permohonan
pemohon. Cuti, lembar Cuti, lembar
disposisi, buku disposisi
kontrol cuti
4 |Membuatkan surat cuti dan diajukan Surat 1 hari kerja Surat
kepada pimpinan dan di teruskan kedinas Permohonan Cuti Permohonan Cuti
untuk selanjutnya diproses ke BKD. >
4 |Menerima surat Cuti dari dinas/BKD, Surat Cuti 1 hari kerja, Surat Cuti
meyerahkan kepada pegawai yang . J setelah
bersangkutan dan mencatan di buku Selesai menerima Surat
kontrol Cuti /mengarsipkan. Cuti dari BKD
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PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
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Disahkan oleh O‘ Kepala Di

rtanian dan Ketahanan Pangan
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Provinsi

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP

Penataan Arsip

IDasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 65 Tahun 2002 tentang Pedoman Tata
Kearsipan Provinsi Nusa Tenggara Timur

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. Alat Tulis Kantor.
2. SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer

3. Printer

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penataan Arsip tidak dilakukan dengan baik maka akan menyulitkan pecaharian
data terkait arsip

1. Buku Agenda
2. Disimpan dalam soft dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
Kepala UPT
| Staf Pelaksana
No.| Tahap Kegiatan Perbenihan
e TPH K”:;:::;ah Pengadministrasi Waktu Kelengkapan Output Keterangan
an Umum
1 2 3 4 5 6 ! 8
! g‘:n”;:g:zk::af;::ﬁag Tty Fisik Surat, Email | Fisik Surat, Email
m 15 Menit atau Fax, Buku atau Fax, Buku
Dokumen lainnya, Dokumen lainnya,
Agenda Surat Masuk | Agenda Surat Masuk
2 |Mendistribusikan = = - 3
cokumen surat berkas kepaca - o et | e
petugas kearsipan et Dokumen lainnya, | Dokumen lainnya,
Agenda Surat Masuk | Agenda Surat Masuk
% |Momueninnogs) SN, G day Fisik Surat, Email | Fisik Surat, Email
fax pada ‘Iembar pengantar atau L _ atau Fox. Bulas shsai Faic. Baikis
SARIG e & Manit Dokumen lainnya, Dokumen lainnya,
Agenda Surat Masuk | Agenda Surat Masuk
4 |Mensortir surat ke dalam £ aiikdiiF
kelompok surat dinas atau surat Fisik Surat, Email Disposisi,Fisik Surat
pribadi, surat penting atau biasa 10 Menit atau Fax, Buku Email ata1u Fax Bukliu
Dokumen lainnya, e
Agenda Surat Masuk Dolaimen lainnys,
Agenda Surat Masuk
5 |Mendisposisi surat, email dan fax
Lembar Lembar
;":::“;‘:E'th, E::i:r”;:‘oﬂ'u ';:.lpada v Disposisi,Fisik Surat, | Disposisi Fisik Surat,
Benih H%rtikulh;ra! Kagia 20 Menit Email atau Fax, Buku | Email atau Fax, Buku
; ; Dokumen lainnya, Dokumen lainnya,
FRSERBHOCHD THsRtnT S Agenda Surat Masuk | Agenda Surat Masuk
6 |Menyampaikan atau
) Lembar Lembar
rdr:emk?:inakan bercinsarimn Y Disposisi,Fisik Surat, | Disposisi,Fisik Surat,
| 10 Menit Email atau Fax, Buku | Email atau Fax, Buku
. Dokumen lainnya, Dokumen fainnya,
Agenda Surat Masuk | Agenda Surat Masuk
7 |Menyimpan atau mengarsipkan
i Lembar Lembar
sl s ! 15 Menit Email atau Fax, Buku | Email atau Fax, Buku
Dokumen lainnya, Dokumen lainnya,
Agenda Surat Masuk | Agenda Surat Masuk
8 |Memasukan arsip pada filling
cabinet dan dimasukan ke dalam v Disposli-;n;iz?i-: Surak
g = 20 Menit Email atau Fax, Buku | ;ﬁ;’: fu”;a;n”::;”n';a
Dokumen lainnya,
Agenda Surat Masuk
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Disahkan oleh

jan dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa\Tenggara Timur »

> Lecky Frederich KoL STP

Pembina Utama Muda
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Judul SOP

Pengelolaan Aset

iDasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan
Barang Milik Negara/Daerah

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pengelolaan Keuangan 1. Alat Tulis Kantor,

2. Komputer

3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengelolaan Aset tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada
Ipendataan barang inventaris

1. Buku Agenda
2. Disimpan dalam soft dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
Kepala UPT
No, Tahap Kegiatan Staf Pelaksana
i
Perbenihan TPH | Kasubag TU Pengurtis Barang Waktu Kelengkapan Output Keterangan
1 2 3 4 5 6 7 8
1 |Menerima serah terima barang Berita Acara Disposisi
hasil proses Pengadaan/ Serah Terima
Pembelian/Hibah/Bantuan dan l Mulal l 30 Menit Barang/SPK/Kwit
diteruskan kepada sub bagian TU ansi
untuk inventarisasi barang
2 |Memberi arahan kepada Disposisi Disposisi
Pengurus Barang untuk dilakukan v
Pencatatan/Pendataan/Penyimpa 30 Menit
nan/Pendistribusian
3 [Melakukan pencatatan/pendataan Disposisi Dokumen Hasil
barang barang inventaris dalam v Pendataan/Invent
KIB 7 Hari aris Barang
4 |Mendistribusikan barang Dokumen Hasil |Berita Acara
inventaris kepada pengguna v Pendataan/invent|Serah Terima
barang sesuai SK kepala UPTD 7 Hari aris Barang Barang dari
BBI/BBU/BBH
5 |Pemanfaatan barang inventaris Berita Acara Aset di UPTD
sesuai ketentuan yang berlaku Serah Terima
1 Tahun Barang dari

BBI/BBU/BBH
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Dasar Hukum :

Nomor SOP
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[ Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh
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Lecky Frederich Koli, STP

Pembina Utama Muda
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Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

Pengelolaan Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Pertanian.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1
2. Menguasai aturan keuangan

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.SOP Penanganan surat masuk 1. Alat Tulis Kantor.
2.SOP Penanganan surat keluar 2. Komputer

3. Printer

4. Telepon

Peringatan .

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengelola Keuangan Bendahara Pengeluaran Pembantu tidak dilakukan dengan
baik maka akan berdampak pada tertundanya pelaksanaan kegiatan, pertanggungjawaban dan
penatausahaan keuangan di UPT PBTPH.

1. Pada buku kas dan kuitansi
2. Disimpan dalam soft dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Bendahara Kepala Kepala UPT Keterangan
Pengeluaran Seksi/Kepala Perbenihan Kelengkapan Waktu Output
Pembantu Tata Usaha TPH
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 |Menerima pengajuan SPP dari seksi-seksi DPA 1 hari Surat Permintaan
M Pembayaran
ulai
2 [Merekap semua pengajuan SPP v Surat Permintaan 1 hari |Draft SPP
Pembayaran
3 [Mengajukan permohonan ke Bendahara v Draft SPP 1hari Draft SPP
Pengeluaran Dinas
4 |Memeriksa,menyetujui dan menandatangani ¥ Draft SPP 30 menit |SPP Sementara
pengajuan SPP
5 |Menerima uang dari Bendahara Pengeluaran| SPP Sementara 1hari  [SPP Sementara
Dinas, membuat SPB dan memerintah BPP A /
melakukan pembayaran kepada pihak terkait
sesuai pengajuan SPP dari seksi dan subag
6 |Mempertanggung jawabkan SPJ pelaksana| + SPP Sementara 2 hari Draft Kuitansi
kegiatan
7 |Menerima kwitansi SPJ defenitif dari seksi dan ¥ Draft Kuitansi 30 menit |Kuitansi SPJ
subag Defenitif
8 |Menyetor pajak dari setiap kegiatan di seksi-seksi ¥ Kuitansi SPJ 1 hari  |Kuitansi Pajak
yang dikenai pajak Defenitif
9 |Menyusun, mengantar dan mengarsipkan kwitansi v Kuitansi Pajak 2 hari Kuatansi Spj
SPJ defenitif Defenitif
10 |Melaporkan hasil ke atasan v Kuatansi Spj 30 menit  |Arsip kuitansi,
: Defenitif buku kas.
Selesai
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Nomor SOP 145 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi

| Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Prowinst a Tenggara Timurl

f

ecky :
Pembina Utama Muda
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Judul SOP

Pengajuan Kenaikan Gaji Berkala

IDasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

2,

3.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor.

2. Buku Agenda Surat Keluar

3. Komputer
4. Printer

Pencatatan dan Pendataan :

Peringatan :
Apabila SOP Pengajuan Kenaikan Berkala ASN tidak dilaksanakan dengan baik maka akan
berdampak pada terlambatnya PNS yang bersangkutan mendapatkan hak gaji sesuai penetapan

Pada buku agenda surat masuk




Mutu Baku

i la Dinas
No. Tahap Kegiatan Kasubag Staf Sub Bag Kepala Keterangan
Tata Usaha Tata Ussha Perta:l(lla:n dan| Persyaratan / Kelengkapan Waktu OQutput
1 _2 4 5 6 8 9 10
1 |Meneliti dan menyusun daftar pegawai negeri sipil Buku kontrol Kenaikan Gaji 2 hari kerja 1. Daftar Nama PNS yang akan
lingkup UPT PB TPH yang akan naik gaji berkala berkala. diproses KGB. 2. Daftar Gaiji
berdasarkan buku kontrol. Pokok PNS. 3.SK yang
| Mulai I memuat besaran gaji pokok
terakhir. 4.Usulan Berkas
Kenaikan gaji berkala PNS
2 [Mengusulkan, melengkapi syarat- syarat, dan 1. Daftar Nama PNS yang akan 3 Hari Kerja Berkas usulan kenaikan gaji
membuat pengantar pembuatan SK Kenaikan diproses KGB. 2. Daftar Gaji berkala
Gaji Berkala kedinas 2 (dua) bulan sebelum TMT Pokok PNS. 3.SK yang
kenaikan Gaji Berkala +— memuat besaran gaji pokok
terakhir. 4.Usulan Berkas
Kenaikan gaji berkala PNS
3 |Menyerahkan berkas usulan kenaikan gaji berkala Berkas usulan kenaikan gaiji 1 hari kerja Berkas usulan kenaikan gaji
ke Dinas untuk diproses lebih lanjut. berkala berkala
Selesai
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Judul SOP

Penyusunan Laporan Bulanan

=
Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.

Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi
Birokrasi 2010-2025.

1. Pendidikan Minimal S1
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor|3. Memahami sistematika penyusunan laporan
35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.S0P Penanganan Surat Keluar 1. Alat Tulis Kantor.
2.S0P Penanganan Surat Masuk 2. Komputer
3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Bulanan tidak dilaksanakan dengan baik maka akan
|berdampak pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam bentuk soft copy dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
Petugas
o THDAp (AtO) ﬁ:ﬁﬂ:: Kopaia Tate . - FOQN Kelengkapan Waktu Output e
TPH Usaha Evaluasi dan
Pelaporan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kasubag Tata Usaha untuk Agenda Kerja 15 menit  [Disposisi
mempersiapkan konsep laporan.
2. |Menugaskan petugas pengelolah data Evaluasi 1 Disposisi 15 menit | Disposisi
dan Pelaporan untuk mengumpulkan bahan atau I
data dukung penyusunan laporan dan menyusun
konsep laporan.
3. [Mengumpulkan bahan atau data dukung Disposisi 3 hari Bahan laporan, disposisi
kemudian menyusun konsep laporan dan
menyampaikan kepada kasubag Tata Usaha,
—
4. |[Memeriksa konsep laporan. Jika setuju memaraf Bahan laporan disposisi 1 jam Konsep laporan, disposisi
dan menyampaikan kepada kepala Upt Ya Tidak
Perbenihan TPH. Jika tidak setuju dikembalikan /\
kepada petugas untuk diperbaiki. Y
5. |Memeriksa konsep laporan. Jika setuju ditanda Konsep laporan disposisi 1 jam Laporan, disposisi
tangani, dan diserahkan kepada Kasubag TU Tidak
untuk  ditindaklanjuti  Jika tidak setuju
dikembalikan kepada Kasubag TU untuk
diperbaiki. ":....._I
6. |Menyerahkan laporan kepada petugas untuk v Laporan disposisi 10 menit  |Laporan disposisi
didistribusikan dan didokumentasikan.
hﬁ
7. |[Mendistribusikan  dan  Mendokumentasikan : Laporan disposisi 20 menit |Laporan bulanan, bukti
Laporan. dokumentasi
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Judul SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perubahan Keenam Belas Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil.
Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

|Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor.

3. Komputer

2. Buku Agenda Surat Keluar

IPeringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengajuan Kenaikan Pangkat ASN tidak dilakukan dengan baiknmaka akan
berdampak pada tertunda periode kenaikan pangkat ASN yang bersangkutan

Pada buku agenda surat masuk




Pelaksana Mutu Baku Keterangan
No. Tahap Kegiatan Kepala Sub Staf Sub Bag
Bagian TU Kepegawaian Kelengkapan Waktu Output
1 2 5 6 7 8 9
1 [Menyusun daftar nominatif rencana kenaikan Daftar Nominatif PNS di |3 (tiga) hari kerja | Daftar nominatif
pangkat PNS periode bulan April dan Oktober UPT PB TPH kenaikan pangkat PNS
setiap tahun. Mulai UPT PB TPH periode
bulan April dan Oktober
l setiap tahun.
| 2 |Mengumpulkan data pendukung, memeriksa dan Daftar nominatif 3 (tiga) hari kerja|Berkas kelengkapan
| meneliti berkas usulan kenaikan pangkat PNS 2 kenaikan pangkat PNS untuk kenaikan pangkat
| UPT PB TPH UPT PB TPH periode
bulan April dan Oktober
setiap tahun.
3 |Memproses surat usulan kenaikan pangkat ASN. Berkas kelengkapan 2 (dua) hari kerja|Surat usulan kenaikan
h 4 untuk kenaikan pangkat pangkat ASN
4 |Menyerahkan surat usulan kenaikan pangkat v Surat usulan kenaikan 1 (satu) hari |Surat usulan kenaikan
ASN kepada dinas untuk diproses lebih lanjut Selesai pangkat ASN kerja pangkat ASN
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Disahkan oleh

t

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

sa Tenggara Timurb‘

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

Penyusunan Laporan Tahunan

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-

2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35

Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap

Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas

peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang

Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit

Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan Minimal S1
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.
3. Memahami sistematika penyusunan laporan

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.SOP Penanganan Surat Keluar 1. Alat Tulis Kantor.
2.SOP Penanganan Surat Masuk 2. Komputer

3.SOP Penyusunan Laporan Bulanan 3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penyusunan Laporan Bulanan tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak
pada ketidaktepatan waktu penyampaian laporan.

Disimpan dalam soft copy dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
Staf Pelaksana
No. Tahap Kegiatan Kepala UPT Kepala Tata Keterangan
lengka Wi,
Perbenihan TPH|  Usaha R e - Ot
Pelaporan
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1. |Menugaskan Kepala Tata Usaha  untuk Agenda Kerja 15 menit |Disposisi
mempersiapkan konsep laporan tahunan.
2. |Memerintahkan staf pengelolah evaluasi dan ' ¥ Disposisi 15 menit |Disposisi
pelaporan untuk mengumpulkan  bahan
penyusunan laporan tahunan dari masing masing
seksi.
3. |Mengumpulkan dan menyerahkan bahan Y Disposisi 1 hari Bahan laporan, disposisi
penyusunan laporan tahunan kepada Kepala
Tata Usaha. l
4. |Mengonsep  laporan  tahunan  kemudian Bahan laporan, disposisi 1 hari Konsep laporan, disposisi
menyerahkan kepada Kepala UPT.
5. [Memeriksa draft laporan tahunan. Jika setuju Konsep laporan, disposisi 1 jam Laporan Tahunan,
menandatangani dan menyerahkan kepada KTU. . 4 disposisi
Jika tidak setuju mengembalikan kepada KTU
untuk diperbaiki.
[ —
6. |[Menyerahkan laporan tahunan kepada staf ¥ Laporan Tahunan, 10 menit  |Laporan Tahunan,
pegelolah, evaluasi dan pelaporan. disposisi disposisi
i i
7. |Mendistribusikan dan  mendokumentasikan Laporan Tahunan, 1 Jam Laporan tahunan UPT

Laporan tahunan.

disposisi

PBTPH, bukti
dokumentasi

-
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Judul SOP Penerbitan Nota Dinas
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-{1. Pendidikan minimal SLTA.
2025. 2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubermnur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1.SOP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.

2.SOP Penanganan surat Keluar. 2. Komputer
3. Buku Agenda Surat Masuk
4. Buku Agenda Surat Keluar
5. Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penerbitan Nota Dinas tidak dilakukan dengan baik atau terlambat diproses maka |1, Pada agenda Surat Keluar.

akan berdampak pada penyampaian informasi sesuai isi nota dinas. 2. Disimpan sebagai data elektronik dan manual




Pelaksana Mutu Baku
: i o - Ketera
No Tohap hagisen Kepala UPT Kepala Tata Pengadministrasi Kalsookaosn Waktu Oulisut e o
Perbenihan Usaha Umum e P

q 2 3 4 6 7 8 9 10
1 |Menugaskan kepada Kasubag TU Surat Masuk, 10 menit Disposisi, petunjuk,

untuk menyiapkan Konsep Nota Dinas. Mulai Disposisi, Petunjuk penugasan

!

2. |Menelaah konsep Nota Dinas dan Surat Masuk, 10 menit Disposisi, petunjuk,

menyiapkan kelengkapan bahan nota l Disposisi, Petunjuk penugasan

dinas.
3. [Menugaskan Pengadministrasi Umum Disposisi, petunjuk, 1jam Konsep Nota Dinas &

dan mengetik konsep Nota Dinas A 4 penugasan bahan kelengkapan nota

beserta kelengkapan bahan nota dinas

dinas.
4, |Menelaah, mengoreksi, memaraf dan Konsep Nota Dinas & 10 menit Konsep Nota Dinas

mengajukan konsep Nota Dinas y bahan kelengkapan

kepada kepala UPT. nota dinas
5. [Menelaah, mengoreksi dan Konsep Nota Dinas 10 menit Nota Dinas

menandatangani Nota Dinas. X
6. [Mengirimkan dan mengarsipkan nota h 4 Nota Dinas 5 menit Nota Dinas dan bukti

dinas.

Selesai

dokumentasi
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NIP 196402101986031029

Judul SOP Penanganan Pendapatan Asli daerah (PAD)

IDasar Hukum : ~ [Kualifikasi pelaksana : "

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 48 Tahun 2012 tentang Jenis dan Tarif Atas 1. Pendidikan minimal SLTA.
Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementrian Pertanian. 2. Menguasai aturan keuangan.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap || Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT,

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1.S0OP Penanganan Surat Masuk. 1. Alat Tulis Kantor.
2.SOP Penanganan surat Keluar. 2. Komputer.
3. Printer.
4 Telepon/Fax
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penanganan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dilakukan dengan baik maka Pada buku kas dan kuitansi.
akan berdampak pada tertundanya setoran dan capaian setoran PAD tidak tercapai.




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Koordinator Kepala Bendahara | Kepala UPT Keterangan
Seksi/Kepala Tata| Penerimaan | Perbenihan | Kelengkapan Waktu Qutput
Balai Benih Usaha Pembantu TPH
1 2 3 4 5 7 8 9 10
1 [Menerima pesanan dan menjual produk komoditi di Nota pesanan 30 menit |Nota pesanan
balai balai benih. Mulai dan lembaran dan lembar
= disposisi Disposisi
2 |Memberikan informasi tentang pesanan dari pihak _i' Nota pesanan 5 menit |Surat masuk dan
ketiga dan merekap hasil penjualan dari balai balai dan lembar lembar Disposisi
benih. Disposisi
3 [Mencatat dan membukukan di buku kas, mencetak Surat masuk dan | 30 menit |Surat masuk dan
kuitansi, menyetorkan ke kas negara. Dan ~X lembar Disposisi Disposisi
melaporkan pada atasan, mengarsipkan.
4 [Menyampaikan laporan penerimaan atas PAD dari v Surat masuk dan 5 menit |Buku kas dan
balai benih. Disposisi arsip kuitansi.
5 |Menerima laporan akhir pencapaian PAD dari L ] Buku kas dan 5 menit |Buku kas dan

masing-masing Balai Benih.

Selesai

arsip kuitansi.

arsip kuitansi.




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SUB BAGIAN TATA USAHA

Dasar Hukum :

Nomor SOP 151 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Penanganan Surat Masuk

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nemeor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Timur.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Keluar

1. Alat Tulis Kantor.
2. Buku Agenda Surat Masuk
3. Telepon

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penanganan Surat Masuk tidak dilakukan dengan baik maka maka akan berdampak
pada terlambatnya tindaklanjut surat masuk.

Pada buku agenda surat masuk/Disimpan dalam softcopy dan hardcopy




Mutu Baku

No. Tahap Kegiatan Pengadministrasi Kepala UPT Kepala Keterangan
Waktu Output
o Hovtiandions SGItsm.I(_Uasubag Kelengkapan p

1 2 4 5 7 8 9 10

1 |Menerima surat masuk, mengagendakan surat Buku Agenda Surat 5 menit |Surat masuk dan
dalam buku agenda surat masuk, memasang masuk dan lembar lembar Disposisi
lembar disposisi dan meneruskan kepada Kepala l Muial I disposisi
tata usaha.

2 |Mencatat informasi tentang Iisi surat dan v Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan
meneruskan kepada Kepala UPT Perbenihan TPH. lembar disposisi lembar Disposisi

3 |Menelaah, mendisposisi surat masuk dan| Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk dan
memberikan petunjuk kepada Kasubag TU/Kasie v lembar Disposisi Disposisi
yang dituju untuk tindaklanjut dan dikembalikan ke
pengadministrasi umum.

4 |Mencatat disposisi ka. UPT dan meneruskan ke L J Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan
kasie yang dituju. Disposisi Disposisi

5 |Menelaah dan mendisposisi surat kepada staf untuk l' Surat masuk dan 10 menit |Surat masuk dan
ditindaklanjuti / dilaksanakan. Disposisi Disposisi

|

6 |Menindaklanjuti disposisi kasie terkait surat masuk Surat masuk dan 5 menit |Surat masuk dan

dan mengarsipkan. Disposisi Disposisi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SUB BAGIAN TATA USAHA

Dasar Hukum :

Nomor SOP 152 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

i\Nusa Tenggara Timur'

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

Penanganan Surat Keluar

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025,

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur NTT Nomor 18 Tahun 2011 tentang Pedoman
Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Timur.

4. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT.

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Menguasai Tata Naskah Dinas.

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Penanganan Surat Masuk

1. Alat Tulis Kantor.

3. Telepon

2. Buku Agenda Surat Masuk

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penanganan Surat Keluar tidak dilakukan dengan baik maka akan berdampak pada
terlambatnya tindaklanjut surat keluar.

Pada buku agenda surat keluar

"ﬁn‘_




Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Keterangan
e o7 “Tl:’;:'"“' Kepala Tatausaha | Kepala Seksi Kepala UPT Kelengkapan Waktu Output
2 3 4 5 6 8 9 10 11
Pengadministrasi  umum/staf menyiapkan Disposisi Surat Smenit |Disposisi Surat
bahan kelengkapan surat keluar sesuai arahan masuk/petunjuk masuk/petunjuk
Kasubag TU/Kasie dan menyerahkan kepada atasan atasan
kasubag atau kepala seksi. Winl
Menyiapkan bahan kelengkapan surat keluar, Disposisi Surat 30 menit |Bahan kelengkapan
menyusun  konsep surat  keluar dan masuk/petunjuk surat keluar dan
menyerahkan kepada Kasubag dan /atau kepala atasan konsep surat keluar
seksi untuk kemudian dilanjutkan ke Ka. UPT.
Mengoreksi konsep surat keluar. Apabila setuju, Bahan kelengkapan 20 Menit |Konsep surat keluar
memaraf dan disampaikan kepada Kepala UPT. surat keluar dan
Apabila tidak setuju dikembalikan kepada )\ konsep surat keluar
Kasubag TU untuk memperbaiki. Lo Y
Ya
Menelaah dan Mengoreksi konsep surat keluar. Konsep surat keluar 20 menit  |Surat keluar
Apabila setuju, ditandatangani. Apabila tidak r
setuju dikembalikan kepada Kepala Seksi untuk Tidak _
memperbaiki.
Ya
|
Surat keluar 10 menit  |Surat keluar dan

Mengagendakan, mendistribusikan/mengirim dan
mengarsipkan.

Arsip

i




Nomor SOP 153 Tahun 2021

Tanggal Pembuaan 27 Seplember 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
/ﬂ! insi NusaYenggara Timurb

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Produksi Benih Sumber Jagung Per Hektar
W

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-[1.  Pendidikan minimal SLTA.

2025. 2. Menguasai Teknis Perbanyakan Benih Jagung Yang Dilaksanakan di Balai Benih

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepada Masyarakat 1. ATK

2. DPA dan DIPA

3. Telepon/HP

4. Komputer dan Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Apabila SOP Produksi Benih Sumber Jagung Per Hektar tidak dilakukan dengan baik maka 1. Pada laporan bulanan dan tahunan
ketersediaan benih tidak bisa memenuhi prinsip 6 Tepat. 2. Administrasi benih

3. Data stok benih




Pelaksana Mutu Baku
Kepala UPT | Kepala Seksi Koordinator
i s b s Perbenihan | Produksi | (BBUBBU/Kebun PBT UPT PSB Kelengkapan | Waktu Output iy
TPH Benlh TP Dinas)
1 2 3 4 -1 6 7 8 9 10 11
1 |Memerintahkan Kepala Seksi
Produksi Benih Tanaman Pangan " 2 . | Disposisi dan Nota
(PBTP) untuk mempenyiapkan | ("8 ) Diposiel 30Mentt | - pesananysurat
Benih Jagung
2 |Menerima dan Melaksanakan Ve
Perintah Kepala UPT untuk . -
Mengadakan Benih Penjenis dari Disposisiden Nota | 7aid 14 | By jegung
Balsi Penelitian Serealia Maros - Pessnan/Surat Fan
Sulawesi Selatan
3 [Mendistribusikan Benih Ke BBI/ Benih J 7Hari | Bukti Pengiriman
BBU/ Kebun Dinas _1 agung .l LI rBngHEnarn,
4 |Mengajukan Permohonan Form Permohonan
Sertifikasi, PL Pendahuluan, PL | Bukti Pengir 1 Hari Sertifikasi, PL
dan PLII i i Pendahuluan, PL |
dan PL Il
5 |Persiapan dan Pengolahan Lahan Form Permohonan
| }_I Sertifikasi, PL - :
Pendahuluan, PL | 21 Hari | Lahan Siap Tanam 6 HOK
dan PL Il
6 |Penanaman Hamparan
I::l Lahan Siap Tanam | 2 Hari Pertanaman 6 HOK
JBQLI"I_Q
7 |Pemeliharaan (Pengairan, Laporan Kegiatan
Penyiangan, Pemupukan dan s m'::mz:’ﬁgung 90 Hari |Perbanyakan Benih| 6 HOK
Pencegahan HFT) Jagung
8 |Panen dan Prosesing Calon i
Benih LApormn Keglatar_l i Calon Benih di
Perbanyakan Benih 7 Hari 6 OHK
Jagung Gudang
9 [Penyimpanan di Gudang
Calon Benih di 21 Hari Stok Kelompok
Gudang Calon Benih
10 |Pengambilan dan Pengiriman h
& =1 Stok Kelompok Calon - | Kemasan Sample
Sampel Benih | [ Benih 30 Menit Beréh Jagung
11 |Pengujian Laboratorium di UPT Kama'_aan Sample 714 Hari Hasil Uji
PSB Benih Jagung Laboratorium
12 [Hasil Uji Laboratorium Tidak | N e ) Hasil Uji
<§ Hasil Uji Laboratorium| 1 Jam Cabeaiain
13 |Permohonan Cetak Label Ya
— , .. | Surat Permohonan
_I —= | Hasil Uji Laboratorium| 30 Menit Cetak Label
14 |Pengiriman Label Benih Sivik Pelwchoian e —
Cetak Label
15 |Pengemasan dan Pelabelan 4 .
i ; .| Benih Jagung Siap
Benih diawasi oleh PBT I:I':] Label L i ibgr i
16 |Benih Siap Salur di Gudan
i ’ e Benih Jagung Siap | Lo o Benih Jagung Siap
- Salur di Gudang Salur di Gudang




Nomor SOP 154 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
4 vinsi Nusi\Tenggara Timur

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA oli,
SEKSI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Produksi Benih Sumber Kacang Hijau Per Hektar

IDasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 1. Pendidikan minimal SLTA.
2025. 2. Menguasai Teknis Perbanyakan Benih Kacang Hijau Yang Dilaksanakan di Balai Benih

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubermur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap Il Periode 2018-2022.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa T@gg_ara Timur.

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepada Masyarakat 1. ATK

2. DPA dan DIPA

3. Telepon/HP

4. Komputer dan Printer

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Produksi Benih Sumber Kacang Hijau Per Hektar tidak dilakukan dengan baik maka | Disimpan dalam soft copy dan hard copy
ketersediaan benih tidak bisa memenubhi prinsip 6 Tepat.




Pelaksana Mutu Baku
o Tabap Kegletan Kepala UPT | Kepala Seksi | Koordinator Sangapen S i
Perbenihan Produksi (BBWBBU/Kebun PBT UPT PSB Waktu
TPH Benih TP Dinas)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Memerintahkan Kepala Seksi Disposisi Disposisi dan Nota
Produksi Benih Tanaman Pangan Pesanan/Surat

(PBTP) untuk mempenyiapkan m 30 Menit
Benih Kacang Hijau
2 |Menerima dan Melaksanakan Disposisi dan Nota Benih Kacang Hijau
Perintah Kpala UPT untuk \ Pesanan/Surat
Mengadakan Benih Penjenis dari | | 7sld14
Balai Penelitian Akabi Malang Hari
3 |Mendistribusikan Benih Ke BBI/ 1 Benih Kacang Hijau . |Bukti Pengiriman
BBU/ Kebun Dinas | I 7 Had
4 [Mengajukan Permohonan Bukti Pengiriman Form Permohonan
Sertifikasi, PL Pendahuluan, PL |, _ |Sertifikasi, PL
PL Il dan PL Il 30 Menit |pendahuluan, PL |,
PL Il dan PL Il
5 |Persiapan dan Pengolahan Lahan v Form Permohonan Lahan Siap Tanam
Sertifikasi, PL 21 Hari
Pendahuluan, PL |, PL
Il dan PL Il
6 |Penanaman 3 Lahan Siap Tanam Hamparan
1-5 Hari |Pertanaman
Kacang
7 |Pemeliharaan (Pengairan, Hamparan Laporan Kegiatan
Penyiangan, Pemupukan dan Pertanaman Kacang | 60 -80 kPemanyakan Benih
Pencegahan HPT) Hari
8 |Panen dan Prosesing Calon Benih Laporan Kegiatan _ |Calon Benih di
Perbanyakan Benih 7THai  |Gudang
9 |Penyimpanan di Gudang Calon Benih di > . |Stok Kelompok
— Gudang 1 Herl I calon Benih
10 |Pengambilan dan Pengiriman Stok Kelompok Calon Kemasan Sample
Sampel Benih Benih 1Hari  |Benih
11 |Pengujian Laboratorium di UPT Kemasan Sample Hasil Uji
PSB Benih 7 - 14 Hari|Laboratorium
12 |Hasil Uji Laboratorium Tidak Hasil Uji Laboratorium Hasil Uji
> 1Jam || aboraterium
13 |Permohonan Cetak Label Ya Hasil Uji Laboratorium Surat Permohonan
1 Hari |Cetak Label
14 |Pengiriman Label Benih A Surat Permohonan Label
I:: Cetak Label 1-5 Hari
15 |Pengemasan dan Pelabelan Label Benih Siap Salur di
Benih diawasi oleh PBT 2Hari [Gudang
16 |Benih Siap Salur di Gudang Benih Siap Salur di Benih Kacang Hijau
m Gudang 90 Hari B_adabel Siap Salur
di Gudang




Nomor SOP 155 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

rtanian dan Ketahanan Pangan

Disahkan oleh Kepala Di

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN

(

Provinsi Nysa Tenggara Timur

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Dasar Hukum :

Produksi Benih Sumber Kacang Kedelai Per Hektar

Judul SOP

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

2.

1. Pendidikan minimal SLTA. . _ _ :
2. Menguasai Teknis Perbanyakan Benih Kacang Kedelai Yang Dilaksanakan di Balai Benih

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepada Masyarakat 1. ATK

2. DPA dan DIPA

3. Telepon/HP

4. Komputer dan Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Produksi Benih Sumber Kacang Kedelai Per Hektar tidak dilakukan dengan baik
maka ketersediaan benih tidak bisa memenuhi prinsip 6 Tepat.

Disimpan dalam soft copy dan hard copy




Pelaksana Mutu Baku
ahap iatan Kepala UPT | Kepala Seksi Koordinator Keterangan
= . g Perbenihan | Produksi (BBIBBU/Kebun PBT UPT PSB Kelengkapan Walktu OQutput
TPH Benih TP Dinas)
1 2 3 4 5 [ i 8 9 10 11
1 |Memerintahkan Kepala Seksi
Produksi Benih Tanaman Pangan ;
(PBTP) untuk mempenyiapkan Disposisi 30 Menit D:wmmsu;m
Benih Kacang Kedelal
2 |Menerima dan Melaksanakan
Ferlntath::::':tm-thm Disposisi dan Nota | 7s/d 14 Benih Kacang
Balal ? m‘ u”n Akabi Wj ang Pesanan/Surat Hari Kedelai
3 |Mendistribusikan Benih Ke BBI/
BBU/ Kebun Dinas r—l I Benih Kacang Kedelai | 7 Hari Bukti Pengiriman
4 [Mengajukan Permohonan Form Permohonan
Sertifikasi, PL Pendahuluan, PL |, Sertifikasi, PL
PL Il dan PL Il | |"| Bukti Pengiriman | 30Ment | oo iahuuan, PL 1,
PL li dan PL Il
5 |Persiapan dan Pengolahan Lahan Form I'-I‘okr;n’ioh::an
| I Pendahul ,IF'L I PL 21 Hari | Lahan Siap Tanam B HOK
Il dan PL 1l
6 |Penanaman Hamparan
Lahan Siap Tanam 1-5 Hari Pertanaman 6 HOK
Kacang
7 |Pemeliharaan (Pengairan,
Penyimgan,lim:pukmdsn Hamparan 75 -95 | Laporan Kegiatan 6 HOK
Pencegahan HPT) Pertanaman Kacang Hari | Perbanyakan Benih
8 |Panen dan Prosesing Calon Benih )
Laporan Kegiatan 7 Heri Calon Benih di 6 OHK
Perbanyakan Benih Gudang
9 |Penyimpanan di Gudang : f }
Calon Benih di 21 Harl Stok Kelompok
Gudang Calon Benih
10 [Pengamiiien cian Pengiimen Stok Kelompok Calon Kemasan Sample
Sampel Benih ="} Benih L Benih
11 |Pengujian Laboratorium di UPT Kemesan Sample | .\ Hasil Uj
PSB I Benih Laboratorium
12 |Hasil Uji Laboratori
" s ¢ Tk Hasll Uji Laboratorium | 1 Jam Hasi ”JI' .
13 |Permohonan Cetak Label Ya g .| Surat Permohonan
[ Hasil Uji Laboratorium | 1 Hari cetaklabel
14 PW Label Benih Surat Permohonan
|:'j e rore | Labo
15 |Pengemasan dan Pelabelan Benih Benih Kacang
diawasi oleh PBT Label 2 Hari Kedelai Slap Salur
di Gudang
16 |Benih Siap Salur di Gudang Benih Kacang
m Benih Kacang Kedelai 90 Hari Kedelal Berlabel
Siap Salur di Gudang Siap Salur di
Gudang




Nomor SOP 156 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan

27 Sepember 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI PRODUKSI BENIH TANAMAN PANGAN

i

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

P JTenggara Timu

Pembina Utama Mu
NIP 196402101986031029

Judul SOP Produksi Benih Sumber Padi Per Hektar
W

1. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur]
Administrasi Pemerintahan.

3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Teknis Perbanyakan Benih Padi Yang Dilaksanakan di Balai Benih

|Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepada Masyarakat

1. ATK

2. DPA dan DIPA

3. Telepon/HP

4. Komputer dan Printer

Pering_atan X

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Produksi Benih Sumber Padi Per Hektar tidak dilakukan dengan baik maka
ketersediaan benih tidak bisa memenuhi prinsip 6 Tepat.

1. Pada laporan bulanan dan tahunan
2. Administrasi benih
3. Data stok benih




Pelaksana Mutu Baku
Kepala UPT | Kepala Seksi Koordinatar
|No. Tahap Kegiatan Keterangan
b Perbenihan Produksi (BBWBBU/Kebun PBT UPT PSB Kelengkapan Waktu Output i
TPH Benih TP Dinas)
1 e 'f 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 |Memeri an Kepala Seksi ! R
+ 4 . " dan Nota
Produksi Benih Tanaman Pangan Disposisi 30 Menit | Disposisi dz
(PBTP) untuk mempenyiapkan " S
2 |Menerima dan Melaksanakan  ——
Perintah Kpala UPT untuk _ .
Mengadakan Benih Penjenis dari | I Oieposiel dan Note | 764 14 Benih Padi
Balai Penelitian ( Subang - Jawa Pesanan/Surat Hari
Barat)
3 |Mendistribusikan Benih Ke BBIf ’ " , . s
BBU/ Kebun Dinas Benih Padi 7 Hari Bukti Pengiriman
4 Mmqajuka;f;rmohmm _y \ Form Permohonan
Sertifikasi, endahuluan, PL |, < = ; Sertifikasi, PL
PL Il dan PL I | I Bukti Pengriman | 30 Ment | o dahuiuan, PL |
PL Il dan PL Ill
5 |Persiapan dan Pengolahan Lahan Form Permohonan
Sertifikasi, PL 21 Hari | Lahan Siap Tanam | 6 HOK
Pendahuluan, PL |, PL
6 |Persemaian Benih H
s amparan
Lahan Siap Tanam 21 Hari Podiane an Pad 1 HOK
P
7 |Penanaman . Laporan Kegiaten
Pe nanaml s Padi 1-5 Hari Parbanyaka.n Benih 12 HOK
Padi
8 |Pemeliharaan (Pengairan, Laporan Kegiatan =
Penyiangan, Pemupukan dan Perbanyakan Benin | 90 Hari C""’“ds""" % 6 HOK
Pencegahan HPT) Padi gudang
9 |Panen dan Prosesing Calon Benih
Calon Berih di gudang| 7 Hari | SKKelomPok | 45 oy
10 Eenrimpg;'l an di Gudang (Masa Stok Kelompok Calon 21 Hari Kemasan Sample 6 HOK
bl Benih Benih Padi
11 |Pengambilan dan Pengiriman Kemasan Sample ’ Hasil Uji
Sampel Benih | }' Benih Padi 1Hai | | aboratorium
12 |Pengujian Laboratorium di UPT ) il Uii
PSB [ Hasi Uji Laboratorium | 7 - 14 Hari | _HeStUl
13 |Hasil Uji Laboratorium Tidak
' i z Hasil Uji Laboratorium | 1 Hari | S Permenonan
14 |Permohonan Cetak Label Ya : Surat permohonan — :
cetak label
15 |Pengiriman Label Benih
I:F Label 1-5 Hari Label
16 |Pengemasan dan Pelabelan : :
4 : . | Benih berlabel Siap
oleh PBT
Benih diawasi ole ﬂ Label 2 Hari Salur di Gudang 6 HOK
17 |Benih Siap Salur di Gudang b Benih Padi Berlabel
(o) Benh beribel a0 | 101 1 |* S ot 4
Salur di Gudang
Gudang




Nomor SOP 157 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 Sepember 2021
Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PTovins| Nuea Tenggara Timur‘,

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI BENIH HORTIKULTURA Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan Dan Hortikultura Kepada
Masyarakat
IDasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 1. Pendidikan minimal SLTA.
2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-| 2. Menguasai Tugas Pokok Dan Fungsi Unit Pelaksana Teknis Daerah Di Bidang
2025. Perbanyakan Dan Pelayanan Benih

3. Peraturan Menieri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

|Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Perbanyakan Benih Mangga Bersertifikat 1. Benih bersertifikat

2. SOP Perbanyakan Benih Jeruk Bersertifikat 2. ATK

3. SOP Perbanykan Benih Bawang Merah Bersertifikat 3. Komputer

4. SOP Perbanykan Benih Padi Bersertifikat 4. Printer

5. SOP Perbanykan Benih Jagung Bersertifikat

6. SOP Perbanykan Benih Kacang Hijau Bersertifikat

7. SOP Perbanykan Benih Kacang Kedelai Bersertifikat

Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pelayanan Benih Bersertifikat Kepada Masyarakat tidak dilakukan dengan baik Disimpan dalam soft copy dan hard copy

maka akan berdampak pada kurang nya penggunaan/peredaran benih bersertifikat




Pelaksana Mutu Baku
Koordinator/ Keterangan
No. Tahap Kegiatan Konsumen/ Bendahara 9
an Waktu Output
Pembeli Kepala UPT | petugasdi | o . . Kelengkap P
BBH
1 2 3 5 6 7 8 9 10
1 [Mengajukan pemesanan benih kepada Surat Pemesanan 1 Hari Surat Disposisi
Kepala UPT. Perbenihan Tanaman Pangan
dan Hortikultura l Mulai '
2 |Mengkoordinasikan dengan koordinator/ Surat Disposisi 30 menit  |Surat Disposisi
petugas BBH yang ada di Kabupaten terkait
ketersediaan benih
3 |Memberikan jawaban kepada konsumen/ Surat Disposisi 30 menit ﬁum:J s
pembeli mengenai ketersediaan benih embentahuan
¢ B i Ketersediaan Benih
Tidsk | " | Ya
4 |Mengkoordinasikan dengan koordinator/ Surat Pemberitahuan |30 Menit Benih tersedia
petugas BBH yang ada di Kabupaten untuk ! Ketersediaan Benih
menyiapkan benih sesuai
kebutuhan/pemesanan
5 |Koordinator BBH bersama anggotanya Benih tersedia 1 Hari Benih peﬂabei
menyiapkan benih tersedia
6 |Pembeli/konsumen membayar benih sesuai Benih berlabel tersedia |1 Hari Setoran PAD/ PNBP
harga
7 |Menyetor ke bendahara penerimaan : Setoran PAD/ PNBP 1 Hari Setoran PAD/ PNBP
(Pendapataan Asli Daerah atau Penerimaan [ Selsssl ]
Negara Bukan Pajak)




Nomor SOP 158 Tahun 2021

Tanggal Pembualan 27 September 2021

| Tanggal Revisi

| Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
ﬁ st Tenggara Timurﬂ

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA

SEKSI PRODUKSI BENIH HORTIKULTURA Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Perbanyakan Benih Bawang Merah Bersertifikat
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 1.Pendidikan minimal SLTA.

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-  [2.Menguasai Teknis Perbanyakan Benih Bawang Merah Yang Dilaksanakan Di Balai Benih
2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepada Masyarakat 1. Pisau
2. Benih bawang merah

lPeringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Perbanyakan Benih Bawang Merah Bersertifikat tidak lakukan dengan baik maka Disimpan dalam soft copy dan hard copy
akan berpengaruh terhadap kualitas benih mangga bersertifikat




Pelaksana Mutu Baku
Pengawas | Koordinator/ Keteranaan
i Ty e Kepala UPT K"’;:;'T?"" Benih petugas di Kelengkapan Waktu Output ¢
Tanaman BBH
1 2 3 4 5 6 L _ 8 9
1 |Memerintahkan Kepala Seksi Produksi Benih Disposisi 30 Menit | Disposisi dan Nota
Tanaman Hortikultura (PBTH) untuk Pesanan
menyiapkan perbanyakan benih mangga dan o
bersurat kepada PBT untuk melakukan
pengawasan benih sampai dengan tahapan
sortasi benih di BBH
2 |Menerima dan melaksanakan perintah Disposisi dan Nota 30 menit  |Disposisi dan Nota
Kepala UPT Ej Pesanan Pesanan
3 |Mengkoordinasikan dengan koordinator/ Disposisi dan Nota 30 Menit  |Benih bawang
petugas BBH yang ada di Kabupaten untuk 3 Pesanan merah
menyiapkan perbanyakan benih bawang | I_._,l I_,_,l I
merah dan bersurat kepada PBT untuk
melakukan pengawasan benih
4 |Koordinator BBH bersama anggotanya 1 Benih bawang merah |1 Minggu |Benih bawang
menyiapkan benih bawang merah E:l merah
5 |Membersihkan lahan yang akan diolah untuk Benih bawang 3 Minggu |Lahan Bersih,Benih |Luas lahan 1
ditanami benih bawang merah. Ej merah,Alsintan Bawang Merah ha dengan
tenaga kerja
2 -5 orang
6 |Mengelah lahan/rotari lahan yang sudah Lahan Bersih,Benih 1 Minggu |Lahan Bersih,Benih
dibersihkan untuk ditanam benih bawang [ | Bawang Merah Bawang Merah
merah
7 |Menyiapkan bedengan dan pemupukkan Lahan Bersih,Benih 1 Bulan Lahan siap tanam
dasar Bawang Merah




Pelaksana Mutu Baku
No. Taha, iatan Pengawas | Koordinator/ Keterangan
it Kepala UPT [®P24 S6KSI| * ponin | petugas di Kelengkapan Waktu Output "
Tanaman BBH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
8 |Menyiapkan benih bawang merah Lahan siap tanam 2 Minggu [Lahan siap
tanam,Benih
Bawang Merah
9 |Pemotongan benih bawang merah Lahan siap 1 Minggu |Benih Bawang
tanam,Benih Bawang Merah Benih siap
Merah tanam
10 |Benih bawang merah siap ditanam Benih Bawang Merah |3 Hari Benih Bawang
| Benih siap tanam Merah Benih siap
tanam
11 |Pemeliharaan, pumupukkan susulan dan Benih Bawang Merah |3 Bulan Benih tumbuh subur
pengendalian Organisme Pengganggu Benih siap tanam
Tanaman (OPT)
12 |Melakukan pemanenan bawang merah Ej Benih tumbuh subur 2 Minggu |Benih siap panen
13 |Melakukan processing/pengolahan benih 1 Benih siap panen 1 Bulan Calon Benih
bawang merah | ] Bawang Merah
14 |Koordinator/petugas BBH melaporkan hasil Calon Benih Bawang |1 Hari Laporan stok calon
produksi benih kepada Kepala Seksi PBTH 1 Merah benih
dan Kepala Seksi PBTH melaporkan kepada | _}——l r
Kepala UPT
15 |Kepala UPT memerintahkan Kepala Seksi Laporan stok calon 30 Menit | Surat Permohonan
PBTH untuk bersurat kepada PBT untuk == benih cetak label
melakukan pemeriksaan, sertifikasi dan 1 |
pelabelan benih di BBH
16 [Melakukan pemeriksaan dan sertifikasi benih Surat Permohonan 1 Minggu |Surat Permohonan
oleh Pengawas Benih Tanaman di BBH ‘/w cetak label cetak label
Tidak |
Ya
17 |Melakukan pelabelan benih oleh Pengawas Surat Permohonan 1 Hari Label benih Benih
Benih Tanaman di BBH L cetak label Dasar (BD), Benih
| I Pokok (BP), Benih
Sebar (BR)
18 |Melaksanakan penyaluran benih kepada Label benih Benih 1 Hari Benih bawang
konsumen [ Selesai ] Dasar (ED), Benih merah berlabel
Pokok (BP), Benih
Sebar (BR)




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKSI PRODUKSI BENIH HORTIKULTURA

Nomor SOP 159 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Pengesahan

Disahkan oleh

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

e ——
Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

Judul SOP Perbanyakan Benih Jeruk Bersertifikat

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap || Periode 2018-2022.

5. Peraturan Gubemnur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

6. Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Guberur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Teknis Perbanyakan Benih Jeruk Yang Dilaksanakan di Balai Benih

Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepada Masyarakat

1. Pisau

2. Batang Bawah (Understock) . Jeruk
3. Batang Atas (Entris) Jeruk

4. Plastik PE

Peringatan H

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Perbanyakan Benih Jeruk Bersertifikat tidak lakukan dengan baik maka akan
berpengaruh terhadap kualitas benih mangga bersertifikat

1. Data stok benih
2. Administrasi benih

—



: Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan P‘ng‘w“ Koordinator/ Ketamﬂgan
i Kepala upT | HePalaSeksi| — oo i petugas di Kelengkapan Waktu Output
PBTH
Tanaman BBH
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 |Memerintahkan Kepala Seksi Produksi Benih Disposisi 30 Menit  |Disposisi dan nota
Tanaman Hortikultura (PBTH) untuk pesanan
menyiapkan perbanyakan benih jeruk dan -
bersurat kepada PBT untuk melakukan i
pengawasan benih sampai dengan tahapan
sortasi di BBH
2 |Menerima dan melaksanakan perintah ! Disposisi dan nota 2 Jam Surat
Kepala UPT pesanan pemberitahuan
3 |Mengkoordinasikan dengan koordinator/ Surat pemberitahuan |30 Menit  |Persiapan
petugas BBH yang ada di Kabupaten untuk L ] perbanyakan
menyiapkan perbanyakkan benih jeruk dan > benih jeruk
bersurat kepada PBT untuk melakukan
pengawasan benih
4 |Koordinator BBH bersama anggotanya $ Persiapan perbanyakan |5 Hari Calon benih jeruk
menyiapkan biji jeruk benih jeruk
5 |Mempersiapkan bedengan Calon benih jeruk 4 Hari Bedengan calon
benih jeruk
6 |[Membuat persemaian biji jeruk 3 Bedengan calon benih |1-2 Hari |Calon batang
jeruk bawah
7 | Mempersiapkan media tanam : Calon batang bawah 5 Hari Calon batang
bawah,media
tanam
8 [Melaksanakan pemindahan tanaman/calon 1 Calon batang 5- 10 Hari |Batang bawah
batang bawah ke media tanam, setelah bawah,media tanam
tanaman berumur 4 bulan 6




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pengawas | Koordinator/ Keterangan
i Kepala UPT K’";g;‘"" Benih petugas di Kelengkapan Waktu Output 9
Tanaman BBH
1 2 3 4 5 6 7 g )
9 |Melakukan okulasi tanaman Batang bawah 5 Hari Batang
? bawah entris pisa
u,plastik PE
10 |Melaksanakan pemeliharaan benih 3 Batang 4 Bulan Calon Benih Jeruk
bawah,entris,pisau,plas
tik PE
11 |Melakukan sortasi benih Calon Benih Jeruk 2 Hari Calon Benih Jeruk
12 |Koordinator/petugas BBH melaporkan hasil Calon Benih Jeruk 1 Hari Laporan Stok
produksi benih kepada Kepala Seksi PBTH Calon benih jeruk
dan Kepala Seksi PBTH melaporkan kepada —Ir S
Kepala UPT
13 |Kepala UPT memerintahkan Kepala Seksi Laporan Stok Calon 30 Menit  |Surat
PBTH bersurat kepada PBT untuk benih jeruk Permohonan
melakukan pemeriksaan, sertifikasi dan pemeriksaan
pelabelan benih di BBH
14 |Melakukan pemeriksaan benih oleh 1 Surat Permohonan Surat
Pengawas Benih Tanaman di BBH pemeriksaan Permohonan
Cetak label
15 |Melakukan sertifikasi dan pelabelan benih A 4 Surat Permohonan 5 Hari Persetujuan ctak
oleh Pengawas Benih Tanaman di BBH “'“"‘I < > Cetak label label
Ya
16 |Melakukan pelabelan benih di BBH : Persetujuan cetak label |1 Hari Label benih Benih
Dasar (BD), Benih
Pokok (BP), Benih
Sebar (BR)
17 |Melaksanakan penyaluran benih kepada Label benih Benih 1 Hari Benih Jeruk
konsumen Dasar (BD), Benih Berlabel

Pokok (BP), Benih
Sebar (BR)




Dasar Hukum :

Nomor SOP 160 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 Seplember 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Pengesahan
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Prowi Tenggara 'I‘imur',
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PERBENIHAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA
SEKS| PRODUKSI| BENIH HORTIKULTURA Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Perbanyakan Benih Mangga Bersertifikat

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

2. Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-
2025.

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.

Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahap |l Periode 2018-2022.
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 94 Tahun 2019 tentang perubahan atas
peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2017 tentang
Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit
Pelaksana Teknis Daerah Provinsi NTT

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubermnur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3.

1. Pendidikan minimal SLTA.

2. Menguasai Teknis Perbanyakan Benih Mangga Yang Dilaksanakan di Balai Benih

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :

SOP Pelayanan Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura Kepada Masyarakat 1. Pisau
2. Batang Bawah (Understock) Mangga
3. Batang Atas (Entris) Mangga
4. Plastik PE

|Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Perbanyakan Benih Mangga Bersertifikat tidak lakukan dengan baik maka akan
berpengaruh terhadap kualitas benih mangga bersertifikat

1. Data stok benih
2. Administrasi benih

—_—




Pelaksana Mutu Baku
Pengawas y t
Tahap Kegiatan Kepala Seksi Koordinator/ Keterangan
u Output
Kepala UPT PBTH ¢ Benih petugas di BBH Kelengkapan Wakt p
anaman
1 2 3 4 & 6 7 8 9
Merawat calon batang bawah D Batang bawah mangga |4 - 6 Hari  |Batang bawah
mangga,Pucuk,
1 Pisau,Plastik
PE
Melakukan grafting/sambung pucuk pada k Batang bawah 1Minggu |Calon benih  [Tenaga kerja 2
batang bawah mangga,Pucuk,Pisau,Pl orang untuk grafting
T astik PE 5.000 pohon
10 |[Melaksanakan pemeliharaan benih x Calon benih 2- 4 Bulan |Benih
11 |Melakukan sortasi benih Benih 2 Hari Benih
12 |Koordinator/petugas BBH melaporkan hasil Benih 1 Hari Laporan stok
produksi benih kepada Kepala Seksi PBTH benih
dan Kepala Seksi PBTH melaporkan kepada
Kepala UPT
13 |Kepala UPT memerintahkan Kepala Seksi Laporan stok benih 1 hari Surat disposisi
PBTH untuk bersurat kepada PBT untuk
melakukan pemeriksaan, sertifikasi dan -
pelabelan benih di BBH
14 |Melakukan pemeriksaan benih oleh Surat disposisi 1 Hari Surat
Pengawas Benih Tanaman di BBH I Permohonan
cetak label
15 |Melakukan sertifikasibenih oleh Pengawas Surat Permohonan 1 Minggu |Surat
Benih Tanaman di BBH /> cetak label Permohonan
Tidak =l cetak label
Ya
16 |Melakukan pelabelan benih di BBH ' Surat Permohonan 1 Hari Label benih
untuk Label Benih Dasar
& (BD), Benih
Pokaok (BP),
Benih Sebar
(BR)
17 |Melaksanakan penyaluran benih kepada Label benih Benih 1 Hari Benih Mangga
konsumen == Selesai l Dasar (BD), Benih Berlabel
Pokok (BP), Benih
Sebar (BR)




Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kepala Seksi | Pe198%aS | oo inator Keterangan
Kepala UPT PBTH Benih petugas di BBH Kelengkapan Wakitu Output
Tanaman
1 2 3 4 5 6 7 9
1 |Memerintahkan Kepala Seksi Produksi Benih Disposisi 30 Menit  |Disposisi dan
Tanaman Hortikultura (PBTH) untuk nota pesanan
menyiapkan perbanyakan benih mangga dan Mulai
bersurat kepada PBT untuk melakukan s
pengawasan benih sampai dengan tahapan
sortasi benih di BBH
1
2 |Menerima dan melaksanakan perintah J_ Disposisi dan nota 30 Menit  |Disposisi dan
Kepala UPT pesanan nota pesanan
3 |Mengkoordinasikan dengan koordinator/ Disposisi dan nota 30 Menit  |Persiapan
petugas BBH yang ada di Kabupaten untuk r pesanan perbanyakan
menyiapkan perbanyakkan benih mangga ,_|_.| > benih mangga
dan bersurat kepada PBT untuk melakukan
pengawasan benih
4 |Koordinator BBH bersama anggotanya Y Persiapan perbanyakan |1 Minggu |Calon benih
menyiapkan biji mangga benih mangga mangga
5 |Melaksanakan pengupasan dan perendaman Calon benih mangga 1 Minggu |Calon benih Tenaga kerja 2
biji mangga dalam larutan fungisida mangga orang untuk
mengupas 5.000
biji mangga
6 |Membuat persemaian biji mangga - Calon benih mangga |1-2Hari |Calon batang
bawah mangga
7 |Mempersiapkan media tanam Melaksanakan ¥ Calon batang bawah 1 Minggu |Batang bawah
pemindahan tanaman ke polybag mangga mangga




IDasar Hukum : Knaliﬁka?follksm :

Nomor SOP 161 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
[Tanggal Efekd
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
ovinsi Tenggara Timur,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH - NIP 196402101986031029
Judul SOP Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian 1. Pendidikan minimal $1;
Berkelanjutan. 2. Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. 3. Memiliki kompetensi teknis Petugas Pengambil Contoh Benih;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 4. Memahami struktur organisasi dan tata kerja UPTD PSB:
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. 6. Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6, Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih Tanaman.
7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian / Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan.
8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.
9, Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Rekomendasi / Sertifikat Kompetensi

2. SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
3. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Peredaran Benih

1. ATK.
2. Komputer, Printer
3. Alat Pengambilan Sampel (Tryer, Kantong Sampel, Tali Rafia)

T’eringahn t

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Sertifikasi Benih Tanaman Pangan tidak dilaksanakan sesuai tahapan,
maka akan berdampak pada pengawasan di lapangan (kegiatan sertifikasi benih) untuk
menghasilkan benih pangan yang bermutu.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie Pejabat
o Tohap Kagteten Produsen | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pengujian | Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output Kemngen
Mutu Benih Mutu Benih Staf

1 2 3 4 5 6 ¥ 8 9 10 11 12 13

7. |Menindaklanjuti laporan hasil uji Laporan hasil uji 60 menit |Laporan Lengkap
laboratorium dengan menugaskan pejabat ? laboratorium Hasil Pengujian
pelaksana/staf membuat laporan lengkap
hasil pengujian dan sertifikat benih bina (jika
hasil uji lulus).

8. [Membuat dan menyerahkan laporan lengkap Laporan Lengkap 1 hari Laporan Lengkap
hasil pengujian untuk ditandatangani dan Y Hasil Pengujian, Hasil Pengujian,
sertifikat benih bina untuk diparaf dan Draft Sertifikat Sertifikat Benih
Iselanjutnya ditandatangani oleh Kepala Benih Bina Bina
UPTD PSB. 7

9. |Memeriksa laporan lengkap hasil pengujian Laporan Lengkap 10 menit |Laporan Lengkap
dan sertifikat benih bina. Jika sudah sesuai, Hasil Pengujian, Hasil Pengujian,
laporan lengkap hasil pengujian b 4 Sertifikat Benih Sertifikat Benih
ditandatangani dan sertiifkat benih bina va / \ Tidak Bina Bina
diparaf untuk selanjutnya ditandatangani
oleh Kepala UPTD. Jika belum sesuai N
dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki

10. |Menandatangani sertiifkat benih bina dan Laporan Lengkap 10 menit |Laporan Lengkap
menyerahkan kembali kepada pejabat Hasil Pengujian, Hasil Pengujian,
pelaksana/staf untuk diproses lebih lanjut. Sertifikat Benih Sertifikat Benih

Bina Bina

11. [Menginformasikan serta mengirimkan Laporan Lengkap 10 menit |Laporan Lengkap
laporan lengkap hasil pengujian dan v Hasil Pengujian, Hasil Penguijian,
sertifikat benih bina. Sertifikat Benih Sertifikat Benih

Bina Bina

12. |Menerima laporan lengkap hasil pengujian \ Laporan Lengkap 1 hari Permohonan
dan sertifikat benih bina. Mengajukan Hasil Pengujian, pemberian nomor
permohonan pemberian nomor seri label. Sertifikat Benih seri label

Bina

13. |Mengagendakan permohonan ke dalam Permohonan 10 menit  |Permohonan
buku agenda surat masuk, memasang . J pemberian nomor pemberian nomor
lembar disposisi dan meneruskan kepada seri |abel, Buku seri [abel,

Kepala UPTD PSB. agenda surat Disposisi
masuk




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie Pejabat
No. TP Nagionm Produsen Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pengujian Pelaksana / Kelengkapan Waktu Output e
Mutu Benih Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14. | Menelaah, mendisposisi permohonan serta g Permohonan 10 menit |Permohonan
memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi pemberian nomor pemberian nomor
Pengawasan Mutu Benih untuk ' seri label, Disposisi seri label,
ditindaklanjuti. Disposisi
15. | Mengeluarkan nomor seri label dan v Permohonan 15 menit  |Nomor seri label
menyerahkan kepada pemohon. pemberian nomor
seri label, Disposisi
16. | Mencetak label di jasa percetakan dan Nomor seri label 1-2 hari Label benih dan
legalitas label di UPTD PSB. " legalitas
(stempel) label
17. |Menugaskan PBT untuk supervisi Label benih dan 1 hari Label benih yang
pemasangan label. legalitas (stempel) sudah dilegalitas
label
18. | Melakukan supervisi pemasangan label z Label benih yang 60 menit |Benih berlabel Tergantung
sudah dilegalitas, jumlah sampel
Benih yang akan yang akan
dilabel dilabel
19. |Benih siap untuk diedarkan. Benih berlabel 4-8 bulan  |Benih Terkait SOP
bersertifikat / Penyusunan
: berlabel yang Laporan
siap diedarkan Monitoring

Peredaran Benih




Nomor SOP 162 Tahun 2021
|Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Ke ian dan Ketahanan iangan
enggara Timur,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH NIP 196402101986031029
Judul SOP Sertifikasi Tanaman Buah-Buahan
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-
2025.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2017 tentang Produksi, Sertifikasi
dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi,
Sertifikasi, dan Peredaran Benih Tanaman.

8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perbenihan
Hortikultura.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang
Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun
2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah
Provinsi Nusa Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1;

2. Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman;
3. Memahami struktur organisasi dan tata kerja UPTD PSB;
4. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;

5. Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.

|Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penerbitan Rekomendasi / Sertifikat Kompetensi
2. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Peredaran Benih

1. ATK.
2. Komputer, Printer

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Sertifikasi Tanaman Buah-Buahan tidak dilaksanakan sesuai tahapan,
maka akan berdampak pada pengawasan di lapangan (kegiatan sertifikasi benih)
untuk menghasilkan benih buah yang bermutu.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Pejabat
e Tahhp Iaginten Produsen Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pelaksana / Kelengkapan Waktu Output HhGh
Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Mengajukan permohonan sertifikasi benih Sertifikat 1 hari Permohonan Terkait SOP
kepada Kepala UPTD PSB melalui PBT Kompetensi, Sertifikasi Benih |Penerbitan
Mulai Permohonan Rekomendasi /
Sertifikasi Benih Sertifikat
Kompetensi.
2. |Melakukan tahapan kegiatan sertifikasi Permohonan, 1-2 tahun |Laporan - laporan
benih meliputi | pemeriksaan pendahuluan, v Form - form pemeriksaan
pengawasan panen pucuk/mata tempel, pemeriksaan
okulasi/sambung, pemeriksaan pertanaman.
Mengirimkan laporan ke UPTD PSB.
3. |Mengajukan permohonan pemberian nomor Y Laporan, 1 hani Laporan,
seri label. Permohonan, Buku Permohonan,
agenda kerja Disposisi
4. |Mengagendakan laporan dan permohonan v Laporan, 10 menit  |Laporan,
ke dalam buku agenda surat masuk, Permohonan, Permohonan,
memasang lembar disposisi dan Disposisi Disposisi
meneruskan kepada Kepala UPTD PSB.
5. |Menelaah, mendisposisi laporan dan Laporan, 10 menit |Laporan,
permohonan serta memberikan petunjuk Y Permohonan, Permohonan,
kepada Kepala Seksi Pengawasan Mutu Disposisi Disposisi
Benih untuk ditindaklanjuti.
6. |Menugaskan staf untuk membuat sertifikat A Laporan, 15 menit |Sertifikat benih
benih bina dan mengeluarkan nomor seri Permohonan, bina, Nomor seri
label é Disposisi label




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Pejabat
h hap K
o Fbmp Sagletan Produsen | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output Felaranga
Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 ] 10 11 12
7. |Membuat sertifikat benih bina untuk Sertifikat benih 15 menit  |Sertifikat benih
ditandatangani Kepala UPTD PSB bina, Nomor seri bina, Nomor seri
label label
8. |Memeriksa sertifikat benih bina. Jika setuju, Sertifikat benih 10 menit  |Sertifikat benih
diparaf dan diserahkan kepada Kepala bina, Nomor seri bina, Nomor seri
UPTD PSB untuk ditandatangani. Jika tidak YA TIDAK label label
setuju, dikembalikan ke staf untuk diperbaiki v
9. |Menandatangani sertifikat benih bina dan k7 Sertifikat benih 10 menit  |Sertifikat benih
diserahkan kepada staf untuk proses lebih bina, Nomor seri bina, Nomor seri
lanjut. l label label
10. |Mengirimkan sertifikat benih bina dan nomor Sertifikat benih 1 hari Sertifikat benih
seri label bina, Nomor seri bina, Nomor seri
label label
11. |Mencetak label di jasa percetakan dan Sertifikat benih 1-2 hari Label benih dan
legalitas label di UPTD PSB. bina, Nomor seri legalitas
l label (stempel) label
12. |Menugaskan PBT untuk supervisi Label benih dan 1 har Label benih yang
pemasangan label. legalitas (stempel) sudah dilegalitas
label
13. |Melakukan supervisi pemasangan label. v Label benih yang 1 hari Benih berlabel
sudah dilegalitas,
Benih yang akan
T dilabel
14. |Benih siap untuk diedarkan. e Benih berlabel Khusus Jeruk |Benih Terkait SOP
(3 bulan), bersertifikat/ Penyusunan
m komoditi buah |beriabel yang  |Laporan
yang lain tidak|siap diedarkan Monitoring
ada masa
berlaku

Peredaran Benihl}



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH

Nomor SOP. 163 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

i Nusa Tenggara Timur,

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Penyusunan Laporan Monitoring Peredaran Benih

'Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian
Berkelanjutan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 5 Tahun 2012 tentang Pemasukan dan
Pengeluaran Benih Hortikultura.

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih Tanaman.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perbenihan
Hortikultura.

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomar 992 Tahun 2018 tentang Peredaran Benih
Tanaman Pangan.

8. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pendidikan minimal S1.

Memahami struktur organisasi dan tatakerja UPTD PSB;
Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
Memahami dan menguasai teknologi dan informasi;
Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman.

bW R -

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Checking Mutu

2. SOP Sertifikasi Benih Tanaman Pangan
3. SOP Sertifikasi Tanaman Buah-Buahan
4. SOP Sertifikasi Sayuran Semusim

1. ATK.
2. Komputer, Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Monitering Peredaran Benih tidak dilaksanakan, maka akan berdampak
pada tidak terawasinya benih-benih yang beredar di masyarakat.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Produsen / Kasie Pejabat
Ne- fahaq Kagiutan Pengedar PBT Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan | Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output Ketorangan
Benih Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1. |Menyiapkan data stok dan penyaluran benih Stok Benih 1jam Data stok Terkait SOP
benih dan Checking Mutu,
l Ml } penyaluran |SOP Sertifikasi
benih Benih Tanaman
Pangan, SOP
Sertifikasi
Tanaman Buah-
Buahan, SOP
Sertifikasi
Sayuran
Semusim
2. |Mendatangi dan mencatat jumlah stok dan \ Data stok benih 1 hari Laporan
penyaluran benih. Mengirimkan laporan hasil dan penyaluran monitoring
monitoring peredaran benih kepada Kepala benih peredaran
UPTD PSB. benih
3. |Mengagendakan laporan ke dalam buku ¥ Agenda surat 10 menit Disposisi
agenda surat masuk, memasang lembar : masuk, Laporan
disposisi dan meneruskan kepada Kepala monitoring
UPTD PSB. peredaran
benih
4. |Menelaah, mendisposisi surat dan Disposisi 10 menit Disposisi
memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi Y
Pengawasan Mutu Benih untuk
ditindaklanjuti. l
5. |Menugaskan staf untuk merekap dan Disposisi 1 minggu Laporan
mengkompilasi seluruh laporan dari PBT monitoring
Kabupaten/Kota menjadi laporan bulanan. peredaran
benih




Pelaksana Mutu Baku
Produsen / Kasie Pejabat
NG Tahap tagmin Pengedar PBT Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan | Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output e o
Benih Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
6. |Membuat laparan bulanan peredaran benih. Laporan 2 jam Laporan
? monitoring monitoring
P peredaran peredaran
benih benih

7. |Memeriksa laporan bulanan peredaran YA Tidak Laporan 15 menit Laporan
benih. Jika setuju memberi paraf dan monitoring monitoring
menyerahkan kepada Kepala UPTD untuk peredaran peredaran
ditandatangani. Jika tidak setuju benih benih
mengembalikan kepada staf untuk
diperbaiki.

8. |Menandatangani dan menyerahkan kepada Laporan 10 menit Laporan
Kasie Pengawasan Mutu Benih untuk ¥ monitoring monitoring
ditindaklanjuti. peredaran peredaran

benih benih

9. |Menyerahkan laporan kepada staf untuk 4 Laporan 10 menit Laporan
ditindaklanjuti dan didokumentasikan. monitoring monitoring

peredaran peredaran
benih benih

10. |Menggandakan, menyampaikan Laporan Laporan 1jam Laporan
Peredaran Bemih kepada Direktorat " monitoring monitoring
Perbenihan dan mendokumentasikan Selesai peredaran peredaran
Laporan Peredaran Benih. benih beninh, Bukti

dokumentasi




Nomor SOP 164 Tahun 2021
| Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
insi Nusa Tenggara Timut.i
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH NIP 196402101986031029

Judul SOP Penyusunan Laporan Inventarisasi Penyebaran Varietas

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih Tanaman.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2017 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.

8. Kepmentan Nomor 992 Tahun 2018 tentang Peredaran Benih Tanaman Pangan.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi seria Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

ol T B

Pendidikan minimal S1.
Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman
Memahami struktur organisasi dan tatakerja UPTD PSB;

Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar

1.

2. Komputer
3. Printer

ATK.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Inventarisasi Penyebaran Varietas tidak dilaksanakan sesuai tahapan,
maka akan berdampak pada keterlambatan laporan inventarisasi penyebaran verietas
tanaman ke Pusat.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Pejabat
s PBT Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan | Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output ey
Mutu Benih Staf
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Melakukan pengumpulan data penyebaran Data Inventarisasi 1-14 Hari |Data
varietas di Kabupaten/Kota dan mengirimkan Penyebaran Inventarisasi
ke Kepala UPTD PSB. Muai Varietas Tanaman Penyebaran

Pangan dan Varietas

Hortikulrura Tanaman

Pangan dan
Hortikulrura

Mengagendalkan laporan ke dalam buku Agenda Surat 15 Menit  |Disposisi
agenda surat masuk, memasang lembar Masuk, Data
disposisi dan meneruskan kepada Kepala Penyebaran
UPTD PSB. Varietas Tanaman

Pangan dan

Hortikulrura
Menelaah dan mendisposisi laporan kepada Disposisi 15 Menit  |Disposisi
Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih untuk 7
ditindaklanjuti.
Menugaskan staf untuk mengkompilasi data ¥ Data Penyebaran 15 Menit  |Laporan
dan membuat Laporan Bulanan Inventarisasi ’ Varietas Tanaman Inventarisasi
Penyebaran Varietas. Pangan dan Penyebaran

Hortikulrura Varietas
Mengkompilasi dan membuat Laporan \ Data Penyebaran 30 Menit |Laporan
Bulanan Inventarisasi Penyebaran Varietas Varietas Tanaman Inventarisasi
dari Kabupaten. Pangan dan Penyebaran

Hortikulrura Varietas
Menandatangani laporan bulanan (setelah Laporan 30 Menit  |Laporan
diparaf Kepala Seksi Pengawasan Mutu A Inventarisasi Inventarisasi
Benih) dan menyerahkan ke staf untuk Penyebaran Penyebaran
diproses lebih lanjut. Varietas Varietas
Menggandakan, menyampaikan laporan ke Laporan 30 Menit  |Laporan Terkait SOP
Direktorat Perbenihan serta 3 Inventarisasi Inventarisasi Penanganan
mendokumentasikan laporan. selesai Penyebaran Penyebaran Surat Keluar

Varietas Varietas, Bukti

Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH

Dasar Hukum :

Nomor SOP 165 Tahun 2021

27 September 2021

Tanggal Pembuatan
[ Tanggal Revisi

| Tanggal Efektif

Disahkan oleh K Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

P Tenggara ﬁmur&

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Checking Mutu

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian
Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nemor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih Tanaman.

Keputusan Menteri Pertanian Nomar 993 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian / Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan.
Keputusan Direktur Jenderal Tanaman Pangan Nomor 96 Tahun 2020 tentang
Standar Operasional Prosedur Pengecekan Mutu Benih Bantuan Pemerintah

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

w

o o

Pendidikan minimal S1;
Memahami struktur organisasi dan tata kerja UPTD PSB;

Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
Memahami dan menguasai teknologi dan informasi;

Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman;
Memiliki kompetensi teknis Petugas Pengambil Contoh Benih.

L o

Keterkaitan :

Peralatan/periengkapan :

1. SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

1. ATK.

2. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Peredaran Benih 2. Komputer, Printer.
3. Alat Pengambilan Sampel (Tryer, Kantong Sampel, Tali Rafia)
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Checking Mutu tidak dilaksanakan sesuai tahapan, maka akan berdampak
pada mutu benih yang beredar.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie Pejabat
o L e Penyedia | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pengujian | Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output o
Mutu Benih Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. |Menginfomasikan rencana penyaluran benih. Surat dan form 15 menit |Form rencana
rencana penyaluran penyaluran benih
pen

2. |Melakukan pemeriksaan dokumen dan fisik A 4 Form rencana 1 hari Laporan
benih. Mengirimkan laporan pemeriksaan penyaluran benih, pemeriksaan
dokumen dan fisik benih kepada Kepala Dokumen Benih dokumen dan
UPTD (untuk diarsipkan). fisik benih

3. |Mengajukan permohonan pengambilan V. Laporan, 1 hari Laporan,
contoh benih Permohonan Permohonan

4. |Mengagendakan laporan dan permohonan v Laporan, 10 menit  |Disposisi
ke dalam buku agenda surat masuk, Permohonan,
memasang lembar disposisi dan Agenda surat
meneruskan kepada Kepala UPTD PSB. masuk

5. |Menelaah, mendisposisi laporan dan v Disposisi 10 menit  |Disposisi
permohonan serta memberikan petunjuk
kepada Kepala Seksi Pengawasan Mutu
Benih untuk ditindaklanjuti.

6. |Menugaskan staf membuat Surat Perintah Disposisi 10 menit  |Draft Surat
Tugas Pengambilan Contoh Benih untuk ) Perintah Tugas
ditandatangani oleh Kepala UPTD.

7. |Membuat konsep surat perintah tugas Draft Surat Perintah 15 menit  |Konsep Surat
pengambilan contoh benih untuk 4 Tugas Perintah Tugas
ditandatangani Kepala UPTD

8. |Memeriksa konsep surat perintah tugas Konsep Surat 10 menit  |Surat Perintah
pengambilan contoh benih. Jika setuju v Perintah Tugas Tugas
memberi paraf dan menyerahkan kepada Pengambilan
Kepala UPTD untuk ditandatangani. Jika L / \ JIOAK Contoh Benih
tidak setuju mengembalikan kepada staf v
untuk diperbaiki.

9. |Menandatangani Surat Perintah Tugas v Surat Perintah 10 menit  |Surat Perintah
Pengambilan Contoh Benih Tugas Pengambilan Tugas

Contoh Benih Pengambilan
Contoh Benih

10. |PBT melakukan pengambilan contoh benih E Surat Perintah 1 hari Sampel benih,
dan mengirimkan sampel benih ke UPTD Tugas Pengambilan Form Pengujian
PSB untuk dilakukan pengujian Contoh Benih, Benih

é Sampel benih




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie Pejabat
ol SHp S Penyedia | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pengujian | Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output Huscangen
Mutu Benih Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
11. [Mengagendakan permohonan ke dalam Agenda surat 10 menit  |Disposisi
buku agenda surat masuk, memasang g masuk, Sampel
lembar disposisi dan meneruskan kepada benih, Form
Kepala UPTD PSB. Pengujian Benih
12. |[Menelaah, mendisposisi permohonan serta ¥ Disposisi 10 menit  |Disposisi
memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi
Pengawasan Mutu Benih untuk
ditindaklanjuti.
13. | Memverifikasi permintaan pengujian dan Disposisi 15 menit [Form pengiriman
meneruskan kepada Kepala Seksi Pengujian h sampel ke lab,
Mutu Benih. Sampel benih
14. |Melakukan pengujian terhadap sampel benih Form pengiriman 7-14 hari  |Laporan hasil uji |Terkait SOP
yang masuk. Menyerahkan hasil uji W sampel ke lab, laboratorium Pengujian Mutu
laboratorium kepada Kepala Seksi Sampel benih Benih Tanaman
Pengawasan Mutu Benih. Pangan dan
Hortikultura
15. | Menindaklanjuti laporan hasil uji Laporan hasil uji 30 menit |Laporan
laboratorium dengan menugaskan staf h 4 laboratorium Checking Mutu
membuat laporan checking mutu benih.
16. | Membuat laporan checking mutu untuk Laporan Checking 10 menit |Laporan
ditandatangi oleh Kepala UPTD : Mutu Checking Mutu
17. | Menandatangani laporan checking mutu ¥ Laporan Checking 10 menit [Laporan
(setelah diparaf oleh Kepala Seksi Mutu Checking Mutu
Pengawasan Mutu Benih) dan menyerahkan
kepada staf untuk diproses lebih lanjut.
18. | Mengirimkan laporan checking mutu Y Laporan Checking 10 menit |Laporan
Mutu Checking Mutu
19. |Menerima laporan checking mutu. Jika lulus, ¥ Laporan Checking |Sesuai masa |Benih Terkait SOP
benih siap untuk disalurkan. Jika tidak lulus, Mutu label bersertifilkat / Penyusunan
benih tidak boleh diedarkan. l Selesai I berlabel yang Laporan
siap diedarkan  |Monitoring
Peredaran Benih




Dasar Hukum :

Nomor SOP 166 Tahun 2021

| Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

ProyinsiNusa Tenggara Timur*
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Lecky Federich Koli, STP
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH NIP 196402101986031029
Judul SOP Pelabelan Ulang

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian
Berkelanjutan.

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.
Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.
Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih Tanaman.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pengambilan Contoh Benih dan Pengujian / Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomer 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

2.
3.

10.

Pendidikan minimal S1;

Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman,
Memahami struktur organisasi dan tata kerja UPTD PSB;
Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.

ol o8l B

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1.  SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura
2. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Peredaran Benih

1. ATK, Komputer dan Printer
2. Alat Pengambilan Sampel Benih

|Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pelabelan Ulang tidak dilaksanakan sesuai tahapan, maka akan
berdampak pada penyaluran benih.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie
e ey Kawn Produsen | /. cubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pengujian Mutu staf Kelengkapan Waktu Output Heeagen
Benih
Mutu Benih Benih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1. |Mengajukan Permohonan Pengambilan Permahonan 1 hari Permohonan
Sampel Benih untuk Pelabelan Ulang ke Pengambilan Pengambilan
Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mulai Sampel Benih untuk Sampel Benih
Benih G Pelabelan Ulang untuk Pelabelan
Ulang
2. |Mengagendakan surat permohonan Agenda surat 15 menit  |Disposisi
pengambilan sampel untuk pelabelan ulang ¢ masuk, Surat
ke dalam buku agenda surat masuk, Permohonan
memasang lembar disposisi dan meneruskan
kepada Kepala UPTD PSB.
3. |Menelaah dan mendisposisi surat Disposisi 15 menit  |Disposisi
permohonan pengambilan sampel untuk y
pelabelan ulang kepada Kepala Seksi
Pengawasan Mutu Benih untuk tindaklanjut.
4. |Menugaskan PBT untuk pengambilan sampel v Disposisi 15 menit  |Form
pelabelan ulang dan mengirimkan sampel pengambilan
benih ke UPTD Pengawasan dan Sertifikasi contoh benih
Benih
5. |Melaksanakan pengambilan sampel Form pengambilan 60 menit |Form pengiriman |Tergantung
pelabelan ulang dan mengirimkan sampel v cantoh benih, sampel benih jumlah sampel
benih ke UPTD Pengawasan dan Sertifikasi sampel benih yang diambil

Benih untuk dilakukan pengujian.




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie
Keterangan
ey ey Knguien P'“'E Uten | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pengujlan Mutu|  Staf Kelengkapan Waktu Output nga
Mutu Benih Benih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
6 |Mengagendakan surat permohonan ke dalam g Agenda surat 15 menit  |Disposisi
buku agenda surat masuk, memasang masuk,
lembar disposisi dan meneruskan kepada permohonan
Kepala UPTD PSB. pengambilan
sampel untuk label
ulang
7. |Menelaah, mendisposisikan permohonan dan Disposisi 15 menit | Disposisi
memberikan petunjuk kepada Kepala Seksi
Pengawasan Mutu Benih untuk ditindaklanjuti.
8. |Memverifikasi permintaan pengujian dan Disposisi 15 menit |Form pengiriman
meneruskan kepada Kepala Seksi Pengujian p sampel benih ke
Mutu Benih. lab, Sampel benih
9. |Melakukan pengujian terhadap sampel benih Form pengiriman 7-14 hari  |Laporan hasil uji Terkait SOP
yang masuk. Menyerahkan hasil uji v sampel benih ke laboratorium Pengujan Mutu
laboratorium kepada Kepala Seksi lab, Sampel benih Banih Tansmon
Pengawasan Mutu Benih. Pangan den
Hortikultura
10. [Menindaklanjuti laporan hasil uji laboratorium Laporan hasil uji 30 menit |Laporan Lengkap
dengan menugaskan staf membuat laporan * laboratorium Hasil Pengujian,
lengkap hasil pengujian dan sertifikat benih Draft Sertifikat
bina (jika hasil uji lulus). Benih Bina
11. [Membuat dan menyerahkan laporan lengkap Laporan Lengkap 15 menit |Laporan Lengkap
hasil pengujian untuk ditandatangani dan I Hasil Paﬂgujian, Hasil Punwjigrl,
sertifikat benih bina untuk diparaf oleh Kepala Draft Sertifikat Sertifikat Benih
Seksi Pengawasan Mutu Benih Benih Bina Bina
A
12. |Memeriksa laporan lengkap hasil pengujian Laporan Larpkap 15 menit Lapqran Leq_gkap
dan sertifikat benih bina. Jika sudah sesuai, Hasil Pengujian, Hasil Pengujian,
laporan lengkap hasil pengujian .\ Sertifikat Benih Bina :grﬁﬁkat Benih
ditandatangani dan sertifikat benih bina ina
diparaf untuk selanjutnya ditandatangani Ya| Tidak
Kepala UPTD. Jika belum sesuai \/
dikembalikan kepada staf untuk diperbaiki.
13. |Menandatangani sertifikat benih bina serta Laporan Lengkap 15 menit |Laporan Lengkap
menyerahkan laporan lengkap hasil pengujian Hasil Pengujign, ) Hasi_l Penguji:aﬂ,
dan sertifikat bemih bina kepada pemohon. Sertifikat Benih Bina .‘é;:ﬁkat Benih
14. |Menerima laporan lengkap hasil pengujian y Laporan Lengkap 1 hari Permohonan

dan sertifikat benih bina. Mengajukan
permohonan pemberian nomor seri label.

Hasil Pengujian,
Sertifikat Benih Bina

Nomor Seri Label




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie
o THap Kegiatan p'm""“r“ Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pengujian Mutu staf Kelengkapan Waktu Output Ksenngen
Mutu Benih Benih
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14, |Mengagendakan permohonan ke dalam buku Agenda surat 15 menit  |Disposisi
agenda surat masuk, memasang lembar masuk,
disposisi dan meneruskan kepada Kepala Permohanan nomor
UPTD PSB. seri label
15. |Menelaah, mendisposisi surat permohanan Disposisi 15 menit |Disposisi
dan memberikan petunjuk kepada Kepala v
Seksi Pengawasan Mutu Benih untuk
tindaklanjut.
16. [Mengeluarkan nomor seri label. W Disposisi 30 menit  |Nomor seri label
17. [Mencetak label di jasa percetakan dan v Nomor seri label 12 hari  |Label benih,
legalitas label di UPTD PSB. legalitas
(stempel) benih
18, |Menugaskan PBT untuk supervisi Label benih, 1 hari Label benih yang
pemasangan label legalitas (stempel) sudah dilegalitas
benih
19. |Melakukan supervisi pemasangan label . Label benih yang 60 menit |Benih berlabel Tergantung
sudah dilegalitas, jumiah sampel
Benih yang akan yang akan
dilabel dilabel
ih si i % ih berlabel 4 -6 bulan |Benih b riifik
20. |Benih siap untuk diedarkan Benih berla 6 enih bersertifikat Terkait SOP
- / berlabel yang lp,
Selesal siap diedarkan, |’ cryusunan
Laporan
Monitoring

Peredaran Benih




[Nomor SOP 167 Tahun 2021
| Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tenggara Timur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN ( Lecky Federich Koli, STP
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH NIP 196402101986031029
Judul SOP Adaptasi Persiapan Pelepasan Varietas
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian 1. Pendidikan minimal S1.
Berkelanjutan. 2. Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. 3. Memahami struktur organisasi dan tatakerja UPTD PSB;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 4. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 5. Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas
Tanaman Hortikultura.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian,
Pelepasan dan Penarikan Varietas.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas
Tanaman.

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720 tahun 2011 Tentang Tim Penilai
Pendaftaran Varietas Hortikultura yang Dikecualikan dari Uji Kebenaran Varietas.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur,

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penanganan Surat Keluar 1. ATK.
2. Komputer
3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Adaptasi Persiapan Pelepasan Varietas tidak dilaksanakan sesuai
tahapan, maka akan berdampak pada proses pelepasan varietas unggul.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




" Pelaksana Mutu Baku
Kasie
o b i PBT Petani | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan Kelengkapan Waktu Output e 8
Mutu Benih
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
1. |Melakukan penentuan calon lokasi dan Petani, Lokasi 1-3 hari  |Terdapat petani
calon petani kegiatan adaptasi/persiapan dan lokasi untuk
pelepasan varietas ' Mutai } kegiatan
adaptasi/
persiapaan
pelepasan
varietas
2. |Melaksanakan uji adaptasi/persiapan v Galur, Benih, 1-4 Bulan |Dilaksanakan
pelepasan varietas (pengolahan tanah, Sarana Produksi pengujian
pembuatan plot dan pengujian). adaptasi/
persiapan
pelepasan
varietas
3. |Melakukan pengamatan sesuai variabel Sampel tanaman 1-4 Bulan |Diperoleh data
pengamatan, sesuai tahapan pengamatan, h pengujian adaptasi sesual variabel
mengirimkan laporan hasil pengamatan ke pengamatan,
Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Laporan uji
Benih adaptasi
4, |Mengagendakan laporan ke dalam buku Laporan uji 15 Menit  |Laporan uji
agenda surat masuk, memasang lembar Y adaptasi adaptasi
disposisi dan meneruskan kepada Kepala
UPTD PSB.
5. |Menelaah, mendisposisi surat permohonan v Laporan uji 15 Menit  [Laporan uji
dan memberikan petunjuk kepada Kepala adaptasi adaptasi
Seksi Pengawasan Mutu Benih untuk
ditindaklanjuti.
6 |Menugaskan staf untuk melakukan analisis k Laporan uji 15 Menit  |Laporan uji
data dan pembuatan laporan adaptasi adaptasi
7 |Membuat laporan akhir kegiatan uji adaptasi ATK, data 1-3 hari  |Laporan uji
persiapan pelepasan varietas untuk pengamatan adaptasi,
ditandatangani kepala UPTD PSB. Diketahui galur-
galur yang
mempunyai
potensi hasil
tinggi

ﬁ\



Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Kasile Keterangan
PBT Petani Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan Kelengkapan Waktu OQutput
Mutu Benih
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12
8 |Menandatangani laporan akhir kegiatan uji ATK, Laporan akhir 10 menit  [Laporan akhir
adaptasi (setelah diparaf Kepala Seksi ? kegiatan adaptasi kegiatan uji
Pengawasan Mutu Benih) dan menyerahkan adaptasi
ke staf untuk diproses lebih lanjut. persiapan
pelepasan
varietas
9. |Menggandakan, menyampaikan laporan Laporan akhir 10 menit  |Laporan akhir Terkait SOP
akhir kegiatan uji adaptasi persiapan kegiatan uji kegiatan uji Penanganan
pelepasan varietas ke Direktorat Perbenihan adaptasi persiapan adaptasi Surat Keluar
Tanaman Pangan serta mendokumentasikan pelepasan varietas persiapan
laporan akhir kegiatan uji adaptasi persiapan m pelepasan
varietas, Bukti

pelepasan varietas.

dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH

|Dasar Hukum :

Nomor SOP 168 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
T Tenggara Tirnur‘
_é Lecky Federich Koli, STP
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Pemurnian Varietas

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian
Berkelanjutan.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

4. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas
Tanaman Hortikultura.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian
Pelepasan dan Penarikan Varietas

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2017 tentang Pelepasan Varietas
Tanaman

8. Keputusan Menteri Pertanian No 720 tahun 2011 Tentang Tim Penilai Pendaftaran
Varietas Hortikultura yang Dikecualikan dari Uji Kebenaran Varietas

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Pendidikan minimal S1.

Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman
Memahami struktur organisasi dan tatakerja UPTD PSB;
Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.

e

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar

1. ATK.

2. Komputer
3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Pemurnian Varietas tidak dilaksanakan sesuai tahapan, maka akan
berdampak pada pelepasan varietas menjadi verietas unggul.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie
Tahap Kegiatan Keterangan
ki PBT Petani | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan Staf Kelengkapan Waktu Output ngs
Mutu Benih
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Melakukan penentuan calon lokasi dan Petani, Lokasi 1-3 hari Terdapat petani
calon petani kegiatan Pemurnian \farietas dan lokasi untuk
(s ] cegaan
Pemurnian
Varietas
Melaksanakan kegiatan Pengujian Varietas Benih 1-4 Bulan |Dilaksanakan
Pengujian
Varietas
Melakukan pengamatan sesuai variabel Sampel tanaman 1-4 Bulan |Diperoleh data
pengamatan, sesuai tahapan pengamatan, v sesuai variabel
mengirimkan laporan hasil pengamatan ke pengamatan,
Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Laporan
Benih pemurnian
varietas
Mengagendakan laporan ke dalarn buku v Laporan pemurnian 15 Menit  [Laporan
agenda surat masuk, memasang lembar varietas pemurnian
disposisi dan meneruskan kepada Kepala varietas
UPTD PSB.
Menelaah, mendisposisi surat permohonan v Laporan pemurnian 15 Menit  |Laporan
dan memberikan petunjuk kepada Kepala varietas pemurnian
Seksi Pengawasan Mutu Benih uniuk varietas
ditindaklanjuti. l
Menugaskan staf untuk membuat laporan Laporan pemurnian 15 Menit  |Laporan
varietas pemurnian
l varietas
Membuat laporan akhir kegiatan Pemurnian ATK, data 1-3 hari Laporan
Varietas pengamatan pemurnian
varietas
Menandatangani laporan akhir kegiatan W ATK, Laporan akhir 10 menit |Laporan akhir
Pemurnian Varietas setelah diparaf Kepala kegiatan pemurnian pemurnian
Seksi Pengawasan Mutu Benih varietas varietas
Menggandakan, menyampaikan laporan Laporan akhir 10 menit  |Laporan akhir Terkait SOP
akhir kegiatan pemurnian varietas ke W pemurnian varietas pemurnian Penanganan
Direktorat Perbenihan Tanaman Pangan P varietas, Bukti Surat Keluar
serta mendokumentasikan laporan akhir dokumentasi

kegiatan pemurnian varietas

—_—




Nomor SOP 169 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
| Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tenggara Timur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ‘f @_{_/_
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Lecky Federich Koli, STP
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH NIP 196402101986031029
Judul SOP Determinasi Pohon Induk
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura 1. Pendidikan minimal S1.
2. Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman
2. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 3. Memahami struktur organisasi dan tatakerja UPTD PSB;
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. 5. Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.

Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38 Tahun 2011 tentang Pendaftaran Varietas
Tanaman Hortikultura.

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 Tahun 2017 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.

Keputusan Menteri Pertanian Nomor 720 Tahun 2011 tentang Teknis Sertifikasi
Benih Hortikultura.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Penanganan Surat Keluar

1. Gunting Pangkas, Jangka Sorong, Alat Pengukur Kadar Gula Pada Buah

2. ATK, Komputer dan Printer
3. Deskripsi Varietas

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Determinasi Pohon Induk tidak dilaksanakan sesuai tahapan, maka akan
berdampak pada ketersediaaan benih tanaman buah.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Pejabat
TERE) Hoghoss P'“’E usen | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output i,
Mutu Benih Staf
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. |Mengajukan Permohonan Determinasi Pohon Permohonan 1 Hari Permohonan

lInduk ke UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Determinasi Pohon Determinasi

|Benih . Induk Pohon Induk

Mengagendakan surat permohonan Agenda Surat, 15 Menit  |Disposisi

determinasi pohon induk ke dalam buku Y Permohonan

agenda surat masuk, memasang lembar Determinasi Pohon

disposisi dan meneruskan kepada Kepala Induk

UPTD PSB.

Menelaah dan mendisposisi surat Disposisi 15 Menit  |Disposisi

permohonan determinasi pohon induk kepada W

Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih untuk

tindaklanjut.

. |Menugaskan PHT untuk melaksanakan 2i Disposisi 15 Menit  |Tersedianya

determinasi pohon induk. Pohon Induk
untuk Sumber
Perbanyakan
Benih Tanaman
Buah

Melaksanakan determinasi pohon induk dan Deskripsi Varietas, 1-3Hari |Tersedianya

mengirimkan laporan hasil determinasi pohon v Peralatan / Pohon Induk

imduk ke UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Perlengkapan untuk Sumber

Benih Determinasi Pohon Perbanyakan

Induk Benih Tanaman




Pelaksana Mutu Baku
Kasle Pejabat
No. Tahap Kegiatan usen Keterangan
o Produsen | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output e
Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 [ 7 8 9 10 11 12

6. |Mengagendakan permohonan dan laparan ke Agenda surat 15Menit  |Disposisi
dalam buku agenda surat masuk, memasang masuk, Laporan
lembar disposisi dan meneruskan kepada
Kepala UPTD PSB.

7. |Menelaah dan mendisposisi laporan hasil Disposisi 15 Menit  |Disposisi
determinasi pohon induk kepada Kepala
Seksi Pengawasan Mutu Benih untuk
tindaklanjut.

8. |Menugaskan staf untuk mencatat dalam buku Disposisi 15 Menit  |Laporan Bulanan
induk, mengarsipkan dan membuat laporan \ Determinasi
bulanan determinasi pohon induk. Pohon Induk

9. {Membuat Laporan Bulanan Determinasi Laporan Hasil 60 Menit |Laporan Bulanan
Pohon Induk untuk ditandatangani Kepala ¥ Determinasi Pohon Determinasi
UPTD PSB Induk, Disposisi Pohon Induk

10. |Menandatangani laporan bulanan Determinasi Laporan Bulanan 30 menit |Laporan Bulanan
Pohon Induk (setelah diparaf Kepala Seksi A 4 Determinasi Pohon Determinasi
Pengawasan Mutu Benih) dan menyerahkan Induk Pohon Induk
kembali kepada staf untuk diproses lebih
lanjut.

11. [Menggandakan, menyampaikan laporan ke Surat Pengantar, 30 menit  |Surat Pengantar, |Terkait SOP
Direktorat Perbenihan serta y Laporan Bulanan Laporan Bulanan |Penanganan
mendokumentasikan |laporan. o Determinasi Pohon Determinasi Surat Keluar

Induk Pohon Induk,
Bukti
Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH

Nomor SOP 170 Tahun 2021
Tgl Pembuatan 27 September 2021
[ Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Tenggara Timur (|
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
i P Benih T n
Judul SOP Penerbitan Rekomendasi dan IUP Benih Tanama

Perkebunan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian

2. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perkebunan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah

5. Permentan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

6. Permentan Nomor 50 Tahun 2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran, Pengawasan dan Benih

Tanaman Perkebunan

7. Kepmentan 3599 Tahun 2009 tentang Jenis Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan,
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Direktorat Jenderal Tanaman Hortikultura

8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa
Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan
Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

1. Pendidikan Minimal S 1

2. Fungsional PBT Perkebunan

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
SOP Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 1. ATK

2. Komputer

3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataa

Apabila SOP Penerbitan Rekomendasi dan IUPB Benih Tanaman Perkebunan tidak dilaksanakan sesuai tahapan
maka akan berdampak pada hasil sertifikasi

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Staf/Verifikator/
Tohwp Hmghites Pemohon Kaz:.ln::ten Kapa;:;g i Pengawasan Pengawas DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output Kelsmagm
Mutu Benih |Benih Tanaman
2 3 5 6 T 8 9 10 11 12
Melakukan koordinasi dengan dinas Surat Permohonan 1 hari Kelengkapan
kabupaten setempat yang membidangi = bermeterai Rp. 10.000 persyaratan
perkebunan Mutail dan kelengkapan sesuailtidak sesuai
persyaratan
permohonan
Melakukan verifikasi dokumen dan Kelengkapan 1 hari Surat Hasil Verifikasi
melakukan pemeriksaan lapangan lokasi persyaratan sesuai Permohonan
pembibitan tanaman perkebunan serta Dokumen
mengeluarkan surat hasil verifikasi
Mengajukan permohonan untuk Surat Hasil Verifikasi |1 hari Surat Hasil Verifikasi
memperoleh rekomendasi sebagai Permohonan Permohonan
produsen/pengedar benih ke UPTD PSB | Dokumen, Surat Dokumen, Surat
pada Dinas Pertanian dan Ketahanan I‘ Permohonan Permohonan
Pangan Provinsi NTT bermeterai Rp. 10.000 bermeterai Rp.
dan kelengkapan 10.000 dan
persyaratan kelengkapan
permohonan persyaratan
Menelaah, mendisposisi surat Surat Hasil Verifikasi |15 menit Lembar Disposisi
permohonan dan memberikan petunjuk Permohonan dan Kelengkapan
kepada Kepala Seksi Pengawasan Mutu Dokumen, Surat persyaratan
Benih untuk tindaklanjuti. Permohonan |permehonan
i bermeterai Rp. 10.000
dan kelengkapan
persyaratan
permohonan
Menelaah dan melanjutkan disposisi Lembar Disposisi dan |15 menit Lembar Disposisi
|surat permohonan kepada Kelengkapan dan Kelengkapan
staf/verifikator/PBT yang | persyaratan persyaratan
bertanggungjawab permohonan permohonan
Melakukan verifikasi dokumen dan Lembar Disposisi dan |30 menit Rekomendasi
apabila memenuhi syarat maka Kelengkapan sebagai
dilanjutkan dengan penerbitan 3 persyaratan produsen/pengedar
rekomendasi sebagai produsen/pengedar permohonan benih tanaman
benih tanaman perkebunan. Tetapi Tidak perkebunan
apabila tidak maka dilakukan koordinasi
ke pemohon Ya




No Tahap Kegiatan Pelsksana Mutu Baku Keterangan
Pemohon Dinas Kepala UPTD Kasie StafVerifikator/| DPMPTSP Kelengkapan Waktu Output
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12
6 |Kepala UPTD PSB memeriksa, menelaah Rekomendasi sebagai |20 menit Rekomendasi
dan menandatangani rekomendasi produsen/pengedar sebagai
sebagai produsen/pengedar benih yang benih tanaman produsen/pengedar
diajukan perkebunan benih tanaman
perkebunan
7 |Menerima rekomendasi sebagai Rekomendasi sebagai |1 hari Rekomendasi
produsen/pengedar benih yang telah di produsenipengedar sebagai
tandatangani dan mengajukan benih tanaman produsen/pengedar
permohonan untuk memperoleh ljin perkebunan, Surat benih tanaman
Usaha Produksi Benih (IUPB) ke Permchonan dan perkebunan, Surat
DPMPTSP Provinsi NTT Kelengkapan Permohonan dan
Persyaratan Kelengkapan
Permohonan Persyaratan
Permahonan
8 |Melakukan verifikasi permohonan dan Rekomendasi sebagai |1 hari IUPB Tanaman
kelengkapan dokumen persyaratan serta produsen/pengedar Perkebunan
pendaftaran NIB. Apabila sesuai maka \ benih tanaman
menerbitkan IUPB. perkebunan, Surat
Permohonan dan
Kelengkapan
Persyaratan
Permohonan
9 |Menerima IUPB dari DPMPTSP |UPB Tanaman 2 hari IUPB Tanaman Terkait SOP
: Perkebunan Perkebunan Sertifikasi
Selesal Benih
Tanaman
Perkebunan

/



Nomor SOP 171 Tahun 2021
[ Tgl Pembuatan 27 September 2021
Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Cleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH NIP 196402101986031029

Judul SOP Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih

Tanaman Perkebunan

'Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1892 tentang Budidaya Pertanian

2. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

4, Permentan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Penguijian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

5. Permentan Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan

Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

. Kepmentan No. 104/KPTS/HK.140/M/2/2020 Jenis Komoditas Binaan Kementerian Pertanian

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

(=]

1. Pendidikan Minimal S 1

2. Fungsional PBT Perkebunan

Keterkaitan : Peralatan/ Perlengkapan :
1. SOP Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 1. ATK

2. SOP Pengujian Mutuh Benih 2. Komputer

3. SOP Penerbitan Rekomendasi dan IUPB Tanaman Perkebunan 3. Printer

4. Alat Penunjang Lainnya (Meteran, Timbangan, Cat, Kuas, GPS, dll)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Penilaian dan Penetapan Kebun Sumber Benih Tanaman Perkebunan tidak dilaksanakan sesuai
tahapan maka akan berdampak pada sertifikasi benih dan ketersediaan benih tanaman perkebunan

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku Ket
Direktur Kasie Pengawas
No Tetp ¥agiatn Pemohon Jenderal Kepa;;gPTD Pengawasan Benih PR Waktu Output
Perkebunan Mutu Benih Tanaman Kalsngkapan

1 2 3 5 6 7 8 9 10 1

1 |Memasukan surat permohonan penilaian Surat Permohonan 10 menit |Surat Permohonan
dan penetapan kebun sumber benih benih Mulai
Kepala UPTD PSB.

2 |Memverifikasi berkas pemohon. Apabila - Surat Permohonan 10 menit |- Surat Permohonan
berkasnya lengkap maka akan - Lembar disposisi Penetapan BPT kepada
direncanakan untuk pelaksanaan kegiatan Menteri Pertanian Rl cq
penilaian dan penetapan kebun sumber /\ Direktur Jenderal
benih. Apabila tidak lengkap berkasnya e Perkebunan cq Kepala
maka dikembalikan kepada pemohon TIDAK YA UPTD PSB, -
untuk dilengkapi. Kelengkapan

persyaratan penetapan
kebun sumber benih.

3 |Melaksanakan kegiatan penilaian & - Surat Permohonan 4 - 5 hari - Berita Acara
penetapan kebun sumber benih tanaman - Kelengkapan persyaratan Penetapan -
perkebunan penetapan kebun sumber Laporan Hasil

benih Pemeriksaan

- Peralatan penilaian dan
penetapan KSB

4 |Menerbitkan SK Penetapan Kebun Sumber - Berita Acara Penetapan 1-2 bulan [SK Penetapan Kebun
Benih Tanaman Perkebunan }( - Laporan Hasil Sumber Benih Tanaman
Pemeriksaan Perkebunan
5 |Menerima SK Penetapan Kebun Sumber SK Penetapan Kebun 1-7 hari SK Penetapan Kebun

Benih Tanaman Perkebunan

Selesai

Sumber Benih Tanaman
Perkebunan

Sumber Benih Tanaman

Perkebunan




.

PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH

Nomor SOP 172 Tahun 2021

Tgl Pembuatan 27 September 2021

Tgl Reuvisi

Tgl Pengesahan

Dsahkan Oleh

Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029

Judul SOP Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan

Dasar Hukum :

Kualifikasi Pelaksana :

-~ D w!

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian
. Undang - undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Perkebunan

2
3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman
4

. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah
. Permenpan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kredit
. Permentan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas
. Permentan Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan
8. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

1. Pendidikan Minimal S 1
2. Fungsional PBT Perkebunan

Keterkaitan ; Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Penetapan Kebun Benih Tanaman Perkebunan 1. ATK

2. SOP Pengujian Mutu Benih Tanarman Perkebunan 2. Komputer

3. SOP Penerbitan Rekomendasi dan IUPB Benih Tanaman Perkebunan 3. Printer

4 . Alat Penunjang Lainnya (Hand Counter, Jangka Sorong, Meteran, Timbangan, dll)

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan tidak dilaksanakan sesuai tahapan maka
akan berdampak pada hasil sertifikasi

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
: Kasie Pengawas
R b i Pemohon filpeia UFTD Pengawasan Benih Persyaratan / Kelengkapan Waktu Output Kot
PSB
Mutu Benih Tanaman
1 2 3 4 5 6 f 8 9 10
1 [Memasukan surat permohonan sertifikasi Surat Permohonan dan 10 menit Surat Permohonan dan
benih kepada Kepala UPTD PSB Mulai kelengkapan persyaratan kelengkapan
persyaratan
2 |Memverifikasi berkas pemohon. Apabila Surat Permohonan dan 10 menit - Surat permohonan dan
berkasnya lengkap maka akan kelengkapan persyaratan kelengkapan
direncanakan pemeriksaan lapangan dan \ persyaratan
sertifikasi benih. Apabila tidak lengkap — TIDAK | YA - Lembar disposisi
berkasnya maka dikembalikan kepada
pemohon untuk dilengkapi.
3 |Melaksanakan kegiatan sertifikasi benih - Surat permohonan dan 1 - 4 hari Laporan hasil sertifikasi

tanaman perkebunan Y kelengkapan persyaratan

- Lembar disposisi

- SPT, Format pemeriksaan dan

peralatan lapangan

4 |Menerbitkan sertifikat mutu benih dan atau Laporan hasil sertifikasi 1-2 hari Sertifikat mutu benih
surat keterangan mutu benih. dan surat keterangan
e mutu benih serta no seri
label
5 |Menerima sertifikat mutu benih/surat Sertifikat mutu benih dan surat |1 hari Label dipasang/

keterangan mutu benih dan legalisasi label

keterangan mutu benih serta no
seri label

digantung pada semua
benih/tanaman yang
menenuhi syarat




Noemor SOP 173 Tahun 2021
| Tgl Pembuatan 27 September 2021
| Tgl Revisi
Tgl Pengesahan
Disahkan Oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR <
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan
Dasar Hukum : Kualifikasi Pelaksana :

1. Undang - undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Budidaya Pertanian

2. Undang - undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman

4. Permenpan Nomor 09 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Benih Tanaman dan Angka Kredit

5. Permentan Nomor 61 Tahun 2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas

6. Permentan Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015 tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan
Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan

7. Peraturan Gubernur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur
Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintah di Lingkup Pemerintah Provinsi NTT

1. Pendidikan Minimal S 1

2. Fungsional PBT Perkebunan

3. Sudah mengikuti Magang/Bimtek Petugas Laboratorium pada
BBPPTP Surabaya

Keterkaitan: Peralatan/ Perlengkapan :
SOP Sertifikasi Benih Tanaman Perkebunan 1. ATK

2. Komputer

3. Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Apabila SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman Perkebunan tidak dilaksanakan sesuai
tahapan akan berdampak pada hasil sertifikasi

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku Ket
Kasie Pengawas
Tahap Kegiatan
No poes Pemohon Kapapl;lB.l s Pengawasan Benih ::::a;aatan': Waktu Output
Mutu Benih Tanaman i
1 2 3 5 6 7 8 9 10 11
Memasukan surat permohonan sertifikasi Mol Surat Permohonan dan |10 menit Surat Permohonan
1 |benih kepada Kepala UPTD PSB. kelengkapan dan kelengkapan
2 |Memverifikasi berkas pemohon. Apabila Surat Permohonan dan | 10 menit Surat Permohonan,
berkasnya lengkap maka akan direncanakan /\ kelengkapan kelengkapan
untuk pengambilan sampel benih di TIDAK YA persyaratan persyaratan dan
lapangan/produsen benih. Apabila tidak \/ Lembar disposisi
lengkap berkasnya maka dikembalikan kepada
pemohon untuk dilengkapi.
3 |Mengambil sampel benih di lapangan/ & Surat Permohonan, 2 hari Sampel benih
produsen benih : kelengkapan
persyaratan, Lembar
disposisi dan peralatan
pengambilan sampel
4 Melakukan Pengujian Mutu Benih di n Sampel benih dan Hasil penguiian
Laboratorium Peralatan laboratorium pengu)
- Pengujian Kemurnian Fisik Benih 1 hari
- Pengujian Kadar Air Benih 2 hari
- Penguijian Daya Berkecambah Benih 7 - 60 hari
5 Meqerbitkan Sertifikat Hasil Pengujian Mutu 3 Hasil Pengujian 30 menit Sertifikat
Benih <
6 |Menerima Hasil Sertifikasi Pengujian Mutu Sertifikat 15 meniit Sertifikat

Benih




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH

Nomor SOP 174 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
st a Tenggara Timur,
Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029
Judul SOP Penerbitan Rekomendasi / Sertifikat Kompetensi

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budidaya Pertanian
Berkelanjutan.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih Tanaman.

7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perbenihan
Hortikultura.

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1,

2. Memahami struktur organisasi dan tatakerja UPTD PSB;
3. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB:
4. Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.

Keterkaitan :

Peralatan/perlengkapan :

1. SOP Sertifikasi Benih Tanaman Pangan

2. SOP Sertifikasi Tanaman Buah-Buahan
3. SOP Sertifikasi Sayuran Semusim

1. ATK
2. Komputer, Printer.

Peringatan :

Pencatatan dan pendataan :

/Apabila SOP Penerbitan Rekomendasi / Sertifikat Kompetensi tidak dilaksanakan sesuai
tahapan, maka akan berdampak pada proses sertifikasi benih.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy

s



Pelaksana Mutu Baku
Tahap Kegiatan Produsen / Kasie Pejabat Keterangan
Pengedar Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pelaksana / Kelengkapan Waktu Output
Benih Mutu Benih Staf
2 3 4 ] 6 L 8 ] 10 11 12
. |Mengajukan permohonan rekomendasi / Permohonan 10 menit  |Permohonan
sertifikat kompetensi kepada Kepala UPTD
PSB melalui PBT l Mulsl }
PBT melakukan penilaian dan mengirimkan Permohonan, Form 10 menit |Permohonan,
permohonan rekomendasi/sertifikat Penilaian Laporan
kompetensi dan penilaian kepada Kepala Penilaian
UPTD PSB Kelayakan Teknis
Mengagendakan permohonan dan laporan Agenda surat 10 menit  |Disposisi
ke dalam buku agenda surat masuk, k masuk,
memasang lembar disposisi dan Permohonan,
meneruskan kepada Kepala UPTD PSB. Laporan Penilaian
Kelayakan Teknis
Menelaah, mendisposisi permchonian dan Disposisi 10 menit  |Disposisi
laporan serta memberikan petunjuk kepada h 4
Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih untuk
ditindaklanjuti.
Menugaskan staf untuk memproses Disposisi 1 hari Bahan
penerbitan rekomendasi / sertifikat 3 kelengkapan
kompetensi rekomendasi /
sertifikat
kompetensi
Membuat rekomendasi / sertifikat Bahan kelengkapan| 10 menit |Rekomendasi/
kompetensi untuk ditandatangani cleh A rekomendasi / sertifikat
Kepala UPTD sertifikat kompetensi
] kompetensi
Menandatangani (setelah diparaf cleh J’ Rekomendasi / 10 menit |Rekomendasi /
Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih) dan sertifikat sertifikat
menyerahkan rekomendasi / sertifikat kompetensi kompetensi
kompetensi.
Menggunakan rekomendasi / sertifikat Rekomendasi / 10 menit |Rekomendasi/ |Terkait SOP
kompetensi untuk proses sertfikasi benih sertifikat sertifikat Sertifikasi Benih
\ kompetensi kompetensi Tanaman
Pangan, SOP
l Selossl ] Sertifikasi
Tanaman Buah-
Buahan, SOP
Sertifikasi
Sayuran
Semusim




Nomor SOP. 175 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021

Tanggal Revisi

Tanggal Efekiif

Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Provinsi Nusa Tenggara Timur
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Lecky Federich Koli, STP
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SEKSI PENGAWASAN MUTU BENIH _ NIP 196402101986031029
Judul SOP Sertifikasi Sayuran Semusim

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Hortikultura. 1. Pendidikan minimal $1;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman. 2. Memiliki kompetensi teknis Pengawas Benih Tanaman;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan 3. Memahami struktur organisasi dan tata kerja UPTD PSB;
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. 4. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025. 5. Memahami dan menguasai teknologi dan informasi.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomeor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar
Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan.
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 48 tahun 2017 tentang Produksi, Sertifikasi dan
Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura.
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2018 tentang Produksi, Sertifikasi,
dan Peredaran Benih Tanaman.
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Perbenihan
Hortikultura.
9. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas
dan Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Penerbitan Rekomendasi / Sertifikat Kompetensi 1. ATK,
2. SOP Penyusunan Laporan Monitoring Peredaran Benih 2. Komputer
3. Printer
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabila SOP Sertifikasi Sayuran Semusim tidak dilaksanakan sesuai tahapan, maka
akan berdampak pada pengawasan di lapangan (kegiatan sertifikasi benih) untuk
menghasilkan benih sayur yang bermutu.

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Pejabat
Tatiop Kagiwian Produsen | Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pelaksana/ | Kelengkapan Waktu Output Hrngen
Mutu Benih Staf
2 3 4 5 6 ¥ 8 § 10 11 12
Mengajukan permohonan sertifikasi benih Sertifikat 1 hari Permohonan Terkait SOP
kepada Kepala UPTD PSB melalui PBT Kompetensi, Sertifikasi Benih |Penerbitan
Mulai Permohonan Rekomendasi /
Sertifikasi Benih Sertifikat
Kompetensi.
Melakukan tahapan kegiatan sertifikasi Permohonan, 1-2tahun |Laporan - laporan
benih meliputi : pemeriksaan pendahuluan, \ 4 Form - form pemeriksaan
pemeriksaan pertanaman, pemeriksaan pemeriksaan
umbi di gudang. Mengirimkan laporan ke
UPTD PSB. I
. |Mengajukan permohonan pemberian nomor ; Laporan, 1 hari Laporan,
seri label. Permohonan, Buku Permohonan,
agenda kerja Disposisi
Mengagendakan laporan dan permohonan \ Laporan, 10 menit  |Laporan,
ke dalam buku agenda surat masuk, Permohonan, Permohonan,
memasang lembar disposisi dan Disposisi Disposisi
meneruskan kepada Kepala UPTD PSB.
Menelaah, mendisposisi laporan dan Laporan, 10 menit  |Laporan,
permohonan serta memberikan petunjuk X Permohonan, Permohonan,
kepada Kepala Seksi Pengawasan Mutu Disposisi Disposisi
Benih untuk ditindaklanjuti.
Menugaskan staf untuk membuat sertifikat ¥ Laporan, 15 menit  |Sertifikat benih
benih bina dan mengeluarkan nomor seri Permohonan, bina, Nomor seri
label Disposisi label




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Pejabat Ket
o, TR I Produsen Kasubag TU | Kepala UPTD | Pengawasan PBT Pelaksana / Kelengkapan Waktu Qutput g
Mutu Benih Staf
1 2 3 4 5 6 7 & 9 10 i1 12
7. |Membuat sertifikat benih bina untuk Sertifikat benih 15 menit | Sertifikat benih
ditandatangani Kepala UPTD PSB bina, Nomor seri bina, Nomor seri
label label
8. |Memeriksa sertifikat benih bina. Jika setuju, Sertifikat benih 10 menit | Sertifikat benih
diparaf dan diserahkan kepada Kepala bina, Nomor seri bina, Nomor seri
UPTD PSB untuk ditandatangani. Jika tidak YA TIDAK label label
setuju, dikembalikan ke staf untuk diperbaiki
9. |Menandatangani sertifikat benih bina dan K ] Sertifikat benih 10 menit  |Sertifikat benih
diserahkan kepada staf untuk diproses lebih bina, Nomor seri bina, Nomor seri
lanjut. l label label
10. [Mengirimkan sertifikat benih bina dan nomor Sertifikat benih 1 hari Sertifikat benih
seri label. bina, Nomor seri bina, Nomor seri
label label
11. [Mencetak label di jasa percetakan dan Sertifikat benih 1-2 hari  |Label benih dan
legalitas label di UPTD PSB. bina, Nomor seri legalitas
label (stempel) label
12. [Menugaskan PBT untuk supervisi Label benih dan 1 hari Label benih yang
pemasangan label. legalitas (stempel) sudah dilegalitas
label
13. |Melakukan supervisi pemasangan label. v Label benih yang 1 hari Benih berlabel
sudah dilegalitas,
Benin yang akan
T dilabel
14. |Benih siap untuk diedarkan. . Benih berlabel tidak ada |Benih Terkait SOP
masa berlaku |bersertifikat/ Penyusunan
label (umbi) |berlabel yang Laporan
siap diedarkan Monitoring

L

Peredaran Benih




Nomor SOP 176 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR -
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN Lecky Frederich Koli, STP
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN TATA USAHA NIP 196402101986031029

Judul SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBN

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertangggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya.

4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

3. Pendidikan Minimal D3

1.  Menguasai Tata Naskah Dinas
2. Mampu mengoperasikan Microsoft Office

|Keterkaitan :

Peralatan/Perlengkapan :

1. SOP Pengadaan ATK
2. SOP Pengadaan Barang Milik Negara (Aset)

1. Komputer/Laptop
2. ATK
3.  Printer

Peringatan :

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBN tidak dilaksanakan dengan baik
maka akan berdarmpak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan APBN.

BKU




Pelaksana Mutu Baku
NO Tahap Kegiatan Kasubag Kepala Bendahara .t Keterangan
Pejabat Pelaksana / Staf Tata Usaha UPTD PSB Pengeluaran Kelengkapan | Waktu | Outp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Mengajukan permintaan SPP Dana
A SPP 1 hari
kepada Bendahara Pengeluaran Tersedia
2 |Memverifikasi dan menyerahkan uang v
sesuai permintaan SPP kepada SPP 1 hari Dana
Bendahara Pengeluaran Pembantu
3 |Menerima uang dan membukukan -
penerimaan uang ke dalam | ‘
BKU serta membuat Dana, BKU ¥ b SPJ,
laporan pertanggung jawaban / SPJ Laporan
setelah kegiatan dilaksanakan untuk
diketahui oleh Kepala UPTD PSB
4 |Mengoreksi dan meneruskan laporan SPJ
pertanggung jawaban / SPJ kepada D SPJ, Laporan 1 Hari Laponlm
Kepala UPTD PSB
5 |Menandatangani laporan pertanggung
jawaban / SPJ dan menyerahkan E SpJ 1 hari SPJ,
kembali kepada staf untuk diproses Fd, Lapeman o Laporan
lebinh lanjut
6 |[Menyerahkan SPJ ke Bendahara SPJ
SPJ, Laporan 1 hari y
Pengeluaran Laporan
7 |Menerima SPJ dari Bendahara X s tapenn || na SPJ,
Pengeluaran Pembantu . Laporan




Nomor SOP 177 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh nian dan Ketahanan Pangan
Timur s
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR S
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN I" Lecky Frederich Koli, STP
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN TATA USAHA NIP 1986402101986031029
Judul SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Prigram Jaminan

1. Menguasai Tata Naskah Dinas

Pensiun. 2.  Mampu mengoperasikan Microsoft Office
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan 3.  Pendidikan Minimal SMA
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4, Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Pemlatamierhngkapun :
SOP Penanganan Surat Masuk 1.  Buku Agenda Surat Keluar
2.  Komputer/Laptop
3. ATK
4. Printer

Peringatan ;

Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Pengurusan Kenaikan Pangkat dan Pensiun tidak dilaksanakan dengan baik maka akan
berdampak pada keterlambatan kenaikan pangkat dan pensiun ASN.

Dicatat pada Buku Agenda Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat Kepegawaian
NO Tahip Neghatan Kasubag Tata Usaha | Pelaksana/ |Kepala UPTD| dan Umum Kelengkapan Waktu Output Wolorangen
Staf (Dinas)
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10
1 |Menugaskan pejabat pelaksana/
g pejabat pe _ SK 80%, SK 100%, SKP,
staf untuk merekap data pegawel : DRH, SK Jabatan, Usulan data
yang akan mengurus | Mulai i SPMT, SPP, Uraian 5 hari kepegawaian
i Tugas, SK Pangkat beserta
- Pangkat
Kena.lkan - Terakhir, FC ljasah kelengkapannya
- Pensiun Terakhir, PAK
2 |Merekap, mengumpulkan data Usulan data
'—’ Usulan data kepegawaian 5 hari kepegawaian
dan membuat konsep usulan I beserta kelengkapannya beserta
pegawai kelengkapannya
| i |: Usulan data kepegawaian kzip‘;:’:u?;:‘n
u =
pegawai untiuk ditandatangani _ beserta kelengkapannya 15 menit Baserta
oleh Kepala UPTD kelengkapannya
4 |Menandatangani usulan pegawai _ Usulan data
’ Usulan data kepegawaian 15 menit kepegawaian
dan menyerahkan kembali kepada beserta kelengkapannya beserta
staf untuk diproses lebih lanjut kelengkapannya
e
5 |Mengirim usulan pegawai ,I; ’ SK Gubemnur,
ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Usulan data Tspegewaien 4 bulan Bukti
e
= beserta kelengkapannya Dokamarites
Pangan Provinsi NTT
6 |Memproses usulan pegawai ke BKD W s ki e :
sulan data kepegawaian
dan menyerahkan kembali kepada beserta kelengkapannya 4 bulan SK Gubernur
pejabat pelaksana untuk diarsipkan
7 |Mendokumentasikan SK pensiun, ii SK Gubemnur,
dan kenaikan pangkat Selesai SK Gubernur 1 hari Bukti
pang - Dokumentasi




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 178 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efekdif
Disahkan oleh Kepal ertaniabdan Ketahanan Pangan
Provinsi NUS:W/'
Pembina Utama Muda
NIP 196402101986031029
Judul SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBD |

Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

2.  Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan
dan Penyusunan Laporan Pertangggung Jawaban Bendahara serta penyampaiannya.

4.  Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur,

1. Menguasai Tata Naskah Dinas
2. Mampu mengoperasikan Microsoft Office

3. Pendidikan Minimal D3

Keterkaitan :

5eulatan!T’orlangkapan :

1. SOP Pengadaan ATK
2. SOP Pengadaan Barang Milik Negara (Aset)

1. Komputer/Laptop
2. ATK

maka akan berdampak pada keterlambatan pelaksanaan kegiatan APBD |.

3.  Printer
'?'iringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBD | tidak dilaksanakan dengan baik |BKU




Pelaksana Mutu Baku
NO Tahap Kegiatan . Kasubag Kepala Bendahara Keterangan
ut
Pejabat Pelaksana / Staf Tata Usaha UPTD PSB Pengeluaran Kelengkapan | Waktu | Outp
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 |Mengajukan permintaan SPP Dana
SPP 1 hari
kepada Bendahara Pengeluaran Tersedia
2 |Memverifikasi dan menyerahkan uang *
sesuai permintaan SPP kepada SPP 1 hari Dana
Bendahara Pengeluaran Pembantu
3 |Menerima uang dan membukukan L |
penerimaan uang ke dalam D
LB o Dana, BKU | 1 butan |, SP¥:
laporan pertanggung jawaban / SPJ Laporan
setelah kegiatan dilaksanakan untuk
diketahui oleh Kepala UPTD PSB
4 |Mengoreksi dan meneruskan laporan SPJ
pertanggung jawaban / SPJ kepada I:I SPJ, Laporan 1 Hari Lk r;an
Kepala UPTD PSB ap
5 |Menandatangani laporan pertanggung D
jawaban / SPJ dan menyerahkan 3 SPJ,
kembali kepada staf untuk diproses SN, Laporan L Laporan
lebih lanjut
6 |Menyeranhkan SPJ ke Bendahara ) SPJ
SPJ, Laporan 1 hari :
Pengeluaran po Laporan
7 |Menerima SPJ dari Bendahara : SPJ
e SPJ, Laporan 1 hari :
Pengeluaran Pembantu £ Laporan




2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan,
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 102 Tahun 2009 tentang Tata Cara Rekonsiliasi
Barang Milik Negara Dalam Rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat.

4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Alas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Nomor SOP 179 Tahun 2021
?anﬁ al Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efekdtif
Disahkan oleh nian dan Ketahanan Pangan
Tenggara Timur ’,
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR ( é
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN %
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN TATA USAHA NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengadaan Barang Milik Negara (Aset)
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor & Tahun 20086 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / 1. Pendidikan Minimal SMA;
Daerah. 2. Memahami struktur organisasi dan tata kerja UPTD PSB;

3. Memahami tugas pokok dan fungsi UPTD PSB;

berdampak pada penatausahaan barang milik negara (aset).

Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBD | 1.  Komputer/Laptop
2. SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBN 2. ATK
3.  Printer
T’eringatan : Pencatatan dan Pendataan :
Jika SOP Pengadaan Barang Milik Negara (Aset) tidak dilaksanakan dengan baik maka akan KIB, KIR




Mutu Baku

Pelaksana
i g Keppean Pela‘::;:l;a: Staf Kasubag Tata Usaha | Kepala UPTD Kelengkapan Waktu Output e
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1. |Melakukan kegiatan meliputi : menghimpun data BAST, Bukti Kepemilikan 1 minggu |Laporan
aset, menginput data barang inventaris dalam SP2D / SPM, Kuitansi, SK
aplikasi SIMAK BMN baik berupa perolehan, penghapusan, Data sumber
perubahan maupun penghapusan, memberi kode lain yang sah
register barang inventaris, memeriksa kondisi barang
inventaris, membuat daftar KIB dan KIR, membuat
laporan bulanan aset.
2. |Mengoreksi laporan dan meneruskan kepada Kepala Laporan 10 menit |Laporan yang
UPTD PSB. sudah diparaf
Kasubag TU
3. |Menandatangani laporan diserahkan kembali kepada L Laporan yang sudah diparaf 10 menit |Laporan yang
staf untuk diproses lebih lanjut. Kasubag TU sudah
ditandatangani
Kepala UPTD
4. |Mengirim dan mengarsipkan laporan serta berita W Laporan 1 hari  |Laporan, Bukti
acara rekonsiliasi. Dokumentasi




Nomor SOP 180 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN c
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN TATA USAHA NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengadaan ATK
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :
1. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara / 1. Pendidikan Minimal SMA;
Daerah. 2.  Memahami struktur organisasi dan tata kerja UPTD PSB;
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan, 3.  Memahami tugas pokok dan funsgi UPTD PSB;
Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
1. SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBD | 1. Komputer/Laptop
2. SOP Permintaan dan Pertanggungjawaban Keuangan APBN 2. ATK
3.  Printer
|Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Pengadaan ATK tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menghambat pelaksanaan
kegiatan.

Buku kontrol ATK




Pelaksana Mutu Baku
Pejabat
O L A Kasubag TU | Pelaksana / | Kepala UPTD | Kelengkapan| Waktu | Output | <ererangan
Staf
2 3 - 5 B 7 8 9
Menugaskan staf untuk Data 2 jam |Konsep
menghimpun dan membuat : Kebutuhan
daftar kebutuhan ATK dari I Mulai
masing-masing seksi

2 |Menghimpun dan membuat Konsep 2jam |Konsep, Barang
daftar kebutuhan ATK dari yang masih ada
masing-masing seksi.. L 2
Bendahara barang mengecek
ketersediaan barang ATK dan
membuat laporan kepada
Kepala UPTD PSB.

3 |Memeriksa laporan dan ¥ Konsep, 30 menit | Konsep, Barang
meneruskan laporan kepada Barang yang yang masih ada
Kepala UPTD PSB masih ada

4  |Menerima laporan dan ¥ Konsep, 30 menit | Konsep, Barang
menugaskan staf untuk diproses Barang yang yang masih ada
lebih lanjut masih ada

5 Membelanjakan kebutuhan ATK Konsep 1 hari |Pengadaan dan

sesuai kebutuhan setelah ada
pencairan keuangan dan
mendistribusikan kepada
masing-masing seksi.

pendistribusian
barang yang
baru




Nomor SOP

181 Tahun 2021

Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh
PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN r Lecky Frederich Koli, STP
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH Pembina Utama Muda
SUB BAGIAN TATA USAHA NIP 196402101986031029
Judul SOP Penanganan Surat Masuk
Dasar Hukum : Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi
2010-2025.

2

1.  Menguasai Tata Naskah Dinas
Mampu mengoperasikan Microsoft Office

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 3. Pendidikan Minimal SMA
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : E‘eralatan!aarlengkapan s
SOP Penanganan Surat Keluar 1. Buku Agenda Surat Masuk
2.  Komputer/Laptop
3. ATK
i 4. Printer
Peringatan : Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Penanganan Surat Masuk tidak dilaksanakan dengan baik maka akan berdampak pada
tindaklanjut surat masuk.

Pada buku Agenda Surat Masuk




“Pelaksana Mutu Baku
No. Tahap Kegiatan Pejabat Pelaksana / | Kasubag Tata Kepala Keterangan
Kelengkapan Waktu Output
staf Usaha | UPTD PSB i i
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Menerima surat masuk, mengagendakan surat dalam buku Surat masuk, Surat masuk
agenda surat masuk, memasang lembar disposisi dan | Mulai IF Buku agenda dan lembar
meneruskan kepada Kasubag Tata Usaha. surat masuk dan 10 menit |disposisi
Lembar disposisi
2 Menelaah, mendisposisi surat masuk kepada Kepala UPTD Surat masuk dan Surat masuk
PSB lembar disposisi .. |dan lembar
10 menit disposisi
3 Menelaah, mendisposisi surat masuk dan memberikan W Surat masuk dan Surat masuk
petunjuk kepada pejabat yang dituju untuk ditindaklanjuti lembar disposisi p— dan lembar
dan menyerahkan kembali kepada staf untuk diproses lebih disposisi
lanjut 1
B Mendistribusikan surat masuk sesuai peruntukkannya dan Surat masuk dan Bukti
mengarsipkan * lembar disposisi . |dokumentasi
10 menit




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SUB BAGIAN TATA USAHA

Nomor SOP 182 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
| Tanggal Revisi
Tanggal Efektif
Disahkan oleh Kepala ian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tgnggara Timu
Lecky Fredericir Kot SFF
Pembina Utama Muda

NIP 196402101986031029

Judul SOP Penanganan Surat Keluar

[Dasar Hukum :

Kualifikasi pelaksana :

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi

1.  Menguasai Tata Naskah Dinas

Peringatan ;

2010-2025. 2. Mampu mengoperasikan Microsoft Office
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 3.  Pendidikan Minimal SMA
Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur
Administrasi Pemerintahan.
3. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 18 Tahun 2011 tentang Tata Naskah
Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 32 Tahun 2019 tentang Kedudukan,
Susunan Qrganisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Cabang Dinas dan Unit Pelaksana
Teknis Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas
Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis
Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan di
Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur.
Keterkaitan : Peralatan/Perlengkapan :
SOP Penanganan Surat Masuk 1. Buku Agenda Surat Keluar
2.  Komputer/Laptop
3. ATK
4.  Printer
Pencatatan dan Pendataan :

Jika SOP Penanganan Surat Keluar tidak dilaksanakan dengan baik maka akan menyulitkan
pengontrolan dan pengendalian administrasi surat keluar

Pada buku Agenda Surat Keluar




Pelaksana Mutu Baku
i b peta:::-.?: Staf T::::::ga U:'I?ga l;aSB KUPRIR Ennes Nalaghapan Waldy Outpet T

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1. |Menerima surat keluar dari Surat Keluar 10 menit |Surat Keluar
tiap seksi dan meneruskan [ Wi }
kepada Kasubag Tata
Usaha.

2. |Memeriksa konsep surat v Surat Keluar 15 menit |Surat Keluar
keluar, jika setuju diteruskan o Ya yang sudah
ke Kepala UPTD. Jika tidak Tidak T diparaf Kasubag
setuju dikembalikan ke staf ~ TU
untuk diperbaiki.

3. |Memeriksa konsep surat Surat Keluar yang 15 menit |Surat Keluar
keluar, jika setuju memberi /'\ Ya sudah diparaf Kasubag yang sudah
paraf dan diteruskan kepada Tidal v TU diparaf Kepala
Kepala Dinas setelah UPTD
mendapatkan paraf dari
Sekretaris Dinas. Jika tidak
setuju dikembalikan untuk
diperbaiki.

4. |Menandatangani surat L Surat Keluar yang 1jam  |Surat Keluar
keluar dan diserahkan sudah diparaf Kepala yang sudah
kembali kepada staf untuk UPTD ditandatangani
diproses lebih lanjut. Kepala Dinas

5. |Menerima surat, memberi Surat Keluar 5 menit |Surat Keluar,
nomor surat, Bukti
mengagendakan dan Dokumentasi

mendistribusikan surat
sesuai peruntukkannya




PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPTD PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH

SEKSI PENGUJIAN MUTU BENIH

Dasar Hukum :

Nomor SOP 183 Tahun 2021
Tanggal Pembuatan 27 September 2021
Tanggal Revisi
| Tanggal Efekdif
Disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
& Provinsi Nusa Tenggara Timur
ec
Pembina Utama Muda
i1 NIP 196402101986031029
Judul SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura

Kualifikasi pelaksana :

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design RB 2010-2025.

5. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Operasional Prosedur Administrasi
Pemerintahan.

6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Sertifikasi
Benih Hortikultura.

7. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 993 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis
Pengambilan Contoh Benih dan Penguijian / Analisis Mutu Benih Tanaman Pangan.

8. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 620 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis
Sertifikasi Benih Tanaman Pangan.

9. Peraturan Gubemur Nusa Tenggara Timur Nomor 3 Tahun 2018 tentang Roadmap
RB Provinsi NTT Tahap Il Periode 2018-2022.

10. Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 44 Tahun 2020 tentang
Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 28 Tahun 2017
tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur Administrasi Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa
Tenggara Timur.

1. Pendidikan minimal S1.
2. Menguasai/berpengalaman dalam Pengujian Benih (Analis).

Keterkaitan : Peralatan/perlengkapan :
1. SOP Sertifikasi Benih Tanaman Pangan 1. ATK.
2. SOP Checking Mutu 2. Komputer
3. SOP Pelabelan Ulang 3. Printer
4, Alat Penguiian Laboratorium
Peringatan : Pencatatan dan pendataan :

Apabii;l SOP Pengujian Mutu Benih Tanaman Pangan dan Hortikultura tidak
dilaksanakan sesuai tahapan, maka akan berdampak pada Hasil Mutu Benih

Disimpan dalam Softcopy dan Hardcopy




Pelaksana Mutu Baku
Kasie Kasie
- i s Pemonon | #5108 T8 | \epaia UPTD | Pengawasan | Pengujian Analis Kelengkapan Waktu Output T
Mutu Benih Mutu Benih
7 2 3 4 5 [] 7 ] 9 10 11 12_
1. |Memasukan surat permohonan permintaan Surat Permohonan, 10 menit  |Surat
pengujian dan sampel benih kepada Kepala Sampel Benih Permohonan,
UPTD PSB. Sampel Benih
2. |Mengagendalkan surat permohonan ke Surat F"errndmnan, 10 menit  |Surat
dalam buku agenda surat masuk, memmrg? Sampel Benih Permohonan,
lembar disposisi dan meneruskan kepada Sampel Benih,
Kepala UPTD PSB. Lembar Disposisi
3. |Menelaah, mendisposisi surat permohonan Surat Permohonan, 10 menit |[Surat
dan memberikan petunjuk kepada Kepala Y Sampel Benih, Permohanan,
Seksi Pengawasan Mutu Benih untuk Lembar Disposisi Sampel Benih,
ditindaklanjuti. Lembar Disposisi
4, |Memverifikasi permintaan darl pemohon. Surat Permohonan, 10 menit |Sampel Benih,
Apabila berkasnya lengkap maka diteruskan 3 Sampel Benih, Form Pengiriman
kepada Kepala Seksi Pengujian Mutu Benih. o / YA Lembar Disposisi Sampel
Apabila tidak lengkap berkasnya maka
dikembalikan kepada pemohon untuk
dilengkapi.
5. |Menindaklanjuti permintaan pengujian dan Sampel Benih, 10 menit [Kartu Perintah Uji
menugaskan analis melakukan pengujian Form Pengiriman dan Sampel
|sesual dengan metode yang diberlakukan. Sampel Benih
6 |Melakukan pengujian sampel sesuai 3 7 3 Kartu Perintah Uji 7-14 harl  |Kartu Perintah Uji [Periode
metode. Memeriksa dan mengoreksi hasil dan Sampel Benih dan Sampel pengujian
pengujian secara bertahap oleh analis. Benih tergantung jenis
o | komoditi
7 |Memeriksa dan mengoreksi hasil pengujian, |Kartu Perintah Uji 15 menit |Laporan Hasil Uji
apabila terdapat kesalahan maka dan Kartu
dikembalikan ke analis untuk diperbaiki, jika TIOAR Pengujian
sudah sesual ditandatangani dan diserahkan
ke Kepala Seksi Pengawasan Mutu Benih,
YA
Pt
8 [Menyusun Laporan Lengkap Hasil Laporan Hasil Uji 15 menit |Laporan Lengkap |Terkait SOP
Pengujian. Hasil Pengujian  |Sertifikasi Benih
=3 e
Pangan, SOP
Checking Mutu
dan SOP
/——\ Pelabelan Ullng+




